SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2017-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat [6)

Mengingat

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-
2037;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atieh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 47235});



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemnerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir denigan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomeor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042];

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5103}
Peraturan Pemerintah Nomor &8 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara dan Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393},
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang
Penataan Wilayah Pertahanan (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5374);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 138);
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Pulau SBumatera (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13);
Peraturan Presiden Nomer 81 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 —
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
MNomor 3);
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pembangunan Infrastrukiur Ketenagalistrikan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA
MEMUTLISKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dzlam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara,

2, Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daersh dan Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah menuruat
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asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoncsia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1545.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan  daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah vang berkedudukan scbhagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN
adalah arahan kebijakan dan strategl pemanfaatan wilayvah negara.

. Rencana Tata Ruang Wilavah Provinsi, yvang selanjutnya disingkat

RTRWP, adalah rencana tata ruang vang bersifat umum dan wilayah
provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan,
kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur
ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan
kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang,

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendulkung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki

hubungan fungsional.

. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah

vatig meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungst budi daya.

&. Pepatagn ruang adalah suatu sisiemn proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.



14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan
struktur ruang dan pola ruang yang melipug penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang.

15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan strukiur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewuiudkan
tertib tata ruang,

17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang,

18 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah vang selanjutnya disinglat
BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelsksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang di Provinsi Sumatera Utara dan mempunyai fungsi membantu
pelaksanaan tugas Gubermur dalam Koordinas: penataan ruang di daerah.

19 Wilayah adalah rueng vang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait vang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

20, Kawasan adalah wilayah vang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya.

21. Kawasan Lindung adalah wilayah vang ditetapkan denpan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya
alam, sumberdaya buatan, dan nilal segjarah serta budaya bangsa guna
kepentingan pembanpgunan berkelanjutan,

22 Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber dava alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

23 Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
vang berfungsi scbagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan vang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

24 Kawasan Perdezaan adalah wilavah yvang mempunval kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolagn sumber dava alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jassa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
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Kawasan Perkotasn adalah wilavah vang mempunyal kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebaga tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelavanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Agropolitan adalah kawasan vang terdiri atas satu atau lebih
pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu vang ditunjukkan
nleh adanva keterkaitan fungsional dan hierarkn keruangan satuan
sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Kawasan  Agromarinpolitan adalah kawasan  yang  berada
diwilayahkawasan pesisir, pulau pulau kecil dan pulau terluar yang
diarahkan pada potensi agro, pertanian, perikanan dan pariwisata.
Kawagkan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah vang mempunyai fungs
utarna ekonomi yang terdini dan sentra produksi, pengplahan, pemasaran
komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya,
Kawasan Metropolitan adalah kawssan perkotaan yang terdiri atas
sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan
inti dengan kawasan perkotaan di sckitarnya yang saling memiliki
keterkaitan fungsional vang dihubungkan dengan sistem  jaringan
prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secarsa
keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu jutaj jiwa.

Kawasan Strategis Nasional adalah wilavah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, eckonomi, sosial, budava, danfatau lingkungan, termasuk
wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengarah sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,

. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjumnya disingkat PKN adaiah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,
nasional, atau beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional sclanjumya
disitigkat PKW adalsh kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
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Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi selanjutnva
disingkat PKWp adalah kewasan perkotaan vang berfungsi untui
melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten (kota.

- Pusat Kegiatan Lokal vang selamjuinya disingkat PKL adalah kawasan

perkotaan yang  berfungsi untuk melayani  kegiatan  skala
kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

penyelengparaan bandar wudara dan kegatan lainnya  dalam
melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan
ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau
pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagal tempat pesawat udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yvang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,
serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya,

Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk
melayani kepentingan umum.

Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk
melayani kepentingan sendin untuk wmenunjang kegiatan wusaha
pokoknya,

Pangkalan udara militer adalah suatu deerah atau kawasan berisi
mnstans: dan mstalasi serta fasilitas vang memberikan dukungan logistik
atau dukungan lainnya dalam pelaksanaan operasi penerbangan
pesawat-pesawat udara militer maupun pesawat udara lainnya,

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan
dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang
digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin
keselamatan penerbangan,

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemaniaatan
wilavah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi
penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta

fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.



43 Pelabuhan adalah tempat vang terdiri atas daratan dan/atau perairan
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dengan batas batas tertentu sebagal tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan vyang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminan dan tempat berlabuh kapal vang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagal tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.

Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan vang dialokasikan

untuk alur pelayvaran begi kapal.

45. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdirl atas prasarana,

sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persvaratan

dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api,

46. Jaringan jalar kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait

satu dengan yang lain vang menghubungkan berbagai tempat sehingga

merupakan satu sistem.

47. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahasan mineral atau batubara
vang meliputi penyelidikan wumum, ecksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, peagangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

48. Pariwisata adalah berbagai macam keglatan wisata dan didukung

.

berbagai fasilitas sertz layvanan vang disediakan oleh masyarakat,
pengussha, Pemerintah, dan Pemerintah Dacrah.

Kepaniwisataan adalah  keseluruhan kegiatan yang terkait dengan
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multdisiplin yang muncul
sebagal wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

50, Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang

a1.

dibangun atan didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata,

Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungst utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan
xeamanan, vang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan
TNl Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNl Angkatan Laut, dan

wawasan militer lainnya.
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Hutan adalah satu kesatuan ekosistern berupa hamparan lahan berisi
sumberdaya alam havati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

‘alam lingkungannya, vang satu dengan lainnva tidak dapat dipisahkan.

Kawasan Hutan adalah wilayvah tertentu yvang ditunjuk dan/ atau
ditetapkan oleh pemerintah wuntuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan vang digambarkan
pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilavah Provinsi,
Holding =zome adalah penerapan dekineasi kawasan yvang belum
ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya.

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyail fungsi
sokok sebgai  perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah

intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah,

.Hutan produksi adalah kawasan hutan yvang mempunval fungst pokok

memproduksi hasil hutan,

. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas

lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing
dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilax di bawah
125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
pelestarian alam, dan taman buru.

Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor
xelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing
dikalikan dengan angka penimbang mempunval jJumlah nilal antara 125-
174, di haar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
nelestarian alam, dan taman buru.

Hutan Produksi yang dapat dikonwversi adalah kawasan hutan yang
secara ruang dicadangkan untuk digunakan bag pembangunan di luar
kegiatan kehutanan,

. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di

daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ckosisternnya vang juga berfungsi sebagai wilavah sistem penyvangga
kehidupan.
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Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan
alamnya mempunyai kelkhasan wumbuhan, satwa dan ckosistemnya atau
ekosistern  tertentu yang perlu dilindungl dan perkembangannva
berlangsung secara alami.

Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang
mempunyai ¢iri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis
satwa yang untuk kelangsungan hidupnva dapat dilakukan pembinaan
terhadap habitatnva.

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu,
baik di daratan maupun di perairan vang mempunyai  fungsi
perlindungan sislem penyangga kehidupan, pengawetan
keanckaragaman jemis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara
lestari sumber daya alam hayati dan ekosistermnya.

Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam vang
mempunyal  ekosistem  ash, dikelola dengan sistem zonasi vang
dimanfaatkan wanmuk keperluan  penelitian, ilmu  pengetahuan,
pendidikan, menumjang budidaya, pariwisata, dan reloreasi.

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan
xoleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis
asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfastkan bagi kepentingan
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budava,
pariwisata, dan rekreasi.

Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat
maupun perairan yang terutama dimanfastkan untuk pariwisata dan
rekreasi alam.

Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat
wisata berburu.

.Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah sebuah

umit wilayah kelola, institusi pengelola, dan unit perencanaan
pengelolaan hutan di tingkat tapak, dibentuk dengan tujuan agar dapat
dicapai pengelolaan hutan vang efisien dan lestari.

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta
ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagal tempat
serta ruang di sekitar situs purbakala dap kawasan yvang memiliki
hentukan geologl alami yang khas.
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71.8empadan Pantal adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang
pantai yvang mempunyal manfaat penting untuk mempertahankan
<elestarian  dan  kesucian pantal, keselamatan  bangunan, dan
tersedianya ruang untuk lain lintas umum.

72.3cempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai,
rermasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer Vang mempunya
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

73. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau
waduk yang mempunyali manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi danau /waduk.

74. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang
mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungs: mata air.

75 . Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang
merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi
perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.

76. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yvang mempunvai kemampuan
tnggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat
pengisian air bumi {akifer) vang berguna sebagai sumber air,

T7. Wilavah sunga: adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air
dalam satu atau lebih daerah aliran sungai danjatau pulau-pulau kecil
vang luasnva kurang dari atau sama dengan duaribu kilometer persegi.

78 Daerah Aliran Sungal vang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu
wilayah dardatan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainva, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, vang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.

79, Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan
timbal balik antara sumberdayva alam dengan manusia di dalam DAS dan
segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem
serta meningkatnva kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara
berkelanjutan.

80 Klasifikasi DAS adalah pengkategonan DAS berdasarkan kondisi lahan
serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ckonomi, investasi

bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
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lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi,
investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilavah tidak berfungsi
sebagaimana mestinya,

DAS yang dipulihkan daya dukungnva adalah DAS vang kondisi lahan,
sualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi
sangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungs: sebapaimana
mestinya.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atay
mengelompok, vang penggunaannva lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.

Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biclogis yang menjadi kebutuhan
dasar agar kehidupan masvarakat (manusia) dapat bertahan.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, vang
mempengarvhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan
Kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dava Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan
keseimbangan antar keduanya.

Dayva Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.

Ekosistern adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merapakan
kesatuzan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.

Ronservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap
biosfer schingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan vang
terbesar kepada generasi sekarang sementara  mempertahankan
potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan
datang [suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).

Mangrove adalah komunitas vegetasi pantal tropis vang tumbuh dan
berkembang pada daerah air payau atan daerah pasang surut dengan
substrat berlumpur dicampur dengan pasir, Biasanya berada di mulut sungai.
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Hulau Kecil adalah Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atan

sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan

Zkosistemnya.

Yeraturan zonasi adalah ketentusn yang mengatur tentang persyaratan
semanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok /zona peruntukan yang penetapan zonanva dalam rencana ringes
LAk TUang,

lzin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan
pemaniaatan,

dksesibilitas adalah kemudahan vang disediakan bagl semua orang
termasuk penvandang cacat den lansia guna mewujudkan kesamaan
kesempatan dalam sepala aspek kehidupan dan penghidupan,

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masvarakat hulum adat, korporasi, danfatau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang,

Peran Masyarakat adalah berbagai keglatan masyarakat, yang timbul atas
kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat
dan bergerak dalam penyelenggaran penataan ruang.

Tatanan Kepelabuhanan adalah suaty sistemn kepelabubanan yang memuat
seran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, dan lokasi pelabuhan serta
seterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan Sektor
lainnya.

Tatanan Kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan yang
menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata
ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi
slam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi,
kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta

keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Pasal 2

Tujian penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan wilayah

yanz sejahters, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
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Pasal 3

(1} Kebijjakan penataan ruang wilayveh provins: antara lain :

12}

(3]

4. mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat:

b, mengembangkan sektor ekonom unggulan melalul peningkatan daya
saing dan diversifikasi produk;

c. mewujudkan ketahanan pangan meialui mtensifikasi lahan yvang ada
dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktil;

d. menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan
ekosisten;

&, mengoptmalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi
perkembangan wilayah; dan

. meningkatkan aksesibilitas dan memeratakan pelavanan sosial

5

ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.

Strategi mengurangi Kesenjangan pengembangan wilayah timur dan

barat sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a antara lain :

a, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat
sesual dengan potensl dan daya dukung; dan

b. membangun dan meningkatkan aksesibilitas wilayah timur dan barat
serta dataran tinggi.

sStrategi mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalul peningkatan

dava saing dan diversifikasi produk sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf b antara lain :

a. mendorong kegiatan pengolahan komodit unggulan di pusat produksi
komoditi unggulan;

b. menyediakan sarana dan prasarata pendubkung produksi untuk
menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;

¢. meningkatkan aksesibilitas transportasi, perhubungan, sumber dava
air dan telekomunikast dan pusat produksi komodit unggulan menuju
pusal pemasaran;

d. mengembangkan pusat-pusat agropolitan, minapolitan serta kawasan
wisata potensial untuk meningkatkan dayva saing;

e. meningkatican kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan
sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperiuas
Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung
produksi komoditas unggulan; dan
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[ mengembangkan kawasan dan produk unggulan yang berpotensi
memacu pertumbuhan ckonomi kawasan dan wilayah di sekitarnys
serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah,

Strategi mewwjudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan

vang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif

sebagmimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ antara lain :

1. mempertahankan luasan lahan pertanian;

b. meningkatkan produktivitas pertanian;

c. melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan

d. mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru dan
penyediaan sarana prasarananya untuk memenuhl swasembada
pangan.

Strategi menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan

keseimbangan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

antara lain:

a. mempertahankan luasan kawasan lindung

b. meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan

¢, mengembalikan ekosistermn kawasan lindung,

Strategi mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi

perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

anftara lain !

a, mengembangkan kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan
sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

b. mengendalikan perkembangan fistk permukiman dan peruntukan
lainnya; dan

c. mendorong sinergitas pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan
perkotaan,

Strateg) meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan ekonomi

sosial ke seluruh wilavah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

antara laimn;

a. mengembangkan dan memeratakan sarana dan prasarana ekonomi
sosial pada seluruh bagian kawasan; dan

b. menyediakan dan memeratakan [asilitas pelayanan ekonomi sosial,
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BAB I
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI
Bagian Kesaty
Linglkup Wilayah Perencanaan
Pasal 4

Lingkup wilavah perencanaan meliputi seluruh wilavah Provinsi
Sumatera Utara dengan luas keseluruhan scbesar kurang lebih
183.449,17 km? (seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat
puluh sembilan kema tujuh belas kilometer persegi) vang meliputi;
4. daratan seluas kurang lebih 72.325 47 km? {tujuh puluh dua ribu tiga

ratus dua puluh lima koma empat puluh tujuh kilometer persegi);
b, lautan seluas kurang lebih 110,000 km? (seratus sepuluh ribu

kilometer persegi); dan
;. badan air Danau Toba seluas kurang lebih 1.123,70 km?# (seribu

seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh kilometer persegi).
Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang
ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi wilayah daratan,
wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, laut, perairan lainnya, serta wilayah
udara dengan batas wilayah meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh;
b, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi

Sumatera Barat; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.
Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2)
meliputy:
Kotz Medan;
Kota Binjai;
Kota Tebing Tingg:;
Kola Pematangsiantar;

Kota Tanjungbalai;

mpoep

Kota Padangsidimpuan;

Kota Sibolga;

T

Kota Gunungsitoli;
i. Kabupaten Deli Serdang;
j.  Kabupaten Serdang Bedaga::
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.. Kabupaten Langkat;
Kabupaten Asahan;
11, Kabupaten Dairi;
1. Kabupaten karo;
4. Kabupaten Labuhanbatu;
3,  Kabupaten Labuhanbat Utara;
1 Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
r. Kabupaten Simalungun;
5.  Kabupaten Tapanuh Utara;
. Kabupaten Tapanuli Tengah;
. Kabupaten Tapanuli Selatan;
v, Kabupaten Toba Samosir;
w, Kabupaten Mandailing Natal:
%. Kabupaten Fakpak Bharat;
¢, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Kabupaten Samosir;
aa. Kabupaten Nias;
bb. Kabupaten Nias Utara;
z¢. Kabupaten Nias Selatan;
dd. Kabupaten Nias Barat;
=e. Kabupaten Batubarg,
If. Kabupaten Padang Lawas; dan
gz, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bagian kedua
Substansi
Pasal 5

Sustansi RTRWP Sumatera Utara meliputi |

a. mujuan, kebijakan, dan strategl penataan ruang wilayah provinsi,

b. rencana struktur ruang wilavah provinsi yang meliputi rencana sistem
serkotaan, rencana sistem jaringan fransportasi, rencand sistem jaringan
cnergl, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan
sumberdsaya air, serta rencana sistem jaritigan prasarana lingkungan;

c. rencana pola ruang wilavah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan

wawasan budi daya;
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d. penctapan kawasan strategis provinsi,

&, grahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program
vtama jangka menengah lima tahunan; dan

f, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayeh provinsi vang berisi
indikasi arahan peraturan zonasi sistem proving), arahan perizinarn,

arahan idsentif dan disinsentif, serta arahan sanksi,

BAB Il
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Urmum
Pasal 6
(1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi:
. sistem perkotasn;
Iy, sistem jaringan transportasi;
. sistem jaringan energi
il. sistem jaringan telekomunikasi;
. sistem jaringan sumber daya air; dan
. sistem jaringan prasarana lingkungan.
[2) fencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta
Jdengan skala 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan
Pazal 7

(1} Sistem perkotaan merupakan pusal-pusat kegiatan pada wilayah provins
vang menjadi pusat pertumbuban wilayah provinsi.

(2) Sistem perkotaan terdiri atas PKSN, PKN, PKW, PKL, dan PEWp.

{3) PKSN, PKN, PKW, PKL, dan PKWp fercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisabhkan dari peraturan daerah ini,

(4) Tujuan pengembangan sistem perketaan untuk mendorong proses
sertumbuhan pada kota-kota yang berpotensi untuk berkembang dengan
menghindari terjadinya ketidakefisienan kota-kota yang berperan sebagai
susat pertumbuhan wilayvah.



Baglan Ketiga
Rencana Pengembangan Sistem Jarngan Transporiast
Paragral 1
Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Transportasi
Pasal 8
(1} Sistem jaringan transportast meliput :
£. sistem jaringan transportasi darat;
b, sistem jaringan transportasi laut; dan
¢, sistem jaringan transportasi udara.
(2} Bistem jaringan transportasi darat meliputi ¢
#. jaringan jalan;
b. jaringan jalur kereta api;
. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan
d. jaringan angkutan barang dan penumpang.
(3} Sistem janngan transportasi laut meliputi ;
#. tatanan kepelabuhanan; dan
9, alur pelavaran.
(4] Sistem jaringan transportasi udara meliputs
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b, ruang udara untuk penerbangan.
(5] Rencana sistem jaringan transportasi bertujuan untuk optimalisasi dan
pengembangan struktur jaringan transportasi.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 9
(1) Pengembangan jaringan jalan meliputi :
a. jaringan jalan arteri vang ada dalam wilayah provinsi;
b. jaringan jalan kolektor yang ada dalam wilayah provinsi;
¢, jaringan jalan bebas hambatan; dan
d. jaringan jalan strategis provins:,
(2] Jaringan jalan artert sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan jaringan jalan dengan fungsi arteri primer.
(3] Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada avat (1} huruf b
meliputi jaringan jalan dengan fungsi kolektor K-1, K-2, dan K-3.
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(4) Jalan bebas hambatan dikembangkan untuk mempercepat perwujudan
jaringan jalan bebas hambatan sebagal baglan dari jarngan jalan
riasional vang ada dalam wilayah provinsi,

(5) daringan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
burufl d merupakan janngan jalan arteri dan/fatau kolektor vang
diprioritaskan untuk melayvam kepentingan provinsi berdasarkan
pertimbangan untuk  membangkitkan  pertumbuhan  ekonomi,
kesejahteraan dan keamanan provinsi.

(6) Penetapan fungsi dan status jalan dilakukan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7] Hencana pengembangan jaringan jalan tercantum dalam Lampiran 111
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan daerah ini

Pasal 10

Pergembangan sistem jaringan jalar kereta api antara lain:

a. _alur kereta api antar kota di pantai timur, yang menghubungkan batas
Aceh — Besitang — Binjal — Medan - Lubuk Pakam - Tebinghinggi —~ Kisaran
- Rantauprapat — batas Riau;

b. jalur kereta apl antar kota, Medan - Deli Tua, Medan - Pancur Batu,
Kizaran - 'Tanjungbalai, Tebing Tinggi - Pematangsiantar,
Pematangsiantar = Pematang Raya - Merek — Kabanjahe - Brastag,
Pematangsiantar — Parapat (Kawasan Danau Toba);

¢. jalur kereta apl antar kota bagian barat vang menghubungkan batas Aceh -
Sibolga — batas Sumatera Barat;

d. jalur kereta api antar kota di bagian tengah utara yang menghubungkan
Rantauprapat - Gunung Tua - Padangsidimpuan - Sibolga, dan jalur
pengembangan strategis lamnya,

e. jalur kereta api Medan — Belawan — Gabion (Pelabuhan Peti Kemas), Sei
Mangke - Bandar Tinggi — Pelabuhan Kuala Tanjung, Kisaran — Pelabuhan
Tanjung Tiram, Rantauprapat — Aeck Nabara — Negeri Lama - Labuhan
Bilik, Perlanaan - Gunung Bayu [Sei Mangkei) - Pematangsiantar, Aras
Kabu - Bandara Kuala Namu;

f. pengembangan jalur kereta api di Kawasan Mebidangro dan pengaktifan
kembali jalur kereta api vang sudah tidak beroperasi antara lain Belawan -
Stasiun Kota, Stasiun Kota - Batang Kuis - Lubuk Pakam, Stasiun Kota -
Sunggal - Binjai, Stasiun Kota - Pancur Bam, Lubuk Pakam - Galang, Aras
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Eabu — Bandara Kualanamu, Stasiun Kota — Deli Tua, Deli Tua - Sibolangit;
pengembangan  simpul kereta api di  Medan, Tebingtinggi,
Permnmatangsiantar, Parapat, Kisaran, Rantauprapat, dan Sibolga;

. pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalur kereta api dan

jaringan jalan; dan
Pembangunan jalur kereta api ganda Medan - Aras Kabu - Kuaianamu.

Pasal 11

(1) Pengembangan sistem jaringan sungai, danau dan penveberangan

meliputi peningkatan dan pengembangan jaringan pelavanan angkutan
sungal, danau dan penycberangan {AsSDP).

(2) Peningkatan dan pengembangan simpul dan jaringan transportasi

penyeberangan  dilakukan melalui  peningkaran jaringan pelayanan

transportasi sungai, danau dan penveberangan meliputi

#. simpul jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi dermaga
sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang vang digunakan untuk
melayani angkutan penyeberangan, sebagaimana tercantum pada
Lampiran [V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
daerah ini;

b. jaringan pelayvanan angkutan penyveberangan lintas negara yaitu
Medan-Penang (Malaysia), Medan-RKuala Lumpur {Malaysia), Medan-
Singapura, Tanjungbalai-Singapura dan Tanjungbalai-Malaysia;

c. jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas provinsi valtu
Medan-Batam, Medan-Lholkseumawe, Medan-Pangkal Pinang,
Gunungsitoli-Singkil, Pulau Telo-Teluk Bayur;

d. jaringan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas
kabupaten/kota vaitu Sibolga — Gunungsitoli, Sibolga - Teluk Dalam,
Teluk Dalam — Pulau Telo, Natal - Pulau Telo, Ajibata - Tomok,
Simanindo — Tigaras; Belawan Lama — Batang Sere, Belawan Lama -
Karang Gading, Ajibata - Tomok, Ajibata — Urat. Ajibata - Porsea,
Balige - Onan Rungpu, Balige - Mogang, Balige - Bakkara, Balige -
Ajibata, Balige - Pangururan, Muara - Naingeolan, Bakkara -
Nainggolan, Muara - Balige, Muara - Tomok, Muara - Bakkara, Muara
- Onan Rungg.



Pasal 12

(1) Pengembangan sistem jaringan angkutan penumpang antara lain;

a.

o

penataan jarmgan pelayanan angkutan umum disesuaikan dengan hierarki
jalan;

. pengembangan dan pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe

B diarahkan scbagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan darn peraturan daerah ing;
pengembangan  Terminal Penumpang C tersebar pada seluruh
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;

. pengembangan sistemn anglkutan umum massal berbasis jalan dan

angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan

Mebidangro;

. pengembangan sistem layanan angkutan umum massal di Kawasan

Strategis.

pengembangan  jaringan pelayanan angkutan pemadu moda di
Bandara Kuala Namu melalul moda angkutan jalan, kereta api, dan
angkutan laut;

pengembangan fasilitaz alith moda (transfer point] untuk angkutan
pemadu moda di Bandara Kuala Namu;

. pengembangan pelayanan angkutan penumpang pada lintas wilayah

timur, lintas wilayah barat dan dataran tingg:.

{2} Pengembangan sistem jaringan anglutan barang antara lain;

H.

penetapan lokasi terminal angkutan barang dengan fasilitasnva
diarahkan pada kawasan pelabuhan dan industri serta lokasi yang
ditetapkan pada jaringan jalan arteri serta kolektor primer dan
sekunder; dan

pengembangan terminal angkutan barang diarahkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yvang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragral 3
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 13

{1) Pengembangan tatanan kepelabuhanan adalah pelabuhan laut meliputs :

a.
b.

pelabuhan utama;
pelabuhan pengumpul;
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¢. pelabuhan pengumpan, yang terdiri atas :
1) pelabuhan pengumpan regional; dan
2} pelabuhan pengumpan lokal,
(2} Alur pelayaran meliputi :
g, alur pelayaran umum dan perlintasan; dan

b alur pelayaran masuk pelabuhan,

Pasal 14

{1}Fengembangan tatanan kepelabuhan vang ada dalam wilayah provinsi
tereanturn dalam Lampiran VII yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan daerah ini

(2] Pengembangan angkutan laut di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera
Utara dengan bus air.

(3] Pengembangan pelabuhan di sepanjang pantai timur Sumatera Utara
untuk mendukung angkutan laut di sepanjang pesisic panta timur
sumatera Utara,

(4) Pengembangan pelabuhan untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi
wilayah di pesisir pantai barat Sumatera Utara.

(5] Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung vang ditetapkan sebagail
pelabuban hub internasional di gerbang barat Indonesia dalam tatanan
sistem Logistik Nasional.

Paragraf 4
Eencana Pengembangan Sistem Janngan Transportasi Udara
Pasal 15
(1) Pengembangan tatanan kebandarudaraan mehput:
a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer,;
b. bandar udara pengumpan;
¢, bandar udara khusus; dan
d. pembangunan bandar udara baru.
(2) Ruang udara untuk penerbangan meliputi:
a. ruang udara di atas bandar udara vang dipergunakan langsung untuk
kegiatan bandar udara;
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk cperasi
penerbangan; dan
¢. ruang udara vang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
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Pasal 16

(1) Fengembangan tatanan kebandarudarasn yang ada dalam wilayah
provinsi tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
srpisahkan dari peraturan daerah ini,

(2) Pembangunan Bandar udara khusus diarahkan pada Kawasan Strategis
Provinsi vang memiliki potensi pemingkatan perckonomian tinggl.

{2} Fembangunan bandar udara baru antara lain bandar udara di Kabupaten
Drairi, Labuhanbatu Selatan, dan Padanglawas.

{4} Pembangunan bandar udara baru di kabupaten/kota harus memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempal
Rencana Pengembangan Sistem Jarnngan Energi
Paragraf 1
Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Energi
Pasal 17

(1) Sistem jaringan energr meliputi:
a1, penyediaan minyak dan gas bumi;
. pembangkit tenaga listrik; dan
£, jaringan transmisi tenaga listrik.

(2} Pengembangan jaringan energi bertujuan untuk mewujudkan
ketersediaan dava energi vang seluruh wilavah dalam kapasitas dan
selavanannya guna peningkatan kualitas hidup dan mendukung aspek
politik dan pertahanan negara.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energl
Pasai 18
(1) Pengembangan sistem penyediaan minyak dan gas bumi antara lain :

a. Sistem Penyediaan dan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas
Bumi Nasional dari Provinsi Aceh, dan Provinsi Riau (Pertamina
Sumbagut):

b. Sistem Penyediaan dan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas
Bumi Nasional dari Belawan ke Kawasan Industri Medan (KIM)-
Kawasan Ekonomi Khusus [KEK) Sei Mangkei; dan
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¢, pembangunan terminal gas terapung skala besar dan kecil di Kota
Medan, Kota Sibolga dan Kabupaten Batubara serta di kawasan
pesisir timur dan kawasan pantai barat yang potensial,

(2} Pengembangan pembangkit tenaga listrik yang ada di wilayah provinsi
antara lain ;

a, peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang telah ada,
pembangunan pembangkit listrik baru berbasiskan pertambangan batu
bara, panas bumi, lidro sebagaimana tercanfum dalam Lampiran IX
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;

b. pengembangan sumber energi baru yang berbasiskan potens: tenaga
matahari/surya, panas bumi, air, biomassa dan biogas; dan

¢. pengembangan sistem pembangkit mikrohidro, tenaga
mataharifsurya, tenaga angin dan tenaga diesel dengan sistem
jaringan terisolasi, antara lain pada Kawasan Danau Toba, Kepulauan
Nias, Pulau Berhala, pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta
kawasan terpencil dan pedalaman,

(3] Pengembangan sistem jaringan transmaisi tenaga listnk antara lain ;

A, sistemn jaringan interkoneksi se-Sumatera dan sistem energi ASEAN; dan

b sistem transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) dan
saluran udara tegangan tinggi (SUTT] menyebar pada wilayah
kabupaten kota,

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
Paragraf 1
Sistemn dan Tujusan Pengembangan Jaringan Telekomunikas:
Pasal 19
(1) sistem janngan telekomunikas) antara lamn ¢
a. jaringan terestrial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan
b. janingan satelit,
{2) Jaringan terestrial, sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurufl a,
diarahkan pada:
a. pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan
pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten /kota;
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b penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan Base Transceiver
Station. (BTS} dilakukan dengan memperhatikan rencana penataan
pembangunan menara telepon selular di wilayah kabupaten/kota (eell
plan); dar

¢ pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel untuk menjangkau
wilayah blankspot pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah
terpencil,

(3] Jaringan =satelit sebapaimana dimaksud pada avat (1) huraf b,
dikembangkan untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan
perbatasan negara, kawasan tertinggal dan tferisolasi, termasuk pulau-
pulan kecil serta melengkapl sistem jaringan telekomunikasi melalui
satelit komunikasi dan stasiun bumi.

(4) Pengembangan jaringan telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan
sarana komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah
valam kapasitas dan pelayanannya guna untuk peningkatan kualitas
hidup masyarakat, mendukung aspek politik dan pertahanan negara.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 20
Pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi antara lain;
a. Pengembangan sistem jaringan terestrial kabel serat optik di perkotaan
PEN Mebidangro;
b. Pengembangan sistem jaringan terestrial kabel dan nirkabel di jaringan
pusat pelayanan wilavah pantai timur, pantai barat, serta dataran tinggi;
¢. Pengembangan jaringan telekomunikasi satelit pada PEKN Mebidangro,
PEKW, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan negara antara lain
Pulau Berhala, Pulau Smuk dan Pulau Wunga, serta pembangunan
Stasiun Bumi di Kabupaten Karo;
d. Pengembangan Menara Telekomunikasi di kawasan perkotaan, daerah
komersil, dan blankspot jaringan wilayah perdesaan; dan
e, Peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan telekomunikasi.
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Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Paragraf 1
Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Sumber Dava Air
Pasal 21
(1) Sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
£, jaringan sumber daya air; dan
b. prasarana sumber daya air.
(2) Jaringan sumber daya air, meliputi:
o, air permukaan sungai vang meliputi induk sungal, anak sungai yang
bermuara ke pantai serta menuju danau;
b, badan air danau;
¢. kawasan rawa,
¢l. cekunigan air tanah {CAT); dan
=. sumber mata air lainnya.
(3) Prasarana sumber daya air meliputi:
4. prasarana irigasi;
b. prasarana air minum,; dan
. prasarana pengendalian dava rusak air,
(4] Pengembangan jaringan sumber daya air dan prasarana sumber daya air
bertujusn untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi,
wetersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 22

(1} Pengembangan jaringan sumber daya air permukaan melahui pengelolaan
Wilayah Sungai vang ada dalam wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran
X vang merupakan bagian tidak termsahkan dar peraturan daerah ini.

(2) Pengembangan sumber daya air pada badan air danau antara lain Danau
Toba, Danau Siais, Danau Balimbing, Danau Lau Kawar, Danau Sidihoni,
Danau Ack Natonang, Danau Pandan, Danau Laut Tinggel, Danau
Siombun, Danau Laut Tador, Danau Tao, Danau Linting, Danau
Seberang, Danau Marsabut, Danau Siombak, Danau Sicike-cike, Danau
Tasik, Danau Silosung, dan Danau Sipinggan.



-2 -

|3} Pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa vang tersebar di
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten
Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten
Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten
Tapanuh Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.

(4) Pengembangan janngan cekungan air tanah (CAT) yang ada dalam
wilavah provinsi tercantum dalam Lampiran XI vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan peraturan daerah i,

(5} Pengembangan sumber mata air tersebar di scluruh kabupaten fkota.

{6) Fengembangan jaringan sarana dan prasarana sumber daya air.

Pasal 23
(1} Pengembangan sistern jaringan prasarana irigasi antara lain:

a4, pengembangan bendungan Sigura - gura, pembangunan bendungan
Lau Simeme dan Sei Wampu;

b, pembangunan dan pengembangan bendung Batang Batahan, Batang
Gadis. Batang Angkola, Bah Bolon, Batang Anai, Batang Tengah;

c. pengembangan bendung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan daerah ing;

d. pengembangan daerah saluran  irigasi  pertanian  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIlI vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini;

. pengembangan situ/waduk/embung sebagaimanan tercantum dalam
Lampiran XIV wyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan daerah ini; dan

i. pemantapan sumur bor yang telah dibangun di beberapa kawasan.

(2} Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum antara lain:

a. peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM} yang telah ada;

b. pengembangan SPAM regional pada kawasan lintas kabupaten/kota
antara lain: Kawasan Medan - Binjai — Deli Serdang - Karo
{Mehidangro), Kota Siboga - Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Tebing
Tinggi — Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai — Kabupaten
Asahan, Kawasan Danau Toba, Kota Pematangsiantar - Kabupaten
Simalungun, Kota Padangsidimpuan — Kabupaten Tapanuli Selatan dan
di Kepulauan Nias;
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¢ pengembangan SPAM dengan sistermn jaringan perpipaan melayam

f

kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan pariwisata,
kawasan industri dan kawasan kegiatan budidaya lainnya, antara lain
dilaksanakan melalui pengembangan unit produks: awr minum
sebagaimanan tercantum dalam Lampiran XV vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan daerzah ini;

pengembangan SPAM  bukan jaringan perpipaan pada kawasan
terpencil, pesisir dan pulau kecil terluar;

konservasi terhadap kualitas dan kontinuitas air baku melahu
keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana sarans
sumber daya air dan sanitasi; dan

pengembangan kelembagaan Badan Lavanan Umum (BLU) SPAM,

{3} Pengembangan prasarana pengendalian dayva rusak air pada alur sungai,
clanan, waduk dan pantai antara lain:

£l

gsistemn drainase dan penpendalian  banjir dengan normalisasi,
penguatan tebing, pembuatan kolam retensi, dan pembuatan tanggul
vang telah ada;

sistem penanganan erosi dan longsor di aliran sungai; dan

. #istem pengamanan abrasi pantal antara lain: Pantai Barus di

Kabupaten Tapanuli Tengah, Pantai Natal di Kabupaten Mandailing
Natal, Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai, Pantai
Kepulauan Nias, Pantai Kawasan Danau Toba, serta pantai-pantai di

pesigir timur Sumatera Utara.

(4} Pengembangan sistemn jaringan drainase dan pengendalian banjir antagra lain:
1. sistem jaringan drainase makro diarahkan untuk melayani suatu

(]

kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan sumber daya air
dan jaringan drainase mikro diarahkan untuk melayani kawasan
permukiman bagian dar kawasan perkotaan;

sistemn jaringan drainase dikembangkan dengan prinsip menahan
scbanyak mungkin resapan air hwjan ke dalam tanah secara alami

dan/atau buatan di seluruh kabupaten /kota; dan

. penvediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi ditetapkan pada

kawasan perkotaan dengan ruang terbuka hijau kurang dari 30% (tiga
puluh per=sen).

{5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pengelolaan sumber daya air diatur

sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.



-30-

{6} Pemerintah  kabupaten/kota wajib mengembangkan rencana induk
drainase, rencana induk pengembangan SPAM pada setiap wilayah
kabupaten /kota.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Sistern Jaringan Prasarana Lingkungan
Paragraf |
Sistemn dan Tujuan Pengembangan Jaringan Prasarana Lingkungan
Pasal 24
(1) Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan meliputi |
2. Tempat pemrosesan akhir sampah;
b. Pengelolaan air limbah; dan
¢. Jalar evakuasi bencana.
(2) Pengembangan jaringan prasarana lingkungan  bertujuan  untuk
memenithi kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman,

produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya serta mitigasi

bencana.
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistemn Jaringan Prasarana Lingkungan
Pasal 25

(1] Pengembangan sistem tempat pemrosesan akhir sampah antara lain:

4. pengembangan tempat pemrosesan  akhir sampah vang tersebar
melayani di seluruh kabupaten/ kota; dan

b. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah regional
sebagaimana terdapat pada Lampiran XVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

{2) Pengembangan pengelolaan air imbah antara lain :

a, sistern pengelolaan air limbah perpipaan terpusat dilakukan secara
kolektif melalul janngan pengumpul dan diolah serta dibuang secara
terpusat pada kawasan perkotaan dengan intensitas tingg:, dan
kawasan industri;

b. sistem pengelolaan air limbah setempat pada kawasan permukiman
dikelola dengan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan

c. Sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau limbah
B3.
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Jalur Evakuasi Bencana
Pasal 26

{1} Jalur evakuasi bencana menggunakan jalur paling aman dan terdekat
melalui jaringan jalan dan/atau jalur khusus menuju ruang evakuasi
bencana di setiap kabupaten/kota yaitu zona-zona aman terdekat dari
lokasi bencana, dapat berupa penvedisan ruang terbuka di dataran
lingei danfatau  memanfaatkan lapangan, fasilitas pendidikan,
perkantoran, dan/atau fasilitas lainnva.

(2} Pengembangan jalur evakuasi bencana dilakukan sesual dengan

gsetentuan perundangan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 27

(1} Kencana pola ruang wilayah meliputi :
#. kawasan lindung; dan
b, kawasan budi daya,

(2] Penetapan kawasan lindung dilalukan dengan mengacu pada pola ruang
kawasan lindung vang telah ditetapkan sccara nasional sebapgaimana
tercantum dalam Lampiran XVIl, merupakan satu kesatuan dan bagian
vang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ni,

(3} Penetapan kawasan budidava dilakukan dengan mengacu pada pola
uang kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, serta
memperhatikan  pola  ruang  kawasan  budidaya Provinsi  dan
nabupaten /Kota.

[4] Kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} merupakan bagian DAS yang diklasifikasikan menjadi DAS vang
dipertahankan dan DAS yvang dipulihkan sebagaimana tercantum dalam
lampiran XVII, merupakan bagian vang tidak terpisahkan dar peraturan
daerah ini.

(5] Kawasan lindung meiipud :

4. kawasan hutan lindung;
b, kawasan wang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya,;

2. kawasan perlindungan setempat;



d. kawasan suaka alam, pelestanan alam, dan cagar budaya;
e, kawasan rawan bencana;
[. kawasan lindung geologi ; dan
£ kawasan lindung lainnya,
(6] Kawasan budi daya meliputi :
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
. kawasan peruntukan pertanian;

kawasan peruntukan perkebunan;

= T - ¢

kawasan peruntukan peternakan;

kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;
kawasan peruntukan pertambangan;

kawasan peruntukan industri;

bR Y ®

. kawasan peruntukan pariwisata;

b

kawasan peruntukan permukiman; dan
1 kawasan peruntukan lainnya.,

{7) Dalam penyusunan rencana pola ruang wilayah provinsi, tetap
rienjunjung tinggi hak keperdataan yang ada, baik perseorangan maupun
badan hukum.

{8} Eencana pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian 1:2350.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar peraturan

daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Lindung

Pasal 28
Pola ruang kawasan hutan lindung disusun berdasarkan pada penetapan
kavasan hutan vang berlaku yang menyebar di wilavah kabupaten,kota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.
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Paragraf 2
Rencana Pengembangan Kawasan yvang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 29

(1) Pola ruang kawasan yvang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannva antara lain lahan gambut dan kawasan resapan air,

(2] Pengembangan pola ruang kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya antara lain:

a.

&,

kawasan lahan gambut yang menvebar di wilayah Kabupaten Langkat,
Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Asahan, Kabupaten
Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal; Kabupaien
Nias; dan

kawasan resapan air terletak menyebar di wilayah kabupaten dan kota.

(3) Pengembangan kawasan resapan air secara rinci selanjutnya akan

ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 30

(1) Pola ruang kawasan perlindungan setempat antara lain  kawasan

sempadan pantal, kawasan sempadan sungai besar dan kecil, kawasan

sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau

wilayah perkotaan, dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil,

(2) Pengembangan pola ruang kawasan perlindungan setempat antara lain

A,

kawasan sempadan panlal yang menyebar di wilayah kabupaten dan
kota di walayah pesisir pantal barat dan pantal tmur;

kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang menyebar di wilayah
kabupaten dan kota;

kawasan sekitar danau/waduk vang menyebar di wilayah kabupaten
dan kota;

kawasan sekitar mata air vang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
kawasan ruang terbuka hijau kota sebesar 230% (ugapuluh persen) dari
luas wilayah perkotaan vang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
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g. ruang terbuka hiyjau di kawasan eks Bandara Internasional
Polonia/Lanud Scewondo seluas minimal 30 Ha (tiga puluh hektar}; dan
h, kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil antara lain mangrove dan
padang lamun yang tersebar di wilayah pantai barat dan pantai timur

serta pesisir Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara,
(3] Pengembangan kawasan perlindungan setempat secara rinci selanjutnya

ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota.

Paragraf 4
Rencana Pengembatigan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam,
dan Cagar Budaya
Pasal 31

(1) Fola ruang kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budava
meliputi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman buru,
taman wisata alam, kawasan taman nasional dan taman hutan raya,
kawasan cagar budaya, pulau-pulau kecil, dan kawasan pantai berhutan
bakau seluas 426.436 Ha (empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus
tiga puluh enam heklar).

{2) Pengembangan pola ruang kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan
cagar budaya tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana

Pasal 32
(1) Mola ruang kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan massa
gerakan tanah/tanah longsor, kawasan rawan gempa bumi, kawasan
rawan gelombang pasang air laut/ abrasi/ tsunami, kawasan rawan
banjir/banjir bandang, kawasan rawan angin puting beliung, kawasan
rawan kebakaran hutan, dan kawasan rawan letusan gunung berapi,
(2] Pengembangan pola ruang kawasan rawan bencana antara lain:

4. kawasan rawan massa gerakan tanah/ tanah longsor pada sebagian
besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah
utars — selatan antara lain Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten
Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing
Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten
simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Pulau
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Nias bagian Selatan dar bagian Tengah antara lain Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias
Barat, dan Kota Gunungsitoli;

b Kawasan rawan gempabumi akibat zona patahan aktf dan zona
subduksi di wilayvah pantai barat Sumatera Utara dan wilavah daratan
Sumaters Utara;

¢, kawasan rawan gelombang pasang air laut/ abrasi antara lain pada
wilayah pesisir pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai
Kepulauan Nias;

d. kawasan rawan tsunami di sepanjang Pantai Barat dan sepanjang
pantal Kepulauan Nias;;

¢, kawasan rawan banjir atau bencana hidrometeorologi  meliputi
sepanjang pantal Timur yang dilahu oleh jalur intas ttmur Sumatera,
termasuk daerah sekitar hilir pada kawasan DAS dan wilayah pantai
Kepulauan Nias;

f. kawasan rawan angin puting beliung antara lain Kabupaten Langkat,
Kabupaten Deli Serdang, kabupaten BSerdang Bedagai, Kabupaten
Mandailing Natal, Kabupaten Humbahas, dan Kabupatten Tapanuli
Tengah;

g kawasan rawan kebakaran hutan antara lain Kabupaten Humbang
Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Seldatan, Kabupaten Mandailing
Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, dan wilayah sekitar Kawasan Danau Toba; dan

h. kawasan rawan letusan gunung berapi antara lam:

1} Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal dan Gunung Sinabung
di Kabupaten Karo tipe A,

2) Gunung Sibayak di Kabupaten Karo, Gunung Pusuk Buhit di
Kabupaten Samosir, dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten
Tapanuh Selatan tipe B;dan

3) Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela Toba di Kabupaten
Tapanuli Utara tipe C.

(3) Ketentuan tentang kawasan rawan bencana diatur sesual dengan
setentuan perundang-undangan,



Paragrafl &
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Geologi
Pasal 33

1) Pola ruang lkawasan hndung geologi antara lam  cagar alam geolog
keunikan batuan dan fosil serta kawasan vang memberikan perlindungan
terhadap air tanah,

(2} Pengembangan pola ruang kKawasan lindung geclogi tercantum dalam
Lampiran XXH vang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(3) Katentuan  tentang kawasan lindung geologi diatur sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 7
Rencana Pengembangan Kawasan lindung lainnya
Pasal 34

{1) Fola ruang kawasan lindung lainnya antara lain cagar biosfer, taman
buru dan kawasan terumbu karang serta arboretum,

{2} PFengembangan pola ruang kawasan lindung lsinnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXII vang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dan peraturan daerah ini.

(3} Ketentuan tentang kawasan lindung lainnya diatur sesuei dengan

letentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Pola Kawasan Budi Daya
Paragral 1

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 35

(1) Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih
1,422,532 ha [satu juta empat ratus dua puluh dua ribu ima ratus Liga
puluh dua hektar) vang meliputi kawasan hutan produksi terbatas,
xawasan hutan produksi tetap dan Kawasan hutan produksi vang dapat
dikonversi; dan

(2} Pengembangan kawasan hutan produksi tercantum dalam Lampiran
XXV vang merupakan satu kesatuan dan bagian yvang tidak terpisahkan
‘darl peraturan daerah ini.
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Paragraf 2
Rencana Pengermbangan Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 36

(1} Pola ruang kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Sumatera Utara
seluas kurang febih 1.655.219 ha (satu juta enam ratus lima puluh lima
ribu dua ratus sembilan belas hektar]), meliputi lahan basah seluas
kurang lebih 615.789 ha (enam ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan
piluh sembilan hektar) berupa sawah irigasi dan belukar rawa, Iahan
potensial sawah serta lahan kering seluas kurang lebih 1.039.429 ha
(fatu juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan
hektar) terdiri dari tegalan, ladang, kebun fanaman, peternakan dan
kawasan pertanian lainnya.

{2) Komoditas tanaman pangan dan hortikultura pada lahan basah dan
lshan kering berupa komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

(3) Luasan peruntukan perianian lahan basah, potensial sawah, dan
peruntukan pertanian lahan kering, di seluruh kabupaten/kota
tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari peraturan daerah 1m,

(4) Pola pengembangan kawasan pertanian terdini dari sentra produksi
kawasan agropolitan dataran tinggi, kawasan agromarinepolitan, dan
kawasan pertanian lainnya.

(5] Pengembangan Sentra Produksi Kawasan Agropolitan Dataran Tingg
terscbar pada 9 Kabupaten/ Kota, meliputi:
£. Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;

b. Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

¢ Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
f, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;

¢. Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;

f. Kecamatan Sibmakuta, Kabupaten Simalungun;

g, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;

h. Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, dan

1. Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar,

(6) Pengembangan kawasan agromarinpolitan diarabkan pada kawasan
pesisir pantal barat dan kawasan pesisir pantal imur Sumatera Utara.

(7] Xawasan pertanian bagi komoditas tanaman pangan diarahkan menjadi
shan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan



pertanian tanaman pangan berkelanjutan vang terdiri dar lahan basah,
termasuk rawa pasang surui/lebak, dan lahan kenng, vang dikembangkan
peda seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Sibolga.

(8) Pengembangan kawasan pertanian  berkelanjutan dan/atau lahan
cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan
Paszal 37

(1) Pola ruang kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih
2.139.796 ha (dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus
sembilan puluh enam hektar) meliput berbagai komoditas perkebunan,

(2] Fengembangan kawasan perkebunan tersebar meliputi  seluruh
kabupaten (kota di Sumatera Utara.

(3) Lahan perkebunan komoditas vang antara lain tembakau, kelapa sawit,
tzh, karet, kopi, kakao, dan kelapa tersebar di kabupaten/kota.

(4) Luasan lahan peruntukan perkebunan di seluruh  kabupaten/kota
tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan
Pasal 38

(1) Fola ruang kawasan peternakan meliputi kawasan budidaya khusus
peternakan vang terintegrasi dengan kawasan peruntukan pertanian dan
perkebunan.

{2) Pengembangan kawasan peternakan meliputi peternakan hewan besar,
hewan kecil, dan unggas,

(3) Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan besar dilakukan di
wilayah yang memiliki potensi dan sesusi untuk pengembangan
perternakan hewan besar antara lain di Kabupaten Langkat, Kabupaten
Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten
Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan,
Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten
Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanpuli Utara, Kabupaten Tapanuli



.39

Selatan, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Padanglawas,

Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara,

Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan.
(4} Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan kecil dan unggas

dilakukan di wilayah wvang memiliki potensi dan sesuai untuk

pengembangan perternakan hewan kecil dan unggas melipunl seluruh

kabupaten dan kota.

Paragrafl 5

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukian Perikanan dan Kelautan

Pasal 39

(1) Pola ruang kawasan peruntukan perikanan dan kelautan meliput

kawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil
perikanan.
(2} Fengembangan kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap di

laut dan perairan umum, meliputt seluruh kabupaten/kota.

{3} Pengembangan kawasan pengolaban hasil pertkanan berada di sentra-

sentra penghasil perikanan,

(4} Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan di wilayah

yvang memiliki potensi dan sesuail untuk pengembangan perikanan dan

kelautan antara lain:

£

L]
)

pengembangan kawasan agromarinpolitan meliputi kawasan pantai
barat, pantai timur, dan Kepulauan Nias;

. pengembangan kawasan minapolitan, meliputi kawasan pantai barat,

pantai timur, dan Kepulauan Nias;
pengembangan balai benih ikan tersebar di seluruh wilayah Provinsi

Sumatera Utara:

. pangkalan pendaratan ikan (PP untuk mendukung kegiatan perikanan

tangkap tersebar di Pantai Timur maupun Pantai Barat Sumatera Utara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV merupakan bagian vang
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;

pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Pantai Barat,
Pantail Timur dan Kepulauan Nias;

pembanpunan gudang beku (eold storage) terintegras: untuk
mendukung sistem logistik ikan nasional pada pusat-pusat produksi
dan distribusi ikan dan produk perikanan, antara lain Kota Medan,



Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Deli
Serdang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal,

dan Kepulauan Nias.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 40

{1) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan meliputi pertambangan
ritkyat dan pertambangan besar,

{2] Pemgembangan kawasan pertambangan dilakukan di wilayah vang memiiiki
potensi dan sesual untuk pengembangan pertambangan antara lain |

.

tambang minyvak dan gas bumi antara lain Kabupaten Langkat, Kota
Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu,
Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara;

. tambang panas bumi antara lain Eabupaten Karo, Kabupaten Deli

Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, Kabupaten
Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Kabupaten Mandailing Natal;

. tambang batubara antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten

Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat,
Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatmu Utara, Kota
Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias
Barat, Kabupaten Nias Selatan;

- tambang radio aktf di desa Aek Habil, Ketamatan Sibolga, Kabupaten

Tapanul Tengah;

. tambang belerang, antara lain Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir,

Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuii Selatan, Kabupaten
Mandailing Natal;

tambang timah antara lain Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;

tambang timah hitam antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten
Tapanuli Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten
Tapanuli Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan;

. tambang emas antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten

Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Humbang

Hasundutan;
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i. tambang besi antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kebupaten
Tapanuli Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten
Tapanuli Tengah;

j. tambang tembaga antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten
Tapanuli Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten
Tapanuli Tengah;

k. tambang seng, antara lain Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak
Bharat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatar;

|. tambang bauksit, antara lain Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
Kabupaten Mandailing Natai;

ri. tambang bismut antara lain kabupaten Mandailing Natal;

r. tambang arsen antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten
Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Selatan;

¢, tambang wolfromit antara lain Kabupaten Labuhanbatu Utsra,
Kabupaten Tapanuh Tengah;

p. tambang fluorit dan tungsten antara lain Kabupaten Labubanbatu Utara;

q. tambang mangan, tellurium, platina, molibdenum, antimoni, dan
chromium antara lain kabupaten mandailing natal;

¢, tambang niobium antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah;

%, tambang tambang bahan muneral bukan logam dan batuan yaitl
bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin,
diatomen, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu
apung, perlit, kalsit, kuarsa, phospat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit,
milka, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir
laut, arahan lokasi Kkegiatan pertambangan tersebar di selurub
kabupaten;
tambang air tanah antara Iain CAT Langsa, CAT Medan, CAT Kutacane,
CAT Sibulus Salam, CAT Sidikalang, CAT Samosir, CAT Porsea-Prapat,
CAT Tarutung, CAT Onolimbu, CAT Lahewa, CAT Sirombu, CAT Kuala
Batangtoru, CAT Teluk durian, CAT Banjarampa, CAT Panyabungan,
CAT Pasaribuhan, CAT Padangsidempuan, CAT Natal Ujung Gading,
CAT Lubuk Sikaping; dan

{3} sengembangsn potensi bahan tambang yang belum terindentifikasi di
seluruh kabupaten/kota.
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(4) pemanfaatan  kawasan peruntukan pertambangan memperhatikan
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan sesuai Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 41

(1) Pola ruang kawasan peruntukan industri meliputi industri mikro keeil,
menengah, besar dan Kawasan ekonomi khusus dalam sentra industri
dan kawasan mndustri,

(2] Fengembangan kewasan industri sebagmimana tercantum dalam
Lampiran XXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
feraturan daerah ini.

Paragral 8
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 42

(1) Pola ruang kawasan peruntukan parwisata meliputi kawasan
pengembangan pariwisata dengan objek dan dava tarik wisata melalui
kluster wisata.

(2) Objek pariwisata antara lain meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya,
cdan pariwisata minat khusus.

{3} Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan pada kawasan
vang memiliki poténsi dan sesuai untuk pengembangan pariwisata
dengan memperhatikan destinasi pariwisata dan pada kawasan suaka
#lam, pelestarian alam, dan cagar budaya serta kawasan lainnya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX merupakan bagian yang
adak terpisahkan dari peraturan daerah ini,

(4) Rencana pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata diatur sesuai
wetentuan peraturan perundang-undangan,
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Paragraf 9
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 43

(1) Pala ruang kawasan peruntukan permukiman meliputi permukiman
perkotaan dan perdesaan.

(2] Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dilakukan di wilayah
yang memiliki kriteria dan sesual untuk permuldman dengan mengikuti
hirarki fungsional rencana struktur ruang.

[3) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi:

a, kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris
dengan tatanan kawasan permukiman vang terdiri dar sumberdaya
buatan seperti perumahan, [asilitas umum, prasarana dan sarana
perkotaan;

b bangunan permukiman dipusal kota terutama di PKN dan PRW vang
padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahan vertikal,

¢. rencana pengembangan kawasan permukiman dan pemerintahan di
sekitar kawasan Bandara Kuala Namu, seluas minimal 1.000 hektar; dan

d. pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami
harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik
berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian lebih tingg dari 30 m
diatas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.

[4) Fengembangan kawasan permukiman perdesaan :

g. didominasi oleh Kegiatan agrans dengan kondisi kepadatan bangunan,
penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang lebih rendah
dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non
pertanian; dan

. b.bangunan- bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai
kearifun budava lokal,

(5) Kawasan permulkiman dan/atau non permukiman vang berada pada
gawasan hutan, ditindaklanjuti untuk dikeluarkan dan kawasan hutan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berada di
kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten
Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Eabupaten Asahan, Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Padanglawas serta kawasan permukiman dan non

permukiman lainnya di wilayah Sumatera Utara,



{6) Rencana pemanfaatan ruang pada lahan cks Hak Guna Usaha

Perkebunan, dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang

yang lebih rincit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 10
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Budi Dava Lainnya
Pasal 44

(1) kencana pengembangan peruntukan budidaya lainnya antara lain

mieliputi kawasan pertahanan keamanan dan kawasan lainnva.

{2) Fengembangan untuk kawasan pertahanan keamanan antara lain :

8,

k.

,

Pendaratan Pasukan di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Pantai
Cermin kabupaten Deli Serdang dan Pulau Berhala Kabupaten
Serdang Bedagai, Tanjung Tiram Kabupaten Asahan, Pantai Barus
dan Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Kawasan Pangkalan Perlawanan di Kecamatan Raya Kabupaten
Simalungun, Desa Sipiongot Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang

Lawas Utara;

t, Daerah Latihan Militer di Naga Huta Kota Pematangsiantar, Aek Natoly

Kabupaten Toba Sarmosir dan Tanjung Dolok Kabupaten Simahungan;

. Penguasaan teritorial di Pantai Barat Sumatera Utara, Sumatera

Barat, dan Aceh Selatan:

. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Belawan Kota Medan;

Pusat Latihan Militer Angkatan Laut Paluh Kurau Kabupaten Deli
Serdang;

Pos Pengamat Pulau Terluar Lantamal Pulau Berhala Kabupaten
=erdang Bedagai;

. Markas strategi daerah Lantamal di Belawan Kota Medan, Bandar

Khalifah, Pangkalan Susu, Bagan Asahan Kabupaten Asahan;
Pangkaian TNI Angkatan Udara BSoéwondo (Landasan Udara
Scewondo) di Kota Medan;

Pulau Heruanga, Kabupaten Nias Barat;

Pulau Simuk, Kabupaten Nias Selatan;

Pulau Wunga, Kabupaten Nias Utara;

m, Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Udara Sibolga di Kabupaten

Tapanuli Tengah;
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Kawasan Operasi dan Latihan Pertahanan Udara meliputi seluruh
wilayah tanggung jawab Kosek Hanudnas [ yaitu ruang udara vang
berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara;

Kawasan Operasi dan Latihan Pertahanan Udara di obvek-obyek vital
nasional di seluruh wilayah tanggung jawab Kosek Hanudnas II1 yaity
PT Inalum Kabupaten Asahan dan Bendungan Sigura-gura Kabupaten

Samosir;

. Batuan Radar 234 Sibolga di Kabupaten Tapanul Tengah;
. Penggelaran Sistem Pertahanan Udara Tittk yaitu Arhanudse 11 di Kota

Binjai;

Pengpelaran Sistern Pertahanan Udara Area meliputi seluruh wilayah
tanggung jawab Kosek Hanudnas [l termasuk ruang udara Provinsi
Sumatera Utara; dan

Kawasan patroll bersama (Indonesia, Malaysia, Smgapura dan Thailand)
Eyes In The Sky (EIS} vang terdiri dari scktor | sampai dengan seltor 5,
perairan Selat Malaka di wilayvah Provinsi Sumatera Utara termasuk
dalam sektor 3.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
Pasal 45

i1) Lawasan strategis di Provinsi Sumatera Utara meliputi penetapan

kawasan strategis nasional dan penetapan kawasan strategis provinsi,

[2) KEawasan strategis nasional di Provinsi Sumatera Utara, meliputi:

dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, vaitu Pulau Berhala
Kabupaten Serdang Bedagai di Kawasan Perbatasan laut Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

dari sudut kepentingan ckonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Medan-
Binjai-Deli Serdang-Karo [Mebidangro); dan

darn sudut kepentingan lingkungan, vaitu Kawasan Danau Toba dan

sekitarnya.

(3) Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang

penataan ruangnya dipriontaskan karena mempunyal pengaruh sangat

penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budava,
dan/atau lingkungan.



{4} Kawasan strategis provinst berfungsi:

2 ¥

untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi

dalam rencana strukiur ruang dan rencana pola ruang;

. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi

masyarakal dan kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam wilayah
provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap
wilavah provinsi; dan

sebagal dasar penyusunan rencana tats ruang kawasan strategis

provimsi

(5} Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kepentmgan:

&,

b

Gy

pertumbuhan ekonomi;
sosial dan budaya; dan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidugp.

Pasal 46

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

ditetapkan dengan kriteria:

a.

memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;

b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan

n T LI < o L

h.

ekonomi;

memiliki potensi ekspor;

didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam
rangka mewujudkan ketahanan pangan;

berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi
dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau

ditetapkan untuk mempercepal pertumbuhan kawasan tertinggal.

(2) Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi meliputi:

i.

Kawasan agropolitan dataran tinggi Bulit Barisan, antara lain sentra
produksi;

1) Merek, Kabupaten Karo;

2] Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utarag

3) Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

4} Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
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5) Harian, Kabupaten Samaosir;
B Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
7] Sitinjo, Kabupaten Dairi,
8} Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
9) Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.
b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun — Batubara -
Asahan antara lain:
1) Kawasan Tanjungbalai — Asahan;
2) Kawasan Simalungun — Batubara,
3) Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke
c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan
sekitarnyva.
d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan
sekitarnva antara lain
1) Kawasan Labuan Angin - Sibolga;
2] Kawasan Mandailing Natal - Tapanuli Selatan; dan
3) Kawasan Perkotaan Padangsidimpuan dan sekitarnya,

e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias.

Pasal 47

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budava ditetapkan
tdengan kriteria:
a. merupakan tempal pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau
budava;
b, merupakan prioritas perungkatan kualitas sosial dan budayva serta jat
dirt bangsa;
«, menipakan aset provinsi atau nasional yang harus dilindungi dan
dilestarikan:
4. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
». memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
I. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial,
{2} Bebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
meliputi:
a. kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Medan

dan Deli Serdang, antara lamn:



b.

.

d

=

1) Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan
Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang;

2} Bangunan bersejarah di  Koridor Kota Lama Belawan dan Kota
Lama Kesawan di Kota Medan;

3) Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan
Kabupaten Deli Serdang,

Kawasan religi dan situs candi/biara di Kabupaten Padanglawas dan

Padanglawas Utara;

Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan

sekitarnva;

Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten

Tapanuli Tengah;

Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit

Kabupaten Samaosir,

Pasal 48

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria :

H.

b,

merupakan tempat perlindungan keanckaragaman hayati;

merupakan aset provinsi berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi
perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau
diperkirakan akan punah vang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yvang selap

tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

rawan bencana alam; atau

. sangatl menentukan dalam peérubahan rona alam dan mempunya

dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

(2) Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan dava

dukung lingkungan hidup meliputi:

b.

=
=i

Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru;
Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten

Mandailing Natal; dan
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d. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibavak,
Kabupaten Karc.

Pasal 49
(1) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi tercantum dalam Peta Rencana
kawasan Strategis pada Lampiran XXX vang merupakan bagian yvang
ticlak rerpisahkan dari peraturan daerah ini.
{2) Kawasan Stratepis Provinsi lebih lanjut akan diatur melalui penyusunan
dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Pasal 50

(1) Pemanfaatan ruang wilayvah berpedoman pada rencana struktur ruang
dan pela ruang.

(2) Drialam hal pemanfaatan ruang vang telah mendapatkan hak pemanfaatan
riaang vang sah sebelum diterbitkan peraturan daerah ini, masih
dibenarkan untuk melakukan Kegiatan hingga akhir masa haknya, dan
c¢apat mengajukan kembali perijinan sesuai dengan réncana peola raang
sebagaimana ditetapkan pada perda ini.

(3} Pemanfaatan rmiang wilavah dilaksanakan melahi penyusunan dan
pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan indikasi program
utamea jangka menengah lima tahunan seperti terlampir pada Lampiran
3XX] yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dar peraturan daerah ini.

Pasal 51

(1) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Angparan Pendapatan dan Belanja
Dacrah, investasi swasta atau sumber lain yvang tidak mengikat, dan/atau
kerja sama pendanaan.

(2] Perkiraan pendanaan program  pemanfaatan ruang  disusun  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Xerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

serundang-undangan.
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{4) Instansi pelaksana terdiri atas pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan/atau masyarakat.
{5) Waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri atas 4 (empat) tahapan,
sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daecrah, dalam
menetapkan prioritas pembangunan pada Provinsi Sumatera Utara,
meliput
a tahap pertama, yaitu pada periode tahun 2017 - 2022 yang terbagi
atas program tahunan;

b. tahap kedua, vaitu pada periode tahun 2022 — 2027 vang terbagi atas
program tahunan;

¢ tehap ketiga, yaitu pada periode tahun 2027 - 2032 vang terbagi atas
program tahunan; dan

d, tahap keempat, yaitu pada periode tahun 2032 - 2037 yang terbagi

atas program tahunan.

BAB VI
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilavah provinsi merupalkan
acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilavah
provinsi.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi:
b. arahan perizinan;

¢, arahan insentif dan disinsentif; dan

d, arahan sanksi.

(3) Pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan semua pihak yang
nerkepentingan,

(4) Faktor-faktor pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: kebijakan,
program, kegiatan mulai dari  rencana, rancangan, perizinan,
pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara.

(3) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan
Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu pada masing-masing

Daerah Aliran Sungai.
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Bagian Kedua
indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
Pazal 53
{1} Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi digunakan:
a. sebagai dasar penentuan arahan peraturan zonasi pada sistem provinsi;
b, sebagal pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
menyusin peraturan zonasi,
¢ sebagal dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang; dan
d untuk menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah
provinsi pada peruntukan ruang yang sama.
(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi indikasi arahan
peraturan gonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang meliputi:
g sistem perkotaan;
k. sistem jaringan transportasi;
¢. sistem jaringan energi,
&

. sistem janngan telekomunikasy;

]

sistem jaringan sumber daya air,
 sistem jaringan prasarana lingkungan;
g kawasan lindung,
h. kawasan budidava; dan
i, kawasan strategis provinsi.
(3) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputy;
¢. jenis kegiatan vang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan
vang tidak diperbolehkan;
b. intensitas pemaniaatan ruang;
¢. prasarana dan sarana minimum; dan
d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zonasi.
{4) Indikasi srahan peraturan zeonasi lebih lanjut aken ditetapkan menjadi
srahan Peraturan Zonasi yang diatur melalul peraturan daerah.

Paragraf 1
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan
Pasal 54
Arahan peraturan zonasi sistem perkotaan disusun dengan memperhatikan
sebagar berikut:
a, lungsi dan peranan perkotaan yang bersanghutan;
b. karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnyva;
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c. pengaruh sistem perkotaan terhadap penurunan kualitas lingkungan dan

dinamika sumberdaya air;

d. dava dukung dan dava tampung lingkungan dalam mewuiudkan

kesejahteraan masyarakat vang berkeadilan;

e. mempertahankan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan ruang

terbuka hijau serta memperhatikan kawasan fungsi lindung dan rawan

bencana; dan

. sandar teknik perencanaan vang berlaku.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistern Jaringan Transportast

Pasal 55

Indi<asi arahan peraturan zonas: sistem jaringan transportasi meliputi;

a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;

b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan

c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 56

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat

meliputi:

E.

br.

C.

d|

indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jalan;

indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jahur kereta api;

indikasi arahan peraturan zonas! jaringan sungai, danau, dan
penyveberangan; dan

mndikasi arahan peraturan zonasi jaringan angkutan barang dan

peEnUmpang,

(2) Arahan peraturan zonasi jaringan jalan disusun dengan memperhatikan

sebagat berikut:

th.

b,

pemanfaatan ruang di kawasan sepanjang sisi jaringan jalan nasional
yang ada dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan provinsi dengan
tingkat intensitas menengah hingga tinggi, pengembangan ruangnya
dibatasi;

pemanifaatan ruang sepanjang sisi jaringan jalan nasional vang ada
dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan provinsi yvang berada di
kawasan berfungsi lindung dan vang berada di kawasan pertanian
pangan berkelanjutan tidak diperbolehkan dialihfungsikan;



¢. pemanfaatan ruang sepanjang sisi jaringan jalan nasional yvang ada

dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan provinsi vang berada di
kawasan berfungsi lindung tidak diperbolehkan melakukan kegiatan
vang berpotensi mengurang fungsi indung kawasan;

penetapan garis sempadan banpunan di sisi jaringan jalan nasional
vang ada dalam wilayah provinsi dan janngan jalan provins
ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan ruang pengawasan
jalan; dan

pemanigatan ruang bagl kegiatan dan/atau mendirikan bangunan di
sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas wajib
melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai
persvaratan kegiatan dan izin mendirikan bangunan.

(3) Arahan peraturan zonasi jaringan jalur kereta ap disusun dengan

memperhatikan sebagai berikut:

A

i,

pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api
dilakukan dengan ungkat intensitas menengah hingga tinggi,
pengembangan ruangnya dibatasi;

pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api tidak
diperbolehkan dilakukan kegiatan vang dapat menggangou
kepentingan operasi dan keselamatan transportas: perkerctaapian;

. pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat

lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api, pengembangan
ruangnyva dibatasi;

pemanfzatan ruang pada perlintasan sebidang antara jaringan jahlur
kereta api dengan jaringan jalan, pemanfaatan ruangnya dibatasi; dan

. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api

dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan
pengembangan jaringan jalur kereta api.

(4) Arahan peraturan zonasi jaringan sungai, danau, dan penveberangan

disusun dengan memperhatikan sebagai berikout:

&,

pemanfaatan pada ruang kerja jaringan alur pelayaran sungai, danau,
dan penyeberangan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan

pelavaran;

b. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan alur

pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperbolehkan
dilakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;
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pemaniaatan pada ruang vang berdampak pada keberadaan alur
pelayaran sungal, danau, dan penyeberangan tidak diperbolehkan
dilakukan kegiatan di bawah perairan;

pemaniaatan ruang pada perairan yang berdampak pada keberadaan
aluran pelayaran sungei, danau, dan penyeberangan, pengembangan
ruangnya dibatass;

pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau,
dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk
operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan

pemanfaatan ruang di delam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan
[DLER) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP] harus
mendapatkan izin secsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku.

(5) Arahan peraturan zonasi angkutan barang dan penumpang disusun

dengan memperhatikan sebagai berikut:

&,

e

E-

pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang
dan penumpang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk
operasional dan pengembangan kawasan terminal;

. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang

dan penumpang harus memperhatikan pemanfaatan ruang di dalam
dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang;
pemanfaatan ruang di dalam dan di sckitar terminal angkutan barang
dan penumpang haras meéemperhatikan kepadatan lalu hintas dan
kapasitas jalan;

pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang
dan penumpang  harus memperhatikan keterpaduan moda

transportasi baik intra maupun antar moda;

. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal anghkutan barang

dan penumpang harus memperhatikan kondisi topografi dan lokasi
terminal;

pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang
dan penumpang haros memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal anghkutan barang
dan penumpang harus memperhatikan pemisahan yang jelas antar
jalur angkutan antar kota antar propinsi, angkutan antar kota dalam

provinsi, angkutan kota dan anghkutan perdesaan.
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Pasal o7

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut disusun dengan
memperhatikan sebagal berikut:

il

=5

pemanifaatan ruang di dalam dan di sckatar badan air di sepanjang alur
pelayaran dilakukan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan,

pemanfaatan ruang pada badan ar dengan reklamasi dapat dilakukan
untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan
dzngan didukung dokumen lingkungan yang telah disetujui sesuai
k=tentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan raang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau  kecil di
sckitar badan air di sepanjang alur pelayaran dapat dilakukan dengan
tidak menganggu aktivitas pelayaran sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pemanfaatan ruang pada badan air di sepangang alur pelayaran,
pemanfaatan ruangnya dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pemanfastan pada ruang yang berdampak pada keberadaan jalur
transportasi laut kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air,
Eengembangan ruangnya dibatasi) dan

pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Laerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin
sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pa=al 58

Arahan peraturan Zonasi sistem jaringan transportasi udara disusun dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

&,
b.

pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara dapat dilakukan sesua
dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan keterituan

perundang-undangan;

. pemanfaatan ruang di osekitar handar udara  dilakukan  dengan

memperhatikan batas-baias kawasan keselamatan operas! penerbangan

dan batas-batas kawasan kebisingan; dan
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pemanfaatan ruang udara di sekitar bandar udara dibatasi agar tidak
menggangpu sistem operasional penerbangan sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi
Pasal 29

Araban peraturan zonasi sistem  jaritigan  energl  disusun  dengan
memperhatikan hal-hal sebagai beritkut;

=

pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus
nemperhatikan  aspek  keamanan dan  keselamatan kawasan i
sekitarnya;

pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit lisirik harus memperhatikan
jarak aman dari kegiatan lain; dan

pemanfaatan ruang bebas di  sepanjang jalur transmisi  tidak
ciperbolehkan dilakukan kegiatan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragrafl 4
‘ndikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pazal 60

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan

memperhatikan sebagai berilut:

H.

pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara
pemancar  telckomunikasi memperhatikan  aspek keamanan dan
keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya;

penempatan menara pemancar  telekomunikasi  memperhatikan
keserasian dengan ingkungan sekitarnya; dan

semanfaatan  ruang disepanjang  jarnngan  telekomunikasi harus
memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan baik terhadap fungsi
raringan maupun terhadap aktivitas kawasan di sekitarnya sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
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Paragral 5
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan
Sumber Daya Air
Pasat 61

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air

disusiin dengan memperhatikan sebagai berikut:

1

)

pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan sumber dava amr
¢engan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi indung kawasan;

. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan wilayah sungai lintas provinss

serta lintas kabupaten kota, selaras dengan pemanfaatan ruang pada
jaringan wilayah sungai di provinsi yang berbatasan;

pemanfaatan ruang di sekitar kawasan jaringan sumber daya air yang
tzlah ditetapkan sebagal kawasan rawan bencana alam, pemanfaatan
ruangnyva dibatas:,

pemanfaatan ruang di sekitar kawasan jaringan sumber daya air yang
menurunkan kualitas funesi linglaangan, pemanfaatan ruangnya dibatasi;

. perlindungan kawasan yang berfungsi menampung limpasan air di bagian

hilir;

perlindungan sempadan sungai, kawasan sckitar danau dan wadulk,
rawa, cekungan air tanah, serta kawasan sekitar mata air dan sumber air
lainnye dari kegiatan yang berpotensi merusak kualitas air;

pemulithan fungsi hidrologis vang telah menurun akibat kegiatan
budidaya di kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan secldtar
danau dan waduk serta mata air;

pemanfaatan sumber dava air untuk kegiatan budidaya sccara seimbang
¢engan memperhatikan tingkat ketersediaan dan kebutuhan sumberdays air;
pengendalian daya tusak air untuk melindungi masyarakat, kegiatan
ludidayva, serta prasarana dan sarana penunjang perikehidupan manusia;
keselarasan sistem prasarana sumberdayva air vang selaras dengan
pengembangan sistem pusat permukiman, kawasan budidaya, dan
lcawasan indung; dan

pengembangan sistem prasarana sumberdaya air untuk mendukung
senitra produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketshanan pangan

arovinsi.
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Paragrafl 6
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan
Prasarana Lingkungan Provins:
Pasal 62

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana
lingkungan meliputi:

a, indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan
tempat pemrosesan akhir [TPA) regional persampahan; dan

b indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan
pengolahan limbah terpusat dan setempat pengelolaan limbah bahan
berbahava dan beracun.

[2) Arahan peraturan 2zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan
persampahan disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

a lokasi TPA Regional tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan
permukiman;

t. lokasi TPA Regional harus didukung oleh studi mengenai dampak
lingkungan vang telah disepakati oleh instansi vang berwenang;

¢ pengelolaan sampah dalam TPA Regional dilakukan dengan sistem
sanitary londfill sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. dalam lingkungan TPA Regional disediakan prasarana penunjang
pengeiolaan sampah.
(3} Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengelolaan
limbah disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
£. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah
diprioritaskan pada kawasan industri dan/atau kawasan permukiman
padat penduduk;

b. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak
melampaui standar baku mutu air limbah; dan

¢, sistem jaringan pengelolasan limbah disesuaikan dengan ketinggian
muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah.

{4) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengelolaan
Imbah bahan berbahaya dan beracun disusun dengan memperhatikan
sebagal berikut:

#. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun

diarahkan di luar kawasan permukiman;
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- kawasan hutan lindung;

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
kawasan pﬂrlfndungan selempat;

kawasan suakg alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

Eawasan rawan bencana;

Kawasan indung geologi: dan

kawasan lindung lainnva,

Pasal 64

Indikasi arshan Peraturan zonasi untujk kawasan hutan lindung disusun
dengan memperhatikan sebagai berikut:

4.

Pemanfaatan ruang kawasan lindung untuk wisars alam diperbolehkan
tanpa merubakh bentang alam;

- Pemanfaatan  ruang kawasan hutan Iindung diperbolehkan sSecarg

terbatas  dilakukan kegiatan sesuaj dengan  ketentuan perundang
undangan yang berlaku; dan
dalam kawasan hutan lindung tidalk diperbolehkan melakukan kegiatay
Yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, yag kawasan
hutan dan tutupan vegetasi

Pazsdl 65

(1) Indikasi arahan Peraturan sonasi untulk kawasan ¥ang memberikan

rerlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :
4. Indikasi arahan Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut: dan
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1. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.

(2} Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun
cengan memperhatikan sebagai berikut:

=, pemanfaatan ruang kawasan untuk wisata alam diperbolehkan tanpa
merubah bentang alam;

b. pemanfaatan ruang kawasan bergambut tidak diperbolehkan
melakukan kegiatan vang berpotensi merubah tata air dan ekosistem
unik; dan

¢, pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut
mrielalui badan air,

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun
dengan memperhatikan sebagal berikui:

a. pemanfaatan ruang kawasan diperbolehkan secara terbatas untuk
kegiatan terbangun yang memiliki kemampuan tinggl dalam menahan
hmpasan air hajan;

.. penvediaan sumur resapan dan/atauy waduk pada lahan terbangun
vang sudah ada; dan

¢. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi
dava terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal H6

{1} ‘ndikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan
serlindungan setempat meliputi |

4. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai;

5. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai;

. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sckitar danau/
situ/embung/waduk;

1, indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air;

+. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau;
dan

{2} Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantal disusun
dengan dengan memperhatikan sebagai berikut:

4. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang termasuk zona
pemanfaatan terbatas dalam wilayvah pesisir dan pulau-pulau keeil
diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan
perikanan tradisional;
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pemanifaatan ruang kawasan sempadan pantai yang termasuk zona
lain dalam wilayah pesisir dan pulav-pulau kecil diperbolehkan
dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan
peraturan perundang-undangan;

- pemaniastan ruang kawasan sempadan pantai yang berpotensi

mengakibatkan perubahan garis pantai (reklamasi), wajib memiliki ijin
sesual dengan ketentuan perundang-undangan;

pemanfaatan kawasan sempadan pantai vang termasuk dalam zona
inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperbalehkan
dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, pendidikan,
bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning
system);

pemaniaatan ruang kawasan sempadan pantai untuk ruang terbuks
hijau; dan

pemanfaatan ruang kawasan sempadan  pantai  diperbolehkan
dilakukan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk

mencegah abrasi dan mitigasi bencana.

{3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai disusun

dengan memperhatikan sebagai berikut:

i

cl.

pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai sebagai ruang terbuka

hijau;

. pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai diperbolehkan secara

terbatas dibangun prasarana penunjang fungsi taman rekreasi dengan
tidak menghilangkan fungsi utama sebagai sempadan sungai;

- pemanifaatan ruang kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan

dibangun prasarana kecuali prasarana bangunan yang dimaksudkan
untuk pengelolaan badan air dan/atanu pemanfaatan air; dan
penetapan lebar sempadan sesual dengan Ketentuan peraturan

perundang- undangan,

(4} Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan  sekitar  danau/

situ/embung/waduk disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

ik

pemanfaatan ruang kawasan sempadan danau/ situ/embung/waduk
diperbolehkan dilakukan kegiatan penunjang wisata alam sesuai
ketentuan perundang-undangan vang berlaku;

b, pemanfaatan ruang kawasan sempadan danau/ situ/embung/waduk

diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana wilavah dan



utititas lainnya dengan tidak menghilangkan fungsi utama sebagai
sempadan danau; dan

pemanfaatan ruang dalam kawasan sempadan
danau/situ/embung/waduk tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan
budidaya yang dapat merusak fungsi danau/ situ/embung/waduk.

(5) Irdikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air disusun
dengan memperhatikan sebagai benkut:

.

bl

pemanfaatan ruang kawasan sempadan mata air diperbolehkan secara
terbatzs dilakukan kegiatan penumang wisata alam sesuai ketentuan
perundang-undangan; dan

pemanfaatan ruang kawasan sempadan mata air tidak diperbolehkan
dilakukan kegiatan yvang dapat merusak mata air.

(6] Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau disusun

dengan memperhatikan sebaga berikut:

a.

pemanfaatan ruang kewasan ruang terbuka hijau diperbolehkan
secara terbatas dibangun fasilitas pelayvanan sosial sesuai ketentuan
perundang undangan yang berlaku; dan

kawasan ruang terbuka hijau tidak diperbolehkan dialihfungsikan.

Pasal 67

i1} Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar suaka alam disusun

{lengan memperhatikan:

.

pemanfagtan ruang kawasan suaka alam diperbolehkan dilakukan
kegiatan penelitian, pendidikan, wisata alam dengan tidak
mengakibatkan penurunan fungsi;

pemanfaatan ruang kawasan dalam kawasan suaka alam
diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana wilayah, prasarana
penunjang: fungsi kawasan, dan prasarana pencegah bencana alam

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. pemanfaatan ruang kawasan dalam kawasan suaka margasatwa tidak

diperbolehkan pemanfaatan biota vang dilindungi sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

pemanfaatan ruang kawasan suaka alam tidak diperbolehkan
dilakukan kegiatan yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan
suaka alam.



{2)Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa disusun

dengan memperhatikan:

d,

pemanfaatan ruang kawasan suaka margasatwa diperbolehkan
dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wizata alam secara
terbatas;

pemaniaatan ruang kawasan suaks margasatwa diperbolehkan secara
terbatas dibangun prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi
kawasan, dan prasarana pencegah bencana alam sesuam  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan ruang kawasan dalam kawasan suaka margasatwa tidak
diperbolehkan dilakukan kegiatan yvang mengakibatkan menurunnya
fungs: kawasan;

pemanfaatan ruang kawasan suaka margasatwa fidak diperbolehkan
dilakukan kegiatan perburuan satwa yvang dilindungi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

pemanfaaran ruang kawasan suaka marpasatwa tidak diperbolehkan
dilakukan penanaman flora dan pelepasan satwa vang bukan
merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan taman buru disusun

cengan memperhatikan:

A pemanfaatan ruang kawasan taman buru diperbolehkan secara

terbatas untuk kepiatan perburuan secara terkendali;

h. pemanfaatan ruang kawasan taman buru tidak diperbolehkan

dilakukan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan;

e, pemanfaatan ruang kawasan taman buru tidak diperbolehkan

dilakukan pada kawasan penangkaran dan pengembangbiakan satwa
uniuk perburuan; dan

d, penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masvarakat di

sekitarnya.

|4) Indikasi arahan peraturan Zonasi kawasan taman wisata pelestarian alam

can taman wisata disusun dengan memperhatikan:

4. pemanfaatan ruang kawasan taman wisata diperbolehkan secara

terbatas dibangun prasarana sesual dengan ketenifuan peraturan

perundang-undangan;

b, pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan

yvang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata;



¢, pemanfaatan ruang kawasan taman wisata pada kawasan pesisir
pantai tidak diperbolehkan dilakukan reklamasi dan pembangunan
perumahan skaia besar yvang mempengaruhi fungs: kawasan dan
merubah bentang alam; dan

d, dalam kawasan taman wisata pada Kawasan pesisir pantai tidak
diperbolehkan dilakukan ecksploitas: terumbu karang dan biota Iain
kecuah untuk kepentingan penclitian dan pendidikan.

{5) Indikas: arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional disusun
dengan memperhatikan:

£, pemanfaatan ruang kawasan taman nasional diperbolehkan secara
terbatas dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam
sepanjang tidak merasak lingkungan dan mengurangi fungs: kawasan;

k. pemanfaatan ruang kawasan taman nasional diperbolehkan secara
terbatas dibangun prasarana sepanjang tdak merusak atau
mengurangl fungsi kawasan;

¢ pemanfaatan ruang kawasan taman nasional tidalk diperbolehkan
dilakulkan kegiatan yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan; dan

d, pemanfaatan ruang kawasan taman nasional tidak diperbplehkan
dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa vang dilindung
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

{B) [ndikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya dilindungi dengan
sempadan minimal memilki radius 100m (seratus meter] dan pada
radius minimal S00m (lima ratus meter) tidak diperbolehkan dibangun
bangunan dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai; dan

b, pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dibangun bangunan
lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu
pengetahuan,

{7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya disusun
tdengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang kawasan taman hutan rava diperbolehkan secara
terbatas dilakukan kegiatan wisata alam dan wisata konservasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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g

. pemanfaatan ruang kawasan taman hutan raya diperbolehkan sccara

terbatas dilakukan budidaya lain yang menunjang kegiatan
pariwisata;

pemanfaatan ruang kawasan taman hutan rava diperbolehkan secara
terbatas dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

.pemanfaatan ruang kawasan taman hutan raya tidak diperbolehkan

dilakukan kegiatan yang merusak dan/atau menurunkan fungsi
kawasan, dan

pemanfaatan ruang kawasan kawasan taman hutan rava tidak dapat
dialihkan fungsikan.

(8) Indikasi arahan peraturan zonasi pulau-pulau kecil disusun dengan

memperhatikan:

Y
| - 4

5

pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan
menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ckosistem
terumbu karang;

pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan

mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;

2. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan

menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain

vang merusak ekosistem terumbu karang;

.pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan

menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak

ekosistem terumbu karang dan biota laut yang dilindungi,

. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan

menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang
tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
pemaniaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan
melakukan konversi ckosistemm mangrove di kawasan atau zona
budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ckologis
pesisir dan pulau-pulau kecil;

. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan

menecbang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri,

permukiman, dan/atau kegiatan lain;

. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan

menggunakan cara dan metode vang merusak padang lamun;
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i pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan

[

melakukan penambangan pasir pada wilavah vang apabila secara
teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya vyang menimbulkan
kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau
merugikan masyvarakat sekitarnya,

pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan
melakukan penambangan minvak dan gas pada wilayah yang apabila
sccara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya yang menimbulkan
kerusakan hngkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau
merugikan masyarakat sckitarnya;

pemanfaatan raang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbelehkan
melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara
teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya yang menimbulkan
kerusakan hinglungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau

merugikan masyarakat sekitarnya;

. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan

melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan
lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnva; dan

m.pemanfagian ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan

melakukan penambangan terumbu karang hingga tutupan karang
hidupnya kurang dari 50 % [lima puluh persen).

(@) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan mangrove/pantal berhutan

bakau disusun dengan memperhatikan:

3

[

pemanfaatan ruang kawasan mangrove/pantai berhutan  bakau
diperbolechkan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata
alam sepanjang tidak merusak kawasan mangrove,/pantai berhutan
bakau dan habitat satwa yang ada;

pemanfaatan ruang kawasan mangrove/pantal berhutan bakau tdak
diperbolehkan penebangan kayu bakau kecuali pada kawasan yang
dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil dan memenuhi kaidah-kaidah konservasi; dan

pemanfeatan ruang Kawasan mangrove/pantai berhutan bakau tidak
diperbolehkan dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman
vang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam.
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Pasal 68

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor

dan zona patahan aktif disusun dengan memperhatikan:

.

pemanfaatan ruang kawasan rawan tanah longsor dan zona patahan
aktif diperbolehkan dibangun prasaransg secara terbatas untuk
kepentingan pemantauan ancaman bencana;

pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor dan zona patahan altif
wajib mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor dan zona patahan aktif
wajib menentukan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman
penduduk; dan

pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor dan zona patahan aktif
wajib menyediakan ruang terbuka hijau sebagai daerah evakuasi
korban bencana dan sebagzai daerah penyangga untuk mencegah
meluasnya bencana.

{2) Indikasi arahan peraturan gonasi untuk kawasan rawan banjir disusun

cengan memperhatikan:

A

pemarniaatan ruang kawasan rawan banjir wajib menetapkan batas
dataran banjir;

pemanfaatan dataran banjir bagt ruang terbuka hyau dan
diperbolehkan dibangun prasarana secara terbatas; dan

pemanfaatan ruang kawasan rawan banjir udak diperbolehkan
dilakukan  kegiatan  pembangunan prasarana dan  utilitas
permukimarn.

{3} Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam gunung

api, gerakan tanah/longsor, gelombang pasang/tsunami, puting beliung,

disusun dengan memperhatikan:

.

[

permanfaatan  ruang kKawasan rawan bencana diperbolehkan
dilakukan kegiatan pembangunan prasarana penunjang untuk
kepentingan mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem
peringatan dini;

permanfaatan ruang kawasan rawan bencana pada  kawasan
permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana
alam harus dibatasi dan ditetapkan peraturan bangunan (building
code) sesuai dengan  potensi bahava/bencana alam, serta dilengkap

jalar evakuasi;



dalam kawasan rawan bencana alam diperbolebhkan adanya kegiatan
budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta
hangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat
bencana alam;

permanfaatan ruang kawasan rawan bencana gerakan tanah /longsor
wajib dilakukan pemasangan penahan longsor pada wilayah rawan
longsor, reboisasi dan sosialisasi kewaspadaan bahaya longsor;
permanfaatan ruang kawasan rawan bencana yang intensiias rawan
bencananva rendeh, kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk
tidak dibangun pada kawasan rawan bencana; dan

permanfaatan  ruang  kawasan rmawan  bencana gelombang
pasang/ tsunami dilakukan kegiatan peméasangan penahan gelombang,
relokasi permukiman yang rawan bencana gelombang, penanaman
mangrove dan pohon pelindung di sepanjang pesisic pantal, sertg
pemberdayaan masyarakat pesisir, dan rehabiltasi terumbu karang
yang berfungsi untuk menahan gelombang.

Pasal 69

(1) Iadikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geolog

cisusun dengan memperhatikan:

.

b,

permanfaatan ruang kawasan cagar alam goelogl diperbolehkan untuk
kegiatan wisata tanpa mengubah bentang alam;

permanfaatan ruang kawasan cagar alam  geolog diperbolehlcan
terbatas kegiatan penggalian hanya untuk penelitian arkeologi dan
seologl; dan

. permanfaatan ruang kawasan cagar alam geologi tidak diperbelehkan

dilakulkan kegiatan pemanlaatan batuan.

(2] Tadikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan cekungan

air tanah/imbuhan disusun dengan memperhatikan sebagai berikot:

1.

pemanfaatan  ruang kawasan  perlindungan  cekungan air
tanah/imbuhan diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan budi
daya tidak terbangun pada kawasan memiliki kemampuan tinggi
dalam menahan impasan air hujan,

. pemanfaatan ruang  kawasan  perlindungan  cekungan air

tanah/imbuhan  diarshkan untuk penyediaan sumur resapan
dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
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c. pemanfaatan ruang kawasan cagar alam geologi harus menerapkan
prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi dava
terbangun yang diajukan izinnya,

Pasal 70
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbn karang disusun dengan
mem perhatikan ¢
a pemanfaatan ruang kawasan diperbolehkan untuk pariwisata bahar:
b pemanfaatan ruang kawasan lidak diperbolehkan dilakukan kegatan
penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun,
dan/atau bahan lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang;
¢ pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan
pengambilan terumbu karang; dan
d pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dilakukan YEing
dapat menimbulkan pencemaran air.

Paragraf 8
indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya Provinsi
Pasal 71
Indilcasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya meliput:
8. kawasan peruntukan hutan produksi:
kawasan peruntukan pertanian;
kawasan peruntukan perkebunan:
kawasan peruntukan peternakan:
kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;

A 5 =

<awasan peruntukan pertambangan;
kawasan peruntukan industri:

Ol oo,

kawasan peruntukan pariwisata;
kEawasan peruntukan permukiman; dan
J. kawasan peruntukan lainnya.

—_—

Pasal 72
Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi
disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi tidak diperbolehikan
kegiatan budidaya kecuali kepiatan budidaya kehutanan dan
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pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait
dengan pengelolaan budidayva hutan produksi;

b. pemanfastan ruang kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan
dilakukan kegiatan menimbulkan gangguan lingkungan:

¢. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan
chialihfungsikan untuk kegiatan lain diluar kehutanan;

d. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat difungsikan untuk
kegiatan lain  diluar kawasan hutan sesual dengan  ketentuan
perundang-undangan; dan

e, sebelum kegiatan pengelolaan, diwsgibkan melakukan studi kelayvakan
danjfatan  kajian kelavakan lingkungan atau wupava pengelolaan

lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah disetujud.

Pasal 73

Indizasi arahan peraturan zenasi kawasan peruntukan pertanian disusun

dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura
dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

b. pada kawasan budidaya pertanian diperbolehkan adanya bangunan
prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan
pertanian;

c. pemanfaatan ruang kawasan pertanian  diperbolehkan sccara terbatas
dilalukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;

d. pemanfaatan ruang kawasan pertanian pada lahan basah dan potensial
sawah tidak diperbolehkan dialih - hungsikan;

e. pengelolaan lahan perianian pangan dalam kawasan lahan basah tidak
diperbolehkan dilakukan pemborosan penggunaan sumber air,

f. penambahan pemanfaatan pertanian baik dalam kawasan peruntukan
pertanian lahan basah dan potensial sawah maupun dalam kawasan
peruntukan pertanian laban kering di dataran rendah dan atau dataran
tinggl mengacu kesesuaian lahan dan mengacu pada ketentuan peraturan
perundangan; dan

g. sebelum melakukan kegiatan pengelolnan pada kawasan peruntukan
pertanian, diwajibkan melakukan kajian kelayakan lingkungan dan/atau
upaya pengelolaan lingkungan dan upava pemantauan lingkungan yang
telah disetujui.
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Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan

disusun dengan memperhatikan :

a. dalam kawasan peruntukan perkebunan tidak diperbolehkan aktivitas
budidaya vang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas
tanah untuk perkebunan dan/atau memiliki potensi pencemaran;

b. bagl kawasan perkebunan besar tidak diperbolehkan untuk mengubah
jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang
diberikan;

¢. dalam kawasan peruntukan perkebunan diperbolehkan adanyva bangunan
yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana
wilayah; dan

d. pemanfaatan lahan eks HGU perkebunan untuk Kkegiatan non
rerkebunan  dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan  perundang-

undangan.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zopnasi untuk kawasan peruntukan peternakan

disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang kawasan peternakan terintegrasi dengan kawasan
peruntukan pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan
keserasian antar kegiatan dan kelestarian lingkungan;

b, pemanfaatan ruang kawasan peternakan diperbolehkan memanfaatkan
pengambangan hiyjauan, sumber air minum dan konservasi lingkungan di
Inkasi padang pengembalaan memperhatikan kelestarian lingkungan;

¢. pengembangan sistem peternakan terpadu berdasarkan potensi wilayvah
vang sesuai tempat beternak seperti sistem ikat (paronasi), mini ranch
atau pola PIR swasta; dan

d. sebelum kegiatan peternakan besar dilakukan, wajib dilaksanakan studi
kelayakan dan kajian kelayakan hngkungan atau upava pengelolaan
hngkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang disetujui.

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan dan
kelautan disusun dengan memperhatikan ;
a. pemanfaatan ruang kawasan perikanan dan kelautan diperbolehkan



svcara terbatas adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan
perikanan dan kelautan dan pembangunan sistem jaringan prasarana
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfantan ruang kawasan perikanan budidaya diperbolebkan secara
terbatas dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan
pendidikan.

. pemanfaatan ruang pada kawasan perikanan budidaya tidak

diperbolehkan untuk kegiatan vang bersifat polulif; dan
kegiatan perikanan budidaya dan kelautan dilakukan sesual dengan

eraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Indilcasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan

disusun dengan memperhatikan :

2

kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan;

kawasan pertambangan gambut diperbolehkan dilakukan pada lahan
gambut dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter;

peruntukan kawasan pertambangan diperbolehkan adanya kegiatan lain
vang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;

peruntukan kawasan pertambangan diperbolehkan kegiatan permukiman
secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap

rmemperhatikan aspek-aspek keselamatan;

. sebelum kegiatan budidava pertambangan dilakukan, wajib dilakukan

saudi kelayakan dan kajian kelayakan lingkungan yang disetujul atau
upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan

. kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi atau revitalisam

s=hingga dapat digunakan kemball untuk kegiatan lain, seperti pertanian,

kehutanan, dan pariwisata.

Pazal 78

Indizasi arahan peraturan zonasi kawasan perunfukan industri disusun

dengan memperhatikan :

.

peruntukan kawasan industri diperbolchkan secara terbatas adanya
permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesual

Letenitnan perundang-undangan;
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peruntukan kawasan industri  diperbolehkan secara terbatas adanya
sarana dan prasarana wilayah sesual dengan ketentuan vang berlaku;
peruntukan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau
[greenbelf] sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana
pengolahan limbah;

peruntukan kawasan industri di sepanjang jalan arteri atau koleltor harus
dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
pengembangan kawasan industri barus memperhatikan aspek ckologis
untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan; dan
peruntukan kawasan industti Udak diperbolehkan berbatasan langsung
dengan kawasan permukiman; dan

sebelum kegiatan budidava industri dilakukan, wajib dilakukan studi
kelavakan dan kajian kelayvakan lingkungan atau upayva pengelolaan
linglkungan dan upaya pemantauan lingkungan vang disetujui,

Pasal 79

[ndilasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan
sebegai berikut ;

.

peruntukan kawasan pariwisata diperbelehkan adanya sarana dan
prasarana vang mendukung kegiatan parnwisata dan sistemn prasarana
wilayah sesual dengan ketentuan perundang-undangan;

peruntukan kawasan pariwisata diperbolehkan dilakukan penelitian dan
pendidikan;

seruntukan  kewasan pariwisata alam tidak diperbolehkan dilakukan
<ematan vang dapat menyebabkan rusaknya kondis: alam terutama yang
menjadi obyek wisata alam;

seruntukan kawasan pariwisata alam  Gdak diperbolehkan adanya
bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan dokumen kajian
kelayakan lingkungan vang ditetugui,

Pasal B0

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman
ditetapkan scbagai berikut:

.

peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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b. peruntukan kawasan permulkiman diperbolehkan adanya sarana dan
prasarana pendukung fasilitas permukiman sesual dengan petunjuk
te ks dan peraturan vang berfaku;

¢. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan secara terbatas adanyva
kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya
dengan skala pelayanan lingkungan;

d. peruntukan kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembanghkan
kegpatan  yang menganggu  fungsi permukiman dan  kelangsungan
k=hidupan sosial masvarakat;

¢, peruntukan kawasan permukiman tidak diperbolehkan dibangun di dalam
kawasan lindung/ konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;

[. pengembangan peruntukan kawasan permukiman di kawasan rawan
bencana harus dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan yvang
berlaku di bidang perumahan dan permukiman dan mempertimbangkan
mitigasi bencana;

g. peruntukan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas
sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau perkotaan;

h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan
peraturan vang berlaku di bidang perumahan dan permukiman; dan

1. pengembangan bangunan gedung hunian dan kegiatan lainnya harus
sesual dengan ketentuan perundang-undangan.,

Pasal 81

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya ditetaplkan

sebagai benkut:

a. pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya diperbolehkan  untuk
cialibfungsikan sesuai denpan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya diperbolehkan adanva sarana
dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesual dengan
petunjuk teknis dan ketentuan perundang-undangan;

¢. alokasi pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya vang diperbolehkan
adalah lahan terbuka {darat dan perairan laut) yang belum secara khusus
citetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh
manusia, serta memiliki akses yvang memadal untuk pembangunan
infrastrukbur;
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pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya tidak diperbolehkan melakukan

kegmatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan; dan

. pemanfaan ruang kegiatan kawasan peruntukan lainnya, pembangunan

harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya antara lain

koefisien dasar bangunan, koeflisien lantal bangunan, dan sempadan

bangunan,
Paragraf 9
Indilkasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Provinsi
Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis ditetapkan
sebagail berikut:

a.

memperhatikan struktur ruang dan pola rTuang wilayah Provinsi
Sumaitera Utara;

. memperhatikan fungsi kawasan lindung dan kawasan budi dava yang

terpadu dan serasi,
memperhatikan kelestarian fungs: hidrologis wilayah DAS bagian huluy;

d. memperhatikan pusat pertumbuhan ekonomi vang dapat mendorong

perkembangan wilayah di sekitarnya;

riemperhatikan kawasan unggulan yang potensial dikembangkan secara
nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera
Utara dan wilavah Sumatera bagian Utara;

memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan
yvang berdaya saing, periahanan, pusat promost investas: dan pemasaran,
serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi,
karantina, dan keamanan;

memperhatikan pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan
regara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik
lingkungan dan sosial budaya masyarakat;

memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegatan sosial budaya guna
pengembangan, mempertahankan dan melestarikan keanekaragaman
nilai kebudavaan etnis dan historis sebagai identitas dan jati din di
Provinsi Sumatera Utara; dan

memperhatikan kesejahteraan masyarakat melahu pertumbuhan ekonomi
vang mantap terutama bagi masvarakat berpenghasilan rendah, sesuai

srinsip ekonomi kerakvatan.



T

Bagian Ketiga
Arshan Perizinan
Pasal 83
(1) Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam
pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang
dan pola ruang sebagaimana vang ditetapkan dalam peraturan daerah .
(2] lzin pemanfaatan rouang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau
iekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
{4) Pemberian izin pemanfastan ruang yang berdampak besar dan penting
dikpordinasikan oleh Gubernur melalui BKPRD Provinsi Sumatera Utara.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan oleh Pemerintah Daerah diatur
dengan peraturan perundang-undangan,
() Pembenian izin pemanfaatan ruang kawasan hutan diatur dengan

peraturan perundang-undangan.

Baglan Keempat
Arghan Insentif dan Disinsentif
Pasal 84

(1) Arahan insentil dan disinsentil merupakan acuan bagi pejabat vang
terwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif,

(2) Arahan insentil meliputi arahan umum insentif-disinsentif dan arahan
Ichusus insentif-disinsentif.

(3) Pembernian insentif dilakukan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan
rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan
neraturan zonasi vang diatur dalam peraturan daerah ini,

(4] Pengenaan disinsentif dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang periu
dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan
dalam peraturan daerah ini.

[9) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang
Ai provinsi dilakukan Gubernur kepada pemerintah provinsi lainnya,
pemerintah kabupaten/ kota dan kepada masyvarakat
(perorangan /kelompok) menurut prosedur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangean.
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(&) Teta cara pemberian insentif dan penpenaan disinsentif diatur lebih

lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Araban Umum Insentif-Disinsentifl
Pagal BS

(1) Arahan umum msentil dan disinsentif berisikan arahan pemberlakuan

irisentif dan disinsentf untuk berbagai pemanfaatan riang secara umum.

{2) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfatan ruang vang didorong

perkembangannyva dan sesual dengan rencana tata ruang,

(3) Pemberian disinsentif diberlakukan bagt kewasan yang dibatasi atau
dikendalikan perkembangannya dan dilarang dikembangkan untuk
kigiatan budidaya.

{4} Arahan wmum pemberian insentif mehput:

a pemberian keringanan atau penundaan pajak (tax heliday! dan

kemudian proses perizinan;

k. penvediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk

memperingan biaya investasi; dan

c. pemberian kemudahan perizinan bagi kegiatan yang menimbulkan

dampak positif.

(5) Arahan umum pengenaan disinsentil meliputi;

[ H

cl.

pengenaan pajak yvang tinpgi terhadap kegiatan budidava vang beralokasi
di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan
komersial, dan daerah yang memilika tingkat kepadatan penduduk tinggi;
penolakan pemberian izin perpanjangan hak puna usaha, hak puna
bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan
rencana tata ruang dan peraturan zonasi;

peniadaan sarana dan prasarana pada kawasan vang tdak dipacu
pengembangannya atau pengembangannya dibatasi;

penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang bag kegiatan budidava
di datam kawasan lindung; dan

pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanva perubahan

fungsi ruang kawasan budidava menjadi kawasan lindung,
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Paragrafl 2
Arahan Khusus Insentif-Disinsentif
Pasal 86

(1) Arahan khusus insentfl dan disingentif dituyjukan untuk pemberlakuan
irsentif dan pengenaan disinsentif secara langsung pada pemanfaatan
riuang atau kawasan tertentu.

(2] Pemberian insentif ditujukan pada kawasan tertentu wyang harus
dihndungi fungsinya dan pengenaan disinsentifl ditujukan bagl kawasan
dihindari pemanfaatannya vang tidak sesuai, antara lain :

a lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau cadangan pertanian
tanaman pangan berkelanjutan; dan

b. kawasan rawan bencana alam.

|3) Arahan khusus pemberian insentif meliputi:

a. insentif fiskal: dan

b. insentil non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan keglatan
pertanian  berkelamjutan dan/atau cadangan pertanian tanaman
pangan berkelanjutan.

(4) Arahan khusus pemberian insentif fiskal meliputi ;

a. pengurangan atau penghapusan retribusi yang diberlakukan di
kawasan pertanian berkelamjutan dan/atau cadangan pertanian
tanaman pangan berkelanjutan; dan

b, pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi Bangunan melahu
mekanisime restitusit pajak oleh dana anggaran daerah.

(5) Pemberian insentil non-fiskal antara lain meliputi penyvediaan prasarana
pendukung produksi dan pemasaran produk.

(B6) Arahan pengenaan disinsentif meliputi disinsentii non-Gskal, berupa
tidak diberikan sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan
pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau fungsi
budidaya lainnyva.

{7} £rahan khusus pengenaan disinsentif hanya diberlakukan melalui
pengenaan disinsentif non-fiskal, antara lain;

. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk
mencegah perkembangan ruang permukiman lebih lanjut;

b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk

kawasan yang belum dihuni penduduk; dan
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¢. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperolehkan

untuk memenuhi keburmahan penduduk vang sudah ada.

BAB VIl
SANES]
Pasal B7

Pengenaan sanksi diberikan terhadap pelanggaran meliputi |

o.

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana strukiur ruang
din pola ruang wilayvah provinsi berdasarkan peraturan daerah ini;
pelanggaran ketentuan indikasi arshan peraturan zonasi sistim nasional

dizn sistim provinsi, kawasan lindung, kawasan budidaya;

. pemanfaatan ruang tanpa igin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan peraturan daerah ini;

pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ing

pzlanggaran  ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan  izin
pemanfatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ing;
pemanfastan ruang yang menghalangi aksesibilitag terhadap kawasan
yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai rnilik
LIITILATTL

pemanfaatan ruang dengan izin yvang diperoleh dengan prosedur vang
tidak benar dan/atau tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

pembeti izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang,

Pasal 88

|1} Terhadap pelanggaran sebagaimana dalam pasal 87 dikenakan sanksi

administratif, serta sanksi pidana;

(2} Penigenaan sanksi administratiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

herapa:
peringatan tertulis;

woE

penghentian sementara Kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
. penutupan lokasi

pencabutan izing
f° pembatalan izin;

a. @

I
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g pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi miang; dan
i. denda administratf,
(3) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d:tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN MASYARAEAT DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Peran Masyarakat
Pasal 89
{1} Masyarakat berperan dalam proses penataan ruang dilakukan pada tahap
perencanaan  tata  ruang, pemanfaatan ruang  dan  pengendalian
pemanfaatan ruang melalui hak dan kewajiban,
(2) Dalam proses penatasn ruang setiap orang/warga masyarakal berhak
untuk:
¢, mengetahui secasra terbuka rencana umum tata ruang dan rencana
rinci tata ruang;
b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat dari penatasn ruang,;
memperoleh  penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang

-
=

dialaminya sebagal akibat pelaksanaan kegiatan pembangunen yang
sesual dengan rencans tata ruang;

d. mengajukan  keberatan kepada pejabat  berwenang  terhadap
pembangunan yang tidak sesual dengan rencana ta  ruang
diwilayahnya,

¢. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian
tuntutan penghentian tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada
pejabat yang berwenang; dan

. mengajukan pugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesual
dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

(3} Dalam proses penataan  ruang  setiap  orang/warga masyarakat
berkewajiban untuk :

4. menaati rencana umum tata ruang dan rencana rinel tata ruang yang
telah ditetapkan;
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b, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfastan ruang dari
pejabat yang berwenang,;

c. mematuhi  ketentuan yvang  ditetapkan dalam  persyvaratan  1zin
pemanfaatan ruang;

d. memberikan akses terhadap kawasan vang oleh ketentuan peraturan
perundang- undangan dinvatakan sebagai milhk umum; dan

e, mematuhi dan melaksanakan sanksi vang telah divonis/ditetapkan.

{4) Bentuk dan tata c¢ara peran masyvarakat dalam penataan ruang
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90
Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan

¢, pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 91
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat berupa |
a. masukan mengenai |
1] persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2 penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3 pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau
kawasan;
4] perumusan konsepsi rencana tata ruang dan/atau,
5] penetapan rencana tata ruang.
b. kerjasama dengan pemerintah, pemenntah daerah dan/alau sesama

unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 92
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa ;
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan rang;
b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daecrah dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam pemaniaatan ruang,
¢. kegiatan memanfzatkan ruang vang sesuai dengan kearifan lokal dan
rencana tata ruang yang telah dtetapkan;



d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan
ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e, legiatan menjaga kepentingan pertahanan dan  keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
sumber daya alam: dan

[. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan,

Pasal 63

Befituk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat

berapa !

a, masukan terkait araban dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian
mnsentf dan disinsentl serta pengenaan sanksi;

b. keikursertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata
roang vang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat vang berwenang dalam hal
menemukan  dugaan penyimpangan atau  pelanggaran  kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang vang telah
citetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap
pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang,

Pasal 94
(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaiken secars
langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
disampaikan kepada Gubernur.

Pazal 95
Dalam rapbgka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah
meribangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat

diakses dengan mudah oleh masyarakat.



Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 96
(1} Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penaisan ruang dan
cerjasama amtar sekior/antar dacrah bidang penataan ruang dibentuk
Jadan Koordinasi Penataan Ruang Daerah vang bersifar ad hoc,
{4} setentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata
<erja Badan Koordinasi Penatasn Ruang Daerah diatur dengan

seputusan Gubernur,

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 97
Setap orang vang melangzar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
87, diancam pidana sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penataan ruang,

BAB X1
PENYELESAIAN SENGKETA
Pazal 08
(1} Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayvakan berdasarkan prinsip
musvawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak
dapat menempuh upava penvelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAR XII
PENYIDIKAN
Pasal 99
{1} Belain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnyva di bidang penataan ruang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penvidik kepolisian
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana,



(2) Penyidik pegawal negeri sipil scbagaimana dimaksud pada avat (1)
berwenang!

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan Vang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yeng diduga melakukan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

. meminta keterangar dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana dalam bidang penatsan ruang;

1. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

2. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu vang diduga terdapat
bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan
penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran vang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan
ruang dan

I. meminta bantuan tenaga shli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3] Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada avat (1)
memberitahukan  dimulainys  penvidikan kepada pejabat  penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia.

{4} Apabila pelaksanaan kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
memeriukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai
regeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian
negara  Republik  Indonesia  sesual  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{9) Feayidike pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat
penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serts
proses penyidikan dilaksanakan sesual dengan ketentuan perundang-
undangan.



BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 100

{1} Perubahan peruntukan kawasan hutan seluas kurang lebih 21.153 Ha

{2

(4}

(=)

vang berdampak penting, cakupan luas dan bersifat strategis [DPCLS)
vang belum mendapatkan persetujuan, digambarkan pada peta pola
ruang dalam bentuk arsiran (holding zomel dan rincian tabulasi
tercantum pada lampiran XXXl sebagai bagian yvang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan
di luar kegiatan kehutanan dilakukan delineasi (outline} seluas kurang
lebih 640.470 Ha tersebar di seluruh Kabupaten/Kota disambarkan
pada peta pola ruang dan nincian tabulasi tercantum pada lampiran
XXAI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini,
dengan peruntukan kawasan terdiri dard :

. pPeriarian;

b. permukiman;

c. perkebunan;

d. budidava lainnya.

Dalam hal terbitnya peraturan dan/atau keputusan perubahan kawasan
hutan oleh Menteti yang menangani urusan pemerintahan bidang
kehutanan terhadap kawasan hutsn yang dilakukan holding zone dan
outhne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka
dilaksanakan pengintegrasian perubahan kawasan hutan tersebut dalam
Peraturan Daerah ini dengan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.

Batas kawasan hutan yang diacu adalah batas kawasan yang telah
dilakukasn penunjukan kawasan hutan, tata batas kawasan hutan
dan/atau penetapan kawasan hutan yang didasarkan kepada surat
xeputusan terakhir dari menteri yang membidangi kehutanan,

Rincian kawasan holding zone dan outline digambarkan dalam peta dengan
angkat ketelitian  1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
MERIV , sebagal bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paszal 101

(1) Peraturan daerah ini berfaku untuk jangka waktu 20 {dua puluh) tahun
dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali,

{2) Dalam kondisi lngkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
andangan dan/ateu perubahan batas wilayah yvang ditetapkan dengan
ndang-Undang, peraturan daerah ini dapat ditinjau kembali lebih dari 1
satu) kali dalam 5 {lima) tahun.

(3] “eninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada avar (2) dilakukan apabila
erjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi vang mempengaruhi
semaniataan ruang provinsi dan/atau internal provinsi.

(4} Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mengacu pada penetapan oleh
enteri yang membidangt urusan Kehutanan.

{3} Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terintegrasi dalam reéncana
peruntukan struktur dan pola ruang RTRW Provinsi Sumalera Utara.
incian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) digambarkan dalam
peta dengan tngkat ketelitian 1 @ 250,000 sebagaimana tercantum dalam
Lampitan XXXV, scbagai bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah 1.

(6] Peraturan daerah imt dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta
vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan.

{7) alam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negerd
lerhadap wilayah provinsi berbatasan dan antar kabupaten/kota vang
belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, dilakukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) ralam hal terdapat fungsi kawasan budidaya yang masih berada dalam
status kawasan hutan, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangar.
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BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Paszal 1032

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
a. Pelaksanaan peraturan daerah vang berkaitan dengan penatsan ruang
daerah yang tclah ads dinyetaksn tetap berlaku sepanjang tidak
nertentangan fengan Peraturan Daerah ini.
b. Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara
wajib  menvesusikan berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-
andangan bidang penataan rusng.
c. Jika terdapat perbedasn peruntukan pada suatu kawasan antara
feraturan Daerah RTRW kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah
RTREW Provinsi maka pemanfaatan ruang mengacu pada Peraturan
Daerah ETRW Provinsi selama Peraturan Daerah RTRW kabupaten /kota
belum disesuaikan,
d. Penetapan peruntukan kawasan pada Peraturan Daecrsh i tidek
menghalangi dan mengeugurkan hak kepemilikan orang atau badan terhadap
hak atas tanah atau lahan dengan pemanfsatan pada lahan sebagaimana
dimaksud tetap mengacu kepada rencana peruntukan kawasan,
€, izin pemanfaatan ruang yang telah dikcluarkan dan telah sesuai dengan
ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa
berlakunya;
f. 1zin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan ¢
Juntuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawaszan dalam rencana tata ruang vang
ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah ini;

Juntuk yang sudah dilaksanakan pembangunannys, pemsanfastan
ruangnya dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan
dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayvasa teknis sesual
dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi
vang ditetapkan oleh pemerintah dacrah berdasarkan Peraturan Dacrah
ini; dan



Jjuntuk vang sudah dilaksanakan pembanpunannya dan tidak
memungkinkan untuk menerapkan rekayvasa teknis sesual dengan
fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi vang
ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini,
izinn yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian
vang timbul sebagai akibat pembatslan izin tersebut dapat diberikan
penggantian vang layak berdasarkan musyawarah mufakat,

g pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan dserah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi
lawasan dalam rencana fafa ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan
cleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;

h. pemanfaatan ruang di daerah vang diselenggarakan tanpa izin ditentukan
sebapai berilagt ¢
-] yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini pemanfaatan

rauang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan fungsi
kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturdn zonasi yang
ditetapkan oleh pemerintah daerab berdasarkan Peraturan Daerah in;

) yang sesuai dengan Ketentuan peraturan daerah ini, dipercepar untuk
mendapatkan izin yang diperiukan.

L Eiemua rencana terkait pemanfastan ryang tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan RTRW Provinsi.

BABR XV
EETENTUAN PENUTLIP
Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulal berlakn, Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 [Lembaran Daerah Provinsi
Suriatera Utara Tahun 2003 Nomor 19 Seri € Nomor 9], dicabut dan
dinvatakan tidak berlaku.



Pasal 104
Peraturan dasrah ind mulai berlaku pada tangeal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan
Darrah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Darrsh  Provinsi
Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Agustus 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

TENGEU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
padi tanggal 3 Agustus 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

et

[BNU SRI HUTOMO
LEMBARAN DAERAH PROVINS] SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2

Aslinya
LRLM,
A
\

L)

Salinan SesuailDe
KEPALA BIR

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP, 19590227 198003 1 004

NUREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (2/67 /2017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINS] SUMATERA UTARA TAHUN
2017-2037

I UMUM

Sevagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tertang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilavah Nasional, wilayah
Provinsi,wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak
dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, di samping meliputi ruang
daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas
fertenia yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagisn Urusan
Pemnerintahan antara Pemerintah, Pemerintashan Daerak Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan pemyusunan dan
penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP} vang di samping
peayusunan program dan anggaran provinsi di bidang penatgan ruang, serta
fasilitasi dan koordinasi antar kabupaten/kota terhadap kewenangan dalam
biclang pemerintahan vang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan
da am bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang Provinsi. Dalam
menentukan kewenangan Provinsi digunakan kriteria yang berkaitan dengan
pelayanan  lintas Kabupaten/Kota dan konflik kepentingan antar
Kabupaten/Kota.

Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara adalah proses perencanaan tata
rusng, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi di wilayah yang menjadi
kewenangan Pemerintah  Provinsi, dalam rangka optimalisasi  dan
mensinergikan  pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara,

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 -



2037 ini selanjutnya disebut dengan RTRWP dilakukan untuk menghasilkan
rencana umum iata ruang. RTRWP Sumaters Utara vang bersifat umum
disusun berdasarkan pendekatan wilavah administratif provinsi dengan
mitatan substansi mencakup Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola
Ruang, RTRWP juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategs
kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat
mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan. Penetapan zonasi tersebut
dimaksudkan sebagal operasionalisasi rencana umum tata ruang dan
seoagail dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi.

[ndikasi arahan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur
tertang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya
dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota dan indikasi arahan peraturan zonasi vang melengkapi
rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian
pemanfaatan ruang sehingga pemanfastan ruang dapat dilakukan sesuai
deagan rencana wimnum tata ruang yang telah disusun.

Peagendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan
pemanfaatan ruang, pemberian insentf dan disinsentif, serta pengenaan
sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan secbagai upava
penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus
dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yvang telah ditetapkan. lzin
penaniaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan
pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Peinanfaatan ruang vang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang
dil-ngkapi dengan izin maupun vang tidak memiliki izin, dikenai sanksi
adimmetratf, sanksi pidana, dan/atan sanksi perdata sesuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan.

Peraberian insentif dimaksudkan sebagai upava untuk memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang,
baik yang dilakukan oleh masvarakat maupun oleh Pemerintah Daerah,
Beiituk insentif tersebut antara lain, dapat berupa keringanan pajak,
pembangunan prasarana dan sarana {infrastruktur), pemberian kompensasi,
kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif
dimaksudkan sebagal perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,
dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak secjalan dengan rencana tata
rueng vang telah ditetapkan. Disinsentif yang antara lain dapat berupa
pengenaan pajak yang tnggi, pembatasan penyediaan prasarana dan



sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, vang
mérupakan salah  satu  upaya pengendalian  pemanfaatan  ruang,
dimaksudkan sebagal perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan
ruang vang tidak sesual dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan
peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak
hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan
kefentuan perizinan pemanfactan ruang, tetapi dikenakan pula leepada
pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang,

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Definisi dan istilah yvang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar
terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.
Pazal 2
Cukup jelas
Pazal 3
Kebjjakan dan Strategi penataan toang provinsi ditetapkan  untuk
mewujudkan tujuan provinsi yaitu penataan ruang wilayah provinsi.
Yang dimaksud “ kebijakan penatman ruang wilayah provinsi® adalah
rangkalan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam
pemaniaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi
untuk mencapai tujuan penataan ruang,
Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah provinsi® adaiah
langkah-langkah pelaksanaan kebijakan pendtaan ruang.

fyar (1)

Cukup jelas

Myat {2)

Cukup jelas

Ayat {3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Culoup jelas

fyat (6]

Cukup jelas



dAyat (7)
Cukoap jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Luas daratan dibagi menjadi 228 DAS berdasarkan Keputusan Menteri
Eehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.511/Menhut-V/2011 tentang
Penetapan Daerah Aliran Sungai.
Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri
tarhadap wilayah provinsi berbatasan dan antar kabupaten/kota yang
Beham disepakat: pada saat Peratiiran Daerah ini ditetapkan, rencana dan
zlbum peta akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Fepublik Indonesia.
Peta batas administrasi wilayah dapat dilakukan penyesuman sesual
krtentuan perundang-undangan vang berlalku,
Ayat (2)
Cukup jelas
dAvat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Avat (1)
Tang dimaksud “rencana struktur ruang” adalah gambaran strulttur ruang
vang dikehendalki untuk dicapal pada akhir tahun rencana, yarg
mencakup struktuar ruang vang ada dan vang akan dikembangkan.
Aot (2
letentuan mengenai skala ketelitian peta RTRWP diatur dengan PP Nomor
# Tabun 20132 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
Pengertian ketelitian disini adalah dalam hubungannya dengan standar
deviasi kesalahan pengukuran yang diizinkan. Sebagai contoh, pada skala
250,000 dengan standar deviasi diizinkan sebesar 10%, maka kesalahan
prengulkuran vang digjinkan adalah 10% =x 2,500 meter atau sebesar 250
meter. Sedangkan format ukuran pencetakannya dapat berupa format

ikuran AG, Al, A3, atau A4. Dalam Peraturan Daerah ini format ukuran
lertas yang digunakan adalah Al dengan skala peta adalah 1 : 250.000.

Balam pembuatan peta RTRWP menggunakan sistem referensi geospasial
vang ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial dengan

Lerpedoman pada sistem referensi Georeferensi vang bersifat global.



Pasal 7
Aovat (1)
Culup jelas
Ayat (2]
Cukup jelas
Avat (3)
cukup jelas
Ayat {4
cukup jelas

Pasal 8
ayat (1)
Sukup jelas
Ayat (2)
—URup jelas
Ayat (3)
Dalam tatanan kepelabuhan dan alwr pelayvaran, seleksi lokasi untuk
kawasan pelabuhan disesuaikan dengan krteria pelabuban yang akan
dikembangkan, mempertahankan sedapat munglkin keasbian (keasran)
bentang alam sekitarnya, faktor biclogi, kualitas air dan nilai-nilai penting
lingkungan lainnya sedangkan untuk alur pelayaran kriteria  seleksi
didasarkan pada karakteristik alur yang diperfukan ({alur pelayaran
internasional; naslonal, dan antar pulay} dan sedapat mungkin
memperhatikan alur migrasi hewan laut vang dilindung).
Yang dimaksud “tatanan kepelabuhan” adalah suatu sitem kepelabuhan
nasional yang memuat hierarkis, peran, fungsi, klasifikasi, jems
penvelenggaraan  keglatan, keterpaduan infra dan antarmoda,  serta
aeterpaduan dengan sekctor lainnya.
tang dimaksud “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami
naupun buatan yvang terdiri dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan
“elayaran lainnya dianggap aman untuk dilayar.
Avat (4)
Dalam  tatanan kebandarudarsan  harus  memperhatikan  Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Hal ini dimaksudkan agar
wilayah di sekitar lapangan terbang dijaga kebebassnnye darl cbstacle
‘rintangan/ halangan/ hambatan) demi keselamatan pesawal yang beroperasi
i lapangan terbang tersebut dan untuk mencegah lapangan terbang menjaci
tidak dapat dioperasikan akibat dmbuinya obstacle di sekitar lapangan



terbang. Kondisi tersebut dapat dicapai dengan membentuk pembatasan
akan hambatan pada permukaan dengan  menjelaskan  batasan
pembangunan atau kegiatan di sekitar KKOP,
Vang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan® adalah suata sistem
kebandarudaraan nasional yang memuat hierarlas, peran, fungsi kiasifikasi,
jeniis penvelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmeoda, seria
seterpaduan dengan sekctor lainnya.
Vang dimaksud dengan “ruang udsra untuk penerbangan” adalah ruang
udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan
penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi
rasional,
Avat (5)
Cukup jelas

Pazsal ©
Avat (1)
{lukup jelas
Ayat (2)
Jaringan jalan arteri prnmer dikembangkan untuk melayani dan
menghubungkan kota-kota antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
dan/atau PEN dengan Pusat Kegiatan Wilayah {PEW]} dan/atau antara
KW, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan/atan
cepat tumbuh/ berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama.
Svat {30
Jaringan jalan kelektor primer dikembangkan untuk melayani antar PEW
dan/atau antar PKW dengan Pusat Kepiatan Wilayah yang dipromosikan
*rovinsi (PKWp) dan/aten antar PKWp, antara PKW atau PKWp dengan
JKL, dan kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan regional
danfatau lokal. Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk
menghubungkan antar ibukota provinsi.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan™ adalah jalan wmum untui
glu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan
lanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang
milik jalan.
Ayat (3)
Cukup jelas



Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (T)
Cukup jelas
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Jalur pengembangan strategis lainnva diarahkan untuk mendukung
penembangan Kkawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis
provins,
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Hurul g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf'i
Crikup jelas
Pagal 11
dAyat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Huoruf a
Cukup jelas



Huruf b

oukup jelas

Huruf ¢

Culkup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis Jalan® adalah suatu
sistermn angkutan vang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang
terproteksi sehingga memunglankan peningkatan kapasitas angkut yang
bersifat massal.

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis rel” adalah suatu
pstem  angkutan yang menggunakan angkutan penumpang melalui
kendaraan roda yvang dirancang khusus untuk berjalan di jalur kereta api
dengan lajur khusus vang terproteksi sehingga memungkinkan
peniinglatan kapasitas anghut vang bersifat massal.

Pembangunan angkutan massal dapat berupa Mass Rapid Transit (MRT)
dan Light Rapid Transit (LRT).

Huruf e

Yang dimaksud dengan kewasan strategis meliputi kawasan strategis
nasional yang ada di wilayah Provins: Sumatera Utara dan kawasan
strategis Provinsi Sumatera Utara.

Huruf {

Yang dimaksud dengan “Angkutan pemadu moda” adalah angkutan dan
satu tempat ke tempat lain vang memadukan dua simpul transportasi
dengan menggunskan bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan
teratur sebagal wujud keterpaduan antar moda transportasi. Pelayanan
anglutan pemadu moda dilaksanakan untuk melayani penumpang dart
dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara
kecuali dari terminal ke terminal.

Huruf g

Fasilitas alih moda (transfer point) adalah fasilitas yang disediakan untuk
mendukung interkoneksi antar moda pada simpul fransportasi guna
memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yvang terpadu dan
berkesinambungan.

Hurufl h

Cukuap jelas



Pazal 13
Avat (1)
Pelabuhan Laut adalah pelabuban vang dapet digunakan untuk melayani
kegiatan angkutan laut danjfatau angkutan penyeberangan vang terletak
i laaat atau di sungai,
Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknva melayani
Iegiatan' angkutan laut dalam negeri dan intérnasional, alih mual
angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumilah besar, dan
sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan
penyebersngan dengan jangkauan pelavanan antarprovinst,
Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yvang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan iaut dalam negern, alih muat angkutan laut dalam
neger:i  dalam  jumiah  menengaeh, dan sebagal tempat asal tujuan
penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarprovinsi,
Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yvang fungsi pokoknyva melayvani
kegiatan anghkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam
negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan
1tama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang danfatau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan dalam provinsi,
Avat (2}
Alur-Pelayaran di Laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar
tian bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk
dilayvari kapal angkutan laut.
Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur
lalu lintas vang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama
lainnya,
Ienyelenggaraan alur pelayaran di laut dilakukan dengan memperhatikan
glur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas; dan daerah labuh
kapal sesuai dengan kepentingannya, sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Pazal 14
Ayt 1)
Cukup jelas
Avat{2)
Cukup jelas
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Ayat [3)
Cukup jelas
Avat (4
Cukup jeias
Ayat (o)
Felabuhan hub internasional adalah pelabuban utams vang melayani
pelayaran internasional sebagaimana penetapannya menjadi gerbang
wilayah barat dan wilayah timur Indonesia dalam tatanan Sistem Logistik
Hasional (SIBLOGNAS)
Pasal 15
Ayat (1)
Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandsar udara yvang mempunyai
cakupan pelayanan vang luas darl berbagai bandar udara yang melayani
penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi
perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi, Bandar
adara pengumpul dengan skala pelayanan primer ¢itetapkan dengan
Kriteria:
a. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PEN;
b. melayani penumpang dengan jumlah lebih dari 5.000,000 {lima juta]
per tahun.
Bandar Udars Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang mempunyai
cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas,
Jandar udara pengumpan ditetapkan dengan Kriteria:
a. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau
PEKW terdekat,
b. melayani penumpang dengan jumlah antara 500000 (lima ratus ribu)
sampai dengan 5.000.000 (lima juta) per tahun.
Pengembangan bandar udara baru mempertimbangkan cakupan pelayanan
vaitu kelayakan jarak pencapaian transportasi darat yang dapat dilayani
suatu bandar udara pada wilavah tertentu dengan jarak cakupan 100km
(seratus kilometer), B0km (enam puluh kilomneter), 15km (lima belas
kilometer) yang merupakan salah satu indikator kelayakan angkutan udara,
Avat (2)
Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang
ydara di atas deratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang
berbatasan dengan  ruang antanksa  (ruang udara  yang  masib
dimungkinkan digunakan sebagal prasarana pesawat udara) yang dli
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dalamnye termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi Air Traffic
Services (ATS) route berdasarkan ICAQ ANNEX 11.

Humufl a

Cukup relas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang di sekitar bandar udara” adalah:

(1) wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar
udara yvang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam
rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan definisi
(hstacle Free Zone/OFZ berdasarkan ICAG ANNEX 14;

(2) wilayah daratan dan/atau  perairan yang dipergunakan secara
langsung untuk kegiatan bandar udara; dan

'3) wilavah daratan dan/atau perairan yang termasuk dalam batas-batas
kawasan kebisingan.

Huruf ¢
Cukup jelas,
Pasal 16
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2]
Cukup jelas
Aat (3]
Cukup jelas
Jvat (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayeat (1)
Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik" adalah fasilitas untuk
<egiatan memprodukisi tenaga listrilkc

Pembangkil listrik antara lain, meliputi Pembanghkit Listrik Tenaga Air

PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga

as (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit

Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN),

Pembangkit Listrik Tenaga Surva (PLTS), dan Pembangkit Listmk Tenaga

Bayu (PLTH).

SUTET adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

detigan kekuatan 500 kV {lima ratus kilometer volt) yang ditujukan untuk
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tacnyalurkan energi listik darl pusat-pusat pembangkit vang jaraknya
Jauh menuju pusat-pusat beban schingga energi bsirik bisa disalurkan
dengan efisien.
SUTUT adalah singkatan dari Saluran Udara Tepangan Ulira Tingei yang
besarnya berkisar 765kV (tujuh ratus enam puluh lima kilometer volt)
sampal 1100k (senibu seratus kilometer Volt).
fiyat [2)
Cukup jelas
Pazal 18
Ayat (1}
Cukup jelas
Lyat (2)
Culkup jelas
Ayat (3)
Bistem jaringan interkoneksi se-Sumatera  dan sistem energi ASEAN
rierupakan bagian dari ASEAN Power Grid atau sistem interkoneksi jaringan
hstrik antara negara-negara ASEAN, dimana salah satunya adalah jaringan
interkoneksi Sumatera — Semenanjung Malaysia. Tujuannva adatah untuk
meningkatkan perdagangan listrik lintas batas, melahi integrasi jarmgan
sirik nasional, untuk meémenuhi meningkatnya permintaan listrik dan
niemperbaiki akses jasa enecrgi dan berbagi kapasitas pembangkit cadangan
antar negara anggots ASEAN untuk meningkatkan keamanan secara umum
dan mengurangi biaya.
Pasal 19
Avat {1}
Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi vang terdiri atas sistem
jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah
s.stem telekomunikasi nasional vang andal, memiliki jangkauan luas dan
merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut
mencakup pula sistermn jaringan telekomunikasi vang menggunakan
spekirum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.
Huraf a
Jaringan terestrial, anfara lain, meliputi jaringan mikro digital, fiber optic
[serat optik), mikro analog, dan kabel laut,
Huruf b
Jaringan satelit merupakan pirantt komunikasi yang memanfzatkan
teknologl sateiit.
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Ayat (2)
Huruf a
Culoup jelas
Euruf b
Yang dimaksud dengan Base Transceiver Stationatau disingkat BTS
£dalah  sebuah infrastruktur telekomunikasi vang memfasilitasi
komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
Yang dimaksud dengan *Cell Plan” merupakan rencana penataan
pembangunan menara telepon selular yang disusun oleh kabupaten/kota
can mengatur pemanfaatan menara BTS vang ada, maupun yang akan
membangun menara bana,
Huruf e
Lilankspot merupakan kondis: dimana suatu area wilayah tidak terjangkau
sistem jaringan felekomunikasi nirkabel (sinyal telekomunikasi seluler
yang dipancarkan oleh instalasi Base Transceiver Station (BTS), dengan
renyebab antara lain ketinggian dan/atan kedalaman bangunan di suatu
daerah, ketebalan beton dan kerapatan bangunan, jarak antar BTS dan
strukiur geografis.
Ayat {3)
Cukup jelas
Ayat [4)
Fengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan
szharan jatingan radio dan televisi, kantor pos dan kotak pos,
telekomunikasi khusus kewajiban pelayanan universal {universal service
opligation), seperti telepon perdesaan, desa dering, mobil pusat internet
layanan kecamatan, pusat layanan internet kecamatan),

Paszal 20
Furufa
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas



Pasal 21
fyat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3]
Cukup jelas
Avat i4)
Culcup jelas
Pasal 22
Eyat [1)
Wilayah sungal lintas provinsi, dan strategis fiasional merupakan wilayah
sungai (WS) dan daerah aliran sungai {DAS) yang pengelolaannya menjadi
tugas dan tanggung jawab Pemerintah.
Ayat [2)
Cukup jelas
Ayat [3)
Cukup jelas
Ayat (4]
Cekungan  air lintas provinsi merupakan cekungan air tanah vang
pengelolasnnya menjadi tupas dan tanggung jawab Pemerintsh, Yang
dimaksud dengan “neraca penatagunaan air” adalah perbandingan antara
pettyediaan dengan pemanifaatan air baku dalam satuan wilavah aliran sungai,
Avat [3)
Cukup jelas
Avat (B)
Cukup jelas
Pasal 23
Avat (1)
Cuakup jelas
Avat (2)
Sistern Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sistem
fisik {teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
Badan Layanan Umum (BLU) SPAM merupakan instansi di lingkungan
Prmerintah  yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan air minum yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kepiatannya
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cidasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Lval (3)
Culkup jelas
Lvat (4)
Huruf a
Sistem drainase makro merupakan sistem saluran/badan air yang
renampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan
{Catchment Areqj. Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga
sebagai sistem saluran pembuangan utama [major system) atau drainase
primer. Sistem jaringan i menampung aliran yvang berskala besar dan
inas sepert saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai.
Eistermn  drainase mikro merupakan sistem saluran dan  bangunan
palengkap drainase yvang menampung dan mengalirkan air dari dacrah
tangkapan hujan. Secara keseluruhan yang termasuk dalam  sistem
drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air
hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain
sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terialu besar.
Huruf b
Cukup jelas
Eunfc
Cukup jelas
Ayat {5)
Cukup jelas
Ayat )
Cukup jelas

Paeal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat |2)
Sanitasi lingkungan merupakan upava pengendalisn terhadap faktor-
faktor lingkungan fisik manusia vang dapat berpengaruh buruk terhadap
kesehatan atau upaya kesehatan untuk memelihara dan melindungi
kebersihan  lingkungan dan subyeknva, yang meliputi pengelolaan
gampah, pengolahan limbah domestik, serta penvediaan air minurm.

Pazal 25
Pengembengan sistem jaringan prasarana lingkungan antara lain meliputi

pembangunan sarana  prasarana  air minum dan sanitasi  berbasis
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pemberdayaan masyvarakat.
fovat {1)
Cukup jelas
Ayvat (2)
Cukup jelas

Pazal 26
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
walur evaltuasi bencana antara lain Jalur Alternatif Evakuasi Bencana
Cunung Api Sinabung, pada ruas Brastagl - Sembaikan - Deli Serdang;
Pertumbuken - Rumah Liang - Deli Sérdang; dan Kutaravat (Kebupaten
Karo) - Batas Langkat.

Pagsal 27
Ayat (1)
Culkup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud “kawasan hindung® adalah kawasan vang ditetapkan
cenpgan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
rencakup sumberdaya alam dan sumberdava buatan.
Ayat (3}
Kawasan budi daya adalah wilavah yang ditetapkan dengan lungsi utama
Lntuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber dava buatan. Penetapan kawasan
tudidaya dimaksudkan uniuk memudahkan pengelolaan, dan
prmantauan  keglatan termasuk penyedisan prasarana dan  sarana
maupun penanganan dampak lingkungan pencrapan, mekanisme insentf,
dan sebagainya akibat kegiatan budidaya. Hal ini didasarkan pada
periimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana  penunjang
kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnva memiliki
besaran yang memungkinkan tercapainva skala ekonomi dalam
penyediaan. prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya
disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada,
Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan vang berkembang di
dalam kawasan tersebur. Dengan demikian, masih dimungkinkan
keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan kawasan tersebut,
Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industrn dapat dikembangkan
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perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

kawasan budidaya yang memiild nilai strategis nasional, meliput
kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan
wilayah sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah,
dapat ditetapkan sebagai kawasan andalan sesual ketentuan peraturan
perundanpg-undangan.

Ayat {4)

Kiasifikasi DAS vang dipertahankan dan yang dipulihkan diperoleh
berdasarkan hasil kajian vang dilakukan dan ditetapkan oleh Balai
Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS} Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia.

Ajat (5]

Futan lndung adalah kawasan bhutan yang mempunyai fungsi pokok
sabagal perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata
guna air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air
lenat, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah kawasan hurtan vang
miernililki - sifat khas wvang mampu memberikan perlindungan kepada
kawasan sckitar maupun bawahannya scbagal pengatur tata air, pencegah
banjir dan erosi/ serta memelihara kesuburan tanah.

Avat (6]

Cukup jelas

Avat (7}

Cukup jelas

Avat (8]

kKetentuan mengenal skala ketelitian peta RTRWP diatur dengan PP Nomor
8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
Pengertian keteliian disini adalah dalam hubungannya dengan standar
daviasi kesalahan pengukuran vang diizinkan, Sebagai contoh, pada skala
1:250.000 dengan standar deviasi diizinkan sebesar 10%, maka kesalahan
prngukuran vang diznnkan adalah 10% x 2.500 meter atau sebesar 250
meter, Sedangkan format ukuran pencetakannya dapat berupa format
ulturan AQ, Al, A3, atau A4. Dalam Peraturan Daerah inl format ukuran
kortas yvang digunakan adalah Al dengan skala peta adalah 1 : 250.000.
Dalam pembuatan peta RTRWP mengpunakan sistem referensi geospasial
yiang dietapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial dengan
barpedoman pada sistem referensi Georeferensi yang bersifat global.
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Pasal 28
Pada kawasan hutan lindung, terdapat usulan wilavah-wilayah untuk
dikeluariken dari kawasan hutan, yvang berdampak penting dan cakupan
hzas serta bernilai strategis (DPCLS) dan masih membutuhkan persetujuan
dari DPR RI.
Pemanfaatan hutan, persefujuan prinsip penggunaan kawasan hutan,
persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan
hutan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dilaksanakan
sxsual dengan ketentuan perundang-undangan sektor kKebutanan vang
berlaku.
Terkait hal yang belum diskomodir dalam Keputusan Menteri Kehutanan
Rl Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi
Sumatera Utara, dapat ditindaklanjuti melalui beberapa alternatifl antara
lein:

_. pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara lain melalu pola
pinjam pakail, pemanfaatan jasa lingkungan, dan mekanisme
kerjasama penggunaan kawasan hutan,

Jd. proses usulan perubaban secara parsial sesual dengen ketentuan

perundang-undangan;

pembentukan Tim Inventarisasi Peryguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfastan Tanah {IP4T) sesual Peraturan Bersama Nomor 79
tahun 2014, PB.3/Menhut-11/2014, 17.PRT/M/2014, 8/8kb/X/2014
tentang Tata Cara Penyelesalan Penguasaan Tanah yang berada dalam

ot

Kawasan Hutan; dan

¢, Perfakuan status Perhutanan Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 29
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa
tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada
FEena.
Kawasan resapan air adalah daerah vang mempunyai kemampuan tinggi
untuk meresapkan air hugan sehingga merupakan tempat pengisian air
bami (akifer] yang berguna sebagal sumber air. Perlindungan terhadap
kawasan resapan air, dilakokan untuk memberikan ruang vang cukup
bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan
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penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk
kawasan bawahannva maupun kawasan vang bersangkutan.

Avyat [3)

Cukup jelas

Pasal 30
Avat 1)
Cukup jelas
Ayal (2)
Cukup jelas
Awat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Avat (1)
Pada kawasan hutan suaka alam, terdapat usulan wilayah-wilayah untuk
dikeluarkan dari kawasan hutan, yang berdampak penting dan cakupan
lvas serta bernilai strategis (DPCLS) dan masih membutuhkan persetujuan
dan DPR RIL
Avat {2}
Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam vang karena keadaan
alminyvae mempunysi kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atay
egosistem  tertentu  vang perlu  dilindungi dan  perkembangannva
barlangsung secara alami. Perlindungan terhadap kawasan cagar alam
dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistern, gejala dan
krunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan
pembangunan pada umumnya.
Kawasan suaks margastwa adalah kawasan suaka alam yang ditunjuk
merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suata jenis satwa
vang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliks keanekaragaman dan
populasi satwa yang tinggi, dan atau merupakan tempat dan kehidupan
Jenis satwa rugran tertentu. Perlindungan terhadap kawasan suaka
margasatwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan atau
krunikan jenis satwa,
Taman Buru merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagail tempat
wisata berburu atau tempat diselenggarakan perburuan secars teratur,
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang
merupakan lokasi bangunan hasil budidayva manusia yang bernilai tinggi



maupun bentukan geologi alami yang khas,

Ferlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

dilakukan untuk kekayaan budava bangsa berupa peninggalanpeninggalan

suarah, bangunan arkeclogi, bangunan monumental dan adat istadat
vang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman
kepunahan vang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia,

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisicr laut vang

merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) vang berfugsi memberikan

perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuic

n:elestarikan hutan bakau sebagal pembentuk ekosistem hutan bakau dan

tempat berkembangbiaknya berbagal biota laut disamping scbagai
pelindung pantal dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidava
dibelakangnya.

Pemanfaatan hutan, persetujuan  ponsip  penggunean  kawasan  hutan,

persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hatan

pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dilaksanakan sesus
dengan ketentuan perundang-undangan sektor kehutanan vang berlaku

Terkeast hai yang belum diakomodir dalam Keputusan Menteri Kehutanan

Ri Nomor SKE.579/Menhut-11/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi

Sumatetra Utara, dapat ditindaklanjut melalui beberapa alternatif antara

lgtin :
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara lain melalui pola
pinjam pakai, pemanfaatan jasa  lingkungan, dan mekanisme
kerjasama penggunaan kawasan hutan;

4. poses usulan perubahan secara parsial sesual dengan ketentuan
perundang-undangan;

4. pembentukan Tim Inventarisasi Penguassan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sesuai Peraturan Bersama Nomor 79
tahun 2014, PB.3/Menhut-11/2014, 17.PRT/M/2014, 8/8kb/X/20149
tentang Tawa Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah vang berada dalam
Kawasan Hutan; dan

4, Perlakuan status Perhutanan Sosial Kemasyvarakatan,

Pasal 32
Avat (1)
Cuakup jelas
Avat (2}
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Huruf a
Cukup jelas
Hurufl b
Kawasan rawan gempabumi tektonik akibat subduksi lempeng indo
Australia dan lempeng eurasia meliputi wilavah kepulauan Nias-Laut dan
Pantai Barat Sumatera, Kawasan rawan gempabumi tektonik pada zona
patahan aktif sesar Renun vang melalul wilavah Karo-Dairi-Humbahas-
samosir-Tapanuli  Utara-Sibolga-Tapanuli Tengah, Kawasan rawan
sempabumi tektonik pada zona patahan aktf sesar Toru dan Angkola
vaitm Tapanuli Selatan-Padangsidempuan-Mandailing Natal, Kawasan
rawan gempabumi tektonik pada zona patahan aktf yvang melalui wilayah
simalungun-Toba Samosir,
Hurut c
ariteria kawasan rawan abrasi adalah pantai yang berpotensi dan/atau
sernah mengalami abrasi. Kawasan rawan gelombsng pasang adalah
“awasan di sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasarg dengan
<ecepatan antara 10-100 km per jam yang timbul akibat angin kencang
atau grafitasi bulan atau matahari.
Huruf d
sawasan rawan tsunami adalah pantai dengan elevasi rendah danjatau
berpotens] atau pernah mengalami tsunami.
Huruf e
Kawasan rawan banjir adalah kawasan vang diidentifikasi sering dan
berpotenst tinggi terjadi bangir. Perlindungan terhadap kawasan rawan
Lanjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan
banjir untuk menghindari terjadinva bencana akibat perbuatan manusia.
Rencana hidrometeorologi meliputi Banjir dan Banjir Bandang,
Huruf f
Culkup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Avart |3)
Cukup jelas

Pasal 33
Avat {1)
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Cukup jelas
Avat (2
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 34
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2]
Culkup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 35

Asat (1)
Hutan Produksi Terbatas adalah hutan yvang dialokasikan untuk produksi
kayu dengan intensitas rendah. Huian produksi terbatas ini umumnya
arada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam
mempersulit kegiatan pembalakan,
Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi
diengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
Hutan Produksi Yang Dapat Dikonverst (HPK) adalah: &) Kawasan hutan
dengen faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah
mwasing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124
atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam; b)
Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi
pengembangan transmigrasi, permulaman pertanian dan perkebunan.
Avat [2)
Pemanfaaten hutan, persefijuan prinsip penggunaan kawasan hutan,
persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan
hatan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dilaksanakan
sesual dengan ketentuan perundang-undangan sektor kehutanan yang
brerlalog,
Terkait hal yang belum diakomodir dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI
Nomor SK.579 ¢ Menhut-11/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera
Utara, dapat ditindaklanjut melalui beberapa alternatf antara lain:

1. pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara lamn melalui pola

pinjam pakai, pemanfaatan jasa lingkungan, dan mekanisme
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keriasama penggunaan kawasan hutan:

3

proses usulan perubahan secara parsial sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

3. pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sesual Peraturan Bersama Nomor 79
tahun 2014, PB.3/Menhut-I/2014, 17.PRT/M /2014, 8/Skb/X/2014
tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah vang berada dalam
Kawasan Hutan; dan

4. Perlakuan status Perhutanan Sosial Kemasvarakatan.

Pazal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Lyat (2]

Cukup jelas

Lyat {3)

Cukup jelas

Avat 4

Culoup jelas

Ayat {5)

Fengembangan Sentra Produksi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi

meliputi peningkatan akses Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi terhadap

infrastruktur strategis lainnya, antara lain pengembangan jalan akses
ekonomi strategis dan jalur kereta api antara Kabupaten Karo - Kabupaten

Simalungun — Bandara Kuala Namu.

Avyat [B)

Cukup jelas

Avat (7)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bidang lahan

pertaman yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara

konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan,
dan kedaulatan pangan nasional

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan

potensial  yang dilindungi  pemanfaatannva agar kesesuaian  dan

ketersediaannya tetap terkendall untuk dimanfaatkan sebagai Lahan

Fertanian Pangan Berkelanjutan pada masa vang akan datang,

Avat (8]

Cukup jelas
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Pasal 37
Avat 1)
Ruang Lingkup Perkebunan Besar adalah ; luas areal = 25 Ha, Berbadan
Usaha berbentuk hukum, memililki Hak atas tanah [memiliki HGU/HGU
dalam Proses/Perpanjangan Perbaharuan)
Ruang Lingkup Perkebunan HRakyat adalah; luas areral < 25 Ha,
perorangan, dan memilik Hak Pemilikan atas tanah (sertifikat per 2
Hektar)
Avat [2)
Pengemnbangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan
potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada
kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfastan
lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan
produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman, Salah
satu model pengembangan kawasan perkebunan dilakukan dengan
melakukan integrasi antara kawasan peruntukan perkebunan dengan
kawasan peruntukan pertanian, peternakan, dan kawasan budicaya
lainnya melalul pengembangan Kawasan Taman Teknolegi Pertaman
{Agrotechno Park) di Kabupaten Deli Serdang, Langkat dan wilayah lain
yang berpotensi untuk dikembangkan.
Ayat [3)
Cukup jelas
Avat [4)
Cukup jelas

Pasal 338
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat {2)
Cukup jelas
Avat [3)
Cukup jelas
Ayat [4)
Cukup jelas

Pazal 39
Ayat (1)
Perikanan budidaya merupakan kegiatan untuk memelihara, membesarkan,
dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan
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vang terkontrol, termasuk Kegiatan wvang mengpunakan kapal untuk
memuat, mengangkui, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/atau mengawetkannya. Sedangkan perikanan tangkap merupsasan
kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menvimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat [3)
Pembangunan science techno park merupakan salah satu bagian program
prioritas dalam nawacita untuk menghidupkan pusat-pusat pertumbuhan
ckonomi di luar jawa, salah satunyva di Kabupaten Samosir yang
dikembangkan oleh Lembaga [mu Pengetahuan Indonesia (LIPl) yang
diarahkan untuk pusat penerapan teknologi di bidang pertanian,
peternakan, perikanan, dan pengolahan pasca panen yang telah dikaji oleh
lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan delam
skala ekonomi. Hal ini diharapkan dapat membantu pengembarnigan
wilayah di Kawasan Danau Toba melahu sektor Penkanan dan Pengelolaan
Sumber Daya Perairan.
Avat (4]
Pangkalan Pendaratan lkan (PPl) adalah tempat berlabuh atau
bertambatnya kapal perikanan wsuna mendaratkan ikan, memuat
perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegatan produksi,
pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikenan.
Sedangkan Pelabuhan Perikanan adalah tempat vang terdiri atas daratan
dan perairan di sekitarnva dengan batas-batas tertentu sebagal temnpat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yvang
digunakan scbagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,
dan/atau bongkar muat ikan vang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayvaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat {2)
Cukup jelas
Ayat (3)
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Cukup jelas
Avat (1)
Cukup jelas

Pasal 41
Avart (1)
Cukup jelas
Ayat [2)
Pengembangan kawasan indusiri Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara
salah satunye termasuk rencana pembangunan smelter industr besi baja
dalam mendukung Program Nawacita /RPJMN.

Pasal 42
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2]
Cukup jelas
Ayat (3)
Destinasi Pariwisata adalsh kawasan geografis vang berada dalam satu atau
lehih wilayah administratif vang di dalamnyva terdapat Daya Tarik Wisata,
Fasilitas Umum. Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masgyarakat yang
saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataarn.
Salal matu bentuk pengembangan kawsasan peruntukan pariwsaia
dilakukan dengan menggasbungkan antara aspek wisata dengan eduxasi,
konservasi; dan pemberdayaan masyarakal, yang diterapkan »ada
Kawasan Geopark Kaldera Toba,
Ayat (4}
Cukup jelas

Pasal 4.3
Ayat (1)
Cubup jelas
Avat (2)
Kawasan yvang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang
aman dari bahava bencana alam maupun buatan manusis, sehat dan
mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.
Ayat (3]
Hurufl a



Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Rencana pengembangan kawasan permukiman vang dikembangkan depat
berupa kawasan perumahan, kawasan olahraga terpadu;, kawasan
pengembangan edukasi dan eknologi  terpadu, dan kawasan
pengembangan religi/ budaya terpadu,
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (4}
Pengembangan kawasan permukiman perdesaan meliputi pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Avat (5}
Mekanisme arsiran holding zone untuk wilavah-wilavah pada kawasan
hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis
(DPCLS] yang masih membutuhkan persetujuan DPR RL
Mekanisme outline pada wilavah-wilayah pada kawasan hutan vang
direncanakan untuk peruntukan lain namun belum diakomodir pada
Keputusan  Mentern  Kehutanan  Republik Indonesia Nomor
SK.579 /Menhut-11 /2014 tentang Kawasan hutan provinsi sumatera utara
(sesuan PP 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta).
Ayat (6]
Rencana Tata Ruang vang lebih rinci antara lain Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR), Rencaa Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis provinsi
dan/atau kabupaten.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2]
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d



Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruaf k

Cukup jelas

Hurufi

Fangkalan Udara Soewondo memiliki fungsi sebagai wilayah pertahanan

regara. Wilayah pertahanan hanya dapat dialihfungsikan dengan

k=tentuan sebagal berikout ¢

L. Berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentngan
pertahanan; dan/atau

2. Terdapat kepentingan pembangunan nasional yang cukup besar.

Alib fungsi wilayah pertahanan dilakukan dengan syarat telah disiapkan

wilayah pengeanti yang memenuhi kriteria sebagai Wilayah Pertahanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fangkalan TNI Angkatan Udara Spewondo di Kota Medan meliputi els-

Eandar Udara Polonia sebagai Landasan Udara TNl Angkatan Udara

dengan dimensi landasan pacu 2.900 x 45 m.

Eatas kawasan kesclamatan operasi penerbangan untuk pesawat-pesawat

militer dan non militer yang menggunakan Landasan Lanud Soewondo

untuk keperluan penerbangan VVIP/VIP, pendaratan alternaie/emergency

dan penerbangan lainnya adelah 4.800 meter diukur dad garis tengah

latlasan, 15.000 meter diukur dar vjung-ujung landasan.

Rawasan pertahanan dan keamanan di Pangkalan TNI Angkatan Udara

Soewondo meliputi | Markas Komando Sektor Pertahianan Udara Nasional

LIl {kosek Hanudnas 1) di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Markas

Komando Pangialan TNI Angkatan Udara Scewondo (Lanud Scewondn) di

Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Markas Komando Wing

Korpaskhas di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Markas Komando

Batalyon Paskhas di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Penggelaran

Sistem Pertahanan Udara Terminal yaitu Batalyon Paskhasau di radius 15

kn dari Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Penempatan Skadron

Udara Intai di Lanud Scewondo, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
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Fenempatan Skadron Udara Tempur di Lanud Soewondo, Kecamatan
Medan Polonia Kota Medan.

Furuf j

Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas
Euruf]
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Eurafr
Cukup jelas
Furuf s
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Kawasan strategis adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan
yang berpengaruh besar terhadap ekonomi, sosial, budava, dan/atau
lingkungan yang dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan,
melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai
strategis suatu kawasan,
Avat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pengembangan Kawasan  Strategis  Nasional Kawasan  Perlcotasn
Mebidangro terhubung dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus
321 Mangke, melalui pengembangan koridor Pelabuhan Belawan — Bandar
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Udara Kuala Namu - Pelabuhan Kuala Tanjung.
Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (3]
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat [5)
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat {2]
Cukup jelas
Pasal 47
fyat (1)
Cukup jelas
Ayart {2)
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat [1)
Cazkup jelas
Ayat (2
Cukup jelas
Pazal 49
Hvat (1)
Cukup jelas
Avat {2)
Cukup jelas
Pagal 30
Ayat i1}
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Aeat (3)
Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus
dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang
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wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik vane
dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnyva, yang
tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Patal 51
fyat (1)
Cukup jelas
Lyat (2)
Cukup jclas
Aarar (3)
Cukup jelas
Avat (4
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat {1)
Cukup jelas
Avat {2)
Cukup jelas
Ayat (3]
Cukup jeias
Ayat (4)
cukup jelas
Ayat (5)
Jengelolaan DAS  terpadu merupakan rangksian upaya perumusar
tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan
sumberdaya DAS lintas para pemanghku kepentingan secara partisipatif
Lerdasarkan kajian kondisi  biofisik, ekonomi, sosial, politik dan
kelembagaan guna mewujudkan tujuan pengelolaan DAS.
Rencana Pengelolaan DAS Terpadu disusun oleh Balai Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai (BPDAS] pada masimg-masing DAS vang telah
ditetapkan,
Pasal 53
Ayat (1)
Feraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang
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dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan

zzsuai dengan rencana rinel tata ruang. Peraturan zonasi bersi ketentuan

¥ang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan
ruang. Beberapa fungsi utama dari peraturan zonasi, vakni’

1. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan Peraturan zoning yang
lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke
tata cara pengawasannya,

2. 8ebagal pedoman penyusunan rencana operasional Ketentuan zoning
dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yvang
bersifat operasional, karena memuat ketentuan tentang peniabaran
rencana yang bersifat makro ke dalam rencana vang bersifat sub makro
sampai pada rencana yang rinci

Schagal panduan teknis pengembangan/pemanfaatan lahan, Ketentuan

zoning mencakup tata guna lahan, intensitas pembangunan, tata

Eangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan

Ayat (2}

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Aval (4

Cukup jelas

Pasal 54
Cuup jelas
Pasal 55
Culiup jelas
Pazal 56

Avat (1)

Coaleup jelas

Avat (2)

Cukup jelas

Avat (3)

Cukup jelas

Avat {4

Cukup jelas

Ayat (3]

Cukup jelas

Pasal 57



- 13-

Cukup jelas
Paszal 58
Cukup jelas
Paszal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pazal 61
Culkup jelas
Pazal 62
Ayat [1)
Cukup jelas
Ayat (2]
sistem sanitary fandfill memiliki pengertian sebagai suatu fasilitas vang
cirancang sebagal tempat pembuangan limbah padat perkotaan yang
cidesain dan dioperasikan untuk meminimalkan dampak pembuangan
sampeah terhadap keschatan masyarakat dan lingkungan,
Avat (3)
Fembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup merupakan
proses pembuangan air hasil pengolahan air lindi yang dihasilkan oleh
Froses penguraian sampah dan air limpasan permukaan pada lahan urug
[randfill ke badan air penerima.
Ayat (4)
Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atauy
keglatan yang mengandung bahan berbshava dan atau beracun vang
karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnva, baik secara
langsung maupun tdak langsung, dapat mencemarkan dan  atau
nerusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.
Pacal 63
Cukup jelas
Pasgal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Avat (1}
Cukup jelas
Avat (2]



-34:-

Culkoup jelas
Avat (3
Ziero delta Q@ policy merupakan kebijakan vang mengharuskan tidak adanya
perubahan debit air limpasan permukaan (run off] yang memasuki saluran
pembuangan (drainase atau riol ketal. Dengan demikian, maka bangunan
yving menutup permukaan tanah harus dilengkapi dengan sumur resapan
untuk mengembalikan fungsi penverapan tanah (infiltrasi) terhadap air
hajan.
Pas:l 66
Avat [1)
Cukup jelas
Avat [2)
Sistern peringatan dini (early waming system) merupakan serangkaian
kegiatan pemberian peringatan sesegers mungkin kepada masyarakat
tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga
vang berwenang,
Avat (3)
Cukup jelas
Avart (4)
Cakup jelas
Avat (3)
Cakup jelas
Asat (6]
Cukup jelas
Pasal 67
Avat (1)
Cualkap jelas
Ajyat (2)
Fora dan satwa endemik kawasan gejala yang dialami oleh orgamsme
(flora, fauna) untuk mengadi unik pada samu lokasi geografl tertentu, seperti
pulay, lungkang [niche), negara, atau zona ekologl tertentul.
Avat (3]
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Avat (3]
Cukup jelas
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Ayat (6)
Cikup jelas
Ayat (T}
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat {9)
Cukup jelas
Pasal 68
Avat (1)
Jelur evakuasi merupakan skema vang menggambarkan pengaturan alur
mpbilisasi penduduk rentan dan kelompok masvarakat beresiko tinggi
selama proses evakuasi bencana,
Avat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 64
Avat (1)
Cukup jelas
Avrat (2)
Sumur resapan merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah
vang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat
meresap ke alam tanah
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas



- 36

Paszal 7O
Cukup jelas

Pasal 77
Culkup jelas

Pasal 78
Hurula
Cukuyp jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Culkoup jelas
Hurufd
Yeng dimaksud dengan frontage road ialah jalur lambat yang dibangun
peralel dengan jalur utama {jalur cepat) untnk memberikan akses masuk
den keluar terhadap kegiatan yang ada di sis: jalan.
Huruf ¢
Cukup jelas
Haruf §
Cukup jelas
Hurul g
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal B8]
Cukup jelas

Pagal 82
Caloup jelas

Paszal B3
Avat (1)
Cukup jelas
Aryat 2
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas



Avat (4
Cukup jelas
Ayat {3)
Cukup jelas

Ayat (B
Cukup jelas
Pasz] 84
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat {3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Avat (3}
Cukup jelas
Avat (6]
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Cakup jelas
Avat (2)
Cakup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (5]
Cukup jelas
Pasal 86
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)



Cukup jelas
Ayat (4]
Cukup jelas
Avat [5)
Culkuap jelas
Ayat (6}
Culkup jelas
Ayat (7]
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Avat (1]
Crukup jelas
Avat (2)
Culkup jelas
Avat {3}
Cukup jelas
Pasal 89
Avat (1)
Cukup jelas
Arvat (2)
Cukup jelas
Avat (3]
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasial 93
Cukup jelas
Pasal 94
Ayat (1}



Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Pascl 95
Cukup jelas
Pasal 96
Ayat (1)
Cakup jelas
Avat (2]
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal D8
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat {2j
Cukuap jelas
Pasal 99
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cuakup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Avat (5]
Cukup jelas
Ayat {6)
Cukup jelas
Pasal 100
Avat {1)
Mekanisme arsiran holding zone untul wilavah-wilayah pada kawasan
hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis
(DPCLS) yang usulan perubahannya hingga ditetapkan Keputusan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor @ SK.579/Menhut-II/ 2014 tentang
Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara masih membutuhkan



e

persetujuan DPR RIL

Avat (2)

Mekanisme outline pada wilayah-wilavah pada kawasan hutan yang

dirzncanakan untuk peruntukan lain namun belum diskomodir pada

Keputusan Mentern  Kehutanan Republik  Indonesia Nomor

SE.O79 /Menhut-11/2014 tentang Kawasan hutan provinsl sumatera utara

(sesual PP 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta},

Avat [3)

Cukup jelas

Avat (4]

Cukup jelas

Avat [5)

Cukup jelas

Pasal 101

Avat (1)

Cikup jelas

Avat [2)

Cukup jelas

Avat (3

Cuakup jelas

Ayat (4)

Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah sebuah unit

wilayvah kelola, mstitusi pengelola, dan unit perencanaan pengelolaan

hutan di tingkat tapak, dibentuk dengan tujuan sgar dapat dicapal
pengelolaan hutan yang efisien dan lestar, vang terdiri atas :

1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah
KPH vang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri atas
kawasan hutan lindung.

2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP
adalah KPH vang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdin
dar kawasan hutan produksl.

3 HKesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK
adalah KPH vang luas wilayahnya seluruh ateu sebagian besar terdird
dari kawasan hutan konservasi.

Avat (3)

Cukup jelas

Avat (B)

Cukup jelas



i

Ayal (T
Crkup jelas
Anrar (i)
Crkap jelas
Pase, 102
Chukup jelas
Pasc] 103
Cikap jeias
Paszel 104

Cukup jelas
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LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGCAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINS] SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABZIL RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

[ 0. LOKAST PESN PEN PEW PEWp PHKL
Ll  'Kota Medan Medan Mebidangro
| il B 177 T2V N 11 TE)
2 Kola Blojad Mebdangro
I (1/B/3] —
3 | Kah. Karo Mebidangro Kabanjahe
(/843 {1/ D43,
Berastagi
(M D 3), Merek
(1/A), Tiga
- ' Binanga
1,/ D/2), Kuta
| | Buluh U/ Dy2)
1 Kab. Deli Berdang | Mebidangro
i : (1/B/3} e
| 3  Kota Sibolga Sihalga (11/D/ 1)
5 | Kota Pematangsiantar
| Pemataagsiantar (101}
7 Kota Tehing Tinggi Tehingtinggi
8! R (D 1) —
3 | Kota Padangsidimpuan
£ | Padangsidimpuan [i1/D/1) - —
2 | Kota CGunung Sitoli Gunungsitoli |
_ (/D 1), (1/C/1) L
| .0 Kab, Toba Samosir Balige (11/B/1] Porsea [IT1/ D) 2)
.1 | Kab. Labuhan Batu Hantauprapat Labuhan Bililk |
1Dy 1) (I D2, Acle
MNabara
L {11/ D/ 2)
|2 | Kab, Azahan Kisaran ([1/D/ 1) Simpang Empat
| 1. D2
| 13 | Kab, Dairi = | Sidikalang {I1/A|
14 | Kota Tanjung Balai Tanjunghalai
1 (LD 1]
|5 | Kab. Tepanuli Utara | Tarutung Siborong-
, {1/ 1, borong (I D/ 3)
. (/D 1)
| 16 | Kab. Niax = Gido (III/D/2}
I7 | Kab, Nias Selatan Teluk Dalam
(/D 1]
18 | Kah. MNias Barat Lahomi
02
19 | Kab. Nias Utara = Liotw (111D f 3}
20 | Kab. Mandailing Biabu,
Matal Kotanopan
[ (D 2], Natal
[11E /D) 3,
Panvabungan
1] | A fI/D /1
21 Kab, Tapanuli Sipirok
Selatar {1/ D3,
Batang Toru |
{0/ 3
22  Kab. Tapanuli Pandan
Tengah (1/nDf 1}, Barus
D 3)




— e p—

L HD. LOKASI PESN PEW PEWp PKEL
23 Kab. Simalungun ' Perdagangan
(117072,
| Saribudolok
(MLD/ 1],
Pematang Hava
(IS0,
Parapat
(IS D 3)
24  Kab. Langkat :
Brandan
(17 Dy 2y,
| Stabat ([11/D/ 2]
23 Kah. Humbang Dolok Sanggul
| Hasundutan D a
| 36 Kab. Paspak Bharat o Salak JULDSY
27 kah, Samosir Pangururan
| [T T/ 3]
=8 ° Kab. Serdang ! Perbaungan
Bedagai LD/ 3], Sei
Rampah
! . [I1E ST/ 3]
| 29  Kah., Beru Bara Limapulub
' 111/ D/3),
| Indrapura
[T/ 3)
40 | Kab, Padang Lawas Cunung Tua
i Utara {11/ 3
41 | Kah. Padang Lawas Sibuhuan '
4 = {0 /3] -
42 | Kab. Lebuhan Batu Aek Kanopan
| Utara I T3
33 | Kab, Lebuban Batu Kota Pinang
| Selatan {1/ /3
Heti :u:#m; 1
1-1: Tahapan Pengembangan
A : Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produks
E : Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Rota Pusat Pertumbuhan Nasional

B/1 : Pengembangan / Penmghatan fungsd

B/2 : 'engembangan Bari

B3 1 Bewitalizas kota-kota yang telah berfungs)
: Pengendalian Kota-kora Berbass Mingas Bencana
/1 Eehabilicasl kota akilrat bencana alam
C/ 2 Fengendalizn perkembangan kota-kota berbasis Mitgasi Bencana

: Pengembangan Kota-kota Posst Periumbuban Provins

0f 1z Pengembangan  Peningkatan Fungss

02 : Fenpembangan Baru

043« Hevitelisasi loota-kota yvang telah berfungsi

Eaa.hnan

H\ Aslinya

ﬁ! L\I'L'L'FM

Pembing Utamsa Muda (IV/¢c)
MIF, 19590227 198003 1 004

GUBERNUR BUMATERA UTARA,

TENGHKU ERRY NURADI



LAMPIRAN [II PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINS] SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA FENGEMBANGAN JARINGAN JALAN

B KELOMPOK | PANJANG

NOD NAMA RUAS LOKASI JARINGAN JALAN

= = o JALAN (KM)

1 | JARINGAN JALAN NASIONAL b
1. | BTS, PROV, ACEH - SIMPANG PANGKALAN "KAB, LANGEAT Arter] Primer 27,15
| SUSU /AT

7. | SIMPALG PANGKALAN SUSU - TANJUNG PURA | KAB, LANGKAT Arteri Primer 26,40
W N .

% TANJUYGC PURA - BTS, KOTA STABAT [I/A/1] | KAB. LANGEAT Arteri Primer 17,13
2. | JLN. ZAENAL ARIFIN [STABAT) (I/A[1) KAD. LANGEAT Arteri Primer 1,30
" %, | BTS. KOTA STABAT - BTS. KOTA BINJAI KAB, LANGRAT Arteri Primer 10,00
e A1) R

f. | JLN, JEND. SUDIRMAN [STABAT) (I/A/T) KAB. LANGRAT Arteri Primer 2,80

7. [ JLN, AMIR BAMZAH [BINJAIL {[/A[]) KOTA BINJAI Arteri Primer 7.50
[ B. [ JLN. LINGKAR LUAR BINJAT (T/A/1} ROTA BINJAL Arteri Primer 7,08
[ 0. | BTS. KOTA BINJAI - BTS. KOTA MEDAN (/A1) | KOTA BINJAI Arteri Primer 8,02
10, [ JLN, SOEKARNO-HATTA [BINJAT] [IJA/1) KOTA BINJAT Arteri Primer 463 |
" 11, [ JLN, BINJAT RAYA (MEDAN) (1/A/1) KOTA MEDAN Arteri Primer 2,58
[ 12, | BTE. KOTA MEDAN - BTS, KOTA LUBUK KAB. DELI Arteri Primer 14,03

PAKAN (I/A/1] SERDANG

13, [ JLN, INDUSTRI/JLN. GAGAK HITAM (MEDAN] | KOTA MEDAN Arteri Primer 5,16

| WUIERRSA . = Ak

14, | JLN, NGUMBAN SURBAKTI (MEDAN) (T/A/ 1) KOTA MEDAN Arteri Primer 3,44
[ 15 | JLN, A H, NASUTION [MEDAN] (I/A] 1] KOTA MEDAN Arteri Primer 5.37

16. | JLN, S SINGAMANGARAJA [MEDAN] (I/A71] KOTA MEDAN Arteri Primer 4,08

17 | JLN, FERTAHANAN/JLN. CEMARA [MEDAN] KOTA MEDAN Arteri Primer 1,32

{I/Af]L] B
18 | JLN, EOLONEL BEJO [MEDAN) [I/A/1) KOTA MEDAN Arteri Primer 3.00
19 | JLN, PANCING [MEDAN] [[JA/T) KOTA MEDAN Artert Primer 3,37
20 | JLN, KRAKATAU UJUNG (MEDARN) KOTA MEDAN Arteri Primer 1,50
21 | JLN. I.ETDA SUJONO (MEDAN] KOTA MEDAN Arteri Primer 3,70
37 | MEDAN - BELAWAN (MEDAN] (I/A/1] KROTA MEDAN Arteri Primer 8.00
"23 | JLN, ASRAMA [MEDAN] (I/A/1] KOTA MEDAN Arteri Primer 1,51

29 | JLN, KAFTEN SUMARSDNO (MEDAN) (I/A/ 1) ROTA MEDAN Arteri Primer | 4,95

25 | JLN., HELVETIA [MEDAN] [I/A/1) KOTA MEDAN Arteri Primer 0,05

2€ | JLN, FERTEMPURAN [MEDAN) [I/A/1) KOTA MEDAN Arteri Primer 0,58

27 | JLN, YOS SUDARSO [MEDAN] ([JA/1) KOTA MEDAN Arter: Primer 11,48

¢ | JLN, AKSES TOL MEDAN - BELAWAN [MEDAN) | KOTA MEDAN Arteri Primer 0,40

~ 20 | JLN, MEDAN (LUBUK PAKAM] {I/A /1) KAB. DELI Arteri Primer 3,04

i I SERDANG e e
T30, | BTS. KOTA MEDAN - TEMBUNG - LUBUK KOTA MEDAN/KAB. | Arteri Primer 23,00
| PAKAM (I/A/1] DELI SERDANG |

3 TUGU KOTA LUBUK PAKAM - BTS. KAH, KAE. DELI " TArteri Primer 6,16

SERDIANG BEDAGAI [I/A/1) SERDANG e

3. | BTS. KAB. DELI SERDANG — PERBAUNGAN KAB. DELI Arteri Primer 1,80

LAy SERDANG -

3. | PEREAUNGAN - BIS. DELI SERDANG/SEI KAH, DELI Arteri Primer 13,20
| BULUH {I/A/1) SERDANG

3. | SEI FAMPAH - BTS. KOTA TEBING TINGGI KAE. DELI Arteri Primer 13,50

{I/Af1) SERDANG :
3., | BTS. XAB. DELI SERDANG,/SEI BULUH - SEI KAE. SERDANG Arteri Primer 13,20
|"__ | RAMPAH (1/A[1) | BEDAGAT -




BN KELOMPOK | PANJANG |
I NAMA RUAS LOKASI JARINGAN JALAN
N JALAN (KM
33, JLN, Y03 SUDARSO [TEBING TINGGI) (/A1) | KOTA TEBING- Arteri Primer 2,48
TINGGI
" 37. JLN. JEND, SUDIRMAN [TEBING TINGGI) KOTA TEBING- Arter] Primer 2,74
(LJALL) TINGGI D S
33, JLN. AEMAD YANI [TEBING TINGGH (IJA/1] | KOTA TEBING- Arteri Primer 1,70
TINGGI -
33, JLN. HM, YAMIN [TEBING TINGG) KOTA TEBING- Arteri Primer 1,50
TINGGI
4D, BTS, KOTA TEBING TINGGI - KP. BINJAI KAB, SERDANG Arter] Primer 341
N SALT | BEDAGAI
41, [ JLN. SISINGAMANGARAJA [TEBING TINGGI) KOTA TEBING- Arter] Primer 1,43
2 (/AL 1) Hb (217 ] P (RS
42. [JLN. DIPONEGORO (TEBING TINGGI) [I/A/ 1] KOTA TEBING- Arteri Primer 0,73
TINGG] -
43, | JLN, SUTOYO [TEBING TINGGI (/A7 1) "KOTA TEBING- Arteri Primer 0,66
| TINGGI )
43, | JLN, IMAM BONJOL [TEBING TINGGI (I/A/1] | KOTA TEBING- Arteri Primer 1,66
i | | TINGEGI
<5, | JLN. SUERARNO-HATTA (TEBING TINGGI) "KOTA TEBING- Arteri Primer 2,27
| [UASL) CTINGGL
“f.  KP. BINJAT - BTS. KAB. BATU BARA {[/A/1) KAB, SIMALUNGUN | Arter] Primer 5,04
[ %7. BTS, KA, SERDANG BEDAGAL - TANJUNG KAB. SERDANG Arteri Primer | 290 |
i KASAL {I/A/ 1) BEDAGA] .
48, | TANJUNG KASAU — INDRAPURA {1/A[ 1) KAH. BATU BARA Arteri Primer 11,25
[ 49, [ INDRAPURA - LIMAPULUH [I/A/ 1) KAB. BATU BARA Arter] Primer | 16,35
| 50. | LIMA FJLUH - SEl BEJANGKAR [I/A/1] KAH, BATL BARA Arteri Primer | 18,04
[ 51. | SEI BEJANGHAR - BTS. KOTA KISARAN (I/A/1) | KAB. ASAHAN Arteri Primer 14,03
C 52, [ JLN. SUDIRMAN [KISARAN] (I/A] 1] KAH, ASAHAN ‘Arteri Primer | 5,10
| 53. | BTS, KOTA KISARAN - SP.KAWAT [I/A/1) KAB. ASAHAN Arter] Primer | 8.60
[ 54. [ JLN. AHMAD YANI [KISARAN] ([/A/]] KAB, ABAHAN Arteri Primer | 6,80
| 55. | SP. KAWAT - AEK KANOPAN [IJA/ 1) KAB. ASAHAN Arter] Primer 45,60
| 56, | AEK KANOPAN - BTS. ROTA RANTAU PRAPAT | KAB, LABUHANBATU | Arteri Primer 66, 12
(LEA/ 1) UTARA s SR s
57 | JLN. LINGKAR (. PRAPAT) (IJA/1) KAB. LABUHAN- Arter] Primer 9,90
BATU =
58 | JLN, WR. SUPRATMAN |RANTALU PRAPAT] KAB. LABUHAN- Arteri Primer 0,50
o lmarn | BATU
50 | BTS. KOTA RANTAU PARAPAT - AEK NABARA | KAB. LABUHAN- Arteri Primer 5,87
(LA T BATU SELATAN
| 60 | JLN, H.M. SAID (RANTAU PRAPAT) (I/A/1) KAE. LABUHAN- Arteri Primer 3,31
S | BATU
&1 | AEK NABARA - SF. KOTA PINANG ([/A/1) KAB. LABUHAN- | Arteri Primer 33,21
! BATU
62 | 8P, KUTA PINANG - BTS. PROV. RIAU [IJA/1] | KAB. LABUHAN- Artert Primer 45,00
- BATU SELATAN | :
63 | LAWE PAKAM (BTS. PROV, ACEH] - KUTA KAB. KARO K-1 42,64
BULUH {I/B/1)
64 | KUTA BULUH - BTS. KOTA SIDIKALANG KAB. KARD K-1 54.40
(1/8/ 1)
B2 | JLN. AHMAD YANI (SIDIKALANG] (I/B/ 1] KAB. DAIRI K-1 1,07
BE . | JLN, SISINGAMANGARAJA [SIDIKALANG) KAB. DATRI K-1 | 265 |
/8 1)

7. | JLN. TIGA LINGGA (SIDIEALANG] (I/B/1) KAB. DAIRI K-1 0,72
6t. | BIS. KOTA SIDIRALANG - PANJI {I/B/1] KAB. DAIRI K-1 3,62
6. | JLN. PAHLAWAN [SIDIKALANG] [I/B/1] KAB, DAIRI K-1 2,67
7t, | PANJ| - BTS. KAB. SAMOSIR II (1/B/1) KAB. DAIRI K-1 26,38

7 . | BTA. KAB, DAIRI - DOLOK SANGGUL (I/B/1] KAB. SAMOSIR, K-1 49,41
KAB. HUMBANG

e | HASUNDUTAN

| 7¢ | DOLOK SANGGUL - SIBORONG BORONG | KAB. HUMBANG K-1 28,48




[ | KELOMPOK | PANJANG
0 NAMA RUAS | LOKASI JARINGAN JALAN
. JALAN (KM
] /B HASUNDUTAN
[ 73. SIBORONG BORDNG - TARUTUNG (I/A/ 1) KAB. TAPANULE Arteri Primer 19,68
UTARA
T 74, | JLN. BALIGE [TARUTUNG) [I/A/1) KAB. TAPANULI Arteri Primer 5,23
LTARA
75. | JUN. BY PASS (TARUTUNG| ([/A/1) KAB, TAPANULI Arteri Primer 6,12
LUTARA
76, | JLN. SISINGAMANGARAJA [TARUTUNG]) (I/A/1) | KAB. TAPANUILI Arteri Primer 0,86
LUTARA
77, | BTS. KOTA TARUTUNG - BTS. KAB. TAPANULL | KAB, TAPANULL Arter] Primer 50,07
! SELATAN (1/A/1) UTARA R
78. | JLN. D I. PANJAITAN [TARUTUNG) [[/A[1) KAB. TAPANULI Arteri Primer 1,46
UTARA
" %0.  JLN. RAYA YOHANES (TARUTUNG) (I/A/1) KAB, TAPANULI Arteri Primer 1,52
UTARA |
T BD.  JLN. PAHAE {TARUTUNG) [I/A/1) KAB. TAPANULI Arteri Primer 0,62
UTARA
" #1, | BTS. KAB. TAPANULI UTARA - SIFIROK (I[/A/ 1) | KAB, TAPANULI Arteri Primer 19,11
SELATAN
| 82. | SIPIRCGK - PAL XI[IJA/T] KAB. TAPANULI ATteri Primer 21,54
i SELATAN
73, | PAL XI - BTS. KOTA PADANG SIDIMPUAN KAB. TAPANULI Arteri Primer 6,43
(/A 1] SELATAN
34, | JLN, SISINGAMANGARAJA [P. SIDIMPUAN) KOTA PADANG- ATteri Primer 8,95
(/81 SIDIMPUAN
35. | BTS. KOTA PADANG SIDIMPUAN - BTS. KAB. | KOTA PADANG- Arteri Primer 28.35
MANDAILING NATAL (1/A/1] SIDIMPLAN /KAB.
TAPANULI SELATAN - .
26. | JLN. IMAM BONJOL (F. SIDIMPUAN] (1/A/1) ROTA PADANG- Arteri Primer 10,02
- SIDIMPLAN
B7 | BTS. TAPANULI SELATAN - JEMBATAN MERAH | KAR MANDAILING NATAL | Arter Primer 46,05
(I/A/1] =
88 | JEMBATAN MERAH - RANJAU BATU [BTS. KA MAMDALING -NATAL | Arterl Primer 60,24
__ | PROV, SUMBAR) {I/Af1} | =
89 | BTS. PROV, ACEH - SARAGIH - MANDUAMAS - | KAB. TAPANULL K-1 50,02
BARUS [SP.HUSOR) (1/B/ 1} | TENGAH
o0 | BARUS - BTS, KOTA SIBOLOA [I/B/1) | KAB. TAPANULI K-1 60,63
TENGAH
a1 | JL. OSWALD SIAHAAN (SIBOLGA) {I/B/1) KOTA SIBOLGA K-1 1,24
92 | JL. ADE IRMA SURYANI (SIBOLGA] (I/B/1) KOTA SIBOLGA | 5 [ 0,71 |
92 [ JL. F.LTOBING [SIBOLGA) [1/B/1) KOTA SIBOLGA K-1 0,43
94 | BTS. <OTA SIBOLCA - BTS. KAB. KAE. TAPANULI K-1 41,76
TAPTENG/TAPSEL {I/B/1) TENGAH
OFf | JLN. SUTOYO [SIBOLGA) (I/B/1) KOTA SIBOLGA K-1 0,56
O | JLN, SISINGAMANGARAJA [SIBOLGA) ([/B/1) | KOTA SIBOLGA K-1 3,00
9y, | JLN. JORAS [3[BOLGA| (I/B/1] [ KOTA SIBOLGA | B % 079
Qf. | JLN. 3TS. KAB. TAPTENG/TAPSEL - BATANG | KAB, TAPANULI K-1 11,52
TORL (I/B/1) SELATAN
G, | BATANG TORU - RIANIATE - SP, AEK RAMBE | KAB, TAPANULI K-1 64,74
/B 1) SELATAN ,
100, SP. AEK RAMBE - SINGKUANG (1/B/1) AR, MANDALITG NATAL | K1 54,30
10 1.| SINGKUANG - NATAL (1/B/1) AR MANDWILENG NATAL k-1 70,28
It 2.] NATAL - SP. GAMBIR [I/B/1] KAB, MANDWILING NATAL | K-1 27,32
1( 3,] SP. CAMBIR - MANISAK (BTS. PROV, SUMBAR) | KAR MANDALING NATAL K-1 32,02
| = LB .
| 104,] BIS, KOTA MEDAN - BTS, KAB. KARO I/B/1) | KAB. DELI ' K-l 37,67
SERDANG -
1145.] JLN, JAMIN GINTING {MEDAN] (1/B/1) KOTA MEDAN K-1 B.68
1:15.] BTS, KAB. DELI SERDANG - SP. UJUNG AJI KAB. KAROD K-1 12,70
BN O LA = ViR Y




KELOMPOK | PANJANG

}

i NAMA RUASB LOKASI JARINGAN JALAN
3 - JALAN (KM}
137, 8P, UJUNG AJI — BTS. KABANJAHE | KAB, KARD K-1 7.06
108, JLN. JAMIN GINTING (KABANJAHE) (I/B/ 1] | KAB. KARO K-1 1,24
109, JLN. VETERAN (KABANJAHE} (I/B/1) KAB, KARO K-1 1,14
| 110 JLN. MARIAM GINTING [KABANJAHE| KAB. KARO K-1 1,83
111 | JUN. KUTACANE - BTS. KOTA KABANJAHE - | KAB. KARO K-1 58,50
||| KUTA EULUH I/B/1) '
112 | JLN. KAPT. BANGSI SEMBIRING (KABANJAHE| | KAB, KARO K-1 0,53
L L/B/1]
113 | KABANJAHE - MEREK (1/B/1) KAH. KARD K-1 | 2n98 |
114 | JLN. PALABANGUN [KABANJAHE) [I/B/1) KAB, KARD K-1 | 1,10
" 115 | MEREK - BTS. KAB, DAIRI [I/B/1) KAB. KARD K-1 T 14,08
116 | BTS, KAB. TANAH KARD - PANJI{I/B/1) | KAB.DARI | K-l | 29,81 |
| 117 | BTS. PIFOV. ACEH - BTS., KOTA SIDIKALANG KAE. KARD K-1 35,78
¥ _{I/B{1]
"18 JL, RUNDING [SIDIKALANG) {I/8/1) KAR. DAIRI] K-1 5,44
15 MEREE - BTS. KAB. SIMALUNGUN (I/B/ 1 KAR. KARD E-1 2.67
" .2C I'BTS. KAB. KARD - SARIBU DOLOK (I/B/1) KAB. SIMALUNGUN K-1 8,59
[ 121 [ SARIBU DOLOK - TIGA RUNGGU [I/B/1) KAB. SIMALUNGUN K-1 14,95
[ 122.] TIGA EUNGGU - TANJUNG DOLOK [1/B/ 1) KAR. SIMALUNGUN K-1 42,29
[ 127 BTS. KOTA TEBING TINGGI - BTS. KAB, KAE. SERDANG | Arteri Primer | 19,50
i SIMALINGUN (17A71) BEDAGAI
12¢ [ JLN, CATOT SUBROTO (TEBING TINGG]) KOTA TEBING- Arteri Primer 3,98
(I/a/1 TINGGH
127 .| BTS, KAB. SERDANG BEDAGAI - BTS. KOTA KAR. SIMALUNGUN | Arteri Primer 15,01
[ | PEMATANG SIANTAR (I/A/1) N
12¢ .| JLN, KE MEDAN [P. SIANTAR| (1/A/1) RLITA PEMATANG - Arteri Primer 4,50
SANTAR
12 | JLN. S SINGAMANGARAJA (P. SIANTAR] (I/A/ 1] | KOTA PEMATANG - Arteri Primer 8,17
SIANTAR
121, | BTS, EOTA PEMATANGSIANTAR - PARAPAT KAB. SIMALUNGUN | Arler Primer 37.02
(/A1)
1200 JLN. EE PARAPAT (P. SIANTAR] (L/A/ 1] | KAB, SIMALUNGUN | Arteri Primer 4,97
13 1.| PARAFAT - BTS. KAB, TOBA SAMOSIR (I/A/1] | KAB. SIMALUNGUN | Arteri Primer 10,47
13 .| BTS, EAB. SIMALUNCUN - SILIMBAT [I/A/1) KAB, TOBA SAMOSIR | Arteri Primer 34,74
13| SILIM3AT - BTS. KAB. TAPANULI UTARA KAB. TOBA SAMOSIR | Arteri Primer 2665
[LFALEL i s
134,| BTS, AB. TOBA SAMOSIR - SIBORONG KAB. TAPANULI Arter Primer | 9,19
| BORCNG [I/A/1) UTARA
131.| BTS. OTA TARUTUNG - BTS. KAB. TAPANULI | KAB. TAPANULL Arteri Prmer 36,27 |
. TENGAH [I/A/1] " UTARA _
131, JLN. SISINGAMANGARAJA [TARUTUNG] ([JA/ 1} | KAB. TAPANULI | Arteri Primer 0,62
UTAEA e
125.| JLN. IE SIBOLGA [TARUTUNG) (I/A/1) KAE. TAPANULI Arteri Primer 1,58
UTARA L.
127. BTS. RAB. TAPANULI UTARA - BTS. KOTA KAB. TAPANULI | Arteri Primer 21,33
SIBOLGA [I/A/S1) UTARA
L35.) JLN, 3.1 PANJAITAN (SIBOLGA] (1/A/1) KOTA SIBOLGA Arteri Primer 0,88
120, JLN, KE TARUTUNG {SIBOLGA] (I/A/1) | KOTA SIBOLGA Arteri Primer 2,13
1<0.] SP. KAWAT - BTS. KOTA TJ. BALAI [I/B/ 1} KAB. ASAHAN K-1 5,60
I+ L] JLN, SUDIRMAN [T. BALAI| (I/B/1] KOTA TANJUNG-BALAT K-1 6,34
1:2.| BTS, KOTA TANJUNG BALAT - TELUK NIBUNG | KOTA TANJUNG-BALAT K-1 0,73
| 1/B/1)
- 3. JLN, GEREJA [T. BALAL [I/B/1) KOTA TANTUNG-BALAT K-1 0,68
| 1v4.| JLN, SUPRAPTO (T. BALAL {I/B/ 1) KOTA TAN.JUNG-BALAT K-1 0,66
"1+ 5. JLN. TELUK NIBUNG [T. BALAL (1/B/1) | KOTA TANJUNG-BALAI K-1 | 395




KELOMPOK | PANJANG
10 NAMA RUASB LOKASI JARINGAN JALAN
I JALAN | (EM)
16, BTS. KOTA TANJUNG BALAL - BAGAN ASAHAN | KOTA TANJUNG-BALAT K-1 4,99
| /By sz
[47. RAMPA - PORIAHA | MUNGRUR (I/B/1] KAB. TAPANULI K-1 18,50
TENGAH
148, SP. KO1A PINANG - BTS. KAB, PALUTA/BTS. KAB. LABUHANBATU K-1 38,44
] KAB, LABUSEL o SELATAN
149, BTS. KAB. PALUTA/BTS. KAB. LABUSEL - KAB. PADANGLAWAS K-1 20,45
| HUTAIMBARU UTARA
150. HUTAIMBARU - CUNUNG TUA KAD. PADANGLAWAS K1 13,06
UTARA
131, GUNUNG TUA - AEK GODANG KAB. PADANGLAWAS K-1 31,11
UTARA
152 | AEK GUDANG - SP. PAL X1 KAB. PADANGLAWAS K-1 12,65
UTARA/KAB,
i - TAPANUL] SELATAN
153  BATANLG TORU - BTS, ROTA PADANG KAD. TAPANULI K-1 24,04
SIDIMPUAN (1/8/ 1) TENGAH/KAB.
] TAPAMULLI SELATAN .
154 | JLN. JEND. SUDIRMAN /| MERDEKA KOTA K-1 7.26
| (PADANGSIDIMPUAN) {1/B/ 1] PADANGSIDIMPUAN
155 | BTS. KOTA GUNUNG SITOLl - TETEHOSI KAB. NIAS K-1 33,82
S NS BiiTal
156 | JL. DIFONEGORO (G. SITOLI) (I/B/1) KOTA GUNUNG- K-1 2.49
SITOL
157 JLN. GOMO [GUNUNGSITOLI) KOTA CUNUNG- K-1 0,89
SITOLI
T 158 JLN, YOS SUDARSO (GUNUNG SITOLI| HOTA CUNUNG- K-1 3,05
SITOLI
| 5€ | TETEHOSI - LAHUSA (I/B/1] KAD. NIAS K-1 4295
60 | LAHUSA - TELUK DALAM (I/B/1) KAB. NIAS SELATAN K-1 08,27
|61.| TELUK DALAM - LOLOWAU KAR. NIAS SELATAN K-1 55,94
[ L65.| SP. KAYU BESAR - KUALA NAMU KAB. DELI SERDANG JALAN 14.50
ARTERI
162, SP, KUALA TANJUNG - RUALA TANJUNG KAB. BATU BARA JALAN 16,02
i ARTERI
16« .| LIMAPLUH - BTS, KAB. SIMALUNGUN/BTS. | KAB. BATU BARA K-1 5,75
| KAB. HATUBARA
16! .| BTS. KAB. SIMALUNGUN,/BTS. KAB. KAR. SIMALUNGUN K1 3,65
i BATUBARA - 8P, MAYANG
16¢ | BP. MAYANG - SE] MANGKE KAB. SIMALUNGUN -1 2,50
16" .| PARAFAT - PELABUHAN AJI BATA KAB. TOBA SAMOSIR K-1 T 2,80 |
16:, | TOMOK - AMBARITA KAB. SAMOSIR K-1 5,30
“16' | AMBARITA - SIMANINDO HAB. SAMOSIR K-1 1830 |
1701 | SIMAMINDO - PANGURURAN KAB, SAMOSIR K-1 19,30
17 .| JLN, LINGKAR LUAR PARAPAT KAB. SIMALUNGUN K-1 19,85
17 .| BP. SILANGIT - BANDARA SILANGIT " | KAB. TAPANULI UTARA K-1 1,00
17 .| TELE - PANGURURAN KAB. SAMOSIR K1 22.00
17 +.| PANG JRURAN - NAINGGOLAN KAB. SAMOSIR K-1 30,00
175.] NAINCGGOLAN - ONAN RUNGGU KAB. SAMOSIR T Tead 7,00
17 3.] ONAN RUNGGOU - TOMOK KAB. SAMOSIR K-1 34,00
177.] MEDAN — KUALANAMU — TEBING TINGG] (16) |KAR DELISERDANG/KAR | Jalan Bebas 72,03
LG/ 1) B SERTANG BEDWGAL Hambatan
175 BATAS PROV.RIAU — KOTA PINANG — RANTAU | KAR LABUHANBATU Jalan Bebas 240,00
PRAPAT - KISARAN — TEBING TINGGI (TOL SELATAN/ KAH, LABUHAN | Hambatan
TRANS SUMATERA) (11/6)] (1/G/2) BATU/ KAR LABLUHAN
BATU UTARA | KaR
HOS VNS el ASAFIAN/
70| BINJA] - BESITANG - BATAS PROV.ACEH [TOL |KOTABMNIAL/ KAB Jalan Bebas 85,00
| TRANS SUMATERANIL/G] (1/ G2y LANCHAT Hambatan |




, KELOMPOK = PANJANG
' TI0 NAMA RUASB . LOKASI JARINGAN JALAN
| 1 | P . ' JALAN (KM)
B0, TEBING TINGGI - PEMATANGSIANTAR - KA TEBING-TINGCH/ Jalan Bebas 175,00
PARAPAT - TARUTUNC: — SIBOLGA ([11/8) KAB SERCANCGEEDWGAL) | Hambatan
I LG/ 2 | KOTA PEMATANG-
- SANTAR/ KAR,
 SIVALLINGLIN/ KA, TOER
| SAMCSIR) KAB, TAPANULI
| UTARA, KAE, TAPANULI
_ | TENCWH, KOTA SROLGA o
" 181 BALME?RA [BELAWAN — MEDAN - TANJUNG  |KOTAMEDAN/KAB.DELI | Jalan Bebas 42,70
MORAWA) [1/5) (1/G/2) SERDANG Hambatan
182 | MEDAN - BINJAL {176} {1/G/2) * KAB, DELL SERDANG, Jalan Bebas 24,73
| | KOTA MEDAN | Hambatan
183 | FLY OVER PINANG BARIS ROTAMEDAN Jalan Bebas 1.5
| o - Hambalan
| 184 | FLY OVER JAMIN GINTING | KEITA MELHN Jalan Bebas 1,47
Hambatan
B3 FLYOVER SAENTIS FIITA MEDWN Jalan Bebas
Hambatan
| _BE | FLY OVER BATANG KUIS KAB. DELI SERDANG Jalan Bebas
- e e el R Aol —— Hamlm'm
187, | FLY OVER AMPLAS KOTA MEDAN Jalan Bebas 1,00
L Hambatan
" iBE.| FLY OVER DARI [NTI KOTA MENUJU JALAN Jalan Bebas
| TOL Hambatan
18| UNDEFE PASS JLN. BRIGJEND. KATAMSO KLITA MELWAN Jalan Bebas
_ I Hambatan
[ 191.[ JLN. CEMARA TR-17 B (LINGKAR LUAR UTARA |KAB DELISERDANG Jalan Bebas 7,40
| MEDAN] - Hambatan |
16 | JLN. CEMARA TR-17 C (LINGKAR LUAR UTARA |KAB DELISERDANG Jalan Bebas | 9,50
. | MEDARN)] Hambatan
19" | FLY OVER JENDERAL GATOT SUBROTQ KOTA MEDAN Jalan Bebas 1,00
| Hambatan
19...| FLY OVER SEI MANGKE AR SIMALLINGLUN Jalan Bebas 1,00
| Hambatan
| 194 [.JLN. LINGKAR LUAR SELATAN MEDAN KAR DEL] SERDANG | Jalan Bebas 25,00
Hamhbatan
19 ;.| FEEDRER TOL PELABUHAN KUALA TANJUNG | KARSIMALUNGUN / KAB, | Jalan Bebas 15,87
| (TOL TRANS SUMATERA] BATL BARA Hambatan
1l | JARIIVGAN JALAN PROVINSI
TEN EF. ?mﬂmﬂ SUSU - PANGKALAN SUSU  |RABUPATENLANGHAT | KZ | 14,30
/Dy
7 '“!Tmuame PURA - TJ.SELAMAT{I,/ D/ KABLPATEN LANCIRAT K2 17,00
3. | TJ.SELAMAT - NAMU UNGGAS - KABUPATEN LANCEAT K2 23,20
TANCKAHAN(I/D/1)
4, | BTS.BINJAT - KUALA {1/ D/1) KABLIPATENN LANCEAT K2 13,90
5. | KUALA - TIMBANG LAWANG(I/D/]] KADLPATEN LANGKAT K2 42,50
6. | SP.DURIAN MULO - NAMU UKUR [1,D/7) RABIPATEN LANCIKAT K2 7.00
7. | NAMUUUKUR - BTS.KARD {I/D/]) ' KABLPATEN LANCEAT K2 | 32,20
8. | JLN.DR.SUTOMO [KOTA BINJAL [I/D/1) KOTA BNIAL K2 0,51
9. | JLN, SUDIRMAN [KOTA BINJAL} (I7D/7) ROTA FEUAT 2,20
11 | JLN.GGATOT SUBROTO [ROTA BINJAL) (I/D/T} | KOTAERUAL 4,39
1 . | SP. A H NASUTION - BTS, (KOTA MEDAR) THOTA MEDAN 2,70
(D0 !
1: | JLN, SETIA BUDI {(SP.JLN.DR.MANSYUR - KCITA MEDAN K2 8,00
|| SP.J.N.FLAMBOYAN}KOTA MEDAN(1/D/1]
11 | JLN. SETIA BUDI (SP.JLN.FLAMBOYAN - | KCITA MEDAN K2 2,30
| SPJLN.JLGINTING | (KOTA MEDAN | (1/D/) |
11, | JLN.BP.NGUMBAN SURBAKTI - FLAMBOYAN - | KOTAMEDAN K2 10,20

SP.CATOT SUBROTO (KOTA MEDAN) (1/D/1)




KELOMPOK | PANJANG
1 NAMA RUAS LOKASI JARINGAN JALAN
| L JALAN (M)
" [5, JLN.MARELAN (SP.KANTOR - B1S.D.SERDANG| | KOTAMEDAN K2 7.00
- (LD} APl SRR
5. JLN. AKSES KAWASAN INDUSTRI BELAWAN | ROTAMEDAN K2 3,00
(3 /DR L
17. JLN.MARELAN [SP.JLN.PERTEMPURAN - HABLPATEN DELL K2 7.00
| BTS.MEDAN] (1/D/1) SERDANG ]
18. LUBUK PAKAM - TANAH ABANG (1/D/) KABLUPATEN DELL K2 7.B5
g o SERTANG
19. | JLN.GALANG [LUBUK PAKAM | (I/D/T) KABUPATEN DELL K2 2,90
N SERDANG - il
20, | DELI TUA - TIGA JUHAR {I/D/1) EABLUPATEN DELL K2 30,26
" 27 SERDANG
21, | TIGA JUHAR - GUNUNG MERIAH{T/D/T] KARUPATEN DELL K2 22,50
# 1IN SERDANG N
2. | DELITUA - BTS.KOTA MEDAN [1/D/]] KABJPATEN DiEL K2 3,60
9w SERDIANG
Z3. | TANAH ABANG - BTS. KAB. SERGAI KARLIPATEN DELI K2 11,70
E AN SERDANG
04, PERBAUNGAN - PANTAI CERMIN(I/D/T} | KABLUPATEN SERDANG K2 4,54
' BEDAGAL
U5, BIS.DELI SERDANG - DOLOK MASIHUL - KABLUPATEN SERDANG K2 29,80
|| BTS.KCTA TEBING TINGGH[/D/I) EEDAGAL
26, TANAH ABANG - SEIL.BUAYA {1/D/]] KABLIPATEN SERDANG K2 32,00
I HEDAGAT
27. | SELBUAYA - BTS, SIMALUNGUN (1/D/1| KABLIPATEN SERTMANCE K2 33,00
[ 28, [ JLN. TANDEAN [KOTA TEBING TINGGI[I/D/T} | KOTA TERING TINGG K2 1,30
EREE v era I
29, | JLN.BULIAN (KOTA TEBING TINGGI ) (I[/D/T] |KOTATEBNGTINGG K2 0,92
[ 30. | JLN.JUANDA (KOTA TEBING TINGGI | {I/D/I) | KOTATERNG TINGG K2 1,83
| 31, | SERIBJ DOLOK - SARAN PADANG (1/D/1) KABLUPATEN SIMALLNGUN K2 20,20
[ 32, | SARAN PADANG - BTS.SERGAII/D/]) KABLUPATEN SIMALLINGUN K2 20,00
33, | WTS. F.SIANTAR - PEMATANG RAYA (I/D/T] FAERJPATEN SIMALLINGUN K2 27,00
"33 | PEMATANG RAYA - TIGA RUNGGU [/ D/]] KABUPATEN SIMALLINGLIN K2 16,00
35 | BTS. ASAHAN - PERDACANGAN (1/D/T] KABUPATEN SIMALLINGLIN |- K2 5,30
6. | P.SIANTAR - PERDAGANGAN (I/D/T) KABUPATEN SIMALLNGUN K2 35,10
[ "37 | P.SIANTAR - TANAH JAWA(I/D/1) KABUPATEN SIMALUNGUN K2 14,40
a8 I TANAE JAWA - BTS. ASAHAN[L/D/]) KARUPATEN SIMALLNGUN K2 16,50
39 | KABAMJAHE — KUTARAKYAT(I/D/1j | KABUPATEN KARD K2 22,85
a0 | KUTARAKYAT - BTS.LANGKAT(I/D/T] KABUPATEN KARD K2 T 12,65
31 | SP.EUXARAME - SALAK(/D/T) KABUPATEN PAKPAK K2 19,00
S BHARAT
42 | SALAK - BTS, HUMBAHAS [1/D/1) KABLUPATEN PAKPAK K2 21,40
BHARAT
43 | BTS.SIMALUNGUN - KISARAN(1/D/]) KABUPATEN ASAHAN K2 | 58,40
44 | P.RAKYAT - BANDAR PULAU - BTS. TOBASA KARLPATEN ASAHAN Kz | 43,00
(1/D/1] =
45 | AEK MABARA - NEGERI LAMA [1/D/1] KABLUPATEN K2 5,00
]| LABLTHANBATL |
4€ | NEGERILAMA - TJ.S .ELANG (I/D/T] RAERTPATEN K2 33,00
| LABLHANEATL
47. | TJ.S.ELANG [SP.AJAMU) - LB.BILIK{l/D/T| KABLIPATEN K2 16,00
ol LABLHANBATL
4%, | LB.BILIK - PANIPAHAN {I/D/T) KABLUPATEN K2 24,00
LABLUHANBAT
3¢ | SIGAMBAL - BTS.PALUTA [I/D/1) KABUPATEN K2 32,80
LABLHANBATL
50, | SP.KUTA PINANG - BTS.PALUTA{I/D/T) KABUPATEN K2 38,50
RN Om B LABLIHANEATL SELATAN
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| KELOMPOK | PANJANG
10 NAMA RUAS LOKASI JARINGAN JALAN
| ] JALAN (M)
.. AEK KOTA BATU - BTS. TOBASAIL/ D/} KABUPATEN K2 34,00
[ | LABLTHANBATU UTARA
32,  AEK OODANG - KM. 150(I/D/1) KABLPATEN FADANG K2 33,00
0 e LAWAS LITARA
3. SP.TANDOSAN - SIMANGAMEAT - IAELTEATEN TAPANULL K2 12,47
SIPAGINMBAR [1/D/1) SELATAN-KARLJPATEN
| BALANG LAWAS LUITARA
5. SIPANGIMBAR - BTS. PALUTA [TOLANG | KABLPATEN TAPANULL K2 30,00
a (/D] | SF1ATAN ]
55. SIPIROK - SP.TANDOSAN - BTS.TAP.UTARA | KABUPATEN TAPANULL K2 38,00
. (LD | SELATAN P ¥
56. SIPENCGENG - MARANCAR - SIPIROK(I/D/I) | KABUPATEN TAPANULL K2 19,50
SELATAN
| 57. | HUTAIMBARU = SIPIONGOT {1/D/]) | KABUPATEN PADANG K2 38,00
| | LAWAS LITARA |
58. | SIPIONGOT - BTS, TAP.SEL (TOLANG | (1/D/1) | KABURNTEN PADANG K2 | 16,00
e LAWASUTARA [
" 6. | SIPIONGOT - BTS.LABUHAN BATU (1 D/1) KABLUBEATEN PADANG K2 " 23,50
L] H LAWAS UTARA
E0. | KM.150 - SIBUHAN {1/ B/T) KABUPATEN PADANG ' K2 35,00
| LAWAS
61. | G.TUA - BINANGA {KM.168) (I/D/T} | KABURATEN PADANG K2 22,00
LAWAS, PADANG LAWAS
) - g . Lrlm
62,  KM.16# (BINANGA] - SIBUHUAN[, D/ 1) KABLUPATEN PADANG Kz 50,00
LAWAS
3, | SIBUHUAN - UJUNG BATU [1/D/]) KABUPATEN PADANG K2 25,70
LAWAS
64, | GJUNC BATU - BTS.RIAD 1/D/T) KABUPATEN PADANG KZ 20,00
| LAWAS
55. | ALIAGA -MUARA TIGE - BTS.RIAUJI/D/]) KABUPATEN PADANC K2 30,40
- I.L'w‘rﬁﬂ o
56, | JEMBATAN MERAH - MUARA SOMA (I/D/]] KABLBATEN MANDAILING K2 31,60
XS | NATAL
57 | MUARA SOMA - SIMPANG GAMBIR [1,D/7) | KARLFATEN MANDAILING K2 21,00
NATAL
08 | SP.PULO PADANG - BATAHAN (I;D/1) KARUPATEN MANDALING K2 31,00
) NATAL . N
| 69 | BATAEAN - BTS.SUMBAR (1/D/1) KABUPATEN MANDAILING K2 [ 17,00
| NATAL |
’l 70 | M.PUNGKUT - SP.BANYAK (I;D/1) KABUPATEN MANDAILING K2 i 2180 |
MATAL
71 | SP.BANYAK - BTS.3UMBAR{;/D/1| | KABUEATEN MANDAILING | Kz 10,06
NATAL
72 | BARUS - BTS. HUMBAHAS (I/D/1) KABUPATEN TARANUT] K2 19,60
. TENGAH
73 | SORKAM KIRI - SIGAMBO GAMBO - BARUS KABUPATEN TAPANULE K2 27 .85
oy e TERGAH
74 | SILIMBAT - PARSOBURAN(I/D/T) KA PATEN TOBA Kz 30,00
N SAMOSR
75 | PARSOBURAN - BTS. LAB.BATU UTARA|I/D/T] | KABUPATEN TOGA K2 40,50
e (N SAMOSIR
76, | SIBORONGBORONG - SIPAHUTARIT/D/T) KABLIPATEN TAPANULI K2 3300
LITARA
77, | SIPAHUTAR - AEK HUMBANG (I, D/1) KARLIPATEN TAPANLILI K2 2500
UTARA
7i. | AEK HUMBANG - BTS.TAPSEL({L/D/]) KABLIPATEN TAPANLILI K2 28,00
UTARA
7. | DOLOK SANGOUL - PAKKAT {I;D/]) KABUPATEN HUMBANG ] 40,00
8l . | PAKKAT - BTS.TAPANULI TENGAH (I/D /1) KABUPATEN HUMBANC K2 17,40
s HASUNDUTAN
8 | PARLILITAN - BATU GAJAH [I/D/T) KABUPATEN HUMBANG K2 15,00
HASUNDUTAN |




sk ' KELOMPOK | PANJANG
(s NAMA RUAGBS LOKASI JAIH'HHH\ JALAN |
= T ERRETN JALAN | (kM) |
32. BATU CAJAH - BTS.PAKPAK BHARAT (I/D/1] | KAHUPATEN HUMBANG K2 700 |
2 i HASLCLITAN | |
33, PAKEKAT - TARA BINTANG(I/D/T) KABUPATEN HUMBANG K2 15,00
] = HASUNDUTAN | !
53. TARA BINTANG - PARLILITAN (1/D/T] KAFUPATEN HUMBANG K2 | 1300 |
W HASUNDUTAN
| 85, | TETEHOSI - LOLOWUA - DOLA ([/D/1) KABUEATEN NIAS K2 14,15
| BA. | LASARA - HOYA [I/D/]) FARLURNTEN NIAS K3 40,70
&7 | MIGA - TETEHOSI - LOLOWUA {I/D/1] KOTACLIUNGSITOL, | K2 4,85
T 88, | GUNUNG SITOLL- AFLA (I/D/T) ROTA GNUNGEITOL K2 16,00
|£9. | JLN,SUDIRMAN [ROTA G.SITOL) [1/3/1) KOTA GUINUNGSITOL K2 0,06
[ C0. | HOYA - LAHUSA - TELUK DALAM [1/D/1) KABUPATEN NIAS K3 45,00
| i SELATAN
C1. | LOLOWAU - SIWALAWA 11 (I/D/T) KABUPATEN NIAS K2 5,00
U SELATAN
03, AFIA - "TUHEMBERUA {I/D/]) KABUPATEN NIAS LITARA K2 19,00
3. TUHEMBERUA - LOTU (I[/D/1) KABUPATEN NIAS LITARA K2 27,00
04, LOTU - LAHEWA (I/D/T] KABUPATEN NIAS UTARA K2 25,00
[ G5.  LAHEWA - AFULU (I/D/]) KABUPATEN NIAS UTARA K2 | 22,00
06, | AFULU - BTS.NIAS BARAT (I/D/) KABUPATENNIAS UTARA. | K2 43,50
[ U7. | DOLA - DURIA [1;0/]) T KABUPATEN NIAS BARAT K2 14,20
| 098, SIWALAWA 11 -SIROMBU (1/D/]] KABUPATEN NIAS BARAT K2 20,00
[ 40, [ FABALIWA - BTS.NIAS BARAT(I/D/T| KABUPATEN NIAS BARAT K2 2,30
L0C.| KP, BINJAL - BANDAR KHALIFAH [T/E/T) KABUPWTEN SERDANG K3 13,30
g r A —— BEOAC
10, SELRAMPAH - T.J.BRINGHN {I[/E/1] KABUBATEN SERDANG K3 6,00
BEDACA]
I0C | TEBING TINGGI [WTS, SERDANG BEDAGAT | — | KAHUPATEN SERDANG K3 26,20
| SIPISFISIL/E/T) BEDWCAT
10: | BTS, SIMALUNGUN - SONDI RAYA{I/E/1) RABUPATEN SIMALLINGUN | K3 29,20
10~ | SUMBUL PEGAGAN - TIGA BARU - SUMBUL KABUPATEN DAIFI K3 29,50
JAHEN/E/T)
10:; | SUMBLIL PEGAGAN - PARIKKI - KABUPATEN DAR K3 18,70
PANGIRINGAN(/E/} N
1001 | SIDIKALANG - PANJARATAN (BTS, PAKPAK KABUPATEN DalRt K3 3.50
| BHARAT) [1/E/1]
10 7. JLN.S.JKARAME - TANJUNG RAHU - KABUPATEN PARPAK K3 10,00
PANJARATAN (BTS.DAIRI ) (I/E/T) BHARAT o
10-i.| SP.JAMBU [PAKPAK BHARAT | - HUTAJUNGAK | KABUPATEN PAKPAK K3 20,00
- SIGALINGGING (I/E/1 BHARAT
100,| T.BALAI (PANGKAL TEMBOK | - PASAR | - KARLIPATEN ASAHAN K3 27.40
BTS.LABURA (I/E/1)
110.[ PASAR ] - PSR.XIX (PFERBANGUNAN - SEI DUA | KABLPATEN ASAHAN K3 26,65
- PSR BANJAR (WATAS KOTA TANJUNG
| BALAI (I/E/T)
111.| GERTAK SERONG - SARANG ELANG - SE! KABLPATEN ASAHAN K3 41,83
SEMEILANG - WATAS LABUHAN BATU UTARA
(I/EST —
11:.| KISAEAN - AIR CUMAN - WATAS KOTA RABLIPATEN ASAHAN K3 15,68
TANJ.ING BALAI [I/E/T)
115.] PSR.¥1 - BILO BONTO - PEMATANG SEI BARU - |KABUPATEN ASAHAN K3 30,90
WATAS KOTA TANJUNG BALAL {1/E/]] o
L1 =] JLN.JAMIN GINTING [KOTA TANJUNG BALAT] | KOTATARINGEALAI K3 6,20
15| ARTERI TJ.BALAIL (KOTA TJ BALAL ) (I/E/T) KOTA TAN UNCEALAI [ 2,50
1 6.] SEI EEJANGKAR - TLTIRAM (I/E/T) ' KABUPATEN BATU BARA K3 12,65
1:7.| JLN. JENDERAL DESAR A.H. NASUTION | KABLIPATEN K3 10,50
(JLN.BY PASS RINGROAD LINTAS TIMUR) | PADANCEIDOMEUAN




=10 =

KELOMPOK | PANJANG |

10 NAMA RUAS LOKASI JARINGAN |  JALAN
I | JALAN (KM) |
{1/ EL
[18. JLN. PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU - KOTA PADANGSDIMPUAN K3 | 12,50
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA {JLN
| RINGROAD LINTAS TIMUR] (1/E/1) . o
18, JLN.KELURAHAN HUTAIMBARU KEOTA PADANGEIDIMPUAN K3 8,00
KEC.PADANGSIDIMPUAN HUTAIMEARU -
JLN.KE URAHAN HANOPAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN [JLN.RINGROAD
LINTAS SARAT) (I/E/1) =
120}, PORSEH - BTS.ASAHAN{I/E/]]  KABLIPATEN TOBA K3 35,00
o SAMOSIR -
121, PARSOIURAN - BORBOR - PANOURURAN - KABUPATEN TOBA K3 53,00
JANJI MARIA - SIPAHUTAR(I/E/1) SAMOSIR - KABUPATEN
SAMOSIR - KABUPATEN
i TAPANULI UTARA
127 | PANGARIBUAN - GAROGA [1/E/1] ABLPATEN TUEA 3 31,00
SAMOSIR - KABUPATEN
o | TAPANULIUTARA
123 | SIMP.IV HUTABARAT - SIPAHUTAR [I/E/]) KABUPATEN TAPANULL %] 22,40
UTARA
123 [ SILANCIT -SP.3.MUARA - MUARA - BAKKARA | KABUPATENTARANULL | K3 33,70
| [BTS HIIMBAHAS] (1/E/1) UTARA- KABLPATEN
(Al HLMBANG HASUNDUTAN |
125 | SP.SITONGGOR - BTS. TOBASA (17 E/1) KABURATEN TOBA ’ K3 440
8 SAMCEIR.
126 | BORBOR RIANIATE — GAROGA (1, E/1] KABUPATEN TOBA ) 31,00
SAMOSIR - KABLUPATEN
| TAPANLLIUMARM | | ]
127 HILIMEUASI — MANDREHE (1 E/1) KABLUPATEN MAS BARAT a3 14,00
‘2B LASARA BAGAWU - SIMAEASI |1/ E/]] KA TPATEN MIAS BARAT K3 9,50
20 RAWASARING [TANJUNG MORAWA — KAB. DELI JALAN 115,95
SARIBLDOLOK — TONGGING] (1/F/ 1] SERDANG, KA. STRATEGIS
| KARD)/ PROVINSI
) SIMALUNGUN
130 .| JALAN SUSUR PANTAI TIMUR {L/F/]] KAB.LANGRAT/ JALAN 518,256
KAB, DEL] STRATEGIS
SERDANG,/ KAB. PROVINSI
SERDANG
BEDAGAI/ KAB. .
BATU BARA/ KAB.
ASAHAN/ KOTA
TANJUNGBALAI /
KAB. LABUHAN
BATU
13 .| JALAN AKSES BATUBARA-SERDANG BEDAGAI | KAB, BATU JALAN
BARA/KAB. STRATEGIS
| 1 SERDANG BEDAGAI | PROVINSI
13. .| JALAK LINGKAR LUAR DANAU TOBA{I/F/1] KAB. SIMALUNGUN/ JALAN 231,17
KAB. KARO/KAB. STRATEGS
TOBA SAMOSIR/ PROVINST
KAB. DAIRI/ KAB,
HUMBANG
HASUNDUTAN/
KAB, SAMOSIR/
KAB. TAPANLUILI
AN | UTARA -
13.,.| JALAN BEBAS HAMBATAN MEDAN- KOTA MEDAN, KAE, JALAN
BERASTAGI DELI STRATEGIS
SERDANG /KAB. PROVINSI
KARD
13 -.| JALAN LINGKAE PADA WILAYAH PERKOTAAN | KOTA MEDAN/ KAB. JALAN
KABUPATEN, KOTA[L/F/T) LANGKAT/ KOTA STRATEGIS
PADANGSIDIMPUAN |  PROVINSI
/ KOTA TANJUNG |
BALAL/ KAB. .




.

N | oL KELOMPOK | PANJANG
1H) HNAMA RUATS LOKASI JARINGAN JALAN
| | JALAN | [KM)
BATUBARA; '
KAB.SERDANG |
BEDAGALS KOTA j
PEMATANGSIANTAR
{KOTA TEBING '
TINGGI/ KAB, ;
DAIRI/KAR.
LABUHANBATL
- . SELATAN
{35, JALAN ALTERNATIF AKSES MEDAN- KOTA MEDANKAB. JALAN
KUALANAMLU DELI SERDANG | STRATEGIS
mim| PROVINSI
136, PANYABUNGAN -PAGUR = SIBUHUAN (1/F /) KAB. MANDAILING | JALAN
MATAL/KAB. STRATEGIS
(8! & PADANG LAWAS PROVINSIT |
137, sSALAK -HUTATINGGI -SIBONGKARAS -BATAS KAB. PAKPAK JALAN TE.ERO
TAPTENG [I/F/1) BHARAT-KAB. STRATEGIS
HUMBANCG PROVINSGL
|1 8 HASUNDUTAN N
138 | SIDIKA'ANG ~PARONGIL {BATAS ACEH) KAB. DAIR] JALAN
STRATEGIS
| S PROVINSI
1397 TANJUNG BERINGIN KEC, SUMBLUIL - KaBR. DAIRI
| PANGIRINGAN KEC. PARBULUAN N
Cutel ingRn 3

= [V : Tahapan Penpembangan
1 ¢ Pemantapan dan penﬁemimnﬁ jaringan jalan arter] primer

&%

et

AS1 : Pemantapan jaringan j arten primer
A[2 : Pengembangan jarmgan jalan arten primer

: Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K-1)

B/1 : Pemantapan jaringan jalan kelektor primer [K-1)

B/ 2. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K-1]
: Pemantapan dan ppng:mhaﬁ Jaringsn jalan sicategis naswonal

C/1 : Peman strategis nasional
C/ 2 Pengembangan jaringan jalan strategs nassonal

¢ Pemantnpan dan pengembangan jaringan jalan kolelktor primer (K-2j

D/ 1 : Pamantapan jaringan jalan kolektor primer (K-2|

1% : Penpembangan janngan jalan kolektor primer (K-2)
: Pemantapan dan pengemban ]:.rmw Jnlan kolektor primer (K-3)

E/1 : Prmantapan jarmgan j elektor primer (K-3)

E(2: Prngembangan jaringan jalan kolektor primer (K-3)
: Pemaniapan dan pengembangan jaringan jalan sirategis provinsi

F/1: Prmantapan jarmpan jalan strategis irisd

F /3 : Pengembangan janngan palan siral provins
: Pemaniapen aringan jalan Bebas Hambaran

G/ 1 : Femantapan jaringan jalan Bebas Hambaran

G /2 Fengembangan jaringan jalan Bebas Hambdéatan

Pembina Muda (IV /¢
NIP. 12590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TENGHU ERRY NURADI
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LAMFIRAN 1Y PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAHM
FROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA SIMPUL JARINGAN SUNGAIL, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

PROVINSI SUMATERA UTARA
: Wo _— e LRI R HIERARKI LOKASI
PEL \BUHAN 'DERMAGA SUNGAI DAN DANAU
1 | DERMAGA HARANGGAOL PENGUMPAN KAB. SIMALUNGUN |
2 | DERMAGA TIGA RAS PENGUMPAN KAB. SIMALUNGUN
32 | DERMAGATICA RAJA | PENGUMPAN | KAB. SIMALUNGUN
4 | DERMAGA AJIBATA PENGUMPAN KAB, TOBA SAMOSIR
5 | DERMAGA FERRY AJIBATA PENGUMPAN KAB. SIMALUNGUN
6 | DERMAGA BALIGE PENGUMPAN KAB, TOBA SAMOSIR
7 | DERMAGA KM PUTIH MUARA I PENGUMPAN
8 | DERMAGA SWASTA P. SIBANDANG PENGUMPAN KAB. TAPANUL! UTARA
9 | DERMAGA P, SIBANDANG PENGUMPAN KAB, TAPANULI UTARA
10 | DERMAGA MUARA PENGUMPAN KAB. TAPANULI UTARA
11 | DERMAGA SIMANGU LAPE PENGUMPAN
| 1 | DERMAGA ONAN LAPE " PENGUMPAN S
12 | DERMAGA MARBUN TARUAN PENGUMPAN = ==
1« | DERMAGA TIPANG PENGUMPAN KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
1t | DERMAGA ONAN BARU PENGUMPAN KAB, SAMOSIR
1 | DERMAGA MOGANG PENGUMPAN KAB. SAMOSIR
I” | DERMAGA NAINGGOLAN PENGUMPAN KAB. SAMOSIR
1 DERYVACA 5155&13&” PENGUMPAN KAH BAMOSIR
10| DERMAGA SITINJAK PENGUMBAN
2 | DERMAGA ONAN RUNGU |  PENGUMPAN KAB. SAMOSIR
2 | DERMAGA SITAMIANG  PENGUMPAN KAB. SAMOSIR
2! DERMACA WISATA ONMAN RUNGL] PEMOLUIMPAN AR, SAMOSIR
2. | DERMAGA LAGUNDI PENGUMPAN KAB. SAMOSIR
2 | DERMAGA PARDDMUAN LOTTUNG PENGUMPAN KAB. SAMOSIR .
2} | DERMAGA LAPO PARINDO PENGUMPAN
2, | DERMAGA WISATA TOMOK PENGUMPAN KAB. SAMOSIR
2' | DERMAGA SUMBER SARI PENGUMPAN KAB. SAMOSIR |
24 | DERMAGA FERRY TOMOK PENGUMPAN KAB. SAMOSIR
21 | DERMAGA WISATA TUKTUK PENGUMPAN | KAB, SAMOSIR
1) | DEFMACA SIMANINDO PENGUMPAN . KAB, SAMOSIR
3 | DEFMAGAPARBABA |  PENGUMPAN KAB. SAMOSIR
32 | DEFMAGA AEK RANGAT ' PENGUMPAN KAB., SAMOSIR




- PELABUHAN/DERMAGA

NO. ki e HIERARKI LOKASI
33 | DERMAGA SILALAHI PENGUMPAN KAB. DAIRI

34 | DERMAGA TONGGING PENGUMPAN KAB, KARO
35 | DERMACA SIALAGAN PENGUMPAN KAB. SAMDSIR
a6 || | ErtAnn PANTALINDAR PENGUMPAN KAR. SAMOSIR

PELALUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN

1 | PELABUHAN SIBOLGA KELAS | KOTA SIBOLGA
3 | PELABUHAN GUNUNGSITOLI KELAST |  KOTA QUNUNG SITOLI |
3 | PELABUHAN TELUK DALAM KELAS | KAB, NIAS SELATAN |
4 | PELASUHAN NATAL KELAS [1 KAB. MANDAILING NATAL |
5 | PELABUHAN PULAU TELO KELAS I KAB. NIAS SELATAN |
G | PELASUHAN TANAH MASSA KELAS III KAB. NIAS SELATAN

7 | PELABUHAN TANAH BALA KELAS I1I KAB. NIAS SELATAN

8 | PELABUHAN PULAU PINI  KELASIN KAB. NIAS SELATAN
9 | PELABUHAN TANJUNG BALAI KELAS 11T KOTA TANJUNG BALAI
10 | PELABUHAN PULAU BERHALA KELAS 111 KAB. SERDANG BEDAGAI

Pembina Uiama Muda {1V /¢
MNIP. 19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

TENGKU ERRY NURADI



LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
FROVINS] SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL ANGEKUTAN PENUMPANG

=7
A

IE]

1 Tahapan Pengembangan
: Pemantapan dan pengembangan termingl angkutan pcnumpmg tipe A

A/l ¢ Pemantapan terminal anghutan penumpang tipe A
A2 Pengembangan terminal angliutan penumpang tipe A

i Pemaritapan dan pengembangan terminal angkutan tipe B

B/1 : Pemantapan terminal angkutan penuwmpang tpes B
B/2 : Pengembangan terminal angkutan penumpang tpe B

Aslinva

NHIF. 19590227 198003 1 004

- NO TERMINAL LOKASI
| I. | ANGILUTAN PENUMPANG TIPE A
| 1 | TERMINAL AMPLAS (I/A/1) | KOTA MEDAN
| 2 | TERMINAL PINANG BARIS (I/A/1) " KOTA MEDAN -
|3 | TERMINAL TEBING TINGGI [1/A/2] KOTA TEBING TINGGT
4 | TERMINAL PEMATANGSIANTAR (1/A/3) KOTA PEMATANGSIANTAR
5 | TERMINAL BALIGE {I/A/32) KABUPATEN TOBA SAMOSIR
6 | TERMINAL TARUTUNG (I/A/2) KABUPATEN TAPANULI UTARA
7 | TERMINAL KISARAN [I/A/2) | KABUPATEN ASAHAN
8 [TERMINAL RANTAU PRAPAT (1/A/2) | KABUPATEN LABUHAN BATU
G | TERMINAL PANYABUNGAN (I/A/2) KABUPATEN MANDAILING NATAL _
1C | TERMINAL BATU NADUA [I/A/2) | KOTA PADANGSIDIMPUAN
" 11 | TERMINAL SITINJO (1/A/2) KABUPATEN DAIRI S
12 | TERMINAL SIBOLGA {I/A/2) KOTA SIBOLGA =3 =
1. | ANGHUTAN PENUMPANG TIPE B 1
1 | TERLINAL LUBUK PAKAM (I/B/1] 'KABUPATEN DELI SERDANG
2 | TERMINAL KABANJAHE (1/B/2) KABUPATEN KARO ]
3 | TERMINAL SOSORSABA PARAPAT (I/B/ 1) KABUPATEN SIMALUNGUN
4 | TERMINAL PERDAGANGAN (L/B/2] KABUPATEN SIMALUNGUN
5 | TERWMINAL DOLOK SANGGUL (I/8/2) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
6 | TERMINAL BINJAL (1/B/1] | KOTABINJAI
7 | TERMINAL BAHOROK (1/B/2) KABUPATEN LANGKAT
K TERMINAL TANJUNG PURA (I/B/3] KABUPATEN LANGKAT
o | TERMINAL SELESAI [1/B/2) KABUPATEN LANGKAT e —
1t | TERMINAL TANJUNG BERINGIN (1/B/2) KABUPATEN LANGKAT
1 | TERMINAL AEK KANOPAN [I/B/2 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
1. | TERMINAL KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
__1 TERMINAL GUNUNGSITOLL EOTA GUNUNGSETOLI =
1 TERMINAL PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR =
. RENCANA PENGEMBANGAN TEEMINAL BARUD o
I | TERMINAL BELAWAN KOTA MEDAN
2 | TERMINAL TUNTUNGAN KOTA MEDAN
S |TERMINALGQUNUNGTUA =~ | KABUPATEN PADANCG LAWAS UTARA B
lht l:mnpn

GUBERENUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGEU ERRY NURADI



LAMPIRAN V] PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR @ TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 201
TENTANG RENCANA TATA

T
FUANG WILAYAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

——

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL ANGHKUTAN BARANG DI WILAYAH PROVINSI

TERMINAL

e — o

LOKAS]

ANGHKUTAN BARANG

PELABUHAN BELAWAN {l/A/1)

ROTA MEDAN

TERMINAL TUNTUNGAN {I/A/2)

KOTA MEDAN

| TANJUNG MORAWA (1/A/2]

EABUPATEN DELI SERDANG

PANCUR BATU {I/A/2)

e AT Tl L - —

EABUPATEN DELI SERDANG

TEBING TINGGI [I/A/1)

LABUAN ANGIN (1/A/ 1)

KUALA TANJUNG {I/A/2)

KOTA TEBING TINGGI

EABUPATEN TAPANULI TENGAH

KABUPATEN BATUBARA

KEK SEl MANGKEL (DRY PORT)

KABUPATEN SIMALUNGUN

TEREMINAL KARGD PELABUHAN SIBOLGA . KOTA SIBOLGA
TERMINAL KARGD PELABUHAN TELUK NIBUNCG KOTA TANJUNG BALAI
TERMINAL KARGO PELABUHAN BAGAN ASAHAN KABUFATEN ASAHAN

TEEMINAL KARGO PELABUHAN GUNUNG SITOLI

KOTA GUNUNG SITOLI

| TERMINAL KARGO PELABUHAN DI PULAU-PULAU
BATU

HAHBUPATEN NIAS SELATAN

HAel rangan @

-1

A

i Tahapan Pengembangan
¢ Pemasdapan dan pengembangan termmal angkotan barasg

A1 Pemantapan terminal angkutan bacang
AJ2: Pengembangan terminal anglutan bamng

Muda [IV/¢)
MIF, 19590227 198003 7 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGHEKU ERRY NURADI




LAMPIRAN VII PERATURAN DAEREAH PROVINS] SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTLS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROAVINGI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN TATANAN KEPELABUHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

1o PELABUHAN HIERARKI LOKASI
: | | BELAWAN (1/A/1) o LI SR 1D KOTAMEDAN
BT il Yo s S
3 | BAGAN ASAHAN (I/B/1] | PENGUMPUL KABUPATEN ASAHAN
4 | GUNUNG SITOLI (I/B/1) | PENGUMPUL KOTA GUNUNG SITOLI
5 | SIBOLGA (I/B/1) FENCUMPUL KOTA SIBOLGA
6 | PANGKALAN SUSU (1/C/2] | PENGUMPUL KABUPATEN LANGKAT
7 Hf,"gf‘l“j“mr_"_ﬂfi“_’i‘"*ﬁ_ | PENGUMPUL KABUPATEN LANGKAT
8 | TANJUNG LEIDONG (I/C/2) | PENGUMPUL ety LA AL RS
El A G SARANG ELANG | PENGUMPUL, | KABUPATEN LABUHAN BATU
10 | LABUAN ANGIN {[/C/2) | PENGUMPUL KABUPATEN TAPANULI TENGAH
| |
11 | PULAU TELLO (1/C/2] | PENGUMPUL KABUPATEN NIAS SELATAN
12 | TELUK NIBUNG {1/C/2) | PENGUMPUL KOTA TANJUNGBALAI
1. | PANTAILABU (I/D/2] | PENGUMPUL KABUPATEN DELI SERDANG
1 | NATAL/SIKARA-KARA (1/D/2] | PENGUMPUL R MR
. ﬁﬁ?g?up:mu U R p——— KABUPATEN MANDATLING |
1t ZEI BEROMBANG {1/C/2) PENGUMPAN REGIONAL KABUPATEN LABUHAN BATU
1 | LAHEWA (1/C/2) PENGUMPAN REGIONAL KABUPATEN NIAS UTARA E
11, | TELUK DALAM {1/C/2] PENGUMPAN REGIONAL KABUPATEN NIAS SELATAN
11 | PANIKALAN DODEK (I/C/2) | PENGUMPAN REGIONAL | KABUPATEN BATUBARA
21 | TANJUNG TIRAM (1/C/2) PENGUMPAN REGIONAL | KABLIPATEN BATUBARA
2. | TANJUNG BERINGIN (I/C/2) | PENGUMPAN REGIONAL | %ﬁfﬂ?ﬁgmmm
E . | PANTAI CERMIN [1/C/2) PENGUMPAN RECIONAL ﬁgﬁ;ﬁ EN SERDANG
25 | TANJUNG PURA (1/C/2) PENGUMPAN REGIONAL KABUPATEN LANGKAT
21 | RANTAU PANJANG {I/C/2) PENGUMPAN REGIONAL | KABUPATEN DELI SERDANG
|4 |oFBMbvers PR Rerstiidy | BARUEATMIC AR ULORA o
25 | SIROMBU (1/C/2) PENGUMPAN REGIONAL KABUPATEN NIAS BARAT
21 | BARUS (I/C/2) PENGUMPAN LOKAL KABUPATEN TAPANULI TENGAH
24 | PERUPUK (1/D/2) PENGUMPAN LOKAL KABUPATEN BATUBARA
ER o T T T
20 | PULAU KAMPAI {1/D/2) PENGUMPAN LOKAL KABUPATEN LANGKAT
21 | TAFAK KUDA (I/D/2) PENGUMPAN LOKAL KABUPATEN LANGKAT
IZ 2 | KUALA SERAPUH (1/D/2) PENCUMPAN LOKAL | KABUPATEN LANGEAT |
‘1 | PERCUT |I/D/2) PENGUMPAN LOKAL KABUPATEN DELI SERDANG
a4 | AJAMU 1/D/2) | PENGUMPAN LOKAL KABUPATEN LABUHAN BATU
g | GAJAH MATI {1/D/2) PENGUMPAN LOKAL KABUPATEN LABUHAN BATU




HO. PELABUHAN

LOKAS]

e e ———

| 36 | LABUHAN BILIK (I/D/2}

PENGLUMPAN LOKAL

| KABUPATEN LﬁBUi—lM‘i BATU

37 | SEI KJBUNG {I/D/2)

PENGUMPAN LOKAL

KABUPATEN LABUHAN BATUI

38 | SIMANDULANG (1/D/2}

PENGUMFPAN LOKAL

KRABUFPATEN LABUHAN BATL
UTARA

30 | PANTAI PUKAT {I/D/2)

FENGUMPAN LOEAL

KABUFPATEN LABUHAN BATU

o

40 | TUHEMBERUA (I/D/2)

PENGUMPAN LOKAL

I{ABUPHTEN NL"LS UTHR&

41 HINARKD ([T 2]

PENGLUMPAN LOKAL

I{ABUP&TEN I"I].AS BﬁE&T

42 | LAGUNDRI [1/D/2)

| PENGUMPAN LORAL

KABUIPATEN NIAS SELATAN

43 | LAHUSA (I/D/2)

| PENGUMPAN LOKAL

RABUPATEN N1AS SELATAN

Lt Bt e B

44 | LEHELEWAU (I/D/2)

FENGUMPAN LOKAL

EABUPATEN MIAS UTARA

45 | PULAL BAIS [I/D/2)

FPENGLUMPAN LOEKAL

KABUPATEN NIAS SELATAN

46 | PULAL TANAHMASA (I/D/2)

PENGUMPAN LOKAL

EABUPATEN NIAS SELATAN

L e T A L PR o

47 | SICOLO-GOLO (I/D/2)

PENGUMPAN LOKAL

KABLUIPATEMN MIAS SELATAN

SOLORAKO (1/D/2)

FEMNGQLUMPAN LORKAL

KRABUPATEN NIAS SELATAN

LABUHAN HIU (I;D/2)

PENGUMPAN LOKAL

| KABUPATEN NIAS SELATAN

PEMGUMPAN LOKAL

| KABUPATEN NIAS SELATAN

MAN SUAMAS (1 D/ 3]

PENGUMPAN LORKAL

| KABUPATEN TAPANUL] TENGAN

MUARA TAPUS (1/D/2)

PENGUMPAN LOKAL

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

e

48
ac
50 | MOALE {I/D/2)
1
58

| SEI NANGKA (I/D/2) PENGUMPAN LOKAL KABUPATEN ASAHAN
i rI‘E'Er SEMBILANG {1/D/2) PENGUMPAN LOKAL KABUPATEN ASAHAN
5¢ | SILAJ BARU (1/D/2) PENGUMPAN LOKAL KABUPATEN ASAHAN
56 | KAMPUNG LALANG (I/D/2) | PENGUMPAN LOKAL KABUPATEN BATUBARA
5 | SINCKUANG {I/D/2) PENGUMPAN LOKAL R T ———

5 | TABUYUNG {[/D/2)

PENGUMPAN LOKAL

50 | PULAU SIMUK (1/D/2)

PENGUMPAN LOKAL

KABUPATEN MANDAILING
MATAL

KABUPATEN KABUPATEN NIAS
SELATANM

6 | PULAU TANAH BALA (1/D/2)

PENGUMPAN LOKAL

KaBUPATEN KABUPATEN NIAS
SELATAN

6 | BAERO (I/D/2)

|
| FENGUMPAN LOKAL

EAHUPATEN NIAS SELATAN

6! | BORKAM jI/D/2]

_J PENGUMPAN LOKAL

KABLIPATEN NIAS SELATAN

Het irangan @
=% :Tehapen Peogemhangars

A 1 Pemantapan dan pengembangan pelabuhan hiersrki utama
Afl rPemantapaen pelabuhan hierarki utama
AR Pengembangan pelabuhan hierarki utama

B : Pemantapan dan pengembarngan pelabuhan hierarki pengumpul

B/l : Pemantapsn pelabuhan hieracks penguompul
B/2 : Pengembangan pelabuhan hierarks penpumpul

z : Pemantapan dan pengembangan pelabuhan hierarki pengumpan regional

Cf1 : Pemantapan pengumpan regional
/% : Penpembangan pengumpan regional

[ B : Pemantapan dan pcngcmhwan pelabuhan hierarki pengumpan Lokl
Dfls pan lokal
D2 P: nl:hgumpm lolzal

Sﬂ.lmﬂ'l Eﬁ:ﬁu v:n
KE P't

Pembina [_Ttﬂma Muda IV /¢
NIF, 19590227 198003 1 004
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LAMPIRAN VIII FERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TANGGAL 3 AGUSTUS 2017

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

T A\BEL RENCANA PENGEMBANGAN TATANAN KEBANDARUDARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

LANDASAN !
No. BANDARA PACU HIERARKI LOKASI
! [/ RUNWAY (M)
| BAI DAR UDARA PENGUMPUL.
' [ PENGUMPUL SKALA KABUPATEN DEL]
L | KUALA NAMU (i/A/2) 3TEOXG0 | e - s i
_ " PENGUMPUL SKALA KOTA GUNUNG
2 | BINAKA {1/B/1) . 1.800X3D | 1ppoiER i |
1IAl ‘DAR UDARA PENGUMPAN =
3 5 PENGUMPAN,/PENGUMPUL | KABUPATEN
|| SILANGIT (1/C/ 1) ZBSUNBY | Gpar i amicrE TAPANULI UTARA |
: TEN
2 | Dr.R.L TOBING (1/C/ 1) 20X A | PENGUMPAN ikt
3 | SIBISA [1/C/1) 750X23 | PENGUMPAN g‘:‘;‘ﬁ%@?” TOBA
4. | AEK GODANG {1/C/1) 1.400 X 30 | PENGUMPAN MEL mwggagﬁamm
- | SILAMBO/TELUK DALAM | KABUPATEN NIAS
5 | wes o00 X 30 PENGUMPAN o Bl s
6 | LASONDRE {I/C/1] 1.400X30 | PENGUMPAN iy
7 | AEK NABARA (I;C/2 800 %20 | PENGUMPAN LABUHAN BATU
" . |BUKIT  MALINTANG |
5 ILIN ATAL
8 wea 2.500%x60 | PENGUMPAN MANDAILING N
PEMATANG
0 | RAYA,SIMALUNGUN 555X 12 | PENGUMPAN SIMALUNGUN
(1 C/2) e
“RE (CANA FENGEMBANGAN BANDAR UDARA BARU
"~ 1| | DAIRI i = DAIRI
2 | LABUJANBATU SELATAN BWEM”m”E“W
3 | PADANGLAWAS - PADANGLAWAS
Het srangan
=17 : Tahapan Pengembungan

A

: Perpantapan dan pengembangan bandar udara hierarkd pengumpul skala primer

Afl:

femantapan bandar udara hierarki penpumpul skala primer

A2 1 Pengembangan bandar udara hierarkd pengumpul skala primer
: Pemantapan dan pengembangan bandar udara hierarld pengumpul skala tersier

Byl:

Pemantapan banday udara hisrarki pengumpul skela tersier

B/ 2 : Pengembangan bandar udara hierarkl pengumpuol slota tersier
: Pemaritapan dan pengembangan batdar udars hierarki pengumiyan

1

i Peman tapan bandar udara hleraclkl pengurmpan

22 : Pengembangan bandar udara hierarkl pengumpan

F
I

|
Salinan E:si.'lal EH:

Aslinya
]t.EPH,I.ﬁ B\Em HU 'Ll!q'i.

Pembing Utﬁ Muda (iV/c)

NIF, 195390227 198003 1 00%
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LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANCG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-203

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO PEMBANGKIT LISTRIK , JENIS LOKASI
. 1 | PEMBANGKIT LISTRIK YANG TELAH ADA
~1 | PLTU Gelawan 1 PLTU Kota Medan
2 | PLTU Belawan 2 PLTU Kota Medan
“3 | PLTU Belawan 3 | PLTU Kota Medan =
4 | PLTU Belawan 4 PLTL Kota Medan
5  PLTGU Belawan GT 1.1 PLTGU Kota Medan
6 | PLTOU Belawan GT 1,2 PLTGU Kota Medan .
7  PLTOU Belawan ST 1.0 PLTGU Kota Medan
T8 | PLIGU Belawan GT 2,1 "~ FLTGU | Kota Medan
o | PLTGU Belawan GT 2.2 | FLTGU Kota Medan
10 | PLTGU Belawan GT 2.0 | FLTGL Kota Medan
11 PLTG Belawan (TTE) i PLTG | Kota Medan i
13 PLTMG Belawan ! PLTG Kota Medan '
14 PLTD Sewa Belawan MFQ PLTD Kots Medan
15 PLTD Sewa {Bio Fuel) PLTD Kota Medan
16 PLTD Sewa Glugur PLTD Kota Medan
17 PLTG Glugur (TTF) PLTG Kota Medan
| 18  PLTG Paya Pasir 7 {TTF) PLTG Kota Medan
16 PLTD Titi Kuning 1-6 PLTD Kota Medan
20 | PLTD Paya Pasir FLTD Kota Medan ]
21 | PLTD Paya Pasir 2 PLTD Kota Medan
22 | PLTD Paya Pasir 3 PLTD Kota Medan
| 23 | PLTD Sewa Belawan (AKE] PLTD Kota Medan
24 | PLTMH Batang Gadis 1 PLTA Kah. Mandailing Matal
25 | PLTMH Tonduhan PLTA Kab, Simalungun
26 | PLTMH Kambih | PLTA | Kab, Pakpak Bharat
37 | PLTMH Kombih IT PLTA | Kab. Pakpak Bharat
28 | PLTMH Baoho PLTA | Hab. Samosir
20 | PLTMH Aek Raisan ' PLTA Kals. Tapanuli Tengah |
30 | PLTMH Ack Silang PLTA Kab. Humbang Hasundutan
31 PLIMH Ack Sthundong PLTA Kab. Tapanuli Utara
33 PLTA Lau Renun ) PLTA Kath. Dairi
33 PLTU Labuhan Angin PLTU Kab, Tapanuli Tengah
34 PLTA Asahan | PLTA Kab, Toba Samosir
35 PLTA INALUM ' PLTA | Kab. Teha Samosir
36 PLTP Sihayak ' PLTP Kab, Karo
| 37 | PLTMH Parlilitan PLTA Kab. Humbang Hasundutan
38 | PLTMH Sej Silan 2 PLTA Kab. Simalungun
39 | PLTMH Pariuasan FLTA Kah. Toba Samosir
| 40 PLTMH Hutaraja | PLTA Kab, Humbang Hasundutan |




e

741 | PLTMH KARAI 13 , PLTA Kab, Simalungun
42 | PT GSi-1 {Excess Power) PLTD Kota Med_an
43 | PT G5I-2 [Excess Power| PLTD Kota Medan
44 | PT Pertumbuhan Asia (Excess FLTD eita Medan
Power)
43 ﬁ;‘mlum Porsea [Excess Power 2 PLTIx Kab. Toha Samasir
76 | FT Nubika (Excess Power GI K. B0 | eon tanaan Bare
o indo [Excess Power (Gl PLTLx
47 %”ML“EJJM' Kota Padangsidimpuan
48 | PT Harkat Sejahtera (Gl P.SIANTAR) PLTD Kota Pematangsiantar
49 PTPN I Sel Mangkal (G KISAEAN) PLTTx Kah. Asahan
50 :'Lrivuﬁ;%mm (Excess Power GI T, PLTD Kab. Deli Scrdang
51 | PLTD Gunung Sitoli PLTD} Kota Gunung Sitoli
22 | PLTD Teluk Dalam PLTD Kah. Nias Selatan
33 | PFLTD Pulau Tello | PLTLx Kab. Mias Selatan
I1 PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK BARU
1 | Pangkalan Susu 2 (FTP 1) | PLTU Kab. Langkat
| 2 | Truck Mounted Sumut PLTG/ /MG Sutnatera Utara
3 | Barge Mounted Sumut PLTG/MG | Sumatera Utara
4 | Mobile PP Nias PLTG MG Kab. Nias
5 | Nias (FTP 2) . FLTU Kab, Nias
6 | Wampu (FTF 2] | FLTA Kab. Karo o
7 [Samlal{FTP2} | PLTP [ Kab. Tapanuli Utara
| 8 | Pangkalan susu 4 [FTP 2} PLTWI Kab. Langkat
g || Sumbagut-1 Peaker PLTGU/MGU | gota Medan
BT | Bumut-1 PLTU Kaub. Langleat
11 | Asahan Il [FTP 2 PLTA Kab. Toba Samosir
12 | Hasang (FTP 2 PLTA Kab. Toba Samosir
13 | Pangkalan Susu 3 (FTP 2) PLT Kab, Langlat
14  Sumbagut-3 Peaker | PLTGU/MGU | Kota Medan R
15 | Sumbsgut-4 Peaker PLTCGLU /MGU | Kota Medan
6 Nias PLTMG Kab. Nias
17 | Sorik Marapl [FIP 2) PLTP Kah. Mandailing Natal
18 | Simonggn 2 PLTA Kah, Humbang Hasundutan
19 | Batang Toru FLTA Kab. Tapanuli Selatan
20 | Kombih-3 PLTA Keb. Pakpak Bharat
21 | Sibundong-4 PLTA Kub. Humbang Hasundutan
22 | Sipoholon Riz-Ria (FTP 2) PLTP Kab, Tapanuli Utara
23 | Simbolon Samosir | PLTP Kab. Samosir
24 | Bumatera Pump Storage-1 PLTA Bumatera Utara
25 | Sumut-2 PLTU Kah. Langkat
26 || Sarulla Il (FTF 2} PLTP Kab. Tapanuli Utara
27 | Sumatera Pump Storage-2 PLTA Sumatera Utara
28 | PLTU Gunungsitoli {I-1v/2] PLTU Kata Gunung Sitoli
* | brandan vy et Y| Kab Langhat
30 | PLTU Kugla Tanjung (I-1V/ 2] PLTU Kab. Batu Bara
{ 31| PLTM Parlilitan {I-TV /2] PLTA Kab, Humbang Hasundutan |




32 [PLTM Parluasan (I-1V/ 2] | PLTA Kab, Tobé Samosir ==
33 | PLTM Fakat {I-IV/2) PLTA Kab, Humbang Hasundutan
34 | PLTM Aek Hutaraja (I-IV/2) FLTA Kab. Humbang Hasundutan
35 | PLIA Asahan IV dan V [I-[V, 2} © PLTA | Kab. Toba Samosir
36 | PLTMH Lae Une (I.IV/2) PLTA Kah. Pakpak Bharat
o7 m ﬂ{%}'fw Partilitan dan F | Kab. Humbang Hasundutan
38 | PLTMH Bah Belutu (I-IV/2) PLTA | Kab. Humbang Hasundutan
30 | PLTMH Bah BquﬁTl-mlzf;_____ | PLTA | Kab. Humbang Hasundutan
40 | PLTMH Bah Kulistik (1-Tv/2] PLTA Kab. Simalungun
41 | PLTMH Bah Hapeson (I-1V /2] PLTA Kab. Simalungun
42 | PLTMH Bah Partamburan (I-1V/2] PLTA Kab. Simalungun |
43 | PLTMH Bah Kaliat [I-IV/2) PLTA Kab. Simalungun
34 | FLTMH Bah Panalapang |-V 2] PLTA | Kab. Simalungun
| 45 | PLTMH Bah Bolut [I-IV/2] I PLTA Kab, Simalungun
46  PLTMH Sibalangit {I-1V/ 2| PLTA Kab. Deli Serdang
A il Wl T
48 PLTBS (Blomasa Sawit) ' PLTBS KEK Sel Mangke! [Kab. Baw
| Baraj o
45 | PLTMG Mobile | PLTMG Pulau Nias
50 | PLTMG | PLTMG Pulau Nias
51 | PLTU Merah Putih FLTU | Pulau Nias I
52 | PLTU Paluh Kurau PLTU Kab, Deli Serdang |
53  PLTS Terapung {(KEITT) PLTS Kawasan Danau Toba dan
| . Kepulauan Nias |
et irangan :
1=17 : Tahspan Pengembangan
1 1 ODpiimalisasl den pemantapan
2 : Pengombangan mfrestroldar

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
tid

TENGKU ERREY NURADI

Salinan Sesuai Den )
KEPALA BIRO HUK

Pembina U Muda (IV/c)
HIF, 19590227 198003 | 004



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINS] SUMATERA UTARA
MOMOR 2 TAHUN 2017
TAMNGOGAL 2 AGUSTUS 2017
TENTANG EENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-203

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI (W8] PROVINSI 8UMATERA UTARA

(KO WILAYAH SUNGAI | NAMA DAS LUAS [Ha) LOKASI KETERANGAN |
WS BELAWAN - Kah,Dell Serdang, WS STRATEGIS
I ULAR - PADANG (I- Kota Medan, Karo, NASIONAL
IV/AS1) Kab.Langkat,
5, Belavian DAS Belawan Kab.Simalungun,
51 16 hel DAS, Dell Kab.Serdang Bedagai |
5. Percil DAS, Percut dan Kota Tebing
S. Beluial DAS Bt Kuis _ Tinggl.
. Serdang | DAS Serdang
=. Sei Ular (A S Ular
8. Beluta DAS Sialang
I Buah
B Padang DAS Belutu —-
5. Mart-bin | DAS Nalipang
— E Benang ——TTk= Padan,
| 8. Bedagai DAS Hapal e
Wa TOEA - Kah. Toba Samosir, WS STRATEGIS
2 | ASAHAN Kab, Samosir, Kab. NASIONAL
(I-IV/A'1) o Daird, Kah, Karo, Kab.
| DAS Toba- Asahan, Kab,
| Danau Toba Asshan Tapanuli Utara,
3. Asahan | Kab, Simalungun,
| 5. Tanjung | Kab. Humbang
|8 Soke Hasundutan.dan Kota
| . sila __Tanjung Baiai
W2 BATANG Kab.Tapanuli Selatan, | WS LINTAS
3 ANGHOLA - Kab. Mandailing Natal KABUPATEN/
BATANG GADIS dan Kota KOTA
{I-IW/A S 1) Padangsidimpuan
____ | 5 Bata irlis DﬁS Toru i = .
5, Batang AHEEIE DAS Nagor
DAS Singkuang
DAS Cadis R
bz ] DAS Tabuyung
4 WS ALALS BINGHIL Kalb. Dairi, W3 LINTAS
(L-IV/A /1) Kab.Humbang PROVINSI
Lae Pardomuan DAS Singlkil Hasundutan, DENGAN ACEH
Lae Sizbuhan Kab.Kara,
Lar Sirngtan kab. Pakpak Bharat,
Lae Sinpkil | Kab. Tapanuli Tengah,
— 2 - T ggmaﬁahl ?:E‘fuhﬁ h
Az en ? .Ace
ﬁ E;Emh Selatan, Kab. Aceh
T | Singkil, Kab. Gavo
Lac Cinondang Lues, dan Kota
N | — Sabuluh Salam
WS BATANG Kab, Mandailing WS LINTAS
5 NATAI - BATANG Matal, Kab, Nias PROVINSI |
BATAMAN Selatan, Kah. DENGAN
4 _ng'IFH.a;:lj = Pasaman Barat SUMATERA
ng Natal DAS Teluk .1 BARAT
S. Batang Batahan | DAS Kunkun
. | DAS Bintuas
DAS Talu
DAS MNatal
DAS Simunukan
DAS Banjar Aur
— | DAS Batahan
DAS Sukerejo i
| DAS Tamak e
| DAS Sibunian
DAS Labuhan
Bajau
DAS Labuhan | sl . ||




NO  WILAYAH SUNGAI _Hm ___LUAS [Ha) LOKASI KETERANGAN |
' u
¥ DAS Lambalk
I i DAS Labuhan
ial M Fiina . |
| DAS Bal I
[ I - DAS Masa =
DAS Bale Bale !
| DAS Teluk Limo
i | DAS Wawa [l
i DAS Mahang
| Lebara
| DAS Batuta |
DAS Baeru '
Melayu
[ T W8 ROMAN Kah, Padang Lawas, WS LINTAS
— (-IV/Af1) | Kab. Padang Lawas PROVINSI
=, 1 | DAS Rokan Utara, Kab. Labuhan DENGAN RIAL
3. Bangko Batu Selatan, Kab,
~ 8. Rokan Kirl Mandailing Natal
| B, Rokan Kanan |
5. Kubu s o=
5. Sumaur o
__| B. Sonting
[ 8 Asik B
&. Afr Pesut —
___ | 8. Sibirail
| S. Pagang -
3. Finciran
L ..ﬁlﬁ-ﬂ{!
. Timbtawan =
o | WB WAMPU - o Eab. Langkat, kab. W3 LINTAS
7 | BESITANG B Karn, Kab. Deli KABUPATEN/
DAS Damar o Serdang, Kah, KOTA
1 5. Wampu Condong Simalungun, dan Kota
DAS Pangkalan Binjai
| 8. Batang Serangan | Susy
DAR Simpang
8. Lepsn Kirl
Das
_ .35 Besiang Pardongkelan
S. Babalan DAS Besitang
5. Kapal Keruk / K. | DAS Beras
Crading Basah
5. Galaag DAS Tengguiun
| DAS Lepan n
7 =h = DAS Karakunda
4 DAS Gebang
DAS Wampu
DAS  Tanjung
Ibus
T 4 DAS Sembilan
8 W& BAH BOLON Kab. Azahan, Kab. Wa LINTAS
U IV Al Stmalungun, KABUPATEN/
5. Bah Bolon [DAS Sipare-pare Kah.Batubara, KOTA
8. Balel DAR Bolon | Kab. Serdang Bedagai,
| 8. Pare- Kota Tebing Tinggi
Pare/Cambus DAS Perupuk dan Kota
| B Pagurawan OAS K Pematatngsiantar
&, Berooik A5 Silau Bonto
| 5. Tan'ung
TS Bt
N e |
_g WS BARUMUN - o kKab. Labuhan Batu, WS LINTAS
KUALUH (I-TV/A/ 1) Labuhan Batu KABUPATEN /KO
3. Kualuh DAS Panai Selatan, Labuhan TA
DAS Acl Batu Utara,
{ 5. Bilah | Barumun Mpﬂl;ﬂddalllﬂlgﬂﬂaml.
5. Barumun ang Lawas,
Hah?ﬁgﬁa Samosir,
3. Panii Kab. Tapanuli Utara, |




(KO WILAYAH SUNGAI |

LOKASI

| EETERANGAN

Kab. Tapanuli
Selatan, dan Kab,
Azahan

DAS Hili

T8, [0uand Zala

8. Gido Zebua

DAS Sthenensi

DAS Lafau

DAE Rokan

TIAS Sawo

DAS Ladara

DAS

bAS Gamo

DAS Simpang
Eanan

DAS Moawn

DAS Mou

DAS Tumorl

DOAS Siak Besar

DAS Hudo

TAS hua

DAS Biout

DAS Kampar

DAE ldanogawo

DAS Mola

DAS Alawa:

DAS Hilthor |

DAS Shokhili !
DAL Sova |

OAE Susua

A= Masto

DAS Le Hog

DAS Hil
Amaetaluo

| DAS Faua

OAS Hili Zibono

DAS Sialikhe

DAS Medsyauwa

DAS Susuwa

DAS Oaoli

1 2AS Mola

DAS How

S Lahorme

s Mardo

DAS Oy

DAS Bitaya

[AS Kep Hinako

DIAS Wunga

Pulau Nias, Pulau
Wunga dan
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LAMPFIRAN X1 PERATURAN DAERAH PROVINST SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TAMGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG REMCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINS] BSUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEl. RENCANA PENGEMBANGAN CEKUNGAN AIR TANAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

LUAB CAT
WO HAMA CAT LOKASI
(KM}
| 1. | LANGSA [1I/A/1] 853 | Kab, Langkat Dan Aceh
7 MEDAN (1/4/1) 19.786 | Kota Medan, Kota Binjal, Kota Tebing Tinggl, Kota
Pematangsiantar, Kab, Langkat, Kab. Deli Serdang,
Kab. Serdang Bedagai, Kab. Karo, Kab. Asahan, [
Kab. Batubara, Kab. Simalungun, Kalb.
Labuhanbaty, Dan Kab. Labuhanbatu Utara.
q KUTACANE [I/A /7] 351 | Kab. karo Dan Aceh
% | SIBULLS SALAM III/A/ST) 3.5_;?-2 Kab, Tapanuli Tengah Dan Aceh
5 | SIDIKALANG [IV/A/T) "~ 2.438 | Kab. Dairl , Kab. Tapanuli Utara, Kab. Samosir,
Dan Kab, Humbang Hasundutan, Kab, Pakpak
Bharat
6 | SAMOSIR [II/A/]] 645 | Kab, Samosir .
v | PORSEA-PARAPAT (II/A[]) . iﬂﬁ___[-_iﬂr. ']“!Elha Samosir, Simalungun |
B | TARUTUNG{IT/ A/ 875 | Kab. Tapanuli Utars, Humbang Hasundutan Dan
SR [ Toba Samosir
H CONOLIMBU-GUNUNG 42 | Kab. Mias dan Kb, Nias Sclatan - Kota
| SITOLNIZALY ' Gunungsitoli '
Ly MHE?.'MIV}'A,"I] | 20| Kahb, Niaﬁ_Uial.'a )
1 | SIROCMBU[IV/A/]) [ 17 | Kab, Nias Utara Dan Kab. Nias Barat o
2 | KUALA BATANGTORU/ (IL/A/T | 795 | Kab. Tapanuli Tengah Dan Kab. Tapanuli Selatan,
T | RN Padangsidimpuan
13 | TELUE DURIAN, PEKANBARL 21799 | Kgh. Labubanbatu, Kab. Labuhanbaty Seclatan,
(/AT Kab, Padang Lawas, Dan kab. Padang Lawas Utara,
L [ . R | Tapanuli Selatan Dan Provinsl Riau
14 | BANJARAMPA [II1/A/T) 211 | Kabh, Mandailing Natal Dan Kab. Tapanuli Selatan
15 | PANYABUNGAN [II/A/]] 242 | Kab. Mandailing Natal, Tapanuli Sclatan
16 | PABARIBUHUAN (11 A/]] 225 | Kab. Padang Lawas Tapanuli Selatan o
17 | PADANGSIDIMPUAN {T1/A 1] 240 | Kota Padangsidimpuan Dan Kab. Tapanuli Selatan
18 | NATAL-UJUNGCADING [IV/A/]] 2825 | Kab. Mandailing Natal Dan Provinsi Sumatera
Harat
19 | LUBUX SIKAPING{IV/A/]) 217 | Kab. Mandailing Natal Dan Provinsi Sumatera
L)) Barat
Het |
IV : Tahapan Pengembangan
A : Pervmijudan sistem jaringan Celungan Air Tanak

A/l Komservasi Sumber Dayn Air CAT, Pendayagunaan SDA CAT

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

tid

f \ * TENGKU ERRY NURADI
Salinar; Sesuaj Dengan Aslinya
KEBALA BIRO H IJEUM,

II‘,ll Y IIH-, \
MAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIF, 139590227 195003 1 004



LAMPIEAN X1l PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 20617
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABE!L. RENCANA PENGEMBANGAN BENDUNG YANG ADA DALAM WILAYAH PROVINSI

S FATAN TR AR ok JUMLAH BENDUNG
(BUAH]
| IF | DI Bardar Siboras {1- IV/A/1] | Deli Serdang 1 iy
2. | DL.Nam\ Rambe (- IV/A/1) Deli Serdang 1
s | DL Lau Simeme (- IV/A/ 1) Deli Serdang 1
:. | Dl.Bekala (1= IV/A/1) - Deli Serdang 1
5. | DISibalangit (1- IV/A/1) Deli Serdang 2
. | DL.Kelahun Pmang (i - IV/A/ 1) Deli Serdang 1
[ % DI Narau Bintang (1 - IV/A/1) Dell Serdang 1
(8. D1 Seridang (1-TV/A/L) Deli Serdang 1
9.  DIBulian (- IV/A/1) Deli Serdang 1
10. | DI.Pay: Lombang (1-TV/A/S1) Deli Serdang 1
[1. | DI, Pekan Dolok (- [V/A/1] | Serdang Bedagal | 1
12| DI Cinta Kasih {1 - IV/A/1) Serdang Bedagai 1
13. | DI. Mesian Koo (I = IV/A /1) Deli Serdang 1
\4. | DI. Parbarakan |I- IVjA/1) | Deli Serdang 2
15. | DLPenara(I-TW/Af1) | Deli Serdang 1
16, | DIL.Wonosari (1 - V/A/1) Deli Serdang 1
17, | DI.Bardar Dolok (1—IV/A/ 1) Deli Serdang 1
18. | DI Bandar Labuhan [ - IV/A/1] "~ | Deli Serdang 1
19, | DI.Naga Timbul (1- IV/A/ 1) Deli Serdang !
20 | DI Sei Wampu [1— IV/A/ 1) | Langkat . 1
21 | DLNariu Mbelin [1 - IV A/ 1) | Langkat 1
22 | DI.Timbang Lawan {1- IV/A/ 1] | Langkat 1
23 | DLTar jung Kerighen ([ — IV/A/1) Langkat |
34 | DLKuta Pinang (1- IV/A} 1] Langkat 1
25 | DI.Parit Bindu (1- IV/A/1) Langkat 2
36 | DLKampung Mandailing (1 - [V/A/1) Langkat |
27 | DLUjung Teran (1 IV/A/ 1) Langkat - 1
38 | DISimpang Telu (1- IV/A/ 1] Langkat 1
29 | DlL.Mambang Kuning {1 - IV/A/ 1] Langkat = B
30 | Dl.Lorong Pembangunan [1— IV, A/ 1) Langkat 1
31 | DL Nemuy Sira-Sira Kanan ([ - IV/A/ 1) Langkat 1
32 | DLPekan Sawah {I- IV/A/ 1) Langkat 2
33 | DI.Bergaru {1- IV/A/ 1) Langlat 2
34 | DL Kerpei (1- IV/AS]) Langkat 2
3% | DI.Pacang Brahrang (1 - V/A/ 1] | Langkat — 1
| 3¢ | DI.Sicomulti (I - IV/AS1) | Langkat 1
37 | DLMsncang (1 - IV/A/1) | Langkat i 1
3% | DI.Paiuh Pakai (- IV/A/1) Langkat 1
3¢ | DLTungkam Sakti (I— IV/A/1) Langkat P
40, | DLTungkam Java (1 IV/A/ 1) Langhkat 2
41 | DiSisira {1 - 1IV/A/ 1) = Langkat 1
2

. | DLBukit Selamat {I- IV/A/1) Langkat




j JUMLAH BENDUNG
NO DAERAH IRIGASI LOKASI e
43, | DILBengkel |1 - IV/A/ 1] Langkat 1
44, | DLAlur Lux [1- IV/A/1) Langkat 1
| 45, | DI.Parit Lompatan (1 IV/A/1) Karo |
46, DLMunthe {I- IV/A/1] Karo =g
| 47, | DLSinga Manik [[- IV/A/ 1] Karo 1 B
| 48, | DLSugihan Sarl Munthe (- IV/A/1] Kairo |
49, | DLKutembaru (1- IV/A/1) Karo 1
=0. | DLKutsrakyat (1-1IV/A/1) Karo 1
51, | DI.Bunga Baru [I- IV/A/ 1) Karo 1
| 52. | DLBelirun [1-IV/A/1) Karo 2
53, | DI.Pare Kacih Lau Kapur (1 - ISV/A/1] Karo i
L 54, DLGuning Saribu/S.Maju (1= IV/A/1) Karo 1 ]
55, DLParimbalang {1 — IV/A/1) Karo 1
| 56. | DILParlamben (I- IV/A&/1] Kero 1
47, | DlBarung Kersap (1 - IV/A/1) Karo 1
58, | DISigenderang (T- IV/A/ 1] Karo !
59, | DLNangka Gelugur {I— V/A/1) Kara L
| 60. | Dl.Lau Biang (L~ 1V/A/1) Karo 1
1. | D1 Perbesi-Limang (1 - IV/A/ 1) Karo |
2. | DLKidupen Lau Kapur (- IV/A/1) Karo 1
63, | DI, Payung Batu Karang {[—1V/A/ 1| Karo 1
34, | DI.Tanjung Meraws {T— IV/A/ 1) Karo 1
55. | Di.Tanjung [[- IV/A/1) Karo |
56. | DI.Sigurang-garang (I — [V/A/1) Karo 1
57. | DLBegunding (T-TV/A/ 1) Karo 1
58, | DLJ.M Parit + Cinah ST (1-TV/A/1) Karn 2
60. | DIKelumpang (1 - IV/A/1) Karo 2
70, | Dl.Berastepu (1= [V/A/1) Karo 1
71. | DLGuru Kinayan {1 - IV/&/1] Kare 3 B
72 | DLBeras Tepu Tapin (I1-IV/A/ L) Karo 1 ]
73 | DL.Suka Nalu Teren {1-IV/A/1) Karo 1
74 | DI.Pasari Pusalka (1 - IV/A/ 1] Karo 1
75 | Dl.Lav Solu (I— IV/A/1) Karo g
76 | DLLal Baleng Martelu {I— IV/A/ 1] " | 'kare 3
77 | Dl.Lau Pakam Gali Masuk {1 - IV/A/ 1] | Karo 1
78 | DESuka {1-IV/A[1] Karo 1 =
79 | DI.Sulsa Nahai (1-TV/A/1) Karo 2
80 | DISinga Kutambelin (I - IV/A/ 1) Karo T o
81 | DLBunu Raya [1-IV/A/ Y Karo 1
82 | DLKandibata (1 - IV/A/ 1] Karo 1
81 | DLKardibata-Kuta Great {1- IV/A/ 1| Karo 1
84 | DLPerumbuken (1- IV/A/1) Karo 2
85 | DLBadigulen Bulan Jahe (1 - [V/A/ 1] Karo 1
B | DI.Kubu Simbelang {I- IV/A/ 1| Karo 1
87 | DlLSerdang (I-V/A/ 1| r— "
8% | DI.Sche Raya (1- [V/A/ 1) Karo 2
| 8¢, | DI.Rumamis [1- IV/A/1) | Karo — 1




: JUMLAH BENDUNG
w0 DAERAH IRIGASI oA
20, | DLDovAu [I- IV/A/1) Karo ]
91 | DLSuka Julu {{-TV/A[1) | Karo L
92, | DLJuma Padang (1~ IV/A/ 1] " Karo 1 1
23. | DLH4L Bema (I- IV/A/ 1] \ Dairi 1
94. | DLPanji Dabutar (I - IV/A/ 1) Diairi 1
95 | DI.Huta Gambir {i— IV/A/ 1) Dairi 1
9. | DLKarng {T- IV/A/1) Dairi 1
37, | DIL.Kakan Tengah (1 - IV/A/ 1) Dairi 1
98 | DI.Lac Ordi {1 - IV/A/1] ' Dairi 1
90, | DLMunglur (1- IV/A/ 1] Dairi 3
10¢ | DLMurghkur Raden (1— IV/A/ 1) Dadri 1
10 | Dl.Jura Rindang (1- IV/A/ 1) Dairi 1
16 | DlJura Gulangan |1- IV/A7 1) Dait] 1 B
10: | DISitingo (1- IV/A/1) Dalri 2 7
10 | DI.Pongkolen {1 - 1V/A/1) Dairi !
10: | DLJambu Rea (1= IV/A/1) | Dairi 2
10 | Di.Cabesasmi (L- IV/A/ 1) | Dair 1
10 | DLKuta Tinggi (1- IV/A/1] Dairi 1
101, | DI.Naroror (- [V/A/1) Dairi 3
10+ DLUIu Merah [1- IV/A/ 1] Dairi 1
“1111| DLBanjar Toba (1-IV/A/ 1) Dairi | —
11 | D1.Sarthaliang (1 - IV/A /1) Dadri 1
11! | DLFasi (T-IV/A/L) | Dairi 1
11, | DLSikaleut (1 - V/A/ L) Dadri 1
11| DL8aca Ukur [T - IV/A/1] Dairi 1
111 DL.Lae Mbelin {i - IV/A/1) Diairi 1 =1
1101 DLKuta Beroh {I- IV/A[1) Dairi 1
11| DILPardomuan (1 - IV/A, 1] Dair 1
11.1] DILSia-ung-arung (1= IV/A/1) Diairi 2
11°1,| DILParikld I {1 - IV/A/1] Dadr] 1
12| DI Bangun {1 - IV/A/1) Dairi 1
12 | DI.Par giringan {i- IV/A/ 1) | Dairi i
12| OLSumbul Raklom (1 - IV/A/ 1] | Drairi O
12.1.| DI.Lae Pinagar (1- IV/A/ 1] ' Dairl 5
12 1. DI Parikii 1 {1~ V/A/1) Dairi 2
12! DLSikunihan (1-IV/A/ 1) Dairi 1
12 1., DLJumala [[-TV/A/1) Diair 1
12, DLJuma Gajah {[- IV/A/1) Dair 1
12'}.] DLS Leu-leu {1 - IV/A/1) Dairi 3
12 1.| DLJuma Ramba (1 - IV/A/ 1] Dairi 5
13.1.| DI.Simanduma [1- IV/A/1) Daird 2
13| BLT Saluksuk {[ - IV/AS 1) Dalri 1 3
13 b.| DI, Linsga Raja [1- IV/A[1) Dairi 1
13 1.| DLSinetsot (1- IV/A/ 1] | Dairi 1
13 1| DlJuima Rusuk (I- IV/A /1) | Dairi 1
©135.| DLBatang Ari {1 - IV/A/1) Dairi 2
135 DLParbuluan (I- IV/A/ 1) Dairl L




DAERAH IRIGAST

JUMLAH BENDUNG

i [BUAH)
137, DLPergas (- IV/A/1] Dairi 1
36 DI.Siga ingging (1 - IV/A/ 1) Dairl |
3¢ DLHut: Manik {1- IV/A/1) Chasird 1
140, DLHuta Usang {[- TV A/ 1) | Diadri 1
|47 DLTamaoro (I- [V/A/1) | Dairi 2
| 142 DI.Balna {1-1v/A7 1) Dairi 1
147 .| DI.Panzgururan {1- IV/A/1) Dai 4
{44, DI.Poit <k Bintang (1 - IV/A/ 1] Dairi 2 v
145.| DI, Ganda Sumurung {1 — IV/A/ 1] Diairi ]
L4, DILHuta Pinang (1- IV/A/1) | Dwiri 1
14%.] DL.Tanzgiring (I1-IV/A/1) | Dalri 1
14 .| DlLJuma Lubang (1- IV/A/1] ' Daird 3
14¢_| DI.Sialahi (- TV/A/1) ' Dairi 1
'15(.] DLParepo (1- IV/A/1) Dairi 2
151.] DLHajiit (1- IV/A/ 1) | Dairt 1
|5:.| DI Tualang Pandan (1- [V/A/ 1) Dairt 2
157 DLJar.bur Indonesia (1 - TV/A/ 1) Dhairi 1
15| Di.Amborgang [1 - IV/A/ 1) Dairi 1
15¢.| DLHuta ibary |1 - VA7 1] Dairi 1
15¢.| DLLae Kersik {1 — IV/A/ 1] Dairi 1
157.| DLBuL1 Duri {I - IV/A/1) Dairi 1
150, DIL.Gat=las {1-IV/A/L) | Dairi 1
15¢ .| DLBar ton Kerba {1- IV/A/1) ' Dairi 1
16( .| DI.Lae Panginuman (1 - IV/A/1) Dairi 1
16 .| DI.Lae Pangaroan {1- IV/A/1) Dairi 1
16. | DLSurabart {I—TV/A/ 1) Dairt 1
160 .| DLBor gkarss (1 - IV/A/ 1] Dairi |
16 | DI.Surbul Berampu {1 IV/A/ 1} Dairi |
16 .| DLKaban Julu (- IV/Af1} Dairl 1
16t ., DLSirunde (1- IV/A/1] Daisi 1
16| Di.Lac Itam (1 - IV/A/ 1] Dairi 1
16/ | DLRarpung Merdelka (1= TV A1) Dadrd 1
16t | Dl.Lae Markelang (1- IV/A/1) Daitd 1
17t | DL.Sireatupang (1— IV/A/ 1) Diairi 1
17 | DL.Sopo Hombung (- IV/A/ 1) Dairl 1
17: | DI, Pandiangan (1= IV/A/ 1) ' Dairi 1
"17. | DlL.Lae Ambat {1 - IV/A/ 1) Dhairi 1
17 | DISiboulangit/ K. Anyer /T.Panei (1 - IV/A/ 1] Simalungun 3
17 | D. Ban Bulawan [I - IV/Af1) Simalungun i
17| DI.Bal Korah 1/ Sp.Panel (1 - IV/A/ 1) Simalungun 2
17" | DI.Par ambean; . Tongah /B.Kata {[ - IV 4/ 1] Simalungun a ]
17, | DLHuta lling [ = IVjA/ 1) Simalungun 1
17'1.| DI.8p. Raya/Sibual-bual {1- IV/A/1) | Simalungun 2
181, DIT Gelamal (1- IV/A[S1) Simalungun 1
18 | DLJalingan Sihorna (1- [V/A/ 1] Simalungun 1
18 1 | bLPuls Siborna {1- IV/A/ 1) Simalungiun 1
12 .| DI.Bah Korah II/N.Bosar (I - IV/A/ 1) Simalungun I




JUMLAH BENDUNG
HO DAERAH IRIGASI LOKASI (BUAH)
"84 DILP.Buntu Atas/Bawah (1 - IV/A/1) Simalungun 2 .
8% DI Panskalan Buntu Panei {[ - IV/A/1) Simalungun |
Bt | DL.Talvn Kondot [I- IW/ASL) Simalungun ]
187, DLBLLY Pantoan/Laras I0 (T- IW /A1) Simalungun 2
|8 DLKarang Anyer {1 - IV/A/1] ' Simalungun 1
1BC, DL Semangat Baris ([ - IV/A/ 1} Simalungun 4
19¢, DLR.Merah /K. .Sari {1- IW/A/[ 1) Simalungun 2
161 DI.Negeri Malela (1= IV/A/1] Simalungun 1
|57, DIB.Mslela/Silau Malela {I— IV/a/ 1| Simalungun 1 ]
197, DLBLI 1 5. Madela/B. Tomak (1- IV/A/ 1) Stmalungun 2 s
194:] DLDolok Malela/Bandan {I- IV/A/ 1) Simalungun 2 ]
Lo= .| DI.Cajing Masilom (1 — IV/A/ 1) Simalungun ] i
196 | DI.Margo Mulyo ([ - IV/A/ 1) Simalungun 1 -1
197 .| DI.Marihat Lela [I- IV/A/ 1) Simalungun ' 1
10¢,| DL.Edanpuyang (1- [V A1) Simalungun 3
19t DLTam bun Timur {I- V/A/1] Simalungun 1
20( | DI.Suke Sari {L— IV/A[ 1] Simalungun 1
201,| DLKan:ng Bangun {1 - NJ-;A,F 1} Simalungun 1
200 :_]:n.;rumumng -1V ALY Simalungun 2
20:.| DLSilau Merawan [1- TV/A/ 1) Simalungun 1
“2p¢ | DLSaran Padang {1 - IV/A/1) Simalungun 1
20: .| DI.Bah Bolon (1- IV/A/1] Stmalungun 1
20¢ .| DI.Ray+ Bosi Parsinalihan (I—1V/A/1) | Simalungun o
207.| DEMerck Raya [1- IV/A/1) | @imalungun 1
208 | DLSiboro (1= IV/A/1) Strmalungun 1
200 | DI Simanalih (1- V/A/ L) Simalungun 1
21( .| DL.Bandar Purba (1- IV/A[ 1} simalungun |
21 .| DLPentara 1I.— Viaji) éima.lung‘un 2
21 .| Dl.Simarpapan (I IV/A/1] Simalungun 1
212.| DLHuta Dolok {1 IV/A/ 1] Simalungun__ 1 _1
31: .| DLBaF hapal Rava (I- IV/4/1] Simalungun 1
21 DILDol:k Huluan {1- IV /A/ 1) Simalungun 1
21{. DI.Dalk Raya (I- IV/A/1) Simalungun L
21%.| DI.Bah Tangan I-11 {1-TV/A/1] | Simalungun 2
| 21i | DI.Sar. Matondang Udik {1 IV/A/ 1] Simalungan 1
21t | DIL.Manik Silau (T-TV /A /1] I Simalungun 1
220 | DI.Bakal Gajah,/T-Bolon {1~ IV/A/1) Simalungun 2
22| DI.Manik Rejo [1- IV/A/ 1) Simalungun 1
22 Dl.Sar Matondang Hilir (- IV/A/S1) Simalungun 1
22 | DI.Manik Hataran (1 - TV/A/1) Simalungun 1
22, Dl.Joriang Huluan (1- IV/A/1] Simalungun 5
22 | DLP.S damanik/Parmahanan ([ - IV/A/ 1] | Simalungun 1
220 | DI.Sinsman Tiga Urung {1- IV/A/1) | Simalungun 2
22 | DI, Bidmakmur i - IV A1) Simalungun 1
22! | DI.Sih ating Bosar {[ - IV/A/1) Simalungun 1
22| DI.Gunung Bosar {1 - IV/A/ 1) | Simalungun 1
230 | Di,Dol sk Marlawan (1 - IV/A/1] | Simalungun 1




) -
JUMLAH BENDUNG |
RO DAERAH IRIGASI LOKAS] (BUAH)
231,| DI.S.Jawa Ujung Bdr/PB Balata (1 - [V/A/ 1] Simalungun 2
23..| DLSibunga-bunga (1 - [V/A/ 1) Simalungun 1
237 DLEasndir [1- IV/A/1) Simalungun 1
l&f?_l‘,ii.?immg Ratus {1- IV/A/1] | Simalinguin 1
230 | DI.Parik Ganjang (1—TV/A/ 1) | Simalungun 2
23¢ .| Dl Jorlang Hataran [T-IV/A/S1) Simalungun 1
23..| DLBak Sampuran (1- IV /AL Simalungin 1
23| DLBal:ta Ujung Raja [1- TV/A/1) Simalungun 2
23 | DI.Mandohu {I- IV/A/1) Simalungun 1
34i | DI.Bardar Huta ([ - IV/a/ 1] Simalungun 1
34 || DLBat Birong Uiu {l— IV/4/1) Simalungun |
_.1_'4':' | DI, Baviang Siursa/Bdr.Jawa (1-IV/A/ 1) Simalungun Z -
24| DLHut 2 Imbarw/Huta Dipar {1 - IV/A/ 1] | Simalungun 1
a4 | D Karpung Sulim {1 - TV A/ 1) Simalungusn 1
24 DI Maiihat Raja 111 - IV /AL L) | Simalungun 2
24, | DLSllz u Barus/Siharanjang(l - IV/A/ 1) Simatungun 1
24| DI.Bah Kisat/Dolok Marajall— TV/A/ 1] Simalungun 1
24 1| DILHataran Bayull - IV/A/ 1) Simalungun 1
24 1 DLSagala Tortoran(l - IV/A/1] Simalungyan 5
25 )| DLPal a Putar Paliansompat (1= IV/A/ 1) Simalungun 1
95 .| DLNegeri Dolokil - IV/A/ 1] _ Simalungun 2
25 1| DI.Ma-ihat D/Tortoran Molung [1 - V/A/ 1) Simalungun g
25 |.| DLNaga Tongah(l - IV/A/ 1] Simalungun 4
25| DLMatihat Raja Tombak{l - 1V/A; 1) Simalungun 1
25 ;.| D1.8fhorna Parhonongan(I— IV/A/ 1] " Simalungun 1
25 5. DL Silorong borong Nageri(l - IV/A/ 1) Simalungun 1
257.| D10 ing Simalungun/Panuhe [I- V/A/1) Simalungun 1
25 1| DI Matlopotfl - IV /A7 1) | Simalungun 1
351.| DI.Sand Pardamean(i— IV/4/ 1) Simalungun 1
26 1| DI.Maligas Tongahil - IV/4/1 Simalungun 1
" 261.| D1.Saribu Asin]l - V/A/ 1) - Simalungun 1 N
_2€:.) DL.Kampung Melayu/Hubuan {I-1V/A/1) Simalungun 1 A
261, DI Sitampulakil - V/A/ 1] Simalungun 1 ¥
261 DLAfc.12 Bah Jambifl — TV/A/ 1] Simalungun 1
| 2e:.] DI.Hataran Jawa(l - IV/A/1) Simalungun 1 .
2615, | D1 Bah Tongguran I{I— IV/A[ 1) Simalungun ]
26 1| DLNegeri Asthil - IV/A/1) Simalungun 4
2€ 5, DILKuala Janji/Siligason(i - IV/A /S 1} Simalungun 2
2F .| DILBuatu Turnnan(i— VA 1] | Simalungun 1
24 [l DL.Merubun Rayafl - IV/A/ 1) Simalungun 1
27 :-. DI.P. ﬁw:a-,."E!-.J ambi/T.Majawa (1~ IV/AS1) Simalutigiin 1 o
27 2| Di.Bah Horas Hulu Tengahil - TV/A/ 1) Simalungun 2 |
| 275 DLJawn Tongah(l - IV/A/ 1] Simalungun 1 |
4| DLMarjanj Asih{l - [V/A/ 1] Simalungun 2
275.| Dl.Panaborangan/Dadeanil - IV/A/ 1] Simalungur 2
%h.| DI.Bah Hilang(l- IV/A/ 1) | Simalungun 1
2 .| DI.Silau Bosar(l - IV/A/ 1] " Simalungun 2

il




: JUMLAH BERDUNG
no DAERAH TRIGASI LOKASI IRtATH
97E DLAndarasih(l - IV/A/ 1) - | Simalungun [ 1
47t DLMarmosifl - IV/A/1) Simalungun ]
| 480 | DLParheohanil - IV/A/ 1) Simalungun 1
| 981.| DL.Galugur Aek Subail - IV A/ 1) | Simalungun 1
282.| DL.Sarfu Laksa(l- IV/A/1]  Simalungun 1
987 .| DI.Aek Suhall— IV/A/ 1] | Simalungun - 1
| 28| DI.Banuall- IV/A/1) Simalungun ]
Rl _ Di.Raya Timurani{l - IV/A/ 1] Simalungurn ]
28| DI.Nagnjor(l - TV/A/ 1) Simalungun 1
287 || DI.Rajn Hombang/ T, Mangara] (I-TV/A/ 1] Simalungun 1
28 .| DI Rajs Mallgas(l - IV/A/ 1) Simalungun |
281 .| DLB.Tongguran 111 Huta Bayu (1-1V/A[1) Simalungun 1
201 || D1.Bak. Lombut 1[I — IV/A/ 1) Simalungun 1
29 | DI.Maligas Bayu{l - V/A[1) Simalungun 1
29 .| DI.Bosar Bavu(l - IV/A/1) Simalungun 1
2% | DlJawa Maligas /M. Bayu(l = IV/A/ 1) Simalungun 1 |
29| DLRantofl - IV/A7 1) Simalungun 1 |
200, DLManravap(l = IV/AST) Bimalungun 1
2%, | DLBosar Majawad]l — IV/AS 1) Simalungun 1
29" | DI.S.Bolon /Parlangkitangan {1 - IV/A/ 1] Simalungun 4
29:+.| DI.Taratak Nagodang(l - IV/A/ 1) Simalungun 4
29 1.| DI.Pasar Baru Ujung Padang (1 - IV/A/ 1) Simalungun 1
30').] Di.Talun Saragihil— IV/A/ 1) Simalungun Il 1
30 .| DUHula Parik(l - IV/A/ 1) Simalungun 1
a0, DLDusun Ulu(l- VA /1) Simalungun I
301.) DLKerasaan{l - IV/A/ 1] _ Simalungun 3
_Fﬂ_'ﬂ I Dtll;vrqm.u:ia;}}%'urbngnndm—wl?gm_ Simalungun 2
305 DLUjung Pait(l—IV/A/ 1) Simalungun 1
303, DI.Pardagangan|i — IV/A/ 1) Simalungun 1
307, DILTj. Hataran(l - IV/A/S 1) Simalungun 1
303,| DLHatung Kahean(l - IV/A/ 1] Simalungun 0 o
" 3C3.| DL.Naza Dolokil— IV/A/ 1| " Simalungun 1
31°.| DL.Bax Tonang(l - IV/A/1) ' Simalungun |
" 311.| DI.Negeri Dolok Kahean(l - IV/A/ 1) Simalungun ; 1
| 312 DLSH nduk(l - IV/A/ 1) | Simalungun | 1
31%,| DI.Sikarah-korah{l - IV/A/1) Simalungun I 1
31| DLZambosar Rayall - VAT Simalunguti ' 1
315.| DI.Pers.Desa Antara(l— IV/A/ 1] Asaban 1
3'5,| DIPe-s.Sukarami/Kp,Banteng (IV/A/ 1] Asahan |
3°7.| DI.Pe-s.Desa Gajah(l - [V/A/ 1) Asahan 1
378.| DI.Pe-s.Serba Jadiil - IV/A/ 1) Asahan 1
| 3°9.| DIPers.Sungai Balaill - IV/A/ 1] Asahan 1
| 300.| DLPers.Kp.Jatil - IV/A/1) Asahan 1
3: L.| DL Pers.Panca Argall - IV/A/ 1) Asahan 1
| 3:%2.| Di.Pers.Sei Beluruil - IV/A/ 1) Asahan 1
| 3.3, DI_Pers Serbangan(l - IV/A/ 1] Asahan 1
3. +.| DL.Pers.Setia Budifi— IV/A/ 1] "Asanan - =




f . JUMLAH BENDUNG
ne DAERAH IRIGASI ‘LOKASI (BUAH)
32i.] DLPers.Silau Marajall - V/A/1) Asahan 1
32.+.| DILPers.Sei Serani(l - IV/A/ 1] Asahan -3
32.'| DI.Sinar Toball - IV/A/ 1) Labuhan Batu 1
3:2';- DL Sakeapi-kopifl = IV /Af 1) Labuhan Batu 1
321 DI.Bandar Lamall - IV/A/1] Labuhen Batu 1
"33 +| DIL.Gu ting Sagafl - [V/A/1) Labuhan Batu 1
"33 .| DLAek Patiafl - IV/A/ 1) Lahuhan Batu 1
33| DLEp.Lalang(l- V/A/1) | Labuhan Batu 2
33 1| DI Sianparik(l - IV/A/ 1] Labuhan Batu 1
33 .| DLSei Tualang(l— V/A/1) | Labuhan Batu 1
33| DLBinar Harapanil - IV/A/1) Labuhan Batu 1
33, DLBulang Iitl - IV/A/ 1] | Labuhan Baru 1
33| DLAek Riung/A.Tapall - IV/A/ 1) Labuhan Batu 1
33| DLAel Paingil — IV/A/1) Labuhan Batu 3
33| DLBangun Sari(l - V/A/ 1) | Labuhan Batu ]
34.1.] DLParmerahanil - IV/A/ 1) Labuhan Bary !
12 | DI Simangatasi {1 — IV/Af L) Toha Samosic 2
34.1| DL Dolok Jior{l = IV7A/ 1) Toba Samosir !
34 .| DL Simangatasi Iff - IV/A/1) Toba Samosic i
34 .| DLAek Mandosi [{1— IV/A/1) Toba Samosir 2
34.1.| DLAek Salakil - IV/A/1) | Toba Samosir 2
34. I DI.S]I.E_-I.]'IE.T:B-:.E‘I'I&T[] -IV/AL L i | Toba Samosir ]
34| DLAek Janggall - IV/A/ 1} Toba Samosir 3
34,1 | DLAck Mandosi II{I - TV / A/ 1) Toba Samosir 1
341 | DL.Ack Mandosi [I{1 - IV/A/ 1] [Toba Samasir 1
35 1| DLAek Mandosi [{I - IV/A/ 1] Toba Samosir B 1
35 | DI.Ber.dar Tabu(l - IV/A/ 1) Toba Samosir |
35! | DI.Sibaruang(l — VA7 1] Toba Samosir 1
'35 | DLSimarintop{]l ~ IV/A/ 1] - Toha Samosir 2
35 | DLSilem Banuafl - IV/A/ 1} Toba Samoslr 3
35, | DL.Lurmban Gorat(l — IV A/ 1) Toba Samosir 1
35, | DLPaindoan(]l - IV/A/ 1) Toba Samosir 1
35" | DLSibng-bong(l - IV/A /1] Toba Samosir 1
250 | DS ananpang{l — IV /A S 1) Toba Samosir 1
351 | DLMeatfl - IV/A/1) Toba Samosir 1
361 | DI Lagundi[l - IV/A/1) Toba Samostr 1
36 | DILLuriban Ria-riafl - V/A/1) Toba Samosir 1
36 | DI.Tele Harian Bohofl - IV /A7 1] | Samosir 1
36 | DlLincoong {1 - IV/A/ 1) Samosit !
60| | DLSibong-bong Siriaon(l — [V/AS L) Samosir 1
36! | DI.Sirinon Buhit{l— IV/A/ 1) Samoslr 1
26t | DI Bingngan Aron(l - T"HM}_:_ | Samosir L
36 | DIL.Sig:mbangl— IV/A/ 1) Samosir 1
36:. | DLSitete(l - IV/A/1) Samosir 1
36 | DLSiguluan(l - IV/A/1) | Samosir 1
_?'_I-‘-: .: DILSit bung(i - TV/A/S 1] | Samosir 1
37 .| DiSlugan-ugan(l - IV/A/ 1] | Samosir 1




N DAERAH IRIGASI LOKASI VUMLAR BENDUGG
C : [BUAH) |
a70.| DILHaiH(I - IV/A/ 1) Smnsic 1
37 b.| DLSihotang(l - IV/A/ 1) Samosir 1
37 1| DLTamball - IV/a, 1] Samosir 1
37 5.| DI Nainggolan Parhusip(l = [V &/ 1) Samosir 1
37 5| DI, Pangaseanil - IV/A[ 1) Samosir 1
37 .| DLSimek-mok(l - IV/A/ 1) Humbang Hasundutan 1
37 1. DI.Siditanitano(l - IV/A /1] Humbang Hasundutan 1
" 37'1.| DI.Slgarong-gorong(l — IV,/A/ 1} Humbang Hasundutan 1
383, DLSidoras(l - [V/A/1) Humbang Hasundutan |
38 . DILSijaball - VA1) Humbang Hasunduten 1 B
a8 t| DLAek Butar(l - IV/A/1] Humbang Hasundutan 1
38| DL.Siguhibutuhall - IV /A (1) Humbang Hasundutarn 1 |
38 l DELHu asodt]l - IV /&7 1) Humbang Hasundutan 1 -
" 385.| DLSambariba Horbofl — IV/A/ 1) Humbang Hasundutan ! '
38| DI.Sioma-omail - IV A/ 1] Humbang Hasundutan 1 I
38", | DI.Sasar Tambaldl - IV A/ 1) Humbang Hasundutan 1 ;
36| DLLumban Peall - IV/A/ 1] Humbang Hasundutan 1 '
38| DLBanjar Sitabo-tabo(l - IV/A/ 1] Humbang Hasundutan ]
" 39| DLSiborgungll - IV/A/ 1) Tapanull Utara 1
39 DLHuanamorall = IV/AS 1) Tapanuli LHara 1
39| DI Stmartai-laill - V/A/ 1) Tapanull Utara 1
391 DL.Saba Dolok(l - IV/A/1) Tapanuli Utars 1
391| DLOn dﬂpﬁ;:v.angtr -V AS]] Tapanull Mara 1
395 DiSialangll- IV/A/1] Tapanuli Utara 1
39| DLSaraliafl - IV/A/1] "Tapanull Utara 1
35 ', | DLAek Horasan(l— IV/A/1) ' Tapanuli Utars 1
' 391.| DL.Sampuranil - IV/A/1] Tapanuli Utara 1
39.1.| Di.Aet: Halian Harangan(l - IV/A/ 1) | Tapanuli Utara 1
40').| DI.Du=un Pansinaran(l— [V/A/1) " |TapanuliVara | 1 |
40 D Sibiondongll - IV/A/ 1} Humbang Hasundutan 1
40 1| DI.Parmiahan Hutapaun{l - TV/A/ 1) Humbang Hasundutan 1
40 l ClLSilaga-lagall - IV/ A/ 1] | Humbang Hasundutan 1
40| DELUnce Mukkudl - IV/A/1] Humbang Hasundutan |
404 DI.Gamanil -V A/ 1) Humbang Hasundutan |
40 ;.| DL.Paya Sordangll - IV/A /1) Taparull Selatan 2
40", DI.Batang Hungfl - IV/A/ 1] Tapanuli Selatan |
40'4.; DLBata Ganafl - IV/A/ 1) Tapanull Selatan |
401 DLSigama Ujung Gading(l - IV/A/ 1) Tapanull Selatan |
41k DEPeyva Anpgirfl - IVSALL) Taparuli 3elatan 1
41 | DI Hajoranil — IV/A/ 1] Tapanuli Selatan 2
411} DILar tosanil— IV/A/ 1) Tapanuli Selatan 2 L
e DI.5ilang Kitangll — IV/A 1) Tapanuli Selatan | 1T
41 ;_ DLHaribulall — IV /A S L) Tapanuli Sclatan 1
41, DLAek Suhatil - [V/A/1) Tapanuli Selatan 1
414, DLJarji Manshan(l - IV/A/ 1] Tapanuli Selatan X 1 N
41| DLBababit - IV/A/1] " Tapanuli Selatan = | 1
41 : Di.Saba Pijor Koling(l - IV/A/ 1) Tapanull Selatan 1
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| 412 DLSiburmas{l - IV/A/ 1] Tapanuli Selatan _

421: DLAek Huristak(l - IV/A/1) | Tapanuli Selatan

421 DL Parupuk Julufl - IV/Af 1) Tapanull Selatan

422, DL Padzng Sibio-bioll - IV/A/1)

Tapanuli Selatan

JrE’.~ .' Dl Saba Panompuan(l — IV/A/ 1)

Tapanuli Selatan

42¢ | DLUjung Gurap(l - IV/A/ 1)

TaE.-anult Selatan

425 | DLBat Nadua(l-IV/A/1)

42¢. DI.Batang Kumalil - IV/A/1)

Tapanull Selatan

Tapanuli Selatan

427 | DLSiharng-horing{l — IV/A /1]

Tapanuli Selatan

425 DILPadang Garugur(l - IV/A/ 1)

]

42¢ ' DI Morang(] - TV/A/1)

430 .| DI.Passr Matanggor{l — IV/A/ 1]

e o — . nm

'_’_Il‘a_panuli Selatan

Tapanuli Selatan

43" .. DLSaba Nabundong(l - IV/A/ I
437, DI.Pasar Matangpor Kiri(l - IV /A7 1)

Tapanuli Selatan

Tapanuli Selatan

437, DI Sayiur Matinggi.ll - l‘lul',n'a‘.,-"lp

Tapanull Selatan

SEAMEL ot Siaf CSEE a1 A

43<.| DI E:ﬂl::unganfﬂck Kusyan(l- TV/Af1)

Tapanuli Selatan

|--\.u-- v ——

131 .| DLAek Sipogas(i - TV/A /1)

Tapanuli Selatan

43t .| DI.Sibong-bong Napail - IV/A /1)

Tapanuli Selatan

$37.| DI.Bata Lubang{l - V/A/ 1}

Tapanuli Selatan

13 | DLPamvanggar(l - IV/A/ 1)

Tapanuli Selatan

—

43¢ | DIPul Godang(l - IV/A/1)

| Tapanuli Selatan

441 DI, 8zbungan Kompleksil - IV A/ 1]

' Tapanuli Selaian

44 | DLSata Julu/Jae/P.Sampil - IV/A/ 1)

Tapanul Selatan

4400 DL Hwia CGodang(l - TV/AF L)

LG FhalEars

Tapanuli Selatan

44, | DLArsAI - IV/A/ 1)

Tapanuli Selatan

44 | DLAck Siloll— IV/A/ 1)

Tapanuli Selatan

d44.1 | DLBaba Gotl/Saba Poldung(l - IV/A/ 1)

444, | DL8aba Redang(l - IV/A/ 1

_ _’J‘la_p._a.nuli Selatan

Tapanull Selatan

44" | DIL.Aeh Hurabav(l - IV /A /1)

Tapanuli Sclatan

44, DLSHgpome=-lnggomil = IV/AFL)

Tapanuli Selatan

441,| DI.Batang Miha Tabusira{l - IV/A/ 1)

Tapan uli Selatan

45| DILRumah Potongll - IV/A/ 1)

Tapanuli Selatan

45 .| DLAek Siala Lancat{l - TV/A/ 1)

Tapanull Selatan

45 !,| DLSig ring-giring{l - IV/A/1]

Tapanuli Selatan

45 1., DL.Busga Bonder IX[I - IV/A/ 1)

Tapanuli Selatan

45| DLBunga Bondar X(I-1v/A/ 1]

Tapanuli-Selatan

45| DI.Hazang Marsada(l - TV/A/1)
453, DL.Ramba Sfasur]l = IV/A/1)

Tapanuli Selatan

457.| DILNaga Sibual-buakil - IV/A/ 1)

rep———l s

| Tapanuli Selatan

| Tapamuli Selatan

451, DI.Saba Julu {I-TV/AS1)

PRSP ] el A

I Tapanuli Selatan

45 3.| DILSisla Gundifl - IV/A/ 1)

Tapanuli Selatan

461, DILSidap-dap(l - [V/A/1)

| Tapanuli Selatan

461.| DIL.Ha-ambaniafl - IV/A/ 1]

l Tapanul Selatan

461, DLBasu Tunggal(l - IV/A/ 1)

| Tapanuli Selatan

46 1.| DI.Batu Horpak(l - IV/A/1)

Tapanuli Selatan

e e T T

461.] DL.Surauran(i - IV/A/1)

Tapanuli Selatan

463, DLSipogu(l - IV/A/ 1)

Tapanuli Selatan

|
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4043, DLSaha Tolang(l - TV/A/ 1) | Tapanuli Selatan 1
| 407.| DLGuUnting Pegell - [V/A/ 1) Tapanuli Selaran 1
| 41| DI.Tolang Dolok{l - IV/ 4/ 1} Tapanull Selatan ] |
4t 9. DLSimanosor Julull - IV/A/ 1) Tapanuli Selatan 2
| 470, DILParan Padangfl - IV/A/ 1) Tapanuli Sclatan 1 i
47 1| DLSitandiang{ - IV/A/ 1) Tapanull Selatan B3
[ 472.| DLArse Jae Dolok(l - IV/A/ 1] Tapanuli Selatan g
[ 373.| DLAck Sulum{i - IV/A/1) Tapariuli Selatan 1 |
4] DL Sihadear(] - IV/A /) Tapanuli Selatan 1
4 5.| DLLusuk Kerek(l - [V/A/ 1) Tapanuli Selatan 1

4745, DLJanji Manaon - TV/A/ 1) Tapanuli Selatan 1
47 7.| DLBetang Miha Situmball - IV/Af 1] Tapanuli Selatan 1
475, DILHz sahatan{l - IV/A/1) Tapanuli Selatan | ]
3| DLSilulung Birall - IV/A/ 1] Tapanuli Selatan ' |
| 4i0.| DLBL- Sitongkon /N Surom{l - IV/A/ 1) Tapanuli Selatan 1
41 1| DI Tahalak Senjongll - TV/A/1) Tapanuli Selatan 1
467 DLSlorhus{l— VA1) = Tapenuli Selatan 1
[ 4¢3.] DI.Sibornall - IV/AS1) | Tapanuli Selatan |
| 414, DI.Saba Pasir /L Godang{l - IV/A/ 1] Tapanuli Selatan 1
| 4 5.] D1LBeru Bintang{l - IV/A/ 1] Tapanuli Selatan - 1
| 4i6.| DILAk Tinga(l - IV/A/ 1] Tapanuli Selatan 1
| 41 7| DLAL Balai{l - IV/A/ 1) ' Tapanuli Sclatan |
4 #,! DLPangesahan(l - IV/A/ 1) Tapanuli Selatan 1

"4i%.| DLUjung Batu/Penguapany Tapanuli Selatan 1 _k
[ 4:0.] DLAgK Sibontar(l - IV/A/ 1) Tapanuli Selatan 1
| 4 |,| DLAek Nabara(l - [V/A/ 1] Tapanuli Selatan =
| 203 DlLAek Sihapas Kirl/ Kanan{l - [V/A/1) | Tapanuli Selatan ! 1 ]
| 41 3| DI Berang Gadisfl - IV/A/ 1) Mandailing Natal ]

40| DLM Bada/Simangambat(l - VA1) | Mandailing Natal ]
| 4t 5.| DI.Sgsopan/Tangga Bosill - V/A/ 1] | Mandailing Natal 1

444, D1Berang Angkolafl - IV/AS 1) Mandailing Natal 1
40 7.| D1 Sivonoan(l - IV/A/ 1] Mandailing Natal 1

41 5. DILMulintang(l - IV/A/ 1) Mandailing Natal |
| 409.| DLACk Sailifl - V/A/ 1) Mardailing Natal 1 ,
501, DLMompang(l - IV/A; 1] | Mandailing Natal 1
5t 1| Dl.Basa Roburan(l - IV A/ 1) Mandailing Natal ]
| 502.] DILPava Bulan Maga(l - IV/A/ 1) Mandailing Natal ]
| 5(3.] DLAck Marian{t - IV/4/1) Mandailing Natal 1
504, DLAeK Pohon(l - IV/A /1) Mandailing Natal |
55, DILSipolu-polu(l — v/ 1] Mandailing Natal 1
" 504.] DI.ASk Roburan{l - IV/ A/ 1} | Mandailing Natal 1
517, DL8asa Tambangan|l — IV/A/1) Mandailing Natal 1
_5[ . D1 Huta Pungloug(] = IV /A 1 Mandailing Natal 1___

509,| DL.Pemisan Air Asam(l - IV/A/ 1) Mandailirg Natal 1 ,
| 5.0.] DL.Miara Siambakil - IV/4/ 1) Mandailing Natal I
| 5 L] DLHita aDangka(l - IV/A/1) | Mandailing Natal 1
| 5.2 DI H.ita Godangfl - IV/A/1) ' Mandailing Natal 1
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"51. | DI Pakantan Dolok Hutafl — IV/A/1| | Mandailing Natal |

51 | DISikoling-koling(l - IV /A1) Tapanuli Tengah 1

31F || DL ratan(l — VA 1) | Tapanuli Tengah 1

510, | DLSigedungil— IV/A/ 1) | Tapanuli Tengah b
51 | DLSite kkeurak(l - IV/A/ 1] Tapanuli Tengah ) 1 B

511, | DI.Sitiatang(I - V/A/ 1] Tapanuli Tengah 2 -

511 | DI.Rogasil - IV/A/ 1| Tapanuli Tengah 1
5011 | DLSirulbas(l - [V/A/1) Tapanuli Tengah 1

52, | DLSihapas{l— ¥/ A/ 1) Tapanull Tengah 1

52! DL.Rasofl— IV/Aj 1) Tapanuli Tengah 1

52, | DI Pariabianfl - IV/A/ 1] Tapanuli Tergah 1

52 | DISorkam Kirifl - IV/A/ 1) Tapanuli Tengah 1

52+ | DL.Sorkam Kanan{l — IV /A/1) | Tapanuli Tengsh 1

5211, | DI.Turaball - IV/A/ 1) " Tapanuli Tengah l

52 | DI.Sitelbakil - IV/A/ 1] Tapanuli Tengah 2

52 | DLSipwang{l - IV/A/ 15- | Tapsinull Tengah 1 =

5201,| D Tolang (1- IV/A/1) ' Tapariuli Tengah 1
B3 BL.Manduamas(l — IV A/ 1) Tapanuli Tengah E

53 | DLBinjoharall - IV/A/1) Taparull Tengah 1
53] DH.Sipaubat{l— IV A /1) Tapanull Tengah :

53...| DLSiali Tukka(i— V/A/1) Taparuli Tengah 1

53 .| DLStpalis(l - V/A/ 1) Tapanuli Tengah 1

53 1, DI.S{lega lagafl - IV/A/ 1) Tapanuli Tengah )

53, DLHu'a Imbaru(l - IV/A/1) | Tepanuli Tengah 2

53| DILSMel(l - V/A/ 1] Tapanyll Tengah 1
531.| DLiorsik] - IV/A/ 1) Tapanuli Tengah |

53 1| DL.Badiri Loptan(l - IV/A/ 1) Tapanuli Tengah 1
541,] DI Parmaldoan(l - IV/A/ 1) Tapanuli Tengah 1

54 | PILPardurungan(l - IV/ A/ 1) Tapanuli Tengah R |

54 DILDL Mombang Borull - IV/A/ 1) Tapanuli Tengah 1

54 || DLSitandiang{l - IV/A/1] [ Tapanuli Tengah 2

54 -.| DLSidoymubrodl = IV/AS1) Tapanuii Tengah B 2

541 DI.Mﬂ;ldaiij_n.g[l—_f"i.ffA,.f 1 | Tapanuli Tengah 1

54 1.| D1,Simanosor Julufl - IV A/ 1] Tapanuli Tengah 3

54 °| DI.Sihiong{l - IV/A/1) Tapanuli Tengah 1

54 1 DILGido Sebua(l - IV/A/1) Nias 1

54 1| DINdra Humene(l - [V/A/ 1) | Nias 2
551 DLAfiafl - V/A/ 1} ' Nias 1

55 | DLTorowsil— IV /A/1) T ) 2

55 1| DITow Hilimbowall - [V/A/ 1) Nias 1

55 1. DI Lewuombanua(l - IV/A, 1] Nias 1

55 1| DI.Moawuil - IV/A/1] Nias 1
554 DLBageall - IV/4/1) Nigs 1

55 5.| DIL.Sogawull - IV/A/ 1) Nias 2

55 7.| D1.Sobaewall — 1V/A/1] Nias 1
"854 DI.Tumon(l-IV/A/1] . Nias 1

55 1| DLSimalifl - IV/A/ 1) ' Nias 1




=11 -

. JUMLAH BERDUNG
N DAERAH IRIGAST LOKASI (BUAH)
561 | DI Tul imbehol - IV/A/ 1) Nias 1
56 | DI Fackhuna'a(l - IV/A/1) Nias 1
56: | DLMiganall- IV/A/1) Nias 1
560 | DLUmbu Dahanall - IV/A/ 1] Nias 1
56 | DLShBI- IV/A/1] Nias 2
56| DLIdaso Zalal - IV/A/ 1] Nias Selatan 2
561 DILSiallkhed] - IV/A/ 1] Nias Selatan 2
56 | DLBol!l-TV/A/1) Nias Selatar 1
56 1| DL Sizawilifl — IV/A/ 1] Nias Selatan 2
56/1.| DLOtwall - [V/A/1] Nigs Selatan 1
5711.| DI.Sarainall - IV/A[ 1] Nias Sclatan , |
57 | DI Siwalawa(l - IVjA/ 1] Nias Selatan - 1
571, DLMesoll - V/A/1] Wizs Selatan 1
570 Dl Lasull - IV/A/1) Nias Selatan 1
57 1| DLHilalawuil - IV/A/ 1) Nias Selatan 1
57 i.| DI Behugoll - IV/A/ 1 Nias Selatan 1
57 4. DLDwmill- IV/&/1) Nias Selatan 1
57| DLEM({1- IV/A/1) | Nias Selatan 1
57 1.| DL.Somawn/ Lologundreil - IV/A /1) | Nias Selatan 1
57 )| DI.Lobmayofl - IV/A/ 1 Nias Selatan 1
58 ).| DLBal: Korah 11/ N Bosar(l - IV/A/ 1) Pematang Siantar 8
58 L] DlL.Tabun Barat(l - IV/A/ 1) Pematang Siantar ; 1
“584,| DLBalt Kapulll - IV/A/1] | Pematang Siantar 2
585, DI.Sibatu-batu {[- TV A/ 1) Pematang Siantar 4
58 1.| DI.Simarimbun, M. Rambung (I IV/A/ 1) Pematang Slantar 4
58 5.] DI.Martoba Tj, Pingglr 1 - IV/A/ 1) Pematang Siantar ]
583, DI.Martoba Alas ([-1V/A/1] Pematang Siantar 1
l 763
Beto rangan :
I=T . Tahapan Pengenbangan
A : Rehalilitasi, peninglatan dan perluasan prasarana dan sarana jaringan itigasi rawa
Afl i Rehal:ilitasi, peninghatan dan perluasan prasarana dan saraha jaringan irigasi rawa
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LAMPIRAN XI1I PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINS] SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL. DAERAH IRIGASI DI WILAYAH PROVINSI

NAMA KABUPATEN/ : LUAS | Tingkat | Mntas/
0| DAEFAH IRIGASI KOTA BRCAMAIAN (Ha) | Jaringan | OB
| 1. K 'WENANGAN PEMERINTAH { > 3000 Ha, DI lintas provinsi, lintas Negara, dan strategis nasional]
| A TAERAH IRIGASI FERMUKAAN |
I | DL BATANG BATAHAN | Kab. Mandailing 483 | Teknis | Lintas
Natal / Provinsi Provinsi
| | | | Sumatera Barat
2 [ 1 NAMLU BIRA SIRA Kab, Langkat [ Sei Bingei, Kuala, 6.300 | Teknis Lintas
Kota Binjat Selesai, Binjai Kab/Hota
| Selatan
3 | D PAYA SORDANG | Kab. Tapanuli Batang Angkela, 4.350 | Teknis | Lintas
| Selatan / kota Padangsidimpuan Kah/kota
® Padangsidimpuan | Tenggara | | |
4 | DL BATANG ANGKOLA | Kab. Mandailing 7.200 | Teknis Lintas
Natal / Kab, kab/RKota
" TepanuliSelatan | | | | -
% | DA SUNGA] ULAR Kab, Deli 8.500 | Teknis Lintas
' Serdang/Kah. Kab/Kota
! Serdang Bedagal
€ | DI BANDAR SIDORAS Kab. Deli Serdang irirak e s 3.017 Teknls E{aEE:Itqu{I:nm
% | D.l. SE1 3ELUTU Kab. Serdang ; 5.0482 Semi Ltuh
il | Bedagai i Teknis _ Kab/Kota
& | D1 KEEASAAN Kab. Simalungun Pemsitang Bandar 5.000 | Teknis Hﬂiﬁr?lh?:-ta
f ] | i2.I.PEREOTAAN Kab. Batu Bara Air Putih 3.457 Teknis E{a%?ﬂ A
13 | D.l. BATANG ILUNG Kab. Padang 4.194 Teknls Utuh
1 G GADIS Lm;afdlj“:imaﬂmg — 6.628 Tekn Kabfﬁﬁta
1 21 BATAN Is Kab. Man 3 15 Lt
| I Natal i o | |Kab/Koa
12 | D.I. ASAHAN Kab, Asahan/Kab. 102,000 | Teknis Lintas
Batu Bara/ Kab. Kab/Kota
Labuhan Batu
Kab, Labuhan
i A Batu Uwara
13- DI, SEI WAMPU Kab, Langkat Secanggang,Seca 10,991 Teknls Utuh
nggang, Hinal, kaby/ Kota
1 Wampu, Stabat
14 DI SEI SILAU kab, Asahan 13.000 | Teknis Utuh
| Kab/Kota
15 D1, BATANG TORU Kab, Tapanuli Pahae Jae, 3.200 | Teknis Utuh
B | O | Utara Simangumban Kab/Kota
| JUMLARE 190202 |
[.LB. JTAERAH TRIGASI RAWA
| T DLE SEILEBAH | Kab, Asahan 3.031 Utuh |
¥l : e | | Kab/Kota
2 DLR PAYALAH-LAH . Kab, Karo 3.300 |I [ Utuh
i Kab/Kota
3 DJLEEKUALUR | Kab. Labuhan Q.500 Utuh
(4 ] | Batu : Kah/Kota
4  D.LE. PANAI HILIR | Kab. Labuhan 5.200 | Utuh
| Batu Kab/Kota
3  DULER TAMJUNG Kah. Labuhan 13.116 Utuh
I LEIDON Batu ' |Kah,/ Kota
5 DLE PZMATANG Eab. Serdang 1.464 Utuh
__ CERMA Bedagai | _— | Kab/Kota
JUMLAIL 37.611
TOTAL 227.813 |




== I
FAMA KABUPATEN/ LUAB | 7mingkat Lintas/
§ A HKECAMATAN
DAERAH [RIGASI KOTA (Ha) | Jariogen i| u’:ﬁ_
1. K ;WENANCGAN PEMERINTAH PROVINSI (1000 Ha - 3000 Ha, Lintas Kabupaten/Kota) =
' I.ATLAERAH I‘EI&H.EI PERMUKAAN
| T.A.1 1mn I-In-:!ﬂﬂlul-hlﬁml LINTAS)

[ | il. SECANGGANG Langkat Secanggang L4007 Teknis | Utuh
| BLIN L Kab/Kota
3 2l PARIT LOMPATEN Karo Tiga Binanga 1.2493 Survei Utuh

I-IV/Af 1) Investigasl |Kab,/Kota
Design
3 [ 1. MEDAN KRIO Deli Serdang =~ | Sunggal 2.800 | Teknis Utuh
| U | H-IVEAL ) g R i Kab/Kota
¥ M. RANTD PAMJANG Deli Serdang Beringin, Pantal 23059 Survel Uruh
1-IW7Af1) Labu Investigasi |Kab,/Kota
|| _ Design
3 | al. NAMCO RAMBE Deli Serdang Namo Rambe 1.036 Teknis Utuh
| P 1 8-IV/AST) _ | Kab/Kota |
5 | Ol LANGAU {IFIV/A]1) | Serdang Bedagal | T. Tinggi, Bdr. Z.000 | Survei Ututh
Khalifah Investigas] |Kab/Kota
: Design
7 | DI PEKAN KAMIS Serdang Bedagai | Dolok Masihl 1100 Survel Lituh
| FIV/A[L Investigasi |Kab/Kota
| S e —— Design
8 [l PEEAN DOLOK Zerdang Bedagad Dolok Masihl 1.0:50 Survel Utuh
IV AT Investigasl |Kab/Kota
| | _ Diessign
g | [I. PANAMBEAN/F. Simalungun Panei 1.723 Teknis Utuh
| FONGAH /B, KATA Kab, Kota
| (-TV/A /T
TAEER Simaiungun Pematang Bandar 1.040 Teknis Utuh
\ JAVACO_ONISASL/PUR Kab/Kota
BOCONLO
|- IV AAT ST
L1 | 1D, MACHh SOMPAH Stmalungun Pematang Bandar 1.360 Teknis Ltk
(I-IV/ASL) R - Kab/Kota
12 | D1, BAH TONGOURAN Sinmlungun Tanah Jaws 1.186 Teknis Ltiih
| eTvsAL L) Kah,/Kota
i3 | DI, BAH HJORAS Simalungun Tanah Jawa 1.050 | Teknis Utuh
| HULU /TONGAH Kab, Kota
H-IV/A/ L] 3
13 | DI RAJE HOMBANG,T. | Simalungun Hiata Bayu Raja Z.045 | Teknis | Utuh
IMANGARATA Kab/Kota
[=IV/A) 1 — R
15 |2l BAJE MALIGAS Simalungun Huta Bayu Ra,]a 1,000 Teknis Utuh
-V A/ 1] Kab/Kota
16 | DI SIMANTIN PANE Simalungun Panei L.OG0 Burvei Bjrilyl
DAME Investigasi [Kab/Kota
L LI-IVAAL | Diesign
17 " DI, PENTARA Slmalungun ' Rava 1.034 Survel Utuh
T-IViAS ) ' Investigasi |Kab/Kota |
! = Design
18- DI BULLIDLIEI Crairi Lae Parira 1008 Burvei Lituh
(-IV/A/ 1) . Investigasi |Kab/Kota
| - Design
| 19 DI LAE ORDI Pakpak Bharat | STTU Julu L200 | Survel Utk
(1-IV/ /A1) Investigasi |Kab/Kota
! Design
20 Dl SIMANCATASI Toba Samosir | Silaen L3515 Teknis Utiah
| (-Iviaf) | B Kah,/ Kota
<1 DI AEK MANDOSI Toba Samosir Porses LGed Survei Utuh
(-IV /A7) Investigasi |Kab/Kota
L - Design
22 DL TANITUNG MDA Asahan | -Air Putih 11a¥ JH Liuh
(I-IV /A7 1) Kah/ Kota
23 DI, PUEWODADT (I- Asahan Lima Puluh 1635 E LItuh
S 5T - Kah/Kota
24 DL CINTA MAJUSCINTA | Asahan Alr Putih 1732 P Utuh
DAMAL (-IV/A/ 1] , |Kah/Kota
75 DI SUNGAI BALAI [I- | Asahan Sungai Balai 1185 Survel | Utuh




NAMA KABUPATEN/ LUAB Lintas/
10| DAERAH IRIGAST | KOTA | MELatarn (Ha) -hrhﬂlm an
; i Lintas
WiASL) [rvestigasi (Rab/Kola
- L Lresign
L€ | L SIMODONG | Asaban Medang Deras 2435 Survel Utuh
[-TV/A[ 1 ' Investignsi | Kab/Kota
Ll Design -
! 21, PANCA ARGA Asahan Meranti 2.500 T Lk
| ewyast Kab/Kota
FE | ol SERBANGAN Asahan Meratiti B.333 ks tukh
| | EIV/ASTL i |Kab/Kota
ol AEK SILO KOMPLEK | Tapanuli Sclatan | Arse, Sipirok 1.014 T [ Utuh
] -IV/AL L T | Kah/Kota
» 0 | 01 SIPIRJK KOMPLEK | Tepanuli Selatan | Sipirok 1.562 Survei Utuh
LIV AL Investigasi | Kb, Kota
4! 1] _ _ Design
i1 | oI TABUSIRA KOMPLEK | Tapanuli Selatan | Anghola Timur 1300 Survel Utuh
11V /A ST} Investigast | Kab/Kota
oAl | Design
&1 Ol BALATGKA Tapanull Selatan 1.016 Utuh
SITONGHEOMN  HAPA KehfRata
| | SUROM _

& | OL BIBOMA/LUBUK Tapanuli Selatan 1.350 Utuh
|| GODANG S, PASIR II ) | Kahy Kota
4 |, BIGORBUS Tapanull Selatan 2,100 Utah
| SOMPLEX Kab/Kota
& | Ol NAPAC TANJUNG Tapanulf Selatan 1.200 | Lk
| | SERINGIY _ - Kah/Kota
A | 1 PADANG GARUGUR | Tapanuli Selatan 1.050 Utuh
|| YIRI/KANAN Rab)/ Kota |
7 | AL UJUKG GURAF/ Padang Batu Nadua 1396 Survei Utuh

SATU NADUA Sidimpuan Irvestigasi |\ Kab/Kota
|| wvragL . Design I
# [ BADLY LOPIAN | Tapanuli Tengah | Lumut L.283 ST Utuh
BTV . Kah/Kota
i | DL PANCURUNGAN Tapanuii Tengah | Pinang Sori 1.76% | mn Utuh
SITANDIANG ' Kab/Koma
1 {viagas B |
b [}, SARLLLAS LEHU Tapanuli Uara Pahae Jae 2.692 a7 | Uh
PINASA | kabyRoma
AT -

B h‘l—ﬁﬁ(ﬁm THMOK Tapanull Uiara | SiB0rong-borong 003 | ST | Utuh
- AL T | Kab/Kota
F [ D1, SIDILANTING RIEL- | Tapanull Utara Siborong-borong 1000 ST Utuh

FARAN Kab/Rota
| | IV T - .
b3 | DL HASAK T DAN T Tapanuh Utara | Farutung 1K) 8T Utuh
1 IV /A1) | Kah/ Kots
= A DAHON Tapanufi Utara Purba Tua 1.000 5T Utuh
PADUAHDN : Kb/ Kota
L [ -DV/AS
ke W AEK STGEAON Tapanuii Ltara 1,420 Lituh
2 Kabhy Kota
fia | [T, PARMIAHART Humbang Pollung L0 4 Thtizh
HUTAPALING Hasundutan Ksh/Kota
A [TV /AL B
¥F | DL SINAMO Humbang Palkat g g Lhuh
| [-IV/AST) Hasundutan Kah/Kota |
13 | 121, AEK SILANG Humbang Pollung 1.500) a7 Ltk
a-Iv/a/1] Hasundutan _ ) kab/HKela
1y | DL AEK SIBUNDQNC Humbang Dolol Sangeul 1.202 T Utuh
| L IVAAST) Hasundutan ) - Kaby/Kota
3 1l GIDC ZEELA Hias Crido 1.258 T Utuh
. |pvsadi Kab, Kota
31 | DI TERUSAN Mandailing Natal | Lingga Bayu 1300 50 Utuh
| IviALY _ Kah,/Kota
34 | DL BIULANG-ALING Mandailing Natal | Muara Batang 1,300 ab Utuh
. H-IV/AS Ciadis Kab/ Kota
33 | DI. TAPUS Mandaling Natal | Lingga Bayu 1.400 S0 Utuh
i -IV/A/ ) | | |Kab, Kota




=
. IiAMA KABUPATEN/ | LUAS Tinghkat | Lintas/
21 pARRAH IRIGASI KOTA ARG T et (Ha) | Juringsn |  Nes
[ #% | DI, PAKANTAN Mandailing Natal 1.300 Utuh
| I_[—WJ'I-H-JI' 1 | I":ﬂhll'l_l':ﬂtﬂ.
[ 35 | [, BANJAR PAKU | Mandailing Natal | Natal 1320 20 Lruh
] -IVIASTE - | Kab/ Koo
A | L ROBURAN MAGA Mandailing Natal | Lembah Sorik 1416 =D Uuh
| L=IVEAST) Merapi Kah/Kota
M LAH | 78.B06
LA | LINTAS KABUPATEN/KOTA |< 1000 ha, lintas kabupaten/kota|
T T | D.[. BEKALA | Kab, Deli Serdang | P, Batu, Medan | 200 | Teknis Lintas
[ VR-IVIASL J Kota Medan T T
2 | 12l RAMBUNG kota Pematangsiantar, 1.104 Teknis Lintas
MERAH } SIMARIMBLUN Pematangsiantar | Marihat
-1V AL ) J Kab,
B Simalungin
2 | bl BAH KORAH kota | Panei, | 565 | Tcknis Lintas
IN/HEGER]I BOSAR Pematangsiantar | Pematangsiantar, |
-V A7) / Kah. | Marihat
i Simalungun
4 |12 SITAMBI-IV/AS L) | Kota Tanjung - Bimpang Empat, OBG ) Lintas
{ Balal/Kab. i Dt. Bandar '
i Azahan |
5 0L BUKA MAKMUR Kab. | 125 Lintas
-V A} Asahan/Kab, i
e Batu Bara
& [ 2L MOMBANG BORLU Kab. Tapanuli [ Sibabatgun, Ha0 T Lintas
-V AS L) Tengah / Kab. | Batang Toru
: | Tapanuli Selatan |
T [ Dl HINALANG Kab, Toba 365 Burvri Lirtas
I-IW /AL Satmosie) Kab, [rvestigasi
| Tapanuli Utara Design
B | DL SLIAMBUR Kab. Toba G2 Lintas
I-IV /AT Samasir/ Kab,
g . Tapanuli Utara
9 | DL MEAT [I-IV/A/1) kKab. Toba 62 Survei Lintas
Samosic, Kah. Investigasi
LI - Tapanuli Utara Design
10 DL TELE HARIAM Kab. Samosir/ | Harian 500 Burvel Lintas
BOHOQ  {-IV/AS Kab. Humbang Irvestigas
8 Hasundutan Design
11 .1 SIBULING BIFEA Kota 200 ST Linias
1-IVTAS) Padangsidimpuan
[/ Kab. Tapanuli
i Selatan
12 D.l. DESA GAJAH/ Kah. Asghan/ . SO0 Lintas
___ BILUAR{I-IV/A /1) Kab, Batu Bara '
13 DL BAH TONANG Kah. 443 Lintas
Simalungun/ '
Kab, Serdeng
. Bedaga]
14 D0 LOEU TUA Kah. Hambang 250 | Lintas
Hasundutan
Kah, Tapanuli
Utara
15 DI PAYA LOMBANG kita 1.180 | Lintas
Tehingtinggl/ '
Kab. Socrdang
L Hedagai i
16 D1 TAMBUN BARAT Kata 70 Lintas
Pematangsiantar
/Rab, f
Simalungun
17 DL SIBATU-BATLU Koig 192 I Lintas




IOT 1L JUMLAH (IIA + 1B}

NAMA KABUPATEN, | LOAR | rfagion | AABTRE]
53| DAERAH IRIGASI KOTA PGS | (Ha) | Jeringen | Hom
Pemaiangsianiar
JKab. [
n Simalungun -
78| 3.1 BAH ZAFUL Kota 179 Lintas
Pematangsiantar
JKab.
| ) Simalungun
g | 5L MARTOBA | Kota 70 Litilas
ARIUNCG PINGGIR | Pematangsiantar
JHab, |
| L | Simalungun |
S | Sl MARTOBA | Kota 150 Lintas
CANLTLING ATAS | Pematangsiantar
JfKab,
| | | Simalungun
[ | IUMLAH | | 8.193
1. B JAERAH IRIGASI RAWA
I HLE TAMBUN TULANG | Kab, Asahan i ' 2,750
2 | 2LE PERCUT /PALUH Kah, Deli Serdang | I 2,900
|| MERBAU
| OLLRE SISIR GUNTING Kab. Dell Serdang 2.680
4 | LR CIMNTA MAKMUR Kah, Labuhan | 2.200
& Hatu
5 | D.LR SE! MERDEKA Kab, Labuhan 1.916
] Batu -
& | D.LE SE SERDANG/SEI | KEab. Labuhan 1.200
| RAKYAT Batu
7 | DLR GEBANG Kah. Langkat 2.025
£ | DLLRTANJUNG PUTUS | Kab. Langkat | 1.575 |
S | DLE BAHJAR ALTE Kab, Mandailing | 2,000
I Matal
12 | DR BOSAK BESAR Kab. Serdang 1,400
) Bedagai
11 | B.LR KAYL BESAR Kab. Serdang 100
1 Bedagai
12 | D.LE BANGEKUNUR Kab, Tapanuli 2.500
g Selatan
13 | DLLE KCLANG Kab, Tapanuli L7040
i Tengah
1% | DR AFY SARLILLA Kah, Tapanuli L0000 |
i Utara .
JUM [LAH 26.846 .
113.845

Hete
L=T4
5
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: Tahapan Pengembangin

: Behahilitasi, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana jaringan irigasi
i Behabilitasi, penimgkatan dan perluasan prasarana dan sarana jaringan irigasi
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LAMPIRAN XTIV PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL. SITU/EMBUNG/WADUK YANG ADA DALAM WILAYAH PROVINSI

NO SITU/EMBUNG/WADUK LOKASI/HABUPATEN
1 Rimo Bunga {-IV/A/1) - Dairi

2 Dalan Nagodang [I-1V /A7 1) Dairi o

3 Silangit {I-TV/A/ 1) Dairi

4 Jurmia Antuang (I-IV/A/ 1) Dair

B Sarung-Arung(l-IVAf 1) Dradri

5] Tambarg [I-IV/A/1) Drairi

7 Lae Malum (I1-1V/A/ 1) Dhairi

& | Lae Panjibako (I-IV/A/ 1) Diairi

9 | Sopo Butar (I-IV/A/ 1) | Dairi

10 | Lae Panginuma [I-IV/A/ 1) Drairi

11 | Lae Embalne [I-IV/A/ 1) Dairi

12 Aumaka:_u-wm Dairi

13 | Saba Pangan [I-IV/A/ 1) Dairi N
14 | Son Sang {I-IV/A/1) Dairi

15 | Ndalan Nagodang{l-1V/A/1] Dadri

16 | Kaban Julu {I-TV/A ;T Dairl

17 Lae Hole {I-TV/A/1) Dradri o

_TB Berampu ([-I¥ /A1) Dairi N

19 Eihuua];a]-w,."ﬁfl} Dairi

20 Starungarung [I-IV/A/ 1) | Dairi

21 Panjl [I-IV/A /1) Diairi

22 | Perbuahan(I-TV/A/ 1) Dalri

23 | Panji Dabutar{l-IV/A/ 1) Dairi

24 | Parsaoran (I-IV/A/1) Dairi

25 | Parhutuan (I-IV/A/1) B Dhairi

26 | Pangitingan (I-IV/A/ 1) Dairi

27 | Sikalompet [I-IV/A/ 1) Dairi




NO SITU/EMBUNG/WADUK LOKAS1/KABUPATEN
B 28 Simarigungl-1V/A/ 1} Humbarg Hasundutan
2G| Saba Bolak Padang Hasior Dololk(I-TV/A/ 1) Padanglawas
_.3-'I'.‘| AE]:’; Sirongit [I-IV /A1) | Padanglawas -
31 Paya Bon - ban (I-IV/A/ 1] ! Padanglawas
32 Rura Ack Tahing {I-1V /A1) Padanglawas _
33 Paya Bon Ban L{lIV/A/SL) Padanplawas
24 Saba Ack Nagasaribu (I-1V/A/ 1] | Padanglawas Utara
a5 Rura Hotang Sasa {I-IV/A/1] Padangiawas Utara
36 || — M-IV A Y Padangiawas Utara
a7 Namuseng [1-IV/ A S 1) Pakpalk Bharat
38 | Aornalen [I-TV /A1) Pakpalk Bharat :
f 39 Laeg Sitembua {11V A/ 1] i Pakpalk Bharat
_4{} Pen Paritohan {I-1V/A/ 1) Samosir
41 Motung {I-IV /A 1} Toha Samosir
s uirbed LRgRD
-1V : Tahapsn Pefigembangan

il

| Rehnbilitas:, peniingkatan dan perluasan prasarana dan sarana weduk/situ fembung
: Rehabilitasi, peningkaian dan perluasan prassrana dan sarena waduk /st fembung
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LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINS] SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGCAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL INSTALAS] PENGOLAHAN AIR MINUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NO INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM

LOKASI

1 IPA PDAM TIRTANADI

PROVINSI SUMATERA UTARA/ KOTA MEDAN

2 IPA PDAM TIRTA BULAN

KOTA TEBING TINGGI

| 3 1PA PDAM TIRTA NAULI

KOTA BIBOLGA

i 4 [IPAPDAM TIETA ULI
} Ll

KOTA PEMATANGSIANTAR

5 1PA PDAM TIRTA EUALO

EOTA TAMJUNGBALAIT

f 1PA PDAM MUAL NATIO

| KABUPATEN TAPANULLI UTARA

7 1Pa PDAM TIRTA SINA

KABUPATEN LABUHABATU

& | IPA PDLM TIRTA DELI

HKABUPATEN DELI SERDANC

9 IPA PDeM TIRTA LIHOU

KABUPATEN SIMALUNGUN

0 IPA PDAM TIRTA SARI

KOTA BINJAT

L1 IPA PDAM TIRTA LIMEBL]

KABUPATEN NIAS

| . TE

12 [TPA FD4AM TIRTA NCIHO

RABUPATEN DAIR]

13 IPA PDRAM TIRTA MALEM

KABUPATEN KARO

14 | 1I7A PDAM TIRTA WAMPLT

KABUPATEN LANGREAT

L5 | IPA PDAM TIRTA SILALUPIASA

KABUPATEN ASAHAN

|6 | IPA PDAM TIRTA AYUMI

KOTA PADANGSIDIMPUAN

17 | (P4 POAM MUAL NAUL]

KABUFATEN TAPANULI TEMNGAH

18 | [PA PDAM MANDAILING NATAL

KABUPATEN MANDAILING NATAL

wrber pmgan :
1% : Tahap:n Pengembangan
3 ¢ Pomar apan dan Pengembangan TPA Regionsl

(T8 | : Pemar sapan dan Bévitalizasi TPA vang telah berfungs

i : Pengesnbangan TPA Regional yang baro

f I
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KERALA BIR?\H 1E{LIM,

L '.Il '.l Il
S‘_M.ﬁm
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKD ERRY NURADI




LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINST SUMATERA UTARA TAHUN 20172037

TABEL TPA REGIONAL PROVINBI SEUMATERA UTARA

HO CAKUFAN PELAYANAN TPA REGIONAL LOKASI
I KOTA MEDAN-KOTA BINJAI-KABUPATEN DELI SERDANG EABUPATEN DELI SERDANG
(1A 1)
2 | EABUPATEN SEEDANG BEDAGAI-KOTA TEBING TINGG] EABUPATEN SERDANG BEDAGAL
dyAfl)
3 | KABUPATEN TAPANUL] TENGAH-KOTA SIBOLGA {I/A/ 1) KABUPATEN TAPANULI TENGAH
4 | KABUPATER SIMALUNGUN-KOTA PEMATANGEIANTAR KABUPATEN SIMALUMNOUN
(/A1
8 | KOTA TANJUNG BALAL-KABUPATEN ASAHAN [I1/A/ 1) KABUPATEN ASAHAN
6 | KOTA PADANGSIDIMPLUAN-KABUPATEN TAPANULI SELATAN EABUPATEN TAPANULI SELATAN
(/A7)
T KEPULAUAN NIAS (IV/AS1) KOTA GUNUNGSITOLI
Lpte ungan @
-V t Tahapan Pengembangan
A Pemariapan dan Pengembangan TPA Reglonal
Al : Pemartapan dan Bevitelisasi TPA vang telah berfungsi
812 ; Penpgembangan TPA Regional yang haru

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

N
uda IV /e

MWIFP, 149590227 198003 1 004

tid

TENGEU ERRY NURADI




LAMPIRAN XVill

e lf 2

HOMOR 2 TAHUN 2017

TANGGAL 3 AGUSTUS 2017

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

PERATURAN DAERAH FROVINSE SUMATERA UTARA

TABEL DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

N NAMA DAS KABUPATEN WILAYAH KERJA | LUAS (Ha) KLASIFIKASI
[ MERBAL ASAHAN BFDAS WAMPU 29.6158,68 | DIPERTAHANKAN |
H SEI ULAR |
' | BOLON BATUBARA BPDAS WAMPL 32.195,35 | DIPULIHKAN i
| SEL ULAR !
i | HAPAL BATUBARA BPDAS WAMPU 15.801,80 DIPULIHKAN ;
iR SEI ULAR
. | MERBAU BATUBARA BPDAS WAMPL 28.916,14 | DIPERTAHANKAN
) SE1 ULAR -
i | PERJPUK BATUBARA BPDAS WAMPU 19.213,82 | DIPERTAHANKAN
. ) SEl ULAR
v | ASAM BIMJAL BPDAS WAMPU 338,80  DIPERTAHANKAN
| KUMBANG SEI ULAR
| BELAWAN BINJAI BPDAS WAMPU 3.540,99 | DIPULIHKAN
SEl ULAR )
1 | WwAMPU BINJAI BFDAS WAMPU 5.487,77 | DIPULIHKAN
SE]1 ULAR
T | WANPU DAIRI BPFDAS WaMPU 15,29 | DIFULIHEAN
] Sl ULAR
b | SINGKIL DATRL BPDAS WAMPU 103 674,57 | DIPULIHKAN
Il . | SEI ULAR
DEL] DELI SERDANG BPDAS WAMPLU 71.872,00 | DIPULITIKAN
| ] | SEI ULAR
g | PERCUT DELI BERDANG BPDAS WAMPU 36.395,39 | DIPULIHKAN
| SEI ULAR
3 | ASAM DELI SERDANG BPDAS WAMPL 9.704,00 | DIPERTAHANKAN
- KUMBANG _ SEI ULAR )
(i | BATANG KUIS | DEL] SERDANG BPDAS WAMPL 13.119,79 | DIPERTAHANKAN
SEI ULAR |
5 | BELAWAN ' DELI SERDANG BPDAS WAMPU 62.971,25 | DIPULIHKAN
M i SE] ULAR
i | BELLMAL DELI SERDANG BPDAS WAMPY 78.600,65 | DIPERTAHANKAN
SE] ULAR | ,
[ 7 | ULAR DELI SERDANG BPDAS WAMPU | 35.789.94 | DIPULIHKAN I
| 1 SE] ULAR ; :
5 | WAMPU DELI SERDANG BPDAS WAMPU | 5.863,91 | DIPULIHKAN !
| SEI ULAR ,
9 | SINGKIL HUMBANG ! BFDAS WAMPU 131.215.92 | DIPULIHKAN
! HASUNDUTAN SEI ULAR )
143 | DELI KARO : BPDAS WAMPU 1.407 .68 | DIPULIHKAN
. I SEI ULAR o
| ©1 |PERCUT HARQ BPDAS WAMPU 2.774,80 | DIPULIHKAN
L SE1 ULAR J
2 | BELUMAI EARC BEDAS WAMPU 12,61 | DIPERTAHANKAN
.| SEI ULAR
3 | ULaR | KARO BPDAS WAMPU 40,96 | DIPUTLIHKAN
i SEI ULAR
4 | WaMPU KARO BPDAS WAMPL 126.793,93 | DIPULIHKAN
] SEL ULAR
5 | SINGRIL KARO BPDAS WAMPU 80.412,33 | DIPULIHKAN
i | BEI ULAR | L
3 | ASAM LANGKAT BPDAS WAMPU | 17.373,41 | DIPERTAHANKAN
u KUMBANG SE] ULAR
7 | BABALAN LANGKAT BPDAS WAMPU 15.277,86 | DIPULTHKAN
- | SEI ULAR -
'3 | BATANG LANGKAT BPDAS WAMPU 164.586,90 | DIPERTAHANKAN
| SEFANGAN By SEI ULAR )
'3 | BELAWAN LANGEKAT BPDAS WAMPL 140,94 | DIPULIHKAN

SEI ULAR




.2.

N('. | NAMA DAS KABUPATEN WILAYAH KERJA  LUAS [Ha) KLASIFIKASI
| 3} | BESITANG LANGEAT BPDAS WAMPU 95,703,14 | DIPERTAHANKAN
L e, S L |- S e SR
3 | LEEAN LANGHKAT BPDAS WAMPU 57.306,37 | DIPERTAHANKAN
- | SEl ULAR ST A
30 | WAMPU LANGKAT BPDAS WAMPU 264,034,226 | DIPFULIHKAN
. | SEIULAR .
31 | SINCKIL LANGKAT BFDAS WAMPLI 655,30 | DIPULTHEAN
oo | 0 SEI ULAR .
5 TDEL MEDAN BPDAS WAMPU 11.221,58 | DIPULIHKAN
SEI ULAR
37 | PERCUT MEDAN BPDAS WAMPU 10.533,71 | DIPULIHKAN
- SEI ULAR B |
331 | BATANG KUIS | MEDAN BPDAS WAMPU 176,68 | DIPERTAHANKAN
M e SEl ULAR
aAr | BELAWAN MEDAN . BPFDAS WAMPU 7.061,55 | DIPULIHKAN
= SEI ULAR
| 31 | SINGKIL PAKFAK BHARAT BPDAS WAMPU | 135.318,65 | DIPULIHKAN
| SElI ULAR
37 | BOLON PEMATANG SIANTAR | BPDAS WAMPL 3.266,71 | DIPULIHKAN
SEI ULAR
47 | HAPAL PEMATANG SIANTAR | BFDAS WAMPU 4.730,43 | DIPULIHEAN
- I L . SEI ULAR
41 | SINGKIL SAMOSIR BPDAS WAMPU 19.414,36 | DIPULTHKAN
I Ll | SEI ULAR
472 | BEDAGAI SERDANG BEDAGAI | BPDAS WAMPU 56.418,78 | DIPERTAHANKAN
| SEI ULAR
43 | HAPAL SERDANG BEDAGAl | BFDAS WAMPU 13.659,61 | DIPULIHKAN
L | 8FI ULAR
i4 | PADANG SERDANG BEDAGAI | BPDAS WAMPU 62.445,20 | DIPULIHKAN
| SEI ULAR
<5 | SIALANG SERDANG BEDAGA] | BFDAS WAMPU 26,908,096 | DIPERTAHANKAN
_______ BUAH SEl ULAR
i | ULAR SERDANG BEDAGAI | BPDAS WAMPU 35.647,65 | DIPULIHKAN
SEIULAR |
~ &7 | BECAGAI SIMALUNGUN "HPDAS WAMPU 12.060,13 | DIPERTAHANKAN
| ] SEI ULAR |
<% | BOLON SIMALUNGUN BPDAS WAMFPU 170.166,74 | DIPULIHKAN
| SEI ULAR |
-9 | HAFAL SIMALUNGUN BFDAS WAMPU 60.233,87 | DIPULIHKAN
! | SEl ULAR
'0 | MERBAU SIMALUNGUN BPDAS WAMPU 33.408,64 DIPERTAHANKAN
SEl ULAR .
| | PADANG SIMALUNGUN BPDAS WAMPU 44.004,31 | DIPULIHKAN
SEI ULAR
[ 10 PERUIPUK SIMALUNGUN BPOAS WAMPU 16.451,25 | DIPERTAHANEAN
. (I SEIULAR ]
13| ULAR SIMALUNGUN BPDAS WAMPU 5G412,13 | DIPULIHKAN
B SEI ULAR
'3 | WAMPU SIMALUNGUN BPFDAS WAMPU 11.712,84 | DIPULIHKAN
| SEl ULAR
5 | SINGKIL TAPANULI TENGAH | BPFDAS WAMPU 44.216,64 | DIPULIHKAN
u SEl ULAR
& | PADANG TEBINGTINGGI BPDAS WAMPU 3.885,85 | DIPULIHKAN
s SEI ULAR
7 | MOAWD GUNUNG SITOLI, BPDAS ASAHAN 2.476,28 | DIPERTAHANKAN
| | NIAS BARUMUN
% | NOU GUNUNG SITOLI, BPFDAS ASAHAN B.824,16 | DIPERTAHANKAN
B NIAS BARUMUN
9 | IDANOI GUNUNG SITOLI, BPDAS ASAHAN 8.137,06 | DIPERTAHANKAN
B NIAS BARAT, NIAS BARUMUN
w0 | GIDOSIBUA GUNUNG SITOLL, BPDAS ASAHAN 16.025,58 | DIPERTAHANKAN
| | NIAS SELATAN, NIAS | BARUMUN
i1 | GABO GUNUNG SITOLI, BPDAS ASAHAN 6.864,18 | DIPERTAHANKAN
| MIAS UTARA, NIAS BARUMUN
2 | MUZOI GUNUNG SITOLI, HBPDAS ASAHAN 77.947,22 | DIPULIHKAN
- NIAS UTARA, NIAS BARUMUN
3 | sowu GUNUNG SITOLI, BPDAS ASAHAN 20.114,21 | DIPERTAHANKAN
| NIAS UTARA, NIAS BARUMUN




o

[ 63

Nii, | NAMA DAS KABUPATEN WILAYAH KERJA | LUAS (Ha) KLASIFIKASI
61 | BATU HUMBANG BPDAS ASAHAN 39.403,52 | DIPERTAHANKAN
GARIGIS HASUNDUTAN, BARUMUN
_ TAPANULL TENGAH —
BATANG HUMBANG BPDAS ASAHAN 329.420,07 | DIPULIHKAN
| TORL HASUNDUTAN, BARUMUN
_ TAPANULI UTARA,
| MANDAILING NATAL,
A TAPANUL] SELATAN |
63 | SIBLNDONG | HUMBANG | BPDAS ASAHAN 116.789,94 | DIPERTAHANKAN
HASUNDUTAN, | BARUMUN
TAPANUL] UTARA,
TAPANULI TENGAH T | S
£7 | BARJMUN LABUHANBATU BPDAS ASAHAN 1.338 385,07 | DIPERTAHANKAN
BILAT] SELATAN, BARUMUN
. LABUHANBATU
‘ UTARA, TOBA
SAMOSIR, TAPANULI
UTARA, MANDAILING
| NATAL,
LABUHANBATU, .
PADANCGLAWAS
UTARA,
PADANGLAWAS,
TAPANULI SELATAN e _—
f% | KUALUH LABUHANBATU BPDAS ASAHAN 425.637,33  DIPERTAHANKAN
UTARA, TOBA BARUMUN
SAMOSIE, TAPANULL I
UTARA, LABUHAN |
BATU, ASAHAN, |
I TAPANULI SELATAN o N | B i
t4 | BATAHAN MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 143.447,20 | DIPERTAHANKAN |
BARUMUN
"0 | BINTUAS MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 32.231,34 | DIPERTAHANKAN |
BARUMUN |
| | ILIR MANDAILING NATAL | BFDAS ASAHAN 106,64 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
"1 | KAPECONG MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 0,43 | DIPERTAHANKAN
i BARUMUN
i | NAGOR MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 4,325,486 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
"4 | NATAL MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 75.071,56 | DIPERTAHANKAN
| | BARUMUN e e o
3 | NUNUKAN | MANDAILING NATAL | BPFDAS ASAHAN 7.047,35 | DIPERTAHANKAN
| | BARUMUN
5 | PALINTANGAN | MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 0,74 | DIPFERTAHANKAN
BARUMUN
7 | PULDKARO 1 | MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 4,32 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
'3 | PULDOKARO 2 | MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 3,41 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
'3 | RINGAWAN MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 30,58 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
i | SIKARA MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 5,58 | DIPERTAHANKAN
BARLIMUTMN
i1 | SIKARA KARA | MANDAILING NATAL | BFDAS ASAHAN 6,99 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN .
12 | TABUYUNG MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 48.152,49 | DIPERTAHANKAN
N/ L BARUMUN |
i3 | TALUK BALAT | MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN | 0,51 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
4 | TALUR MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 1,87 | DIPERTAHANKAN
1 BARUMUN
35 | TAMANG MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 126,76 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN N
36 | U. SIKARA MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 1,25 | DIPERTAHANKAN
RAIA | BARUMUN
i7T | UJUNG MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN | 0,70 | DIPERTAHANKAN
TUANG 1 | BARUMUN |




4.

Nei. | NAMA DAS KABUPATEN WILAYAH KERJA | LUAS (Ha) ELASIFIKAS] |
84 | WJUKG MANDAILING NATAL | BPDAS ASAHAN 0,49 | DIPERTAHANKAN
TUANG 2 BARUMUN
(B | SIRIAM MANDAILING NATAL, | BPDAS ASAHAN 21,930,32 | DIPERTAHANKAN
. | TAPANULI SELATAN | BARUMUN
Q) | HILIALAWA NIAS BPDAS ASAHAN 2,19 | DIPERTAHANKAN
| | N I | I BARUMUN
9. | IDANDGAWU | NIAS BPDAS ASAHAN 5.174,41 | DIPERTAHANKAN
| ] BARUMUN -
91 | MUA NIAS BPDAS ASAHAN 10,602,72 | DIPERTAHANKAN
- R -1 1, 1) O || SR LN ey o
g1 | MUsI NIAS BPDAS ASAHAN 1,65 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
G} | ONQLIMBU NIAS BPDAS ASAHAN 30,15 | DIPERTAHANKAN
. BARUMUN
{93 SOMA WIAS BPDAS ASAHAN 12,08 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
[ g5 [ ASU NIAS BARAT BPDAS ASAHAN 312,12 | DIPERTAHANKAN
b5 BARUMUN
cj | BAWA NIAS BARAT "BPDAS ASAHAN 680,72 | DIPERTAHANKAN
17} BARUMUN
2 | BUGH NIAS BARAT BPDAS ASAHAN 242,03 | DIPERTAHANKAN
i | BARUMUN ——
Lo HANUTALA NIAS BARAT | BPOAS ASAHAN 40 54 | DIPERTAHANKAN
] BARUMUN
113 | HERUANGA NIAS BARAT BPDAS ASAHAN 50,78 | DIPERTAHANKAN
sy BARUMUN
111 | HINAKO NIAS BARAT ' BPDAS ASAHAN 313,07 | DIPERTAHANKAN
| 8 | BARUMUN
192 | IMAYA NIAS BARAT BFDAS ASAHAN 287,37  DIPERTAHANKAN
== BARUMUN .
133 | LANGU NIAS BARAT BPDAS ASAHAN 19,581 | DIPERTAHANKAN
] BARUMUN |
134 | LAWANDRA MIAR BARAT BPDAS ASAHAN 1,10 | DIPERTAHANKAN |
I L | I BARLMUN _
115 | MOROD NIAS BARAT BPDAS ASAHAN 10.943,40 | DIPERTAHANKAN
o BARUMUN
176 | SILITD NIAS BARAT BPDAS ASAHAN 38,97 | DIPERTAHANKAN
| BARUMUN
177 | LAHOME NIAS BARAT, NIAS BFDAS ASAHAN 12.650,83 | DIPFERTAHANKAN
| SELATAN BARUMUN
138 | OOl NIAS BARAT, NIAS BPDAS ASAHAN 13.881,64 | DIPERTAHANKAN
B SELATAN BARUMUN
179 | GAPI NIAS BARAT, NIAS BPDAS ASAHAN 4.654,00 | DIPERTAHANKAN
= i | UTARA BARUMUN
110 | OYQ | NIAS BARAT, NIAS BPFDAS ASAHAN 55.111,44 | DIPULTHKAN
UTARA, NIAS BARUMUN
| | SELATAN, NIAS
111 | ANTIANG NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 1.563,48 | DIFERTAHANKAN
B BARUMUN
172 | BAT NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 317,68 | DIPERTAHANKAN
| BARUMLUN
.3 | BALE BALE NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 10,30 | DIPERTAHANKAN
B BARUMUN
4 | BALOGIA NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 3,42 | DIPERTAHANKAN
| N | BARUMUN
[ 15 | BALUTA NIAS SELATAN | BPDAS ASAHAN 34,72 | DIPERTAHANKAN
o . o | PARUMUN
& | BALUTA NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 2,62 | IPERTAHANRKAN
BARLIMUIN R, || TR
17 | BAWUA MARIT | NIAS SELATAN | BPDAS ASAHAN 2,24 | DIPERTAHANKAN
: BARUMUN
| I8 | BAROGANG NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 22.11 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN S
19 | BIANG NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 137,33 | DIPERTAHANKAN
£ BARUMUN
20 | BOIO NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 1.141,78 | IPERTAHANKAN
l_ | BARUMUN




5.

Nii. | NAMA DAS KABUPATEN WILAYAH KERJA | LUAS (Ha) KLASIFIKASI
LT | BUHLUGIA NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 4,53 | DIFERTAHANKAN
| BARUMUN e
122 | EHO WIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 25.437,35 | DIPERTAHANKAN
i BARUMUN | B
IL3 | HILIANOM NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 7,16 | DIPERTAHANKAN
BASFLA BARUMUN i
Ii4 | HILIGEHO NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 16,63 | DIFERTAHANKAN
|| SOGAWU BARUMUN
105 | HILIMBERUA | NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 5,59 | DIPERTAHANKAN
I | | BARUMUN
' | HILIABERUAS | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 1,78 | DIPERTAHANKAN
LITNYA HARUMUN
107 [IKHU ZIBOLA | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 1,42 | DIFERTAHANKAN
- BARUMUN
.8 | KARANG NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 68,03 | DIPERTAHANKAN
ANJING BARUMUN
L9 | LABARA NIAS SELATAN EFDAS ASAHAN 18,73 | DIPERTAHANKAN
B | ; BARUMUN
1.0 | LABLIAN NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 12,19 | DIFERTAHANKAN
LI 2 T | BARUIMUN
Ll | LABUAN NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 1,22 | DIPERTAHANKAN
BAJAU 2 R BARUMUN
112 | LABJAN NIAS SELATAN | BPDAS ASAHAN 4,32 | DIPERTAHANKAN
BAJAL 3 . BARUMUN S
| 133 | LABIJAN NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 21,02 | DIPERTAHANKAN
| BAJAU4 BARUMUN
134 | LABUAN NIAS SELATAN ' BPDAS ASAHAN 1,93 | DIPERTAHANKAN
___ | BAJAUS BARUMUN |
155 | LABUHAN NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 3,57 | DIPERTAHANKAN
; BARUMUN
136 | LABUJHAN HIU | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 10,33 | DIPERTAHANKAN
o T BARUMUN
117 | LABUHAN NIAS SELATAN | BFDAS ASAHAN 4,50 | DIPERTAHANKAN
|| RIMA ) BARUMUN
1i8 | LIMO BIANG | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 18,23 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
139 [ LOGO NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 40,42 | DIFERTAHANKAN
n BARUMUN
140 | LORANG NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 231,40 | DIPERTAHANKAN
a BARUMUN
141 | LUAHA IDAND | NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 49,79 | DIPERTAHANKAN
| BARUMUN
142 | LULUA NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 12,68 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN B R e =
143 | MAMHANG NIAS SELATAN BPFDAS ASAHAN 14,36 | DIPERTAHANKAN
B BARUMUN _ - SRR
144 | MAHANG NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 1,77 | DIPERTAHANKAN
| | LABARA BARUMUN
145 | MAMIT NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 161,15 | DIFERTAHANKAN
| BARUMUN
46 | MASA NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 691,90 | DIFERTAHANKAN
B BARUMUN
47 | MASIO NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 60,74 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
8 | MASIO NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 8.263,50 | DIPERTAHANKAN
B BARUMUN
49 | MEJAYA ' NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 11.059,06 | DIFERTAHANKAN
= BARUMUN
50 | MEMONG NIAS SELATAN BPFDAS ASAHAN 47,76 | DIPERTAHANKAN
B BARUMUN
51 | MOXALE NIAS SELATAN EPDAS ASAHAN 122,17 | DIPERTAHANKAN
B . BARUMUN
52 | NUJALALET | NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 69,01 | DIPERTAHANKAN
N BARUMUN
| 533 | NUJAMBOLO | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 14,90 | DIPERTAHANKAN
| BARUMUN
54 | ORDSA NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 67,51 | DIPERTAHANKAN
Ly | | BARUMUN E——

e !




il

Ni', | NAMA DAS KABUPATEN WILAYAH KERJA | LUAS (Ha) KLASIFTKAST |
185 | PANGA NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 373,64 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN ;
Ith | PENANG NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 61,02 | DIPERTAHANKAN |
R BARUMUN SERS
195 | BINI NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 32.030,38 | DIPERTAHANKAN
| _BARUMUN
188 | RAHAYU NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 53,11 | DIPERTAHANKAN
] BARUMUN
119 | RIMA NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 4,40 | DIPERTAHANKAN
N BARUMUN IR |
101} | SAMALEKO NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 24,70 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
I | SIALIKHE NIAS SELATAN BPFDAS ASAHAN 0.568.46 | DIPERTAHANKAN
- ! BARUMUN
1i2 | SIBARANUK | NIAS SELATAN BFDAS ASAHAN 85,87 | DIPERTAHANKAN
- BARUMUN
1.1 | SIBARANUN | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 94,02 | DIFERTAHANKAN
b} BARUMUN
14 | SIBGLO NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 32,92 | DIPERTAHANKAN
i 7] BARUMUN
1.5 | BIGATA NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 735,05 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
| 16 SIGOLO-(A0L0 | NIAS SELATAN BPFDAS ASAHAN 2546 | DIPERTAHANEAN
N [ BARUMUN
117 | SIMONDANG | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN B,77 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
1i8 | SIMJK ' NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 2.005,24 | DIPERTAHANEKAN
| BARUMUN
119 | SIOFA BANUA | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 20,32 | DIPERTAHANKAN
B - | S . S | BARUMUN BT e N G g
170 | SIPIKA NIAS SELATAN BPFDAS ASAHAN 812,83 | DIPERTAHANKAN
i BARUMUN )
171 [ SOMOLOKD | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 10,67 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
1i2 | SOROBUNA NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 20,81 | DIPFERTAHANKAN
| BARUMUN
| 173 | SUSUA NIAS SELATAN ' BPDAS ASAHAN 25.108,26 | DIPULIHKAN
L) | BARUMURN
| 174 | TANAH BALA | NIAS SELATAN | BPDAS ASAHAN 45.244,35 | DIPERTAHANKAN
. | BARUMUN
175 | TANAH MASA | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 33.510,73 | DIPERTAHANKAN
= BARUMUN ]
176 | TEEIOLO NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 0,85 | DIPERTAHANKAN
o BARUMUN
77 | TEBOLO NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 16,00 | DIPERTAHANKAN
] ME_AYU BARUMUN
T8 TEGAWA NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN S48 DIPERTAHANKAN
| ] BARUMUN
g | TELD NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 1.105,50 | DIPERTAHANKAN
B BARUMUN | | ]
80  TELD TELO NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 20,36 | DIPERTAHANKAN
B GEDANG BARUMUN I
i1 | TELO TELOD NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 6,45 | DIPERTAHANKAN
B KECIL BARUMUN
A2 | TREBA BESAR | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 272,28 | DIPERTAHANKAN
B BARUMUN
A3 | TREBA KECIL | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 61,53 | DIPERTAHANKAN
B BARUMUN
34 | WAWA NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 2,66 | DIPERTAHANKAN
N BARUMUN
15 | ZATTA | NIAS SELATAN BPDAS ASAHAN 6,672,03 | DIPERTAHANKAN
| | BARUMUN
36 | ZIEOLO NIAS SELATAN BPFDAS ASAHAN 4,80 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN
| 87 | HOYA NIAS SELATAN, NIAS | BPDAS ASAHAN 4.254,44 | DIPERTAHANKAN
| BARUMUN
88 [ MCLA NIAS SELATAN, NIAS | BPDAS ASAHAN 16.668,70 | DIPFERTAHANKAN
| | BARUMUN




L

Nik NAMA DAS HABUPATEN WILAYAH HER.JA LUAS |Hl.j HLASIFIHAST
| 183 | SOKHILI NIAS SELATAN, NIAS | BPDAS ASAHAN 12.381,40 | DIPERTAHANKAN
| BARUMUN =

100 | TULUMBAHU | NIAS SELATAN, NIAS | BPFDAS ASAHAN 12.762,04 | DIPERTAHANKAN

BARUMUN
11T [GOSOBAHOT | NIAS UTARA BPDAS ASAHAN 1,47 | DIFERTAHANKAN
|7 BARUMUN
©2 | HILIG NIAS UTARA BPFDAS ASAHAN 12,96 | DIPERTAHANKAN
______ BARUMUN .
{1t 3 | HILIMAFAU NIAS UTARA BPDAS ASAHAN | 47,14 | DIPERTAHANKAN
- | BARUMUN AU | S |

111 | HILIMAKORA | NIAS UTARA BPFDAS ASAHAN 7.43 | DIPERTAHANKAN
» BARUMUN

113 | HILITALIWAA | NIAS UTARA BPDAS ASAHAN 6,806 | DIPERTAHANKAN

o | | BARUMUN
115 | LADARA NIAS UTARA BPDAS ASAHAN 4,080,095 | DIPERTAHANKAN
BARUMUN |
117 | LAURU | NIAS UTARA BPFDAS ASAHAN 149 84 | DIPERTAHANKAN
AFULL S BARUMUN .
118 | MALISI NIAS UTARA BPDAS ASAHAN 66,68 | DIPERTAHANKAN
B | BARUMUN |
T118 | MBUBARETI | NIAS UTARA HFDAS ASAHAN 0,88 | DIPERTAHANKAN
! | BARUMLIN ]
230 | SAaWO0 NIAS UTARA BFDAS ASAHAN | 6.493,48 | DIPERTAHANKAN
. | BARUMUN -

211 | SENAU NIAS UTARA BFDAS ASAHAN 145,66 | DIPERTAHANKAN
- | BARUMUN
| 212 | SERIWAU NIAS UTARA | BPDAS ASAHAN 151,31 | DIPERTAHANKAN
= BARUMUN

233 | TUMULA NIAS UTARA | BPDAS ASAHAN 11.535,03 | DIPERTAHANKAN
- . T .. e s —— e v HARUMUH

254 | WUNGA 1 NIAS UTARA BPDAS ASAHAN 126,95 | DIPERTAHANKAN

| I | BARUMUN |

505 | WUAGA 2 NIAS UTARA BEDAS ASAHAN 4,52 | DIPERTAHANKAN
i | BARUMUN

“ 6 | WUNGA 3 NIAS UTARA BPDAS ASAHAN 3,29 | DIPERTAHANKAN
. 4. 1 BARUMUN

D07 | WUNGCA 4 NIAS UTARA BPDAS ASAHAN 12,30 | DIPERTAHANKAN
). BARUMUN

S0B | WUNGA 5 NIAS UTARA BEPDAS ASAHAN 1,24 | DIPERTAHANKAN
A BARUMUN

(0O | WUNGA 6 NIAS UTARA BPDAS ASAHAN 0,55 | DIPERTAHANKAN
2= BARUMUN

L 10 | BATANG PADANG HPDAS ASAHAN 483.528,97 | DIPULIHKAN

GALHS SIDEMPUAN, BARUMUN
MANDAILING NATAL,
PADANGLAWAS
UTARA,
PADANGLAWAS,
TAPANULL SELATAN

111 [ MELA 1 " SIBOLGA BPDAS ASAHAN 48,31 | DIPERTAHANKAN
i BARUMUN

12 | PANCURAN SIBOLGA BPDAS ASAHAN 91,18 | DIPERTAHANKAN
. 1 DEWA BARLUMUN ——

13 | PASAR BARU | SIBOLGA BFDAS ASAHAN 10,80 | DIPERTAHANKAN
] BARUMUN o -

14 | PASAR SIBOLGA HBPDAS ASAHAN 4,64 | DIPERTAHANKAN
L BE_AKANG | BARUMUN

15 | GAROGA ! SIBOLGA, TAPANLILI BPDAS ASAHAN 17,235,614 | DIPERTAHAMNEAN

| | __M_EI:{GEH HARLUMUBN

16 | BANGOP | SIBOLGA, TAPANUL! | BPDAS ASAHAN 27.064,85 | DIPERTAHANKAN

UTARA, TAPANULI BARUMUN

i TENGAH

117 | ASAHAN TOBA | TANJUNG BALAT, BPDAS ASAHAN 737.185,03 | DIPULIHKAN
KARO, DAIRI, BARUMUN
LABUHANBATU
| UTARA, TOBA

SAMOSIR, SAMOSIR,

|_ E‘.*TUEAMJ_ s . S
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Pembina Utama Muda [IV/c)
NIP, 19560227 198003 1 004

N NAMA DAS KABUPATEN WILAYAH KERJA LUAS (Haj HLASIFIKASI
[ | HUMBANG
HASLINDTTAN,
| TAPANULI UTARA,
| ASAHAN,
- SIMALUNGUN
2R | MARALTPU TAPANULI SELATAN BPFDAS ASAHAN 5.820,45 | DIPERTAHANEKEAN
| BARUMUN
2.9 | KALIMANTUN | TARPANULI TENGAH | BPDAS ASAHAN 133,88 | DIPERTAHANKAN
- | G NAGODANG | BARIIMUMN
210 | KANDANG TAPANUL] TENGAH BFDAS ASAHAN 988 | DIPERTAHANKAN
= i BARUMUN
231 | KINALL TAPANULI TENGAKH BPFDAR ASAHAN 47.03 | PIPERTAHANKAN
______ | BARUMUN
7222 | MALUMA TAPANLULI TENCGAH BPFDAS ASAHAN 12,54 | DIPEETAHANEAN
| BARUMUN -'
?_'2 33 | MELA 2 TAPANULI TENGAH | BPDAS ASAHAN 3,57 | DIPERTAHANEARN
- : | BARUMLUN et S
214 | MURSALA TAPANULI TENGAH | BPDAS ASAHAN T.a51,38 | DIPERTAHANKARN
DI | BARUMUN
225 | SIBIN TAPAMNULI TENGAH BFDAS ASAHAM 12.304,92 | DIFERTAHANKAN
| = | BARUMUN
Lah [ SILABLILABU TAPANULI TENGAH | BPDAS ASAHAN 22,22 | DIPERTAHANEAN
) TN BARUMUN
227 | SILABULABRU TAPANULI TENGAH BPFDAS ASATIAN 29,25 DMPERTAHANKAN
|| HANNENEK _ BARUMUN ;
48 | SILABULABU TAPANLULI TENCGAH BPDAS ASAHAN 168,41 | DIPERTAHANKAN
] NAGONDANG BARUMUN i
a2ty "'SITABAN TAFPANULI TENGAH BFOAS ASAHAN 257,50 | DIPERTAHANKAN
| BAEAT BARUMUN
Hd | SITARDAS TAPANULI TENGAT BPIAS ASAHAN 12,16 | MPERTAHANKAN
N BARUMUN
= | I SIT INGEUS TAPARULI TENGAH BPDAS ASAHAN 11,72 | DIPERTAHANKAN
. | BARUMUN
a2 | SOREAM TAPANULI TENGAH BPDAS ASAHAN 21,27 | DIPERTAHANKAN
| BARUMUN
133 [ TAPIAN NAULI | TAPANULI TENGAH BPFDAS ASAHAN 951 | DIPERTAHANEAN
= BARUMUN = —
L34 | TUNGKA TAPANULI TENGAH BPDAS ASAHAN 7.184,60 | DIPERTAHANKAN
¥ ] BARUMUN
35 | UNGGAS TAPANULI TENGAH BPDAS ASAHAN 21,87 | DIPERTAHANEKAN
] BARUMUN
Hah: | UNTE TAPANULI TENGAH BPFDAS ASAHAN 12,07 | DIPEETAHANKAN
" MUNGEUR BARUMUN B
AT | KOLANG TAPANULI UTARA, BPFDOAS ASAHAN 58.217,53 | DIPERTAHANKAN
Al TAPANULI TENGAH BARUMUN
138 | LUUMUT TAPANULI UTARA, BPDAS ASAHAN 43.298,36 | DIPERTAHANKAN
" TAPANULI TENGAH BARUMUN
139 | NASIRONCG TAPANULI UTARA, BPDAS ASAHAN 43.0918,66 | DIPERTAHANKAN
TAPANULI TENGAH, BARUMLUIN
n TAPANULI SELATAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
TENGHU ERRY NURADI
Salinan
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LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TAMGGAL 3 AGUSTUSE 2007
TENTANG REMCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINS! SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN HUTAN LINDUNG

NO LOKASI LUAS (Ha)
1 | Kabupaten Asahan I 45,215
2] Kabupaten Batubara e aae
3 | Kabupaten Daird 53.053
4 | Kabupaten Deli Serdang 8.635
5 | Kabupaten Humbang Hasundutan ' 56.719
6| Kabupaten Karo B3 358
7 | Kabupaten Labuhan Batu 18.042 |
8 | Kabupaten Labuhan Batu Selatan 7.052 |
g | Kabupaten Labuharn Batg Utara 41,155 |
10 | Kabupaten Langkat 4.700
11 | Kabupaten Mandailing Natal 127.706
|2 | Kabupaten Padang Lawas 43,171
(3 | Kabupatan Padang Lawas Utara 88.049
14 | Kabupaten Pakpak Bharat 43.571
I5 | Kabupaten Samosir S — 7 ||
16 | Kabupaten Serdang Bedaga: 5.452
17 | Kabupaten Simalungun 23.483
IB | Kabupaten Tapanuli Selatan 134,178
19 | Kabupaten Tapanuli Tengah 59260
40 | Kabupatan Tapanuli Utara 123670
21 [Kabupeden Foba Samoslr 65.517
22 | Kabupaten Nias = 25381
43 | Kabupaten Nias Selatan To.063
+4 | Kabupaten Nias Utara e b
45 | Kabupaten Nias Barat 00948
26 | kota Medan =
27 | Kota Binjai -
28 | Kota Tebing Tinggi -
29 | Keota Pematang Siantar £
A0 | Kota Tanjung Halai . —
31 | Kota Siboiga 231
J2 | Kota Padang Sidempuan .
33 | Kota Gunung Sitoli 2.873
| JUMLAH TOTAL | 1206961

Hotc -angen @
(=T Tabapan Penpgembangan
{ . Tata Botas Dan Penetapan Kawasan Hutan Lindung
iy Behabilltas: Dan Pemantapan Fungs: Kawasan Hutan Lindung
B/1 Echabilitasi Fungsi Eawasan Hutan Lindung
B2 Pemamapan Fungsi Kawaean Hutan Lindung
i, Penpembangan Dan Penpelolaan Kawasan Hutan Lindung
C/1. Pengembangan Kawasan Hutan Lindung
/2. Prngelolasn Kawasan Hutan Lindung
b, Penger datian Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung
Cist Tyuei Luas: Kewasan Hutan Lindung per Kabupaten / Kota mengpunakan hasid anabsis spasial G5 serta batas
grachil =indf admdr Cstrass wilayah

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
~ I TENGKU ERRY NURADI
1 \ | IH
Salinan ﬁﬁfﬂi:ﬂcn glinya
KEF I HURKLIM,
R
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Pembing Ut Muda (IV/c)
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LAMPIRAN XX1 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTLIS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINS] SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN EKAWASAN SUAKA ALAM,
PELESTARIAN ALAM, DAN CAGAR BUDAYA dan PERLINDUNGAN SETEMPAT

1  Fiwasan Cagar Alam meliputi ;

Mo Nama Kawasan Kabupaten Luas {Ha) BK Penetapan
"1 Cagar Atam Sibolangitll/B/ 1) Dieli Serdang 96,84 | ZB.37, 10 Maret 1938
L ST
2 Cagar Alam Dolok Tinggi Rajall/B/1] | Simalungun 167,0 | GB.24, & April 162
3 | Cagar Alam Batu Gajah(l/ E,.f 1| Simalungun 1.0 | ZR.24, 18 April 1924
< ﬂagﬂ.rﬁlam Marteln H.;.rhail,-"]ﬂ,-' IJ S:‘ma.lungun 185,0 | 471/Kpts-11;43
5 E fEmE o Alem  Dolok  Saut/Sulungan Tapanuli Utars 39,0 I ZB.36, 2 Aprill924
"6 | Cagar Aam Ack Liang Balik (I/B/ 1 Labuhan Batn 0,5 | zB.221, 1 Nopember 1936
7 | Cagar Aam Batu Ginudtl/B/ 1] Labukan Batu 9.5 | ﬁf I Sepeer
i’} c:aga:ﬁ'm Dalok Sipirok(l/B/ 1] Tapanull Selatan 6.970,0 | 226/Kpts/Um/4/ 1982
9 | Cagar Alam Dolok Sibual-bualill/B/1) | Tapanuli Selatan 5.000,0 | 215/Kpts/Um/4/ 1982
10 | Cagar Alam Lubuk Raya(l /B 1) Tapanuli Selatan
C&E;arﬂam Sei Ledong (1/B/1) Labuhan Batu Lhara

1. Iawasan Suaka Margasatwa meliputi

No Narma Kawazan Habupaten Luas [Ha) | BK Penetapan |
| Lengkatdan | _____ |
1 SuakaM satwa Karang Cied B/l 157650 | 811/ Xpts/Um/ 11,/ 1980
X Argasatwa g Gading (1/B/1) Deli Serdsng | JKpts/Um/11/
3 E}*;ﬁ] e e L 15,7650 | 811/ Kpts/Um;/ 11/ 1980
3 | Snaka Margasatwa Siranggas (/87 1) Tapanuli Selatan 26570 | T1/kpts-11/ 1985
4 | Suaka [Margasatwa Dolok Surungan {178/ 1) | Toba Samosir Z3E000 | 43 Kpts U /2 1974
5 | Suaks Margasatwa Dolok Saut (I/B/ 1) Tapanuli Utara
L | Suaka Mangasatwa Harumun (I/8/1} Tapanuli Tengah 400,330,0 | YO Epis-I1 19559
Il Tarman Bom melipat
Ne Nama Kawasan EKabupaten Luas [Ha) SK Penetapan
1 | Taman Bur Pulau Pini [E;B,F 1) T'ﬁ&s Selatan 8.350,0 | 347/ Kpis-l1/ 1996
Y. TPaman Wisata Alam melipuati ;
Luas
Hc HNama Eawasan HKabupaten (Ha) BK Penetapan
1 | Tamar Wisata Alam Sibolangit (1/B/ 1) Deli Berdang 24,85  H36/Kpts/Umjo/ 1980
2 | Tamar Wisata Alam Holiday Resort [I/B/ 1) Labuhan Batu 1.963,0 | 695/ Kpts-11/ 1990
3 | Tamar Wisata Alam Lau Debuledebuk (1/B/1) Karg 7.0 | 320/ Kpts/Um/5/80
4 | Tamar. Wisata Alam Dalek Lancuk {1/B/ 1) Karo 4330 | 68/ Kpts-11/ mﬁq




Nama Kawasan

Kabupaten

(Ha) |

SK Penetapan

wk

Taman V,isata Alam Sicikeh-cikeh [1/B/ 1}

Dalri

575,0 || T8/ Kpts-il/ 1989

6  Taman Wisata Alam Sijaba Hutaginjang (I/B/1) | Tapanuli Utara

500,0 | 592/Kpts-ll/ 1993

V. Kswasan Taman Nasional dan Taman Hutan Raya meliputi

Ko Nama HKawasan Habupaten Luas [Ha) SK Penotapan
| Im FANA0AL Canung Lensse m&mﬂm Vil | ) 0o4.692,0 | 811/Kpts/Um/11,/1980
3 m i e Mandailing Natal 108.000,0 | 126/ Menhut-1/ 2004
3 | o st oy Bk B, | Lahot Dol S, | 16000 | eppren ot 190
"1 Feawasan Cagar Budaye meliput:
i ;r: Nama Cagar Budaya Kabupaten/Kota
1  Istana kerajann dan rumah kedinman Istana Maimuon, Mesjid Bava,
Megjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Biara Madan
| Cemara, Biara [rian Barat, Rumah Dinas Walikots dan Gedung Pusat
AVROS 'BKS PPS (I/A/ 1)
2 | Rumah Tradisional Karo di Desa Lingga dan Desa Dolkan [[/A/ 1) Karo
3 | Rumah Adat Pernatamng Parba (I7A/ 1) Fimalungun
4 | Istana ¥ota Pinang {1/A/1) Labuhsn Batu Selaten
5 | Istana Lima Laras {I/A/ 1) Batu Bara
6 | Kawasan Situs Bersejarah Candi [I/A/ 1) Eﬁg LET'::?’" Wit
= Makam Batu, Kawasan Belijius Pusuk Buhit, Permuldman Tradisional di Samosir
Tomokil /A1)
8 | Rumah Adat, Rumah Tradisional, Kawasan Megalit [[/A/1) Mias
% | Kampuag Tradisional Bawomatoluso [[/A/1) Mins Selatan
10 Kampung Sisingamangarajs Slonomhudon (I/A/1) Humbang Hasundutan
11 | Situs Kota Cina dan Kota Rantang {I/A/ 1) Medan dan Deli Serdang
12 | Situs bersejarah reliji Islam di Baros [I/A/ 1) Tapanuli Tengah
E Situs bersejarah suku Batalk: di Pusul: Buhit 174 71) Samaoslr

£ Pulau-pulag kecll dengan luasan maksimal sepuluh kilometer persegl di persiran pantal Barat dan di
Peradran Pantat Timur (7B 1);

VIl Kawasan pantai berhutan baksu atau hutan mangrove meliputi wilayah Pantai: Kabupaten Langhet,
Kabupaien Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagsi. Kabupaten Batubara, Kabupstén Asahan,
Kabupaien Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Mandailing MNatal,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Mias Barat, Kabupaten
Mias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli (1784 1].




K ters ygan:

I+ IV
A

B.

i Tahapan Pengembangan

Tata Bates Dan Penetapan Kawasan Sunke Alam, Pelestarian Alam, Wizata Alam, Suaka Alam, Taman Buru, Cagar
Budava, Folau Kecil Pantal Hutan Bakau

Rehabibiti s Dan Pemantapsan Fungs] Bawasan Kawasst: Suala Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Suaka Alam,
Teman Bure, Cagar Budaya, Pulau Kecil Pantei Hutan Bakan

B/ 1 RBehabilitasi Fungsi Kewasan Kawassn Suaka Alam, Pelestarian Alsm, Wisata Alam, Suaka Alarm, Taman Buru,
Cagar Budava, Pulau Kecll Panta: Hutan Bakau

B2, Perr antapan Fungs Kawasan kewasan Sunka Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Susks Alam, Taman Bary,
Cagar Budava, Pulau Keal, Panta Hutan Bekau Lindung

Pengembangan Dan Pengelobasn Kawasan Kewasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Wissta Alam, Suaka Alam, Tanvan
Bumi, Uajrar Budaya, Pulan Hecil, Paniai Hutan Balau

C/ 1. Penpembangan Kewnsan Kewasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Suaka Alamn, Tastan Buru,
Cagar By daya, Pulau Kecil, Pantad Hutan Balso

C/ 2 Pemypelolaan Kawasan Kavwnasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Suaka Alam, Taman Buru, Cagar
Budaya, Pulan Kecill Paontai Huran Balosa

Pengend ilinn Pemanfaatan Kewasan Kewnsan Suake Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Suaks Alam, Taman
Buru, Cagar Budaya, Pulau Keefl Pantad Hutan Balau

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

_ (. TENGKU ERRY NURADI
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Salinan Sesuai Dengan Asfinys
KEPMJ,I. BIRG Hil'fm;u
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LaMPIRAM XXII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN HAWASAN LINDUNG GEQLOGI

K ywasan cagar alam geologi keunikan batuan dan fosil meliputi :

Batu gamping gloukonit Sibaganding, Parapat - Kabupaten Simalungun {1/A/ 1); dan
Batumilmil, Kabanjahe - Kabupaten Karo{l/ A/ 1),
Kawasan Bentang Alam Karst, Kabupaien Langkat {1/A/ 1).

Fawasan irnbuhan air tanah vang memberikan perliindungan terhaday alr tanah meliputi:

CAT Merlan di Kabupaten Langlat, Deli Serdang, Karo, dan Simalungun ([/A /1)

CAT Sibulus Salam di Kabupaten Tapanuli Tengah (1/A/1);

CAT Bid kalang di Kabupaten Dairi, Samosir, dan Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat (I/A/1);

CAT Samosir di Kabupaten Samosir (1/A/ 1);

CAT Porsea Prapat di Kabupaten Toba Samos(LAAF L)

CAT Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara ([/A/ 1);

CAT Kuala Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Sefatan dan Kab Tapanuli Utarall/ A/ 1);

CAT Teluk Durisn/ Pekanbarue i Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Padanglawas dan Padanglawas
Utara(l; A/ 1); dan

CAT Pacangsidempuan di Kabupaten Tapanuli Selatanil/A/1].

1 eter ingan ;

I-Tv
A
B

: Tahapan Pengembangan

Tata Baias Dan Penctapan kawasan Lindung Gealog
Rehabiliiasi Dan Pemantapan Fungs: Kawasan Lindung Geolog
B/1 Rebahilitasi Fungs Kawasan Lindung Geologl

B/ 2. Pemaniepan Fungar Kawasan Lindung Geolog
Pengemirangan Dan Pengelolaan Kawasan Lindung Geolog
/1. Perigembangan Kewasan Lindung Geolopt

/2. Pergrelolann Kawasan Lindung Geobigl

Pengendalian Pemenfasian Kawasan Lindung Geolog

GUEERNUR SUMATERA UTARA,
tid

~ .
I '-.I [f : TENGEU ERRY NURADI
Salina 1| Sesial: Erengan Aslinva
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LAMPIRAN XXII1 FPERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUMN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG REMCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA TITARA TAHUM 2001 7-2037

TABEL RENCANA FENGEMBANGAN KAWABAN LINDUNG LAINNYA

1. Kaw =san Terumbu Karang
1. “esizir pantal dan perairan Repulauan Pulau Poncan Godang, Poncan Kecil, Pulau Unggas, Pulau
sakal, Pulau Tungeul Nasi, Pulau Bansalar, dan Pulau Talam di Kabupaten Tapanuli Tengah{l/A/1);
2. i Kepulatwan Nias sekitar perairan Pulap Nias, Pulad Masin, Pulau Pasakek, Pulau Sumbawa dan
“ulau Kasik di Pantai Timur{l/A/ 1];
3. “erairan sekitar Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai(l/C/ 1).

[\, Arf oretium
1. Arboretam Muara Siponggi di Kabupaten Mandailing NataljlfA/ 1)
2. Arboretam Simanindo di Kabuepaten Samosir{l/A) 1.

Feter agan :
1-1W i Tahapein Pengombangan
A, Taza Batas Den Penetapan Kawasan Lindung Lainnya
B. Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kewazsan Lindung Lainiya
B/ 1 Eehabilitasi Fungsi Kawasan Lindung Lainnya
B/2. Pomaniapan Pungsi Kawasan Lindung Lainnya
C. Pengembangan Dan Pengelolaan Kawaszan Lindung Leinnva
/1. Pengembangan Kawasan Lindung Lainmyae
o2 Pepgelolaan Bawasen Lindung Lannye
D Pengencahan Pemanfaatan Kawasan Lindung Lannya

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

~ TENGHEU ERRY NURADI
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LAMPIRAN XxIV FERATURAN DAERAH FROVING] SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHLIN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
FROVINS] SUMATERA UTAEA TARUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI

|

! LUAS
KO LOKASI | HP Terbatas : HP yang dapat
) {(Ea) HE Twtnp (Ha) dilkoxwersl [Ha)
[ 11 Kabupsen Asahan ThS 8395 26.045
K kabupeen Batubara ' 1049 | T e -
| 13 Kabupeten Dadri | 30.328 13.476 -
|+ | Kabupeten Deli Serdang 3.067 26.143 -
5 | Kabupsten Humbang Hasundutan 14.082 | 96455 -
5 | Eabupsaten Karo 9.229 7. 106 =
| 7 | Kabupsaten Labuhan Batu - 14.573 .
=3 kKabupeten Labuhan Batu Selatan J.oB6 | J0.338 -
|3 Kabupaten Labuhan Hatu Utara J8.074 20.238 23.005
| 10 | Kabupaten Langkat 40,381 25.209 .
11 | Kabupaten Mandailing Natal 147.035 13.354 10,897 |
| 12 Kabupiten Padang Lawas 38609 | 103.648 -
13 Kabupsatan Padang Lawas Utara 35.161 102407 -
14 Kabupsien Pakpak Bharal d 45130 | 10245 | -
15 | Kabupaten Sa Eamc:mr Ry i A i 1T 08 = ey = |
16 _Ka.bupﬂlﬂnﬂardan_gﬁadag&l - &5 -1-29[ =
17 Kabupaten Simalungin - 9.501 68.336 | -
18 | Kabupsten Tapanuli Selatan 83.626 45.226 = |
19 | Kabupsaten Tapanuli Tengah J8.581 #.152 = o
‘ Kabupatan Tapanuli Utatra #9.004 46,396 -
z Kabupaten Toba Samosir 10,955 Loy, (85 -
3 Kabupaten MNigs 3411 - -
* Kabupiten Nias Selatan 21578 | 72374 -
<4 | Kabupaten Nias Utara 10,128 Er 40096 | 3156 |
2 Kahupaten Nias Barat 1.680 - 520
26 | Kota Medan = x -
27 | Kota Binjai _ o — 1 - - -
48 | Kota Trbing Tingsi : - :
&9 | Kota Pemnatang Siantar - - -
30 | Kpta Tanjung Balal - - -
d1 | Kota Sibolga - - -
32 | Kota Fadang Sidempuan = 765 -
33 | Kota Cunung Sitoli - - b2
JUMLAH SUB TOTAL 641.137 T05.711 75.084
___ | JUMLAH TOTAL i 1.422.532

Apts angan @
(- : Tehapan Pengembangan
i, Tawa Batas Dan Penetapan Kawasan Hutan Produksi
1. Rehahilitasi Dan Pemantapan Fungsi  Kewasan Hutan Prodoks:
B/ 1 Hehahilitasi Fungasi Kawasary Hucan Produlesd
B/2. Pemantapan Fungsd Kawazan Hutan Produksl
(. Pengenibangan Dan Pengelalzan Kawagsan Hutan Produksa
C/1. Frngembangan Kawasan Hutan Produlos
/2. Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi
ir Pengerdalian Pemenfaatan Kawasan Hutan Produlos:
Cisty ruzi Luas Kawasan Hutan Preduksi per Kabuparen fKota menggunakan hazil analisiz spasial GIS serta batas
irgeil pbif sdmizstrasd wilmah

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
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LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH PROVINS] SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN

R S——

o HABUPATEN/EKOTA LAHAN BASAH (Ha) | LAHAN KERING ﬂ'lll
L 1] ASAHAN 18.650 1.562
1 2 | BATUBARA 22,380 16001
3 | BINJAI 1.846 i21
4 | DAIRI 14.783 59.336
& | DELI SERDANG al.415 30,200
i | GUNUNG SITOLI =082 11,302
7 | HUMBANG HASUNDUTAN 24020 71607
3 | KARDC g 16.830 69491
| 9| LABUHANBATU 26340 14.184
{10 | LABUHANBATU SELATAN 43 24,064
11 | LABUHANBATU UTARA - 29516 F33.115
12 | LANGEAT TH=—- _B3.685 2672
| 13 | MANDAILING NATAL 25,148 102,308
| 14 | MEDAN 454 S.624
15 | NIAS 14,8594 28617
16 | BIAS BARAT .06 22.791 |
_ 17 | NIAS SELATAN 15294 | 41.781
18 | BIAS UTARA 9,729 46.925
19 | PADANG SIDEMPUAN 1607 10.237 |
H) | PADANGLAWAS 22.285 45.501
21 | PADANGLAWAS UTARA 13.858 &,340
22 | PAK-PAK BHARAT 2,281 21,347
23 PEMATANG SIANTAR - | 1.265 |
24 | BAMOSIR 13.145 344032
20 ;| SERDANG BEDAGAL 50084 2,843 |
26 | SIBOLGA 268
27 | SIMALUNGLN 54,354 90,307 |
28 | TANJUNG BALA] 240 2469
| 29 | TAPANULI SELATAN 28.316 23.895
a0 | TAPANUL] TENGAH 20.810 36412
31 | TAPANULL UTARA | 37717 101,177
_ 32 TEBINGTINGGI S 200 A00
33 TOBA & ‘EAM'C!SIR 20,206 ah, 234
S8UB TOTAL 615.789 1.039.429
OE A S dasss s avanadiasins saR s st i 1.655.219
Labte angan :
-~ Tehapan Penpembangan Pertanian

/. Rehabibtosi Dan Pemantapan Fungsi Kawssan Lahan Pertanien Pangan Berkelanjutan dan Cadangannya

AJ 1 Renahilitast Fungess Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangannva
A/ 2. Pemantapen Fungsl Rawasan Lahan Pertanlan Pangan Berkelanjutan dan Cadangannya

P, Pengemangan Dan Pengelotsan Kewasan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadanganngya

C/ L. Peagembangan Kawasan Lahan Pertandan Pangan Berkelanjutan dan Cadangannyva
C/2. Penpelolaan Kawasan Lahan Pertantan Pangan Herkelanjutan dan Cadangannva
(. Pengendaban Pemanfaatan Kawasan Lehan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadanganoyg

Salinan Ees'ﬁa.t Pren
KEPALA

Ir .
N
Aslinyva

II-EEH M,

Pembina Utama Muda IV /c)
NIP, 195390227 198003 1 004
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LAMPIRAN XXV] PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TANGGAL 3 AGUSTUS 2017

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINS] SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN LAHAN PEREEBUNAN

SBalinan Sesi

NO KABUPATEN/KOTA PERKEBUNAN (Ha) |
1 | ASAHAN 248,221

7 | BATUBARA 41,854

3 | BINJAI 466

4 | DAIRI 25206

5 | DELI SERDANG 79.332 |

6 | GUNUNG SITOLI 10.442

[ 7 | HUMBANG HASUNDUTAN 19.029
8| KARD 24.541
9 | LABUHANBATU , 190.621
10 | LABUHANBATU SELATAN | 245.497

11 | LABUHANBATU UTARA =~ 155.904
L t&  LANGRAT ____ __Hm_____q = 217.992
13 | MANDAILING NATAL , 121.568
14 | MEDAN | a7
15 [ NIAS 0.083
16 | NIAS BARAT 4.960 |

[ 17 | NIAS SELATAN 13.523
|15 | NIAS UTARA o 20,056
19 | PADANG SIDEMPUAN 1183 ]
20 | PADANGLAWAS _ B9.143
21 | PADANGLAWAS UTARA [ 134.709

22 | PAK-PAK BHARAT E— 2.6609
23 | PEMATANG SIANTAR 294
24 | BAMOSIR 7.384
35 | SERDANG BEDAGAI 115,912
25 | SIBOLGA 54
27 | SIMALUNGUN 171.270
28 | TANJUNG BaLA] 471

| 29 | TAPANUL] SELATAN 101.698 |
30 | TAPANULI TENGAH 50,768

| 31 | TAPANULI UTARA 14,974
32 | TEBINGTINGGI 264
33 | TOBA SAMOSIR 9.353 |
TOTAL 2.139.796

Engan
= I‘l-" Tahapan Penpembangan Perkebunan
Fehabilitns Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lahan Perkebunan
A1 Relubilitasi Fungsi Kawasan Lahan Perkebunan
A/ 2, Pemantapan Fungsi Kawasan Lahan Perkebunan
Penpgemrangan Dan Pengelolsan Kawesan Kawasan Lahan Perkebiuanan
B/ 1. Pengembangan Kawasan Leahan Perkebunan
B/f2. Pengelolaan Kawasan Lahan Perkebunan
C Pengend:alian Pemanfaatan Kawaszan Lahan Perkebunan

]ﬁ&ngaL Aslinva

KEPALA BB i:-fll HLrﬂgUM

NIE. 10500227 198003 1 {!04
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LAMPIEAN XXVII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA TITARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGOGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN PANGHKALAN PENDARATAN IKAN (PRI}

Kabupsten Langkat: PPl Pangkalan Susu, PPl Pangkalan Berandan, PPL Kuala Gebang (1/A/ 1);
Kota Medan ; PPl Kampung Nelayan, PPl Bagan Deli [LfA[S1);

Kabupsten Deli Serdang : PP Percut, PPl Hamparan Perak, PPl Pantal Labu {[/A S 1);
Kabupezen Serdang Bedagai: PPl Pantai Cermin, PPl Tanjung Beringin, PPl Sialangbuah, PPl Bandar
Khalipah (I/A[1);

Kabupeien Bata Bara : PPI Lalang/Perupuk, PPl Pangkalan Dodek, PPl Tanjung Tiram {174/ 1);
Kota Tenjung Balai : PPI Teluk Nibung {1/A/1];

Kabupeten Asahsn : PPl Asahan Mati, PPl Bagan Asahan, PPl Rantau Panjang {[/A/1];
Kabupaten Labuhan Batu : PPL Sei Berombang (1/A/1);

Kabupsiten Labuhan Batu Utara ;: PPl Tanjung Ledong (1/A/1);

kabupaten Tapanuli Tengah: PPl Sorkam, PPI Barus (1/A) 1)

Kota Sibolga: PP SBarudilei /A1) [L/AS L)

Kabupaten Mandailing Matal: FPI Batahan, PPl Natal, PPI Sikara-Kara ([/A/1);

Kota (iinung Sitoli : PPI Gunung Sitoli (I/A4/1};

Kabupaten Nias Selatan : PPI Lahusa, PP Teluk Dalam, PPl Pulan Telo {1/A/1].

b B3 B3

=1 on, o

i .

SEBS

=

e 03

foste engan :
- D" i Tahapan Pengembangas Sarana Prassrana Pangkalan Pendaratan Ban
& Rehahbilitasi Den Pemantapsn Sarana Prasarena Pangkelan Penderatan [kan
A/ 1 Relabilitasi Sarana Prasarana Panghkalan Pendaratan lkan
Af2. Pemantapan Sarana Prazerana Pahghkalan Pendaratan [lean
E  Pengemoangan Dan Pengelolaan Sarana Prasarane Pangkalan Pendaratan Tkan
C/ 1. Peagembangan Sarana Prasarana Panghkalan Pendaratan Doan
C/ 2, Pengelolaan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Toan
{. Pengenidalian Sarana Prassrana Panpghkalan Pendarsatan lian

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

™ \ TENGHKU ERRY NURADI
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LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH PROVINST SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG PENCANA TATA RPUANG WILAYAH
PEROVINS] SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI MIKRO KECIL

1. Kswasan industn Tertentd Telulk Dalam Nias Selatan {I7/A71);

2. Scatra Industri Kecil Dolok S8anggul Humbang Hasundutan {I/A/1);

3. Lingkungan Industri Kecil, Kawasan Indusiri Tebing Tingg, KI UMEM, Padang Hulu di Kota
Tehing Tinged (1/Af 1)

. Kawasan Industri BWK 1, Padangsidimpuan Utara, Kawasan Industri BWK I, Padangsidimpuan
Tengpara di Kota Padangsidimpuan (I/A/1);

, Kawasan Industri Berbasis Apro Silalahi Sabungan Dai ([FAF L)

. Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah di Kota Tanjung Balai ([/Af1);

. Kwasan Industri Berbasis Kompetensi, Int Industri Daerah Kota Sibolga (T/A7 1);

. Enpwasan Industrd Berbasis Kompetensi, [nt indusiri Daerzh Porsea, Balige Kabupaien Toba
Sumosir [[/A/S1);

O, Kswasan Industr kecil Amplas Medan (1/A7 1.

5

oo ~3 On.on

1L KAWASBAN INDUSTRI MENENGAH DAN INDUSTRI BESAR
1. <awasan Mebidangro | Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan, Medan Star di Kabupaten

Jeli Serdang {I/A/1); Kawasan Industri Medan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang,
rRawasan Industtd Tanjung Morawa dan Kewasan industr Percut Sei Tuan dif Kabupaten Dell
serdang (1/B/1);

. Kawasan Industri Padang Hilir di Kota Tebing Tinggi (1/A/1];

Kawasan Industr Panal Hulu di Kabupaten Labuhan Betu [1/AF L),

Kawasan Industri Bagan Asahan di Kabupaten Asahan [[/A/1);

IKawasan Industr Kuala Tanjung, Industri Smeller Baja Kuala Tanjung di Kabupaten Batu

Bara {I/B/1];

Kawasan Industri Pematangsiantar di Kola Pematangsiantar (I/A/ 1];

Kawasan Indusiri Sei Mangke (MP3El) dan Kawasan Industri Simalungun di Kecamatan

Tapian Dolok di Kabupaten Simalungun (1787 1),

Kawasan Industrd Sel Bamban [MPIED dl Kabupaten Serdang Bedagad (1/8/ 1)

“awasan [ndustri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Dacrah Sei Tualang Raso Kota Tanjung

Salat (1/4/1);

10, Kawasan Industri di Kabupaten Sidikalang, Daird ([/A/1);

11. Kawasan Industri Pangkalan Sasu-di Kabupaten Lamgkat (1/AF L)

12, Kawasan Industri Labuhan Angin, di Kabupaten Tapanuli Tengah (1/B/1);

13. Kawasan Industri Kepulauan Nias, di Kabupaten Nias (1/8/1).

L L b

0. A

I EAWASAN EKONOMI KHUSUS diarahkan di wilavah memiliki potensi dan sesuat [ahan mefiputi
1. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei: dan
2. Fawasan Pantal Barai, kawasan Pantai Timur dan dasrah yvang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{pie angan :
-Iv @ Tahapan Pengembangan Kawasan [ndusiri

i . PRehabiitasi Dan Pemantapen Fungsi Kawasan Industn
A/l Eehabilitasd Fungsi Kawasan Induste:
Af2. Pemantapan Fungs Keawasen Indusin

i Pengerbangan Dan Pengelolasn Kawasan Industr
B/ 1, Pengembangan Kawasan Indusir
B/ 2. Pengelolaan KEnwasan Industo

il Penperdalisn Pemanfastan Kawasan Industr

GUBERNUR BUMATERA UTARA,

ttd
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LAMPIRAN XXIX PERATURAN DAERAH PROVINST SUMATERA UTARA
HOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA

. PAITWIBATH ALAM MELIFUTI:

1.
2,

-

o

8,

2
1a
11
12
13
14
15
1€
1%
1E

15
21.

Kawasan Danau Toba (17471},

Pemandian air penas pangururan, Posuk Buhit | Danau Sidihond, Tomoel:, Tukmk, Aek Sipitudal,
Kebun Reya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Muolz-mula di Kabupaten Samaosir
(L/ASL)

Berastagzi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Huian REskyat Bukit
Harisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamaten Merek, Kabupaten Karo (I/B/ 1),

Paroppo di Kabupaten Daird (LA 1)

Pegunungan di Kabupaten Phakpak Barak[l/ A7 15

Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau Ulu, Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagorl Sinar Naga
Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta, Dolok Simarsolpsh Kecamatan Reya Kahean, Dataran
Tinggl Simarjarunjung-Tanjung Unta di Kecamatan Dolok Pardamean, dan Air Panas Tinggi Raja di
Kecametan Purba di Kabuparten Simalungun(l A7 1),

Tangga ‘Seribu, Air Terjun, Desa Sipinsur Paranginan di Kabupaten Humbang Hasundutan (I/A/ 1],
Ajibata, Agrowisata Rohani di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban Julu, Dolok Tolong, Balige,
Silintong di Kabupaten Toba Samosirll/B/1];

Air Panas Sipoholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara(l/A/1);

Danau fiombak Kota Medan{l/A/1);

Panlal Klang, Pantai Cetmiin, Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai (LB 1),

Pantai Ferupuk, Pantai Sejarah, di Kabupaten Batu Bara(l/A/1);

Bibalangit, Pulau Siba Kecamatan Hamparan Perak, di Kabupaten Deli Serdang(l/ B/ 1);

Bahorosx, Bukit Lawang di Kabupaten Langkat(lfA,/ 1];

Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Pulau Pulau Batu, di Kabupaten Nias Selatan(I/A/1];

fir Panas Bombo Aukhu, Pantai Bozihona dan Kewasan Onolimbu, di Kabupaten Mias{l/a/ 1)
atrombi, Pulay Asu dan Kepulavan Hinako, di Kabupaten Nias Barat{I/A/ 1];

Adr Terjun dan Pantal Lahewa di Kabupaten Nias Utara(l/A/1);

Pulau Mursala, Pulan Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten Tapanuli Tengah{l/A/ 1);

Pantai Matal, Mandailing Natal(T/A/ 1];

Danau Jiais di Kabupaten Tapanuli Selatan(l/A;71];

. P RIWISAT A KEBUDAYAAN

1.

il

L

Istana kerajaan dan rumah kediamsn Istana Maimun, Mesiid Eava, Meszjid Osmani, Kawasan
Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Fumah Dinas Walikota dan Gedung Pusai AVROS/BES PPS, situs
bersejarah kota Cina di Kota Medan{I/B/ 1),

Stasiun Kereta Apl Binjai{l/A/ 1)

Kawasian situs bersgjarah reliji Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah(i/A/1);

Kawassin situs bersejarah kota Rantang di Kabupaten Deli Serdangil /A 1);

Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatanil/A/ 1};

Peningsalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utarall/A7 L),

Peninggalan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglaweas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal
Lfaf1|

Situs Henteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal[l/A [/ 1);
Banguaan Cagar Budaya di Kota Sihalgafl/AJ 1),

Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun(T/B/1);
Makat® Nommensen di Kabupaten Tepanuli Utara(i/A] 1

Makam Sisingamangaraja X1I, Fumah Bolon di Kabupaten Toba Samosir(l1/A7 1),

. Istang -Sisimangaraia di Bakkara, Tempat Gugurnyz Sisingamangaraja X1 Desa Sionom Hudon di

Eabupaten Humbang Hasundutan(l/ A1),

. Batn Hogon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Bumah Tradisonil Simanindo,

Perkampungan Tua Suku Batak Harlan Boho di Kabupaten Samasic(l/AS1);

v Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dadri{l/A/1];
| 58
1.

Bumal: Tradisionil di Kabupaten Phakpal Barat{l/A; 1);
Pemubiman Tradisional Desa Lingga, Desa Dokan, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten
Karo;



18,
i,
20,

21

22

23.

24
25

<.

Istana Lima Laras. Meriam Kuno di Kabupaten Batu Barafl/A [ 1);

Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai(l/A/ 1];

Dua Kemang di Kabupaten Deli Serdang{l/AS 1} {(I/AS 1)

Situs Kota Tua Tanjung Pura, meliput Mesjid Axizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak. Situs Komplek
Istana Sultan Aziz, Kompleks pemakaman Kesultanan Langkat dan Makam Pahlawan Nasional
Tengku Amir Hameah di Kabupaten Langkat (I/A/1);

Makam bersejarah Nias di Desa Ono Namolo [ Lot dan Peninggalan Megalit di Kota
Gunungsitol(l/A/ L);

Peninggalan Megalit Kecamatan Gomo, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silima Ewall Majingo di
Kabupalen Nias Selatan(1/A/1);

Peninggalan Megalit Kecamatan [danogawo, Gido dan Sogae'adu di Kabupaten Nias (1/A71;
Peninggalan Megalit dan Rumah Adat Tradisional Kecamatan Mandrehe dan Lahomi di Kabupaten
Nias Barat [I/A/1].

I PAGTWISATA MINAT KHUSUS

1.

Musenr dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kaota Pematangsiantar 1/ C/ L)

2.  Arung Jeram di S¢i Asahan - Tobasa dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat (1/8/1);
3.  Olabhrags Alr di Sorake, Lagundn, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Moale, Wisata menyvelam di Perairan
Pulau Pulau Batu di Nias Selatan(l/A/S1);
4. Olahraga Air di Pulan Asu, Hinako Nias Barat{l/B/ 1}
3. Olah Rega Paralavang di Sipiso-piso, Tongging kabupaten Karo (I/A7 1);
6, ©Olah Rega Paralayvang di Paropo, dan Silalabl Kabupaten Dair (17471,
T, Wisata Rohani di Salib Kasih, Agrowisata Kecamatan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara{l/B/1);
8, Agrowisata di Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan (L/B/1);
9, Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi(l1/B/1);
10 Rekreasi Pantai Kecamatan Pantai Cermin, di KEabupaten Serdang Bedagai [1/C/1);
11 Rekreasi Pepunungan dan Taman Hiburan di Sibolangit, di Kabupaten Deli Serdang {I/C/ 1);
1% Museurn pusaka Nias di Kota Gunungsitoli {[;/B/1);
13 Museum sejargh Batak di Balige, Kawasan Elowisata di Kabupaten Toba Bamosir, (1/B/ 1)
14 Taman wisats adat pakpak deleng singlon, Kabupaten Pakpak Bharat, (I1/B/1)
1 ater ingan :
-1  :Takapan Pengembatigan Bawasan Parisisata
A Rehabiliias Dan Femantapan Fungsl Kawasan Pariwisata
A/1 Rebabilitasi Fungsi Kawasan Pariwisata
Af2. Perantapan Fungsi Kawasan Pariwisata
B Pengemoangan Dan Pengelolaan Kawasan Parwisata
B/l Pengembangan Kawasan Parmwisata
B/, Perigelolaan Kawasan Pariwisata,
. Penperulalian Pemanfaatan Kawasan Parmwisata

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
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LAMPIRAN XXX1 FERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMDR 2 TAHUN 2017

TANGOAL 3 ALGUSTUD U017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 201 T-2037

TABEL INDIKASI PROGRAM RTRW PROVINSI SUMATERA UTARA 2017-2037

5 5
USULAR PROGIAM DAR HERATEN LOKASI Sumber Dana Pelaksana Tahun | Tshun | Tabum | Tahun
i : ; m |
1 FPERWUJUDAN STRUKTUR RUANG
| © | PROVINSI . I o
A PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN
PROVINSI SEE e ki s < " : : =
Al Percepatan Pengembangan Sistem Perkotaan | Arahan lokasi mengikuil Sistem AFBN, AFBD, Eementerian ATR/BPN, 7
A Revitalisasi dan Percepatan Penpemnbangan Perkotaan Provinsi Sumaters Investasi Swasta Bappeda, Dinas Sumber
kota-kota scbagai pusat pertumbuhat Utara schagaimana tercantum dan atau Daya Air, Cipta Karva
i wilayah dan pusat pelavanan pada Lampiran I, Kerjasamsa dan Tata Ruang, Dinay .
a. Pemantapan fungsi kota yang telah Fendanaan | Perhubungan, Dinas i
berkembang menuril hirarkinys Bina Marga dan Bina
b, Revitalisasi kota-kota yang telah betfungsi Kongtruksi, Dinas
dan pengembangan baru kota menurut Komunikasi dan
| hirarkinya = 3 Informatika, Dinas
. Peningkatan kapasitas dan ko alitas Encrgi dan Sumber
pelayanan sarana dan prasarsna perkotaan Dya Mineral, Dinas
sesyai sislem perkotaan (transportasi, Lingkungan Hidup,
energi, telekomunikasi, jaringan sumber Badan Penanggulangan
| dava air, jaringan prasarana lingkungan] Beneana Daerah, SKFD
A3 | Hehabilitasi dan pengendalian kota-Kota seltoral Pekerjaan :
berbasis mitigasi bencana Umum dan Penataan '
A4 | Pengembangan/Peningkatan kapasitas Ruang kab/kota, .
kelembagaan bagi pengelolaan perkotaan
A5 | Penyusunan rencana rinci sebagai
| pperasional pengelolaan perkotaan = - )
B PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI
. PROVINSI :
B.1 | TRANSPORTASI DARAT = B
L, Jaringan Jalan Nasjonal yang ada dalam APBN Kementerian PU




5 5
i[' it it i Bovemd ot LOKAST Sumber Dana Pelaksana Tahun = Tahus | Tahun | Tahun
i = i H i

| ‘Wilayah Provinsi B ) )

(&l | Pemantapan jaringan jalan arteri primer, | Lampiran 3. UL OFR e ] uE
kolektor primer K-1, strategls nasional yang | Jaringan Jalan Nasional dan TR st AU il
ada dalam wilayah provinsi Jalan  Provinsi di  Wilavah i ST RN

Provinsi R Mt . s e 1 P N
L (PR LT A PR - |
g.2 Fcng:ﬁ?hﬂ.ﬂgﬂn jaringan jalan arteri primer, L TR T AT R TR R e
kolektor primer K1, strategis nasional vang U AR ST (1 tx S H
ada dalam wilayah provinsi - I L L ¥
| b | Jaringan Jalan Provinsi . _
b.1 | Pemantapan jaringan jalan kelektor primer Lampiran 3. APBD Dinas Bina Marga dan 1y Yihlka
| K2-/R-3 dan jalan strategis provinsi | Jaringan Jalan Nasional dan Bina Konstrulesi WA Wby L TN 5
| .2 Pengembangan jalan kolelstor primer K-2/K- | Jalan Provinsi di Wilayah Provinst BT =5 il T |
3 dan jalan strategis provinsi yang Provinsi by IR A 'S
menghubungkan antar kota i == e Al A
| Jaringan Jalan Brbas Hambatan B =

iz
el Pemantapan Jaringan Jalan Behas Lampiran 3.
Hambatan Jaringan Jalan MNasional dan
Jalan Provingi  di Wilayah
| Provinsi
2 Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Lampiran },
Hambatan Jarnngan  Jalan MNazsional dan
Jalan  Provinsi di | Wilayah

Provinsi

APBN dan/atan
Investasi Swasia
dan fatau
Eetjasama
Pendanaan

Kementerian PU,

] Kementerian

| Perhubungan, Investor

|'

_.Jﬂ.rIngan Jalur Kereta Api Antar Kota,
Perkotaan, dan Bancdar
| Udara/Pelabuhan/Kawasan Industri

APBN dan/atau
Investasi Swasta
dan fatau

PT Eereta Api Indonesia,
Eementerian
Perbubungan, nvestor

Fuas bagian timur Batas
Aceh - Besitang - Binjai -
Medan - Lubuk Pakam -

Pemantapan dan  Pengembangan  Jalur | =
Kereta Api Antar Kota




: _ "
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN i THEVE, QA \
Tebingtinggi - Kisaran - | Kerjasama I et
Rantauprapat - batas Rlau, | Pemdanaan Ltk I :

Ruas Tebing Tinggi -
Pemalang Siantar

Kisarah — Tanjungbelal
Pematangsiantar -
Pematang Raya — Merek
Kabanjahe - Brastag
Pematangsianlar — Parapat
{Kawasan Danau Toba)
Ruas bapian barat: batas
Acch - Siholga - batas
Surnatera Barat.

Ruas bagian tengsh atara @
Rantauprapat - Guoung
Tua - Padangsidimpuan -
Sibolga

Pengembangan jalur kereta api di kawasan
Mebidangro dan pengaktifan kermbal jalur
kereta api vang sudah tidak beroperasi

Russ Belawan-Stasiun Kota;
Stasiun Kota — Batang Kuls
= Lubuk Pakam;

Stasgiun Kota - Sunggal -
Bhirijau;

Stasiun Kola - Pancur Batu;
Lubul Pakam — Galang;
Aras HKabu - Bandara
Euaslangamu;

Stasiun Kota- Deli Tua;

Deli Tua - Sibolangit,

e
-F.%.EI'?EE!.'n-jE.'E RS




d.3 | Pengembangan dan Pembangunan Jalur s Ruas Medan - pelabyhan % i
Kereta Api menuju dan dari Bandar Belawan a Gabion - LIk
Udara/Pelabuhan /Kawasan Industr (Pelabuhan Peti Kemas) i
= DBandar Tinggi — Pelabuhan SIS
Kuala Tanjung, il ;
» Spoor Simpang — KEK Sei '.ﬁ\' &
Manglkei | |
+ Kisaran -  Pelabuhan ﬂfl‘ A
Tanjong Tiram, !—E'
s Rantauprapat — Aek Nabara R
_ Negeri Tama ~ Labuhan e, Al i
Bilik, LA gy
s Perlanaan - Gunung Bayu st ML
|Sci Mangkeil, ; iy
« Pembangunan jalur ganda s
Kereta Api Medan — Aras s
Kabu i
» Aras Kabu - Bandara Kuala i L
e e 1' 11 s r1 "
d.4 | pengembangan simpul kereta api Medar, Tebingtinggi, | APBN dan/atau FermApimdﬂnpsia. "' i {, 1]
. gan-imp * Pematangsiantar, hhﬁmnﬁ. Investasi Swasta Kementerian rFI “—Lli'i] RS
Kisaran, Rantauprapat, dan | Gan/atau Perhubungan, Investor | IH’-L' = un EI l':.', -
Sibolga. f;‘_lﬂanmaauﬂm K ‘ ur_u, i. -,.4| ',HI1I |="
4.5 | Pembangunan perlintasan tidak schidang | Jalur kereta api antar kota dan APBN dan/atau PT Kereta Api I.m:lune;slg.. .f[£ R l ,4.'*";' 2 -';12':i]-,'.i:'.~'.'
T jalan wilayah perkotasn Investasi Swasta | Kementerfan Ul e e R AR
Sauie o - e = dan /atau Perhubungan, Investor l‘. Fl[ ﬁ; { (et JEs -;__--|‘-:,-"__5 h
) N Pendanaan LA ﬂ‘r '75'- ral| Wl
e Perwujudan Sistem Transportasi Sungai,

Danau dan Penyveberangan
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s HEM SEAHNLIN LOHKAS] Sumber Dana Pelaksana Til:!n Ti.!t'nn Tl;u.'ﬂ. T.:.r“
el | Pengembangan, Peningkatan jaringan « Medan- Penang [Malaysia), AFBN Kementerian IR ST
pelayanan angkutan penyeberangan lintas o Medan-Kuala Lumpur Perhubungan dan Dinas ._;‘I i) LN
RS [Malaysia), Perhubungan Provinsi [\ i ek e e
s Medan-Singapura, .'_;I: s 1 i
Tanjunghalai-Singapura dan T e A
Tanjunghbalai-Malaysia Sl [ (B S as
.2 Pengembangan / Peningkatan jaringan Medan-Batam, APBN dan APBD Kementerian S U3 N
pelayanan angkutan penveberangan lintas Medan-Lhokseumaws, Provinst Perhubungan dan Dinas [ -.I'I.:! ey
pravinsi Medan-Pangkal Pinang, Perhubungan Provinsi I}k Sh
Gunungsitoli-Singkil, el
) Pulau Telo-Teluk Bayur
.3 | Pengembangan/ Peningkatan jaringan Sibolga — Gunungsitoli, APBN dan APBD Kementerian

pelayanan angkitan penveberangan lintas
Kabupaten,/ kota

Sibolga - Teluk Dalam,
Teluk Dalam - Pulau Telo,
Matal — Pulau Telo,
Ajibata — Tomok,
Simanindo — Tigaras;
Belawsan Lama — Balang Sere,
Belawan Lama — Karang
Ciading,

Ajibata - Tomolk,

Ajibata — Urat,

Ajibata — Porses,

Balige - Onan Runggu,
Balige - Mogang,

Balige - Bakkara,

Balige — Ajibata,

Balige — Pangururan,
Muara — Nainggolan,
Bakkara — Nainggolan,
Muara — Balige,

Musara - Tomok,

Muara - Bakkara,
Muara - Onan Runggu.

# @& ® @ @ & @ & & % & & @ | & &

"o R O % ® E&om R B O 8

Provinsi

Perhubungan dan Dinas ek

Perhubungan Provinsi
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. LOKASI Sumber Dana Pelaksana Tabun | Tahus | Tabun | Tahus
I o 1L w
e.4 | Perwujudan simpul jaringan sungai, danau, | Lokasi sesuai daftar dermaga APBN dan APBD Kementerian ot A
dan penyveberangan, meliputi dermaga sungai dan danau, scria Provinsi Perhubungan dan Dinas 4T i
sungal dap danau, serta pelabuban lawt | pelabuban faut vang vang Ferhubungan Provinsi LU [FIE TS
vang yang digunakan untuk melasyani : digunakan untuk melayani RIS Y
anglkutan penyeberangan | angkutan penyeberangan T e e f
| sehagaimana tercantum pada Sohllls :
Larmpiran IV. AL M BT
f Perwujudan Sistem Angkutan, Terminal | s il
Penumpang serta Terminal Barang i . i
I.1 Pemantapan dan Pengembangan torminal Lokasi Terminal Tipe A sesuai APBN dan AFRD Kementerian ik ' -
penumpang tipe A Lampiran % Provinsi Perhubungan dan Dinas &
: _ Perhubungan Provinsi 1| i
Eid Pemantapan dan Pengembangan terminal Lokasi Terminal Tipe B sesoai AFBE Provinsi Dinas Perhubungan T LT
penumpang tipe B Lampiran V Provinsi e
3 Pembangunan tcrminal penumpang bam 1. Terminal Belawan di Kota APBHS APBD Eementerian - '
Medan Provinsi/ APBD Perhubungan, Dinas ; '
2. Terminal Tuntungan di Kota | Kab/Kota Perhubungan Provins, iy
Medan Dinas Perhubungan AP AT
J. Terminal Guoung Tua di Kab/Rkota (e
Kabupaten Padanglawas
Utara = : — LA i Lt
f.4 Pemaniapan dan Pengembangan terminal Lokasi Terminal Angkutan AFBN/ Investasi Eementerian (1 (TR s

L3

barang

Pemantapan dan pengembangan sistem
angkutan umum massal berhasis jalan

F.4

Barang sesual Lampiran V1

Swasta dan /fatau
kKerjasama
Pendanaan

Serdang-Karo

Kawasan Medan-Binjai-Deli

APBN dan APBD
Provinsi

Perhubungan, PI
Pelindo, Invesior

| Kementerian
Perhubungan dan Dinas |/

Perhubungan Provinsi

=

Pl:.ngc:m_hangan sistern angkutan umum
massal berbasis rel

Kawasan Medan-Binjai-Deli
Serdang-Karo

APBN/ Investasi
Swasta dan/atau
Kerjasamea
Pendanaan

Kementerian

Apd Indonesia, Investor

Perhubungan, PT Kereta |
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L5 Pemantapan dan Pengembangan angkutan |« Bandara Kuala Namu APBN/ APBD Kementerian
pemadu moda melalui moda angloutan darat, Provinsi/ [nvestasi | Perhubungan, Dinas
kereta api, dan angkutan laut Swasta dan/atau | Perhubungan Proving,
Kerjasama Investor
) Pendanaan
L& Pemantapan dan Pengembangan fasilitas + Bandara Kusala Mamy APBN /S APBD Eementerian
alih moda (fransfer point) untuk angkutan Prowinsi/ Investas: | Ferhubungan, Dinas
pemadu moda Swasta dan/atau Perhubungan Provinsi,
Kerjasama Investor
Pendanaan - Te——
L7 Pemantapan dan Pengembangan pelayanan |« lintas wilayah tmur, APBM/ APBD Kementerian
anghkutan penumpang o lintas wilayah barat dan Provinsl/ APBD Perhubungan, Dinas
« dataran tinggl Kab Kota/ Perhubungan Provinsi,
Investasl Swasia Dinas Perhubungan
dan /atau Kab/Kota, Investor
Kerjazama
Pendanaan !
B.2 | TRANSPORTASI LAUT _ == e |
a Pembangunan dan Pemantapan pelayanan |« Pelabuhan Belawan APBN, Investasi Kementerian T, i TN lrr-“"f e
pelabuhan utama = Pelabuhan Kuala Tanjung Swasta danfatan | Perhubungan, PT i [;!!li ".1 |T_I1II I1J:||-|JI|t :in,li:uql
Kerjasama Pelindo, Invesior ). Al s T .
........... . I | Pendanaan S Hlti"'ll' Ak EebLi
i Fengembangaanemngkatan pelayanan Lokasi pelabuhan pengumpul AFPBN Kementerian 1] |' ’i-" ! I‘.I
pelabuhan pengumpul sesual Lampiran VI Perhubungan BEANES 1
i, Pengembangan/ Peningkatan pelayanan Lokasi pelabuhan pengumpean APBED Provinsi/ Dinas Perhubungan ’ﬂl'l'-.'JI'F_'i!Il
pelabuban pengumpan regional reglonal sesual Lampiran VIl AFBD Kab Kota Provinsi) Dinas .|'r"r|r"I L 11 Ly
Perhubungan Kab Kota ...].1 'I!' i B4 ! Yl -':;__'; A
e, Pengembangan / Peningkatan pelayanan Lokasi pelabuhan pengumpan APBD Provinsi/ Dinas Perhubungan || I EJ | i ||I. i W‘r" IT:ILJII T4iad
pelabuban pengumpan lokal lnkal sesuai Lampiran VII APBD Kab Kota | Frovinsi/ Dinas l],‘lp" e ‘|| n!? \,-uli il \tll.
| - - - Perhubungan Kab Kota e St SR
£ Pengembangan/ Peningkatan angloulan laut AFEN/ Kementerian [ e
dengan uxmterhis m:;ggcﬁg E panial. b Frovinsi/ APBD Perhubungan/ Dinas E-E;']p','f.'lfh il
Kab kota Perhubungan Frovinsi/ |
Dinas Perhubungan I,.'; T
Eab/Eota _'.'.l. LT
B.3 | TRANBFORTASI UDARA |
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il i Hw i LOKASI Bumber Dana Pelaksana Tl.l:un Tl!i:lm TI;I. Til'.':;ul
- nem - 1 il - & W
Pengembangan / PFemantapan Bandar Udara | Bandara Knala Namu di | APBN, APBD Kementerian TR T
Pengumpul Skala primer Kabupaten Deli Serdang I Provinsi, Investasi | Perhubungan, Dinas A
! Perhubungan Provinsi, [ ! i
e . PT Angkasa Pura [T S v
Pengembangan / Pemantapan Bandar Udara | Bandara Binaka di Kota IHPBN, APBD Kementerian T
Pengumpul Skala tersier Gunung Sitoli Provinsi, Investasi | Perhubungan, Dinas [
Perhubungan Provits, [ 0000000
- PT Angkasa Pura il |10 00 -
Pengembangan / Pemantapan Bandar Udara | 1. Bandara Dr. F L Tohing, di AFBN, AFBD Kementerian SIS
Pengumpan Kah, Tapanuli Tengah Provinsi, Investasi | Perhubunpgan, Dinas I ]
2. Bandara Sibisa, di Kab. Toba Perhubungan Provinsi, [ I."'. f
Samosir PT Anglkasa Mara I1 TOmE R
3. Bandara Aek Godang, di Kab. Mt
Padanglawas Utara -+ ARl
4. Bandara Silambo/ Teluk r L
Dalam, di Kab, Nias Selatan Al
5. Bandara Lasondre, di Kah, Ak
Nias Sclatan Tt [ el
&, Bandara Aek Mabara, di Kab, et ;
Labuhanbatu / AW
7. Bandara Bukit Malintang, di W
Kab. Mandailing Matal e
8. Bandara Pomatang Raya, di i -"-|-:I._
o B S | Kab. Simalungun B - - . -
Peningkatan status Bandara Pengumpan | Bandara Silangit di Kabupaten | APBN, APBD Kementerfan Tt I1R1 SISTRERRR Tk _'-,i'i LB
menjadi Pengumpul Tapanuli Uara Provinsi, Investasi | Perhubungan, Dinas S DI RICE AN AL LR Lo i
[ Perhubungan Provinsi,  [SGTRIHEE ARl LR Rt
- - - PT Angkisa Pura Il - AR Y )
. | Pengembangan /Peningkatan Bam Bandar Kabupaten Datri, Labuhanbata | APBN, AFBD Kementerian TR TR '|
Udara Baru Selatan, dan Padanglawas Provinsi, Investasi | Perhubungan, Dinas TRV el AR I ]|
Perhubungan Provinsi, = SR ER ) (e
| . o PT Angkasa Pura Il | i et LA gl L] I ,"_I'.] !f'i:.l
PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI
PROVINS] )
Pengembangan sistem penyediaan minyak
dan gas humi = =}
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-

‘. | Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas | Kabupaten Labuhanbatu APEN, Invesiasi Kementerian ESDM, PT
Bumi Nasional gas jalur Duri - Dumeai — Selatan, Labuhanbai, Swasta dan fatan PG
Medan Labuhanbatu Utara, Asahan, Kerjasama
Batubard, Serdang Bedagai, Fendangan
’ .| Dell Serdang, Kota Medan S :
b. | Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas | Kabupaten Langkat, Kabupaten APBHN, Investasi Kementerian ESDM, PT
Bumi Nasional gas jalur Arun - Belawan Dell Serdang, Kota Medan Swasta dan/atau PN
Kerjasama
5 e Pﬂndﬂ]lﬂ'an - -
¢. | Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas | Kota Medan, Kabupaten APBN, Imvestasi Kementerian ESTM, PT
Bumi Nasional Belawan -Kawasan Industri Serdang Bedagal, Kabupaten Swasgta dan/atau PGN
Medan (KIM}-Kawasan Ekonomi Khusus Batu Bara Herjasame
(KEK} Sei Manglked Pendanaan _
d. | Pemantapan dan Pengembangan tertninal Kota Medan, Kota Sibolga, AFBEN, Investasi Kementerian ESDM, PT
gas lerapung kabupaten Batubara, Kawasan | Swasta dan/atau PGN
pesisir timur dan kawasat Kerjasama
g | pesisir baral yang potensial Pendanaan
.4 | Pemantapan dan Pengembangan Pembanglit
Tenaga Listrik =
a. | Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik

yang telah beroperasi

PLTU Belawan | | Kota Medan

PLTU Belawan 2 kota Medan )
i PLTU Belawan 3 2 Kota Medan !
. PLTU Belawan 4 | Kota Medan

PLTGU Belawan GT 1.1 Kota Medan o

PLTGU Belawan GT 1.2 Kota Medan -

PLTGU Belawan ST 1,0 Kota Medan

PLTGU Belawan GT 2.1 Kota Medan

PLTGU Belawan (7T 2.2 Kote Medan

PLTGU Belawan GT 2.0 Kota Medan

PLT Belawan [TTF] | Kaota Medan

PLTMG Belawan Hota Medan

PLTD Sewa Belawan MO Kota Medan

PLTD Sewa (Bio Fuel|

Kota Medan

APRN, Investasi
Swasts dan /atag
kerjasama
Pendanoan

Kementerlan BESDM, PT

PLH, [vesior




PFT GSi-1 (Excess Fower) Kota Medan )
PT (351-2 {Exvess Power] Kota Medan ]
PT Prrtumhulmn Asla :Ema Pn:weri Kota Medan

PT Inalum Porsea {Exccss Power 2 MW)

Kab. Toba Samosir

PT Nubika (Excess Power Gl B, Prapat)

Kab. Lﬂ.huhan HBaty

PT Victorndo [Excess Power Gl Sidempoan| Kota F‘adaﬂgmd.[mj:_lu an
PT Harkat Sejahtera (G P.SIANTAE] Kota Pl:rna.tangmantﬂr
FTPN 11 Sci Mangkad [G] KISARAN] Kab. Asaban

PT Evergreen (Excess Power GI T. Morawa)

Kab. Deli Berdang

=2, NG5 -
i S A LOKASI Sumber Dana Pelaksana T-.uhuﬂ. \ Tahun | Tahun | Tahun
: -[ : aF
PLTD Scwa Glugur B Kota Medan - 1” :H' i ) 1_".|J.~ :
PLTC: Glugur [TTF} Kota Medan o niple ik e Sl H
PLT'C‘I‘ PEHﬂPE.mrT {TT'F'I Hﬂ]tﬂmﬁdﬂ]‘l stk S i e rect A
PLTD Till Kuning 1-6 Kota Medan e AT A
PLTD Paya Pasir Kota Medan AT il
PLTD Paya Pasir 2 o Kota Medan LR R
PLTD Paya Pagir 3 Kota Medan it e
PLTD Sewn Belnwan (AKE) [ ota Medan __ 1St A —
PLTMH Batang Gadis 1 Kab. Mandailing Natal = R R TS
PLTMH Tonduhan Kab, Simalungun '-'E -' T .=.la' il
FLTMH: Kamhih [ E'E.hr Pﬂk@}m‘t L I‘ !| Sl B Ay ik
PLTMH Kombih 11 Kab. Pakpak Bharat i R
PLTMH ok o Eab, Samosir riL R -.;i..__' 'L1 [ i
PILTMH Aek Raisan Hab. Tapanuli Tengah W e T ,’.é B
PLTMH Aek Silang Kab. Humbang Hasundutan ERif e e i ey .
PLTMH Aek Sibundong ) Kab. Tapanull Utara =S L
PLTA Lau Renun Kab. Dairi T G g *|'| |
| PLTU Labuhan Angin Kab. Tapanuh Tengah | i B TR
| PLTA Asahan | Kab. Toba Samosir el e A R -
PLTA INALUM | Kab. Toba Samosir ] e s e —
PLTY Sibayak Kah. Karo = TR B '
PLTMH Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan SR )
PLTMH Sei Silau 2 Kab. Simalungun o] -_",-a L LT
PLTMH Parlugsan Kab. Toba Samosir Lzt ke BRI 3 U ol
PLTMH Hutaraja Kab. Humbang Hasundutan A (T it 22 L VT
PLTMH KARAI 13 kab, Simalungun g i v T AL
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mm—
aFa

LOKAEL

5 5 5

PLTD Gunung Sitoli

Kaota Gunung Sitali

PLTD Teluk Dalam

Kah. Nias Bclatan

_PLTI} Pulaw Tello

Kab. Nias Sclatan

Pemantapan dan Fengembangan pembangkit
listrik baru

Pangkalan Susu 2 [FTP 1)

Kab. Langkat

Truck Mounted Sumut

Sumatera Utara

Barge: Mounted Sumut

Sumatera Utara

Mobile PP Nias

“Kab. Nias

Nias (FTF 2]

Kah, Nias

Warmpu [FTF 2

Kab. Karo

Sarulla 1 (FTE 2)

Kab. Tapanuli Utara

Pangkalan susu 4 {FIP 2}

Kab. Langhkat

Sumbegut-1 Peaker

kota Medan

Sumut-1

Kab. Langkat

Asahan U [FTF 2]

Kab. Toba Samosir

Hasang (FTF 2|

Kab. Toba Samosir

Pangkalan Susu 3 (FTP 2}

Kab, Langlat

Sumbagut-3 Peaker

Kot Medan

Smhggut;@‘r Peaker

Kota Medan

Migs

Kab. Nias

Sorik Marapi (FTP 2

Kab. Mandailing Natal

Simonggn 2

Kab. Humbang Hasundutan

Batang Toru

Kab. Tapanuli Selalan

Kombih-3

Eab, Pakpak Bharat

Sibundong-4

kab. Humbang Hasundutan

Sipoholon Ria-Ris (FTFP 2}

Eab. Tapatuli Utara

Simbolon Samosir

Kab, Samosir

Sumatera Pump Storage-1

Sumatera Utara

Sumut-2

Kab. Langkat

Sarulla 1l [FTP 2}

Sumatera Pump Storage-2

Sumatera I..E!,am

PLTU Gunungsitoli {1-IV 2}

Kota Gunung Sitoli

PLTU Mew Sumat Pangkalan Brandan [I-
v/2)

Eab. Langkat

e AT

gl R
|'|I-.|t='

-I

B Al Sdammiry -..-.|. .:'=|“ 5'":"
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R ATy et LOKAST Sumber Dana Pelaksana :
: ian .k
PLTU Kuala Tanjung {1-IV/2) i Kab. Batu Bara ] 2 :
PLTM Parlilitan (1-1V/ 2] | Kab. Humbang Hasundutat ) il
PLTM Parluasan (I-TV/2} Kab. Toba Samaosir : ] | o
PLTM Pakat {I-IV/2) Kab. Humbang Hasundutan T R s e
PLTM Aek Hutaraja {I-IV/2] Kab. Humbang Hasundutan | iz s Sl R Pk e
PLTA Asahan IV dan ¥ {I-IV/2} Kab. Toba Samosir R R TS
'PLTMH Lac Une (I-TV/3] Kab, Pakpak Bharat e LRl *3";.}
;LII’:‘L:.I[[-[ di Kecamatan Pariilitan dan Pakkat (I- Kab. Hiumbang Hasundutan '-p_,-g J I’._.-:-
PLTMH Bah Belutu {IIV/2} Kab. Humbang Hasundutan . i RS IR R RE
PLTMH Bah Bulan (I-[V/2] Kab. Humbang Hasundutan rﬂ i e S SR
PLTMH Bah Kulistik [I-IV/2) Kab, Simalungun _ -.if Zhe Bl '--‘I“u**,.r e
PLTMH Bah Hapeson (I-IV /2] Kab. Simalungun :'E'J-:‘ ul N R
PLTMH Bah Partamburan {I-IV/2) | Kah. Simalungun ; I
PLTMH Bah Kaliat {1-IV/ 2] Kab. Simalungun
PLTMH Bah Parjalapang (1-1V /2] e Kab. Simalungun
PLTMH Bah Bolut (I-1V/ 2} Kab. Simalungun )
PLTMH Sibolangit [I-IV/2) | Kab. Deli Serdang =
PLTM/PLTMH di Kabupaten Karo {I-IV/ 2] Kabupaten Karo i)
PLTBS {Blomasa Sawit) KEK Sei Manghkei (Kab. Batu
Bara)
“PLTMG Mobile Pulau Nias
PLTMG - - Pulau Nias
PLTU Merah Putih Palau Nias L S
PLTU Paluh Kurau Kab. Dieli Serdang iy £ T, ..‘. X
PLTS Terapung {KEITI) Kawasan Danau Toba dan ] "'“ i Tl e ;"".1‘:*-5r ]

B o Hepulauan Mias -5 i E!’ e ’!_-1.::-' gt o
Pemantapan dan Pepgembangan sumber Wilayah  Provinsi  Sumatera *‘J" et ri*: T*‘fr Tl BT e
energi bary yang berbasiskan potenst panas | yrarg i ,' W -"“- 31k A
bumi, tenaga hidro power, hiomassa dan ” A y il
bingas L o SRR
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kawasan perbatasan Pulau
Berhala, Pulau Simuk, Pulay
Wunga

5 5 5 8
UULAN m“%‘f“ HEQIATAN LOKASI Sumher Dana Pelaksana Tahun | Tahnn | Tebnn | Tetiun
= a i T ™
d. | Pemantapan dan Pengembangan sistem Sistemn jaringdn terisolasi pada e | EETHY it
pembangkit mikrohidro, tenaga surya, Pulau Berhala, pulau-pulau A t
tenaga angin dan tcnaga diescl kecil atau pugus pulau serta A I A | La=h
kawasan terpencil dan I {hPLETE
B pedalaman, - - e - i T WAEE _
C.3 | Pemantapan dan Pengembangan sistem |
jaringan transmisi tenaga listrik | _ B :
a. | Pemantapan dan Pengembangan sistem | Wilayah Provinsd Sumstera APBHN, Investasi Kementerian ESDM, PT [0 i
jaringan interkoneksi s¢ Sumatera dan Utara Swasta dan /atau FLN, Investor BTRE R '
sistem energl Ascan Kerjasama i I} il
Pendanaan i it
h. Pengembangan  sistem  juringan  transmisi Wilayah Provinsi Sumatera, APBN, Investasi Kementerian ESDM, PT {(TRIE
SUTET dan SUTUT Utara Swasta dan /atau PLN, Investor
Kerjasama 118
e = Pendanaan
D. PERWLULIUDAN SISTEM JARINGAN
g TELEKOMUNIKASI
0.1 Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Wilayah Provinsi Sumatera 4t
Terestrial Utara 1L
a. | Rehabilitasi dan pengembangan sistem Kewasan perkotaan PKN Investasi Swasta Dinas Perhubungan, 1Tl
jaringan terestrial kabel serat optik _ Mebidangro = Diskominfo, Penyedia (L2 5o
b, | Pemantapan dan pengembangan sistem Jaringan pusat pelayanan Jusa Telekomunikeasi, TR
jaringan teresterial kabel dan nirlcabel wilayah pantai imur dan pantai 44 _1,1'|
barat ]
c. | Pemanfaatan jaringan tetestrial sistem Wilayah berbukit, pegunungan | APBN/ Investasi Kementerian Kominfo/ Wl ol o
nirkabel dengan penutupan wilayah atau wilayah terpencil di Swasta Penyedia Jasa = IR B
| blanlspot sumatcra Utara | Telekamunikasi 1 R ST T -
0.2 | Rehahilitasi dan Pengembangan Jaringan ' BT |
Satelit ] || FL
a. | Rehanilitasi dan pengembangan jaringan PEN Mehidangro, PEW, | Investasi Swasta Penyedia Jasa i
telebkomunikasi satelit kawasan tertinggal dan 5 Telekomunilkas Hi%




= I8

i 5 5 5 5
usuum:nmﬁ_n;umm KECLSTAN LOKASI Sumber Dana Puleiinnn Tahun | Tahon | Tahunm | Tahun

Pembangunan dan pengembangan Stasiun | Kabupaten Karo dan wilayah | APBN/ Investasi | Kemenkominfo] Swasta | 00 |
Bumi yang bersesuaian Swasta et et LA T

Penataan dan Pengelolaan lokasi BTS Seluruh Kabupaten/Kota APBN/ Swasta Hemenkominfo/ '_"-'-_‘-I"_'.1’-'_'.1:'- T o
Penyedia Jasa LIV

— ] Eki”!{“i"iﬂ. i et e TR i LR
PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN |

SUMBER DAYA AIR (SDA) DAN .1
PRASARANA SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pengembangan konservasi SOA melalud TR =) A e el T P Tt
perlindungan dan pelestarian Jaringan TR B e T e
Sumber Daya Air IR SO A UL LA, kil T
PMengembangan Pola Pengelolran Sungai/WS | Lampiran VI APBN, APED Dinas Sumber Daya Air, [Hen g i 1 s o e

Tabel Wilayah Sungai (WS) Cipta Karya dan Tata [ W0 &l AT R I B S st R

Provinsi Sumatera Utara Ruang, Kementerian PU {0000 af e ‘.;'--ﬁ_'.l.‘-}.., I it _-U_jl.:;_. i
Pengembangan Pola Pengelolaan Cekungan Lampiran 1X : ' PRI | BT e | AR T 6 R
Air Tanah Tabel Cekungan Air Tanah iRy il

(CAT] Provinsi Sumatera Utara HEE
Pengembangan pola pengelolaan Danau dan | Danau  Toba, Danau Siais, M USIEE:
sumber air lainnya Danay Balimbing, Danau Lau TS

Kawar, Danau Sidihoni, Danau N
Aek Natonang, Danau Pandan, Tellgd P,
Danau  Laut Tinggal, Danau ST S
Siombun, Danau Laut Tador, o MRS
Danau  Tao, Danau Linling, TP
Danau  Seberang,  Danau l Tilie
Marsabut, Danau Siombak, | RN
Danan Bicike-cike, Danan I' L
Tasik, Danau Silosung, dan , i i W ooy R T

| Danau Sipinggan. e R A R




i
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USULAN an DAN EEGIATAN LOKASI Sumber Dana Pelaksana Tahon | Tahon | Tahun | Tabhun
W

@
- ]
o

UTARA r

Pengembangan sumber days air pada Kabupaten  Deli  Serdang, AR s T R S R TR
Eawasan rawa K_EihLIFEI.tI:I‘.I. Labhuhanbaty Utara, T Ll Rl i 1
Kabupaten Labuhanbatu, s st el e ket i Al R

Kabupaten Asahan, Kabupaten il B Er s IRESEN SIHEE

Langkat, Kabupaten Serdang R MR I; BT Bt

EEdE.EEir F.Hhupﬂtlﬂ‘l MEII!.dEI.ﬂJ'IIg Hly II-'I.'_! 1 I" ] v 'I:II r:_-._ It .I: J Illlllllll
Matal, Kabupaten Tapanuli -|I:'-:'-'!';‘"'|Il.-tr' WAL e I ..'.'.ii_'"':' el
Tengah, HKabupaten Tapanuli S| LA Wi SR hesnd & R

Selatan,  Kabupaten  Karo, SRR ) AT w2 el O 0 T

H.ﬂh‘l.l]:lﬂlt‘n ampﬂ.nu" Eﬂlﬂtﬂn, :'. H-..-“:I.',:I:“ gy :';'.'_|;_'.|' Il'l!-:'-i."'!: .'.I-_I ] R -!| [hiE
dan Kabupaten Tapanuli Utara e RRIEN % o A LU ater e

Pengembangan pengelolzan sumber mata air | Seluruh Kabupaten /kota | APBN, APRD Kementerian PU, Dinas  RESSERRTINSEAEEE ii';'-:.'_'r'--‘ﬁjﬂ'“' (VTR
permukaan dan sumber air lainnya Sumatera Utara Provinst, APBD SDA, Cipta Karya, dan |0 0 R e N i -'."!-T [Peip rar |

Kah/Kota, | Tata Ruang Provinsi AL RAT R s I 6 )
dan fatau dan Kab/Kota I G O et P ]
Pendanaan

Ul L}
HE LS
1] |I-.|I|;: it

—
-—
=
o
£

Pengembangan  Sarana dan  Prasarana
Sumber Deaya Air

Pengembangan sistem jaringan prasarana ' ' o Ll e
iligasl - i o '.Ila!l'lal .'."'i'ilII '-"Li'.!-ll.'l-'.:i'.-' 1

. | pembangunan dan pengembangan | Bendungan Sigura-gura, Lau | APBN, APBD Kementerian PU, Dinas BRSNS

infrastrukiur bendungan Simeme, dan Sel Wampu Provinsi SDA, Cipta Karva, dan LY ERRIIA 1L ot 0 TR (R iDRIe

q " Tata Ruang Provinsi b3
pembangunan dan pengembangan Bendung Batang  Batshan, | APBN, APBD Kementerian PU, Dinas | N etk . it
infrastrukiur bendung Batang Gadis, Batang Angkola, | Provinsi SDA, Cipta Karya, dan  [[UIIREEUEEEE S8 '!‘i';"'. A

Eﬂ.h Bﬂlﬂﬂ. Eﬂlal'lg ﬁﬂgir E'E.T.HIIE Ta.l-a Euﬂng Prmriﬂﬂ :I_; _:!I;:,': 'I.-:l Irz' [ E I:I.'| il

_ Tengah dan Kah/Kota R m" A )
pengembangan daerah saluran irigasi Arahan lokasi scsuai Lampiran | APBN, APBD Kementerian PU, Dines  [SSE TR EESA et il

pertanian X1l ! Provinsi, APBD SDA, Cipta Karya, dan |08 SRl S R
Kab/Kota Tata Ruang Provinsi el o P Itk
dan Kab/Eota RhE] DT Y Tt g L HEATS
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USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
UiANA

LOKASI

Sumber Dana

Pelaksana

pengembangan situ /waduk/embung

Pembangunan Wadul Simanggo o

Arahan lokasi sesuai Lampiran
Xy

AFBN, AFBD

Kementerian PUJ, Dioas

 Kabupaten Humbang

Provinsi, APBD SDA, Cipta Karya, dan || R T,
Kab/Kota Tata Ruang Provinsi B TR iy i e <2
dan I'{-Hb_.'l.[{ﬂtﬂ |_|l:||||-,.-_|__ 4 I’r LT LY
TG TR L R R § T it
HII|E|I=|I||- E I.- 'I 'I: i I-

Hasundutan

Pembangunan Waduk Lau Gunung 2

Kabupaten Karo

Pembangunan Embung Aek Mandosi

Kabupaten Toba Samaosir

Pembatguhan Embung Napa Sibual buali

Kabupaten Tapanuli Selatan

Pembangunan Embung Binanga Bolon

Pembangunan Embung Sinapi =~

Pembangiinan Embung

__ | Kabupaten Samosir
__| Kabupaten Samosir

——

DB

I 22

Kabupaten Mandailing Natal

Pembangunan Embung

Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan
prasarana dan sarana penvediaan air
hakou /SPAM

Kabupaten Padang Lawas Utara |

U T ST

HRAR e

dn i)

Pemantapan SPAM yvang iclah ada baik
jaringan dan non bukan jaringan

Eawasan permukiman wilayah
Provinsi Sumatera Utara

APEN, APBD
Provinsi, APBD

Pemantapan dan pengembangan 3PAM
Regional dengan sistem jaringan perpipaar

= Kawasan Medan = Binjai - Deli
Serdang - Karo (Mehidangro),

s Kota Siboga - Kabupaten
Tapanuli Tengah

s« Kota Tehing Tinggi -

Kab/Kota,

| Investasi Swasta
| danfatan
Kerjasama
Pendanaan

Kementerian PU, Dinas
SDA, Cipta Karya, dan
Tata Euang Provinsi
dan Kab/Kota, Investor
Swasta

e
131 ik - 3
|.|l|'|="lli:.:' 4 {

':I. | .|: A LLLLY SiETS
|.=||:.| I. |-l:r' 18 ]
A E R Tl

i |:.I i !II
T i =+ { T .J T
ill"l'-_l" i ‘.-_l': {

,” i ith

Kabupsten Serdang Bedagai, (gl
eKota Tanjung Balai - (LR THLEN 1 R e L

Kabupaten Asahan, fubiiya Sedfl!
sKota  Pematangsiantar - Pyl ili |

Kabupaten Simalungun, kRl T
sKota Padangsidimpuan - 3118 S = “

Kabupaten Tapanuli Selatan il DTS DI f*
» Kepulauan Nias ) LRUETHE




_1 -f_

Pengembangan kelembagaan badan layanan
umum (BLU) SPAM

Wilayah Provinsi Sumatera

LHara

b6
"“m ““'“.mi” ERGLALAY LOKASI Sumber Dana Pelakasna Tebua
Permantapan dan pengembangan SPAM kawasan permukiman , Swatstil PDAM
dengai sistem jaringan perpipaan perkotaan dan pedesaan,
kawasan pariwisata dan
kawasan industri dan kawasan
R budidayn lainnya - = iR
Pengembangan unit produloa air minum
1A PDAM TIRTANADI Provinsi Sumatera Utara/ Kota it -w ‘E.'u Al
Medan il rIIII I:‘ ‘I|I1I a
1PA, PDAM TIRTA BULAN == Kota Tebing Tinggi R '?w.rw
iPA PDAM TIRTA NAULL Kota Sibolga == il iTEan e
IPA PDAM TIRTA ULI Kot Pematangsiantar | g R R
IPA PDAM TIRTA KUALO el Kota tanjungbalai T :!.-..'~=_~- E -:-='~._?é'%!l'j )
1PA PDAM MUAL NATIO Kabupaten tapanuli utara W e b T T o
1PA PIDAM TIRTA BINA Kabupaten labirhabaty - AL RS _' ks WUR
IPA PDAM TIETA DELI Kabupaten deli serdang T s A ,.]'I __
TPA PDAM TIRTA LIHOU Kabupaten simalungun THEARHEE AR u. i
IPA PDAM TIRTA SARI Kota binjai ] ﬂ_ Eift
IPA PDAM TIETA UMBLU Kabupaten nias — ERANER G D]
IFA PDAM TIRTA NCIHO Kabupaten dairi I T et w Bl
TPA PDAM TIRTA MALEM Kabupaten karo == i TR
IPA PDAM TIRTA WAMPU Kahupaten langkat P el e Lk e
[PA PDAM TIRTA SILAUPIASA Kabupaten asihan — o Y o
IPA PDAM TIRTA AYUMI Kota padangsiditmpuan ) B
1PA FOAM MUAL NAULL Rabupaten tapanuli tengah | :
IFA PDAM MANDAILING MATAL Kabupaten mandailing natal ) -
Pemantapan dan pengembangan SPAM kawasan terpencil, pesisic dan | APEN, APED Kementerian PU, Dinas
hukan jaringan pulau kecil Provinsi, APED SDA, Cipta Karya, dan
terluar Kab/Eota, Tata Ruang Provinst
Itvestasi Swasla dan Kb/ Kota, Investor
dan fatau Ewasia
Keriasama
Pendanaan S




Ulara

Pemantapan dan pengembangan  sistetn
janingan drainase makro

Kawasan perkotaan :l.rErfg-

terintegrasi dengan jaringan
sumber dava air

Pemantapan dan pengembanpan sistem

jaringan drainase mikro

Kawasan permukiman bagian

darl kawasan perkota;

—t

dan Kab/Kola

g ) TANE 5 5 5
AL N AN A N LOKASI Sumber Dana Pelaksana Tahun | Tahun | Tahun | Tabum
WiAREA ¥ T m v
Pengembangan prasarana pengendalian daya el . HAeTn ]
rusak air pada alur sungad, danau, waduk i .'-'.r" Hi
dan pantai — | v
Pemantapan normalisasi, penguatan tebing, | » Kawasan pusat APBN, APBD Kementerlan PU, Dinas (S0 MbE |
pembuatan kolam retensi, dan pembuatan pertumbuhan dan kawasan Provinsi, APBD SIA, Cipta I-:ar_i.rsln.. dan I Ny
tanggul yang telah ada permukiman perkotasn Kah/Kota Tata Ruang Provinsi L -h.l; L)
. | Normalisasi pertemuan  sungal  Batang perdesann dan Kah/Kota Lty i A
Angkola — Sungad Batang Gadis Kabupaten | « SDA yang terletak pada e A
Tapanuli Selatan MandallingNatal =~ | kawasan yang memberikan 1N LAl N
Normalisasl Sunpai Tanjung Kabupaten |  pedindungan di bawahnya i aH Tl (R
Batuhbara = dan kawasan perlindungan I ] L
Pemantapan sistem penanganan erosi den setempat st }.'-I':;r
long=or s Daerah rawan banjir dan . il el i )
pengamanan pantal I yiabl S I
o Jaringan DAS Provinsi : Al i i
- Sumatera Utara o i CCUALIR L HEM (DG BIEAR
Pemantapan sistem  pengamanan abrasi | « Pantai Barus di Kabupaten APBN, APBD Kementerian PU, Dinas | W [ _ i
pantal Tapanuli Tengah, Pantai Provinsi, APED 8, Cipta KElr_'p'Ell. dan  Fleie AT TSR T
Matal di Kabupaten Kab/ Kota Tata Ruang Provins TER R ¥
Mandailing Natal, Pantai dan Kab/Kota 1P T e H A
Cermin di Kabupaten 1 "I" i f J#
Serdang Bedagal, Pantal i} i LR P T s ¥R
|  Kepulauan Nias, Pantai f | B | I R
Kewasan Dansu Toba serta RN e
pantai di pesisir fimur | T ot
e Sumatera Utarsa . - k1 ,.L11-.'.... Sl T : |
Pengembangan  sistem  jaringan  drainase | o kawasan permukiman APBN, APBD Kementerian PU, Dinas | : qik' '
dan pengendalian banjir perkotann dan perdesaan Provinsi, APHD S0, Cipta Karya, dan [ vl i ¥
» Wilayah Provinsio Sumatera | Kab/Kota Tata Fuang Provinsi LA [
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5 5
e Loxast SumberDana | Pelaksans rabea | Tebun
5 Iy v
3. | Pemantapan  penyediaan sumur-sumur | Kawasan perkotaan dengan !'.-,'::.'___'I,-_:-I
resapan dan kolam retensi ruang terbuka hijau kurang Jigenidl i
e daﬁ 3% 1 '.‘|':.'I.il\-"I

Pembangunan prasarana pengendali banjir | Kabupaten Asahan dan Kota 1= et g
Sungai Asahan Tanjungbalai n il ey A
Pembangunan prasarana pengendali banjir | Kabupaten Asahan Sa ;.I . T

- Sungﬂl Silau ¥ T B | : i_l.|i:|_: :l.i:zi.!:]'.'l
Pembangunan prasarana pengendali banjir | Kabupaten Deli Serdang TR i % 7

— HURERl Belavan o I A e 2

- Pembangunan prasarana pengendali banjir | Kota Medan Tars ]
Sungai Belatu | - y
Pemnbangunan prasarana pengendali banjir | Kota Medan ¥
Sungai Padang e e ¥
Pembangunan prasarana pengendall banjir | Kota Medan e
Sungai Babura = — i
Pembangunan prasarana pengendali banjir | Kota Medan
Sungai Kera 2 2 fie
Rehahilitasi prasarans pengendalian banjir | Kota Medan <)
SungiDelififir | i _

F PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN
PFRABARANA LINGHUNGAN o - - N - .

F.1 | Pengelolaan Persampahan TRE LI T

a. | Revitalisasi TPA yang telah ada Pusat pertumbuhan dan | APBN, AFBD Kementerlan PU, Dinas [0 i e
permukiman  perkotaan dan | Provinsi, APBD SDA, Cipta Karya, dan ik 10T AT e
pedesaan Kah/Kota Tata Ruang Provinsi A iy e ¥
- dan Kab/Kota T {




USULAN PFROGRAM DAN KEGIATAN
UTASA
T LOKAEL Snmher Dana 5 8 5
gan/ Peningkatan TPA Regional Kawasan Medan — Binjai — Deli | APBN, APBD K 'm T.h. T.;l“ asua
Serdang — Karo idangro s ementeri : ik T v
Kﬂtﬂ. S{%ﬂgﬂ.— :Mchl 'I Pm“-HEL s‘ﬁ'ﬂstﬂ =S0A C- S PU‘ DII'I-EI.'.S IL.I-E lI":I“ |I -'I i I I'ﬂl_ j1iiy .;11'.'|-'| 15 L]
i 3 Eabupaten dﬂn,-"atau T , Cipta Karya, dan I.,-:” _I': ".'|IL||I'|| 1 |,||| I'I.:‘Iji'_il!r ||".I.
apanuli Tengah, Kota Tebing | Kerjasama ata Ruane Froving, ST m il a3
Tinggi — Kabupaten Serdang g dan lovestor Swasta | I'.i.: i ".1|'.'.I||I_' i h'll '| 11'#‘1‘1.5::"*;' |
Bedagai, Kota Tanjung Balai — = -|r||||!|||.:|,‘. diily || i Mok dahb Il
Hahupalen ﬁﬂh&n' Kota ;!.r”'ﬂ.'.-_l] Iilrlu'l 1!|l|'ll I|||JIII 1‘ .',lr:?.r,;l--:flu;
Pematangsiantar - Kabupat Pyt e A
?;“;ﬂluﬂg'un: Kaota paten 'n'm""l'f::.'.': ’gla.' I!.J,' ! :.. 'q|! ;@f;il.- ‘~I'.E‘.|
angsidimpuan — K B 4 At e P
Tapanuli Selatan dan E&?m’i 1' ||“'“ i i-i'k'-gﬂ- J.l,' '_'r!'l n?ﬂ;:,f o
Pengelolaan air limbah TF= ol B ril'l ‘E;F.E_".Ji'_l;"'alln
sistem  pembuan i - T
terDisaE gan air limbah perpipaan | Kawasan Perkotaan T : __‘r j e ~.-,. s
i Kementeri i T =t
Provinsi, APHD i m“:{ PU, Dinas L :
Kab/K o , Cipta Karya, dan 1' i |‘1|§1.n|.|.'l,,|ll
I
Revitalisasl dan peni | dan Kah/Kota I
yang felah ada peningkatan kapasitas [PAL | Pusat periumbuban dan SN AhED : ] 3 1. e
E;Tj‘l:suklman pr:rkﬂtamn dan vai;{ai, APRD ggﬁfmﬂn PU, [:1_1135 |' L .| ".1'.1]'-"":'5.'
i o Kah'lf Kiota mm’m:pm P'I"ﬂ\?# dl-ﬂl'l l,!I.lllllll1 |1 =|' Ii_"ili‘ill 1
Jmfgbﬂmwﬂﬂm&nmmm Pengelola dari }{ahafﬁgnm i uf-'|, Al
T a Lingkungan APEN AFBD m‘,q;ll'-ll ! L
i A Kementerian P, Di TR :
i Tl e Kaii; din ".'.1|'.-4'i'---'f. it -'}“ i R
Pengembangan Jalur Evakuasi B ——_— Ll Tata Ruang Provinsi il I.“E‘a i i '..’-'_F-;qff.'.‘!ii*':a it ’i!h}l
cricand Selurub kabupaten,kota APED Provinsi b AR R e e llul“ﬂ
: ' inas Bina Margadan (W iicdie i 0 f— Sl
APBD Kab/Kota | Bina Konstrulsi Y PR (e T i
Provinsi dan Kah/Kata E:!:'Ii 'r'-l. l|1| Ii-l ,I:I Ll .|:-.ll. L mI,T'.-'_’ || { IT
3 r RN NRET I o ¢ ATy ] '\-15 I
Dinas S5DA, Cipla -'-'|II-I:';|'!:||“1J-;L'~ ‘I||||:Illﬁ lll:'h I ?1'1'.:"'- qﬁr -.l, :1- it
lﬁmm}'ﬂl fdan Tata R-UEI'E i 5 ,'- A d l' ki _'_"'.',5 C"'|'. 'II 1 -1
= insi dan Kab /Ko -.I'-"l IR S Y
PERWUJUDAN POLA RUANG BPBED l"'l'ﬂ"-l'il'.l.a.-i_dﬂfn L&, | |I'| i 'I:lf E i l. -| 3| _..J.'r'., l.:iilll:, "
PROVINS Kab/kota :ajl i .T,llql'f TRl '.I:“,l.j,'r-:ff‘.l-‘,lr:_.f'




i 5 [

Provinsi dan KPH di
Provinsi Sumatera
Lltara

B 8 5 5
CPT E RSV A Dl ERCEATAR LOKASI Susiher Dans Pdadirin Tahun | Tahun | Tshun | Tahun
UTAmA i ¥ Hi -4 nr
A, PERWILLIUDAN EAWASAN FUNGSI - o . B
LINDUNG S [
Al Penataan batas dan penetapan kawasan
lindung S = =
a. | Penvelesaian Tata Batas wildayah Seluruh segpmen batas dengan | APBN, APBD, Biro Pemerintahan,
Administras) Provins! dan Kabupaten/Kola Provinsi berbatasan dan antar BPHN, Kementerian
se-Sumatera Utara t kabupaten/kota i Provinsi Dalam Negeri
b, | Perda tanah ulayat (penepasan hak Kawasan dengan fungsi Kementerian Dalam
keperdataan atas tansh di Sumatera Utara] | Lindung di Provinsi Negeri, Kementerian
c. | Penetapan tata batas kawasan hutan Eehutanan, BPFEH,
| lindung Kementerian ATR/BPN,
d, | Penetapan tata batas kawasan vang Dinas Kehutanan
memberikan perlindungan kawasan Provinsi dan KPH di
- bawahannya B Provinsi Sumatera
e, | Penetapan tata batas kawasan vang Utara
memberikan perlindungan sctempat -
f. F:m:tapan taia batas kawasan yang
memberikan perlindungan kawasan suaka
alam, pelestarian alam, dan cagar budaya -
g. | Penctapan fata balas kawasan rawan
bencana =
h. Frnr'[apan tata batas kawasan lindu ng
geologi ]
i. | Penetapan tata batas kawasan lind ung
lainnya ==y
A.2 | Rehabilitasi dan Femantapan fungsi
kawasan lindung o
a. | Konservasi dan rehabilitasi seluruh kawasan | Kawasan dengan fungsi APBN, AFBD Kementerian
lindung dan lahan kritis seria SDA Lindung di Provinsi Sumatera Prowinsi dan APBD | Kehutanan, BPEKH,
[Jiara Kab/Kota Dinas Kehutanan




5 = 5
pick e g o LOHASI Sumber Dana Pelaksana Tabus | Tahun Tahun
LGPE A : v
b. | Penyiapan dan pengelolaan kawasan Kawasan rawan bencana APBN, APBD BNFRE, BPFBD, BMKG, ) |25
evakuasi dan mitigasi bencana Provinsl dan APBD | Kementerlan PL i
et e g o A et R Rab/Kota
A Pengembangan dan Pengélolsan Kawasan
Lindung I . . :
f. | Identifikasi kekavoan sumber dava alam dan | Kawasan dengan fingsi | APBN, APFBD, kKementerian
keanekaragaman hayall di kawasan lindung | Indung  di Provins! Sumatera Kehutanan, BPKH,
Utara INinas Kehulanan
Provinsi dan KPH di
Provinsl Sumaters
= Utara
v, | Kerjasams lintas sekior dan atan dacrah Rawasan dengan fungsi | APBN, AFBD, Eementerian ]
dalam pemanfaatan kawasan lindung Lindung di Provinsi Sumaters | Invesiasi Swasta Kehutanan, BPEH,
Utara dan fatay Dinas Kehutanan ;
Kerjasama Provinsi dan KPH di
Pendan:san Provinsl Sumaters
= - . Utara
€. | Pengembangan peluang pemanfaatan jasa Kawasan dengan fungsi | APBN, APBD, Kementerian
lingkungan di kawasan lindung Lindung di Provinsl Sumalera | Investasi Swasta Kehutanan, BPEH,
ara dan S atay MMnas Kehutanan
Kerjasama Provinsi dan KPH i
Pendanaan Prowinsi Sumaters
= e e e . . e . Utam
d. | Penpembangan kawasan RTH seluruh wilayah | APBN, AFBD Kementerian PU/ChHnas -
Kabupaten /Kota, Kecamatan | Provinsi dan AFBD | Sumber Daya Air, Cipta I
Polonia, Kota Medan Kab/ Kota kKarya, dan Tata Buang ¥ =
Provinisi dan |
. w == - | Kabupaten,/Kota i _
| Ad Penpgendalian pemanfaatan kawasan lindung Kementerian if i
. | Pengendalian keglatan budaya di sekitar Kawasan dengan fungsd | APEN, APBD khementerian
kawasan ungsi lindung Lindung & Provins Sumateta | Provins: dan APBD | Kehutanan, Dinas
Utara Kah/Kota Kehutanan Provinsi dan
KFH di Provinsi
| e Sumatera Utara, PPNS
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Tahun |
iv

Pertanian

Sumatera Ukara

Investasi Swasta
dafi fatan
Kerjasames
Pendangsan

S LOHKASI Sumber Dana Pelaksana
b, | Pengembangan peran masyarakat dalam Kawasan  dengsm fungsi | APBN, APBD Kementerian
kegiatan pengendalian pemanfaatan Lindung i Provinsi Sumatera | Provinsi dan AFSD | Kehutanan, Dinas
keswasan indung Ltara Kah/ Kota Kehutanan Provinsi dan
KPH i Provins
sumatera [Thara,
..... . | Bapemas Pemdes
. Fen_uu;kalau p-encgal{an hukum dalam Kewasan dengan fungsi | APBN, APBD PPNS, Kepolisian.
pengelolaan kewasan lindung Lindung i Provinsi SBumatera | Provinsi dan APBD
: Utara kab/Kola o
B. PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA
PROVINSI - i ; . o
5.1 | PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN Kawasun dengan peruntukarn APBN, APHL, Kemcnterian
| BUDIDAYA HUTAN PRODUKSI huditdayve hutan produlssi di Investasi Swasla Kehutanan, BPKH,
a. | Tata Datas dan Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Sumaters: Utara darfatau Dinas Kehutanan
Produksi Tabel XXIV Kerjasama Provinst dan KPH di
b. | Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Pendanaan Provinsi Sumaters
Kawasan Hulan Produksi el Utara
b.1 | Rehabilitas: Fungsl Kawasan dan reboisasi
| lahan krilis  Hutan Produls
b2 F'emamﬂp:-m Fun[.,ai Kawasan Hutan
- imuksl L —————— —— e ————————————
¢ | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan
Hutan Produles L
i1 I‘-l:ngrmhang@n Kawasan Hutan Produksi |
| .2 | Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi
. | Pengendalian Pemanfastan Kawasan Huran
Produksi s g
e, | Rehahbilitasi dan pengembangan Kawasan | Kawasan Hutan Tanaman
Hutan Tanaman Ralkoyat Rakyal di Kabupaten /kota -
B2 | PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN
BUDIDAYA PERTANIAN T 0 | Epr——
a. Rehabilitasi / Pemantapan Fungsl Kewasan | Selurub kab/kota di Provinsd APBN, APBD, Dinas Tanaman Pangan

dan Holtiloultura, Hnas
| Ketabanan Pangan dan
Peternakan Provinsi dan

Kab/ Kota




wgls

5 B
o s e LOKASI Sumber Dana Pelaksana Tahun | Tahun
! 1 n
Pcng:rnhahgﬂ.n dan Penpelolaan Kawasan T ) it
Pertanian s LR e
Peagembangan Sertra Produlesi o Kecamatan Mereld, APBN, AFPBD, Kementerian Pertanian, s el AL
AgropolitanDataran Tinggi Kawasan Kabupaten Karo; Investasi Swasta Kementerlan PU, Dinas [0 H 5 Sl st
Pertanisn » Kecamatan Siborong- dan/ atau Tanaman Pangandan [0 CH00 )00 0
borong, Kabupaten Tapanuli | Kerjasama Holtikultura, Dinas ikl LR R
Utara; Pendanasan Ketahanan Pangan dan | /080 b el

Peternakan, Mnas i {sgttlE
Sumber Daya Air, Cipta. | -2 friiad
Karya, dan Tata Ruang |21 f0 0 iE RS
Provinsi dan Eab/Eota g T fi

*  RKecammtan Dolok Sanggul,
Kabupaten Humbang
Hasundutan;

¢  Kecamatan Lumban July,
Kabupaten Toba Spmosir; 3 i

* Kecamatan Harlan, W s
Kabupaten Samosir; E b PR

» Kecamatan Sillmakuta, RRlGee ]
Kabupaten Simalungun; I

» Kecamatan Sitinjo, i
Kabupaten Dairi;

* Kecamatan Siempat Rube, s Ry ey
Kabupaten Palkpak Bharat; Ptz bt
ilan i L i

# Recamalan Sianlar Martoba,

—

Pemantapan Penyvediaan lahan pertanian Tabel XX1 APBN, APBD, Dinas Tanaman Pangan | _
pangan berkelanjutan dan/atau cadangan Tabel Kawasan Pertanian Investasi Swasta dan Holtikultura, Dinas [0 80 0=l
lahan pertanian pangan berkelanjutan Sumatera Utara dan fatay Ketahanan Pangan dan b e e
Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Kerjasama Petcrnakan Provinsi dan
Pertanian Pendanaar Kab/Kota

B3 FERWUJUDAN EAWASAN PERUNTURAN
BUDIDAYA PERKEBUNAN - : B .

a. Pengembanpan dan Pengelolaan Kawssan Tabel 30711 AFBN, APBRD, Dintas Perkebunan,
Peritebunan s = Tabel Kowasan Perkebunan Investasi Swasta Kementerian Pertonian,

al Pengembangan Kawasan Perkebunan Sumatera Utara danfatau Kementerian PU

| berdasarkan komoditas

Kerjasama




25

i . Tars ] ]
USULAN w KEGIATAN LOKASI  Bumber Dana Pelaksana
a,2 | Pengelolaan Kawasan Perkebunan | Pendanaan
berdasarkan komoditas 1
b. Pemantapan dan Pengembangan Taman Kawasan Sckitar Bandsra | API3N, APBED Kementerian Pertanian, il
Teknologl Tanaman Pertanian Perfsebunan Kuala Namu, Kebupaten Deli Provinst Kementerian PU Dinas s
{Agrotechno Park) Serdang | Perkebunan, [ii
c, Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Wilvah Kabupaten Provinsi AFBN, AP, Kementerian Pertanian, B
Perkebunan Sumatera Utara Investast Swasta Dinas Perkebunan. Ty
dan fatau iy !
Kerjasarnmea -f'.:." il
B4 | PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA et
PETERNAKAN . o
g, Pemantapan Fungsi Kawasan Peternalkan Wilayah Provins Sumatera APEBN, APED, Kementerian Pertaniadn, ol 2 i
| e —— Litara [nvestas] Swasta Dinas Ketahanan L L
b. | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Wilayah Provinsi Sumatera dan fatau Pangan dan Peternakan Lo
Peternakan vang terintegrasi dengan Utara Kerjasama Provingt dan bt
kawasan budidaya pertanian dan Pendanaan Kabupaten/Kota }:--qna,-
perkebunan dan perikanan budidaya PpeRtibll
bl Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Kabupaten Langkat, Kabupaten LT B
Peternakan hewan besar yang terintegrasi Dell Serdang, Kabupaten st
dengan kawasan hudidaya pertanian dan Simalungun, Kabipaten { Lol it
perkebunan dan perikanan budidaya Asahan, Kabupaten Toba e
Samaosir, Kabupaten Humbang P
Hasundutan, Kabupaten Dairi, et i}
Kabupaten Karo, Kabupaten Spre bo T s
Labuhanbatu, Kabupaten Al iy S g

Tapanuli Tengah, Kabupaten 7 ‘-‘r!-:‘éli;'{iﬁf.:: I:rr?“,“
Tapanuli Utara, Kabupaten sl -iI'E'iI:-I-:E!ﬂ':'lft
Tapanuli Selatan, Kabupaten vax b R AL T
Padanglawas Utara, Kabupaten

Padanglawas, Kabupaten
Mandailing Natal, dan Niasg,
Mias Utara, Nias Baral, Nias
Selatan, serta Samosin,
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Pantai Harat dan Timur Provins
Sumatera Utara

5
UBLLAN m“&'ﬂ.’?‘“ EEGIATAN LOHKABI Sumber Dana Pelaksans Tahun
.-..-"ilﬂfi if
b2 | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Wilayah Provinsi Sumatera - -
Peternakan hewan kecil vang terintégrasi Utara
dengan kawasan budidaya pertanian dan
perkebunan dan perikanan budidaya e :
. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Wilyah Provinsi Sumatera Utara
Peternakan .
B.5 | PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKEAN
BUDIDAYA PERIKANAN dun KELAUTAN | - aifly —
a. Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Perikanan dan | APBN, AFBD, Kementerian Kelautan
kawasan Perikanan dan Kelautan Kelautan di Kabupaten Jkota Investasi Swasta dan Perikanan, Tinas B N
al Rehabilitasi Fungsi Kawasan Perikanan dan dar/atal Kelantan dan Perilcanan
;- Kelautan Berjrssimna Prowinsi dan Kah/Kota
a.2 Pemantapan Fungsl Kawasan Perikanan Pendanaan
; dian Kelautan - -
b, Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasat APBH, APBD, kementerian Kelautan
| Perikanan dan Kelautan Investas Swasla dan Perikanan, Dinas e [E 41 |
b.1 Pengembungan Kawasan 1 Perikanan Kabupsaten Toba Sarmosir, dan/atau Kelautan dan Perkanan |00
Budidaya Simalungun, Tapanuli Utara, Kerjasama Provinsi dan Kab/Kots |
Humbaneg Hasundutan, Karo, Pendanaan
Drairi, Tapanuli Tengah,
Tapanuli Sclatan, Samosir,
Mandailing Natal, dan Padang
- Lawas
bh.2 Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap | Kabupaten langkat, Deli
Serdang, Serdang Bedagad,
Labuhan Batu, Labuhan Batu
Utars, Asahan, Batubara,
Tanjung Balai, Tapanuli
Selatan, Tapanuli Tengah,
Mandailing Natal, Kepulauan
Nias, Kota Sibolga, Kota Medan
b3 | Pengembangan pangkalan pendaratan itkan | Tabel XX
(PP | Pangkalan Pendaratan Tkan
b.4 Prnpgembangan Kawasan Agromarinepolitan | Kawasan Sepanjang pesisir
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T anss LOHKABIL Sumber Dana [ Pelaksana
. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Kawasan Perikanan dan
Perikanan dan Kelautan Kelautan di Kabupaten/kola
B.B FPERWUJUDAN EAWASAN BUDIDAYA
FERTAMBANGAN msgncil — o~ Eps
A Rehahilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan p-n;rtaml::l&ng;-ln s APBN, AFBI, Kementerian ESDM,
Eawasan F'er'rmnbungan kabupaten, kota di Provinsi Investasi Swastia Dinas Energi dan
Al Rehabilitasi dan konservasi Fu_ng_ﬁ.l Sumatera Utara dan fatau Sumber Daya Mineral
Kawasan Pertambangan yang cksisting Kerjasama Provinsi dan Kah/Kota
a2 Pemantapan Fungsi Kawasan Pendanzan
Pertambangan
h. Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan
Pertambangan
[, 1 Identifilkasi Potensi }’Eﬂmnhangan
b.2 Pennnlulaﬂ.n Kawasan Pertambangan
o Pengendalian Pemanfaatan Kawasan
Pertambangan - T -
B.7 | PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA
FERINDUSTRIAN = - .
EN Pemantapan Fungsi Kawssan Perindustrian | Tabel XXIV APBN, APBD, Disperindag,
b Pengembangan Dan Pengeiolaan Kawasan Kawasan Industrl D Provinsi Investasi Swasta BUMN,/BUML, Dinas
. Perindustrian Sumaters Utara dan fatau Koperasi & Usaha Kecil
b.1 Peogembangan dan Pongelolagn kawasan Kerjasama Mencogah, BPMP,
Industri Mikro Kecil " Pendanaan K:rpentuﬂan
b.2 | Pengembangan dan pengelolasn kawasan ' Perindustrian;
Industri Menengah dan indusin Besar | Kementerian
b.3 | Pengembangsn dan Pengelolaan kawasan Koperasi dan Uﬂﬂhﬂr
Indusiri Kawasan Ekonomi Khusus Kectl Menengah, BRPM
c. Pengendalian Pemanlaatan Kawasan
- Perindustrian . i
BB FPERWILIUDAN KAWASAN BUDIDAYA
— PMTA — i
B Rehahilitasi Dan Pemuantapan Fungsi Tabel 300 APBEN, AFBD, Chineas pariwisata, Dinas |
Kawasan Pariwisata Kawsasan Pariwisata i Provinsl | Investasi Swasta Kehutanan, BPMP,
a.l Rehabilitasi Fungsi Kawasan Pariwisata Sumatera Lltara dan/fatau Kementerian Pariwisata
dan Objck Wisata B o Eerjassma dan Fkonomi Kreatif,




-28-

IIBUI.H.HFRGEE_&‘HH&IHEGHTH LOKASI inhas D = AT
55
6.2 | Pemantapan Fungsi Kawasan Parlwisata Pendanaan BEPM
dan Chjck Wisata |
b. Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan
Pariwisata .
b.1 I":ngﬂmhﬁngﬂn Km'maa.n Pariwisals
b2 | Pengelolaan Kawasan Pariwisata
b3 Peny LI S1nEr Perencanaan Induk Pariwisats
Sumatera Utara
C. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan
Pariwisata ) -
B9 | PERWUJUDAN HAWASAN BUDIDAYA
PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN
PERDESAAN s - R
R Fehabilltasi f Pernantapan Kawasan Kawasan permou kiman APEBH, APBL, BPFN, Kementerian PU,
Permuliman di Perkotaan dan Perdesaan perkotaan dan perdesaan df Investasi Swasta Minas Sumber Doya Adr, |
b, Pengembangan / Peningkatan Kawasan Provinsi Sumatera Utara dan fatay Cipta Karya dan Tata
Permulkiman di Perkotaan dan Perdessaam Kerjasama Ruarng Provinsi dan
Pendanaan kb Kota, Dinas
Perumahan dan
Permukiman Provinsi
) dan KEab/Kotx
1nr FERWUJUDAN PENGEMBANGAN
KAWASAN STRATEGIS = eyl
A PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL DI PROVINS] SUMATERA
UTARA
A.1 |Pengembangan / Peningkatan kualitas Kawasan Perbatasan Laut Bl APBN, APED, Kementerian
kawasan strategis nasional dengan Sudut termasuk pulau keril teduar Inwestasi Swasta Pertahanan, Badan
Kepentingan Pertahanan dan Keamanan [Pulau Berhala) dengan negara Nasional Pengelola
India/Thailand / Malavsia Perbataszan,
Kementerian PU, Dinas
PU Provinsi dan
. - Rabupaten/ Kota




B T
Tahun | Tabun
il Tl

Azahan

o KRawasan Simalungun -
Batubara

o Kewaszan Ekonomi
Khusus Sei Mangloe

Diskominde, Mnas
Energi dan Sumbser
Daya Mineral, Dinas
Perkechunan, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Pariwirata

Dinas Lingkungan
Hidup, Dinas
kehutanan,

BHEPM, Badan
Pelayanan Perijinan
Terpadu, Badan
Fetangpalangan
Bencara Daerah,

T e e
A2 | Rehabilitasi] Revitalisasi kawasan strategls | Kewasan Perkotaan Medan — dan /atau Kementeran HIES
niasional dengan Sudul Kepentingan Binjal - Deli Serdang - Karo Kerjasama Koordinator Hidang
Ekonomni iMebidangro) Pendanaan Perekonomian,
Kementierian ATR/BPN,
Kementerian PLU, Dinas
PUI Prowinst dan
T . Kabupaten/Kota il |31 [
A3 | Rehabilitasi/Revitalisas] kawasan strategis Kawasan Danau Toba dan Kementerian Kehutanan | 0080
nasional dengan Sudut Kepentingzn Sekitarnya dan Lingkungan Hidup, | 00
Lingkungan Hidup Kementerian PU, Dinas | b0 1
Lingkungaty Hidup A T
Provinsi dat Kab/Kota . .
B FPERWUJUDAN KAWASAN BTRATEGIS i
DARI SUDUT KEEPENTINGAN
PERTUMBUHAN EEONOMI B
Bl Rehahilitasi} Revitalisasi dan Pemantapan » Eawasan Pengembangan APBN, APBL3, Bappeda, Dinas S04,
HKawasan Ekonomi Terpadu Investasi Swasta Cipta Karya dan Tata
Simalungun - Batubara - dan fatau Ruang, Dings
Asahan meliputi: Eerjasama Perhubungan, Dinas
o Kewasan Tanjunghalsl - | Pendangan Bina Marga,

L
faili)
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USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TEM S W 8
R

2.1

FPERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS
DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN
DAYA DUKUNG LINGEUNGAN HIDUP

Rehabilitasi/ Revitalisasi dan Pengembangan .
Eawasan
[ ]

LOKARI |  Sumber Dana Pelaksana
Kawasan Ekosistem Leuser | APBN/ APBD Kementerian Kehttanan |5 i
dan Bahorols; | Prowins

Hawasan Konsecvasi Hutan
Batang Toru; dan
Hawasan Konservasi Taman

dan Lingkungan Hidup/ I i
Dinas Lingkungan AP
Hidup Provinal,
Bappeda

Nasional Batang Gadis

AR\
}ngliln_va
\

NIP, 195490227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

thd

TENGEU ERRY NURADI



il

LAMPIRAN XXX1l PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMORE 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TARUN 2017-2037

TABEL RINCIAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN YANG BERDAMPAK PENTING,
CAEUPAN LUAS DAN BERSIFAT STRATEGIS (DPCLE| DI PROVINSI SUMATERA UTARA

] | Luasan pada Kepmenhut 579/2014 tentang = |
No. Peruntoksn Kawasan Kawasan Hutan Provinsl Sumatera Utara Total
HL HP " HPK | HPT HSA
1. | Permulkiman 46 - - - B4 100
2. | Pertanian 3l 3 3 - a 31
3. | Permukiman, RARE -] - - 387 18,850
Pertanian '
4, | Permukiman, 1.990 1 1.991
Pertanian, [
Berhebunan .
Total 20.711 | : : - 442 | 21.153

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

f TENGHKU ERRY NURADI
Salinan Sesuad Dengan Aslinya
KEZPALA E[Ru- HUKLM,
! | ) 5

SULAIMAN ™~ JJ
Pemibing U Murda (I /c)

NIF. 19500227 198003 1 004



LAMPIRAN XXX[I1

=

NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TABEL RINCIAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN
DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN {OUTLINE)

Salinan Sesuaj Der Aslinya
KEF:“-Li:’L BFE':J ﬁu III':JI"II_IE.

\ I'|

Pembinia Utama Mﬁdat
HIP. 19590227 198003 1 004

Luasan pada Kepmenhut 5792014 tentang
No. | Feruntukan Hawasan Eawazan Hutan Provinsi Sumatera Utara Total
- ~ HL HP HPK HPT HSA ,
1. | Permukiman 4.723 1.478 0 261 OG- | G558 |
| 2. | Pertanian [ 25.781 12.8349 ¥ 30078 3| BB.T02 |
3. | Parkebunan _323_ ___fm_a;i';# 17.142 2.900 11] 83470 ]
4, | Fermukiman, 197.675 a2 A4b 7.158 56,593 045 | 357115 |
Fertanian ' |
5. | Pertanian, 260 | 4569 5.403 411 11.082
Perkebunan ;
6. | Permukiman, . 189 - - 169 |
Purkebunan : |
7. | Permukiman, 14.876 | 62,164 | 9.070| 26.160| L1106 113.375 |
| Pertanian, , |
Perkebunan | |
| Tatal | 243,576 | 237.457 | 33.370 | 121.393 | 4.674 | 640.470
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
f TERGEU ERRY NURADI



